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Oleh:
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wikan
Sakarinto, S.T.M., M.Sc., Ph.D dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Dede Yusuf, S.T., M.Si,
anggota komisi X DPR RI. Yang saya hormati Ibu Atalia Praratya, S.IP., M.I.LKom
selaku Ketua TIM Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Yogi
Suprayogi Sugandi, S. Sos., M.A., Ph.D selaku Dosen Universitas Padjajaran. Yang
saya hormati para peserta KNIA ke 4 tahun 2020 dan civitas akademika Politeknik
STIA LAN Bandung.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa
ta'ala pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Konferensi Nasional Ilmu
Administrasi yang ke-4 Tahun 2020 ini, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan
lancar dari awal sampai akhir dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Tidak kalah penting, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah
SWT.

Bapak Ibu narasumber dan peserta yang saya hormati,

Politeknik STIA LAN Bandung ini merupakan lembaga yang baru beralih bentuk dari
Sekolah Tinggi menjadi Politeknik di awal tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan
ketika masih berbentuk sekolah tinggi masih dipertahankan, salah satunya kegiatan
KNIA ini karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam
mendiskusikan persoalan bangsa.

KNIA dilakukan dalam rangka untuk memperkuat keberadaan Politeknik STIA LAN
Bandung sebagai salah satu yang mendapatkan amanah dari negara untuk
mengembangkan sumber daya manusia atau human capital. Maka, pada kesempatan
ini kegiatan KNIA mengambil topik berkaitan dengan nilai vital sumber daya manusia
dikaitkan pada persaingan ke depan di era kenormalan baru ini. Pada saat
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manusia dalam menghadapi perubahan yang tentunya merupakan tantangan dimana
kita harus menyesuaikan diri dalam menjawab tantangan tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini dapat kita jadikan referensi dalam konteks
pendidikan dan konteks penelitian. Mungkin nanti kita dapat kita tindaklanjuti
dengan melakukan penelitian atau dengan melakukan pengabdian pada masyarakat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir
pada kesempatan ini. Semoga, kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan-
pertemuan ilmiah yang lainnya. Semoga situasi dan kondisinya segera kembali
normal sehingga kita dapat berdiskusi langsung baik di Politeknik STIA LAN
Bandung maupun di tempat lainnya.

Sekian dan terima kasih.
Wabilahittaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 26 November 2020

Dr. Joni Dawud, D.E.A
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Abstrak

Peranan Kepemimpinan transformasional, kecerdasan emosional dan knowledge sharing (berbagi pengetahuan)
sangat penting dalam peningkatan daya saing organisasi dalam menghadapi new normal, teknologi industri 4,0
dan VUCA (era penuh dengan perubahan yang tidak pasti). Penelitian ini melakukan identifikasi peranan
kepemimpinan transformasional, kecerdasan emosional dan berbagi pengetahuan dari beberapa literatur atau
sumber penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil identifikasi penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan transformasional, kecerdasan emosional dan berbagi pengetahuan
berpengaruh terhadap kinerja dan daya saing organisasi, kepercayaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan
emosional, motivasi, kepuasan kerja dan peningkatan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, hal yang terpenting
dalam kepemimpinan transformasional, berbagi pegetahuan dan kecerdasan emosional dalam meningkatkan
kinerja organisasi adalah komunikasi, inovasi dan manajemen konflik.

Kata Kunci: Kepemipinan transformasional; kecerdasan emosional ; berbagi pengetahuan;review literatur

The Role of Transformational Leadership, Knowledge Sharing, and
Emotional Intelligence on Organizational Performance

Abstract

The role of transformational leadership, emotional intelligence and knowledge sharing is very important in
increasing organizational competitiveness in facing the new normal, industrial technology 4.0 and VUCA (an era
full of uncertain changes). This study identifies the role of transformational leadership, emotional intelligence and
sharing knowledge from some literature or research sources that have been conducted by previous researchers. The
identification results of previous research indicate that the role of transformational leadership, emotional
intelligence and knowledge sharing affects organizational performance and competitiveness, trust, competency
development, emotional management, motivation, job satisfaction and improved service quality. Overall, the most
important things in transformational leadership, sharing knowledge and emotional intelligence in improving
organizational performance are communication, innovation and conflict management.

Keywords: Transformational Leadership ; Emotional Intelligence ; knowledge sharing;literature review

A. PENDAHULUAN
Pandemi coronavirus menyebabkan laju

terutama peningkatan daya saing sumber daya
manusia.

perekonomian Indonesia mengalami penurunan
dan pembatasan sosial secara menyeluruh. Pada
triwulan ke II laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,32
persen (BPS, 2019). Penurunan laju pertumbuhan
ekonomi berdampak besar pada pendapatan
sektor bisnis sehingga menyebabkan terjadinya
pengurangan tenaga kerja pada sektor ini. Untuk
mengatasi hal tersebut pemerintah membuat
kebijakan new normal yang berfokus pada
peningkatan dan pemulihan sektor bisnis

Tenaga kerja atau sumber daya manusia
merupakan  salah  satu  faktor = dalam
menggerakkan kinerja organisasi. Faktor yang
menjadi pendorong dalam meningkatkan kinerja
organisasi adalah pelatihan, kompetensi, motivasi
(Nugroho, M, & Paradifa, 2020), kepemimpinan,
suasana organisasi dan efektivitas kelompok kerja
(Mayo, 2000). Keseluruhan faktor ini merupakan
pembentuk dari modal manusia (human capital)
dalam  peningkatan dan keberlangsungan
organisasi menuju industri 4.0.
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Berdasarkan pada laporan Bank Dunia, modal
manusia (human capital) Indonesia pada tahun
2018 berada pada peringkat 87 dengan poin
sebesar 0.53 (World Bank, 2019) . Tentunya ini
menjadi tantangan tersendiri bagi para pengambil
kebijakan dalam melakukan pengembangan
kompetensi sumber daya manusia.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia
ini sebagai bentuk upaya suatu organisasi
menghadapi era digita, VUCA (Volatile,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan daya
saing global. Untuk menghadapi situasi ini
organisasi membutuhkan pemimpin yang
berkualitas dan berkompeten terutama tipe
transformasional. Tipe kepemimpinan
transformasional ini mengintegrasikan
kreativitas, ketekunan dan semangat, intuisi dan
kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dengan
mengintegrasikan strategi dengan budaya
organisasi(Bass, Avolio and Binghamton, 1993).
Selain itu, Kepemimpinan bertipe
transformational ini mampu menggerakkan
sumber daya manusia dalam menciptakan inovasi
untuk meningkatkan kualitas dan kinerja
organisasi. Untuk itu, seorang pemimpin harus
mempunyai kecerdasan emosional dalam
mengatur emosi diri sendiri dan orang lain,
hubungan  dengan  pekerja, dan rasa
empati(Barling, Slater and Kelloway, 2000).

Ketidakmampuan pemimpin dalam
mengelola emosi dan tidak adanya empati dapat
menyebabkan penurunan kinerja organisasi dan
konflik. Konflik yang terjadi dalam suatu
organisasi dapat disebabkan oleh ada
perbedayaan  budaya  pegawai,  rendah
komunikasi, kompetisi tidak sehat, kegagalan
dalam menerima perbedaan(Fiala, 2017) |,
ekspektasi pekerjaan yang tidak jelas, dan
kebiaasan bekerja yang buruk(Variety, 2019).

Faktor-faktor konflik ini ~menyebabkan
lingkungan kerja yang buruk sehingga
mempengaruhi mental pekerja, kinerja dan daya
saing pada organisasi.

Daya saing ini suatu ukuran keberhasilan
organisasi dalam pengembangan kompetensi dan
pelatihan pekerja. Pada tahun 2019, indeks daya
saing global Indonesia mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari
peringkat 45 menjadi peringkat 50 dan
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kemampuan modal manusia Indonesia berada
pada peringkat 65 dari 140 negara(Schwab, 2019).

Peningkatan daya saing dan penurunan
konflik dalam organisasi ini memerlukan
kebijakan dan regulasi yang tepat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi peranan
kepemimpinan  transformasional,  knowledge
sharing dan kecerdasan emosional dalam
meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi.
Peranan ketiga faktor ini sangat vital dalam
mencapai visi dan misi, target kinerja dan inovasi
dalam menghadapi kompetisi global yang
semakin meningkat. Kombinasi ketiga faktor
dalam penelitian ini dan inovasi dengan teknologi
terbaru dapat menjadikan organisasi tersebut
menjadi dinamis dan kualitas pelayanan yang
diberikan menjadi lebih baik.

B. PEMBAHASAN

TERDAHULU
Kepemimpinan transformasional

Kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat
penting dalam menyampaikan visi, misi dan
strategi dalam mencapai target kinerja yang telah
disusun. Pencapaian kinerja dalam organisasi ini
tergantung pada tipe kepemimpinan yang dibawa
dalam suatu organisasi. Salah satu tipe
kepemimpinan yang paling banyak menjadi
diteliti adalah tipe kepemimpinan
transformasional. Hasil beberapa penelitian
menunjukkan bahwa :

Kepemimpinan transformasional ini mampu
membangun komitmen, loyalitas dan kepercayaan
kepada individu dalam organisasi sehingga
individu tersebut merasa dihargai dan diberikan
kepercayaan terhadap kemampuannya(Bass, M, B
& Riggio, 2006)

Kepemimpinan transformasional dalam suatu
organisasi berkorelasi dengan dukungan untuk
melakukan inovasi dengan didukung oleh iklim
organisasi yang tinggi. Integrasi antara
kepemimpinan transformasional dengan inovasi
dapat membentuk kinerja organisasi
meningkat(Eisenbeiss and Boerner, 2008).

Kepemimpinan transformasional berkorelasi
dengan pengembangan sumber daya manusia
melalui pembelajaran dan kinerja kepemimpinan.
Pembelajaran dan kinerja kepemipinan ini
dilakukan dengan pemberian dukungan terhadap
perilaku budaya dalam sumber daya manusia

HASIL EMPIRIS
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sehingga berkorelasi positif terhadap kepuasan
kerja ~dan  konsumen dalam  organisasi
pelayanan(Akdere and Egan, 2020).
Kepemimpinan transformasional ini secara
langsung berpengaruh terhadap perilaku/kinerja
masyarakat, budaya dan visi organisasi. Selain itu,
kepemimpinan  transformasional ini juga
berpengaruh terhadap karakteristik individu
tertentu  seperti pemberdayaan, komitmen,
kepercayaan terhadap kemampuan individu,
kepuasan pekerjaan, kepercayaan dan motivasi.
Kemudian kepemimpinan transformasional ini
memberikan inspirasi terhadap staf dalam
organisasi sehingga staf tersebut percaya akan

kesempatan dan visi baru dari pemimpin
tersebut(Givens, 2008).
Kepemimpinan transformasional ini

berkorelasi dengan peningkatan kinerja secara tim
dalam organisasi. Korelasi antara kepemimpinan
dan kinerja tim membentuk suatu kohesi, motivasi
dan komunikasi dalam organisasi. Kohesi yang
terjadi dalam tim  berkorelasi terhadap
penyampaian visi dan komitmen dari seorang
pemimpin sehingga kinerja tim meningkat(Dionne
et al., 2015). Dari korelasi ini dapat dibentuk model
kepemimpinan transformasional dan kinerja tim
sebagai berikut
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Gambar 1. Model kepemimpinan transformasional
dan kinerja tim
(Sumber: Dionne et al.,2015).
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Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa
kepemimpinan transformasional ini dapat
meningkatkan kinerja organisasi dan

pengembangan sumber daya manusia melalui
penciptaan pemimpin baru melalui pelatihan,
edukasi dan aktivitas pengembangan profesi.
Pelatihan pada sumber daya manusia bertujuan
untuk memberikan dan menyediakan panduan
dalam memimpin dan mengatur perubahan dalam
organisasi yang kompleks, cepat dan perubahan
yang sulit untuk diperkirakan(Usman, 2020).

Penelitian yang lain menunjukkan bahwa
kepemimpinan transformasional ~mempunyai
pengaruh yang besar terhadap kinerja tim dalam
organisasi secara virtual daripada bertatapan
langsung. Tipe kepemimpinan ini lebih cocok
dalam kondisi menggunakan komunikasi secara
virtual(Purvanova and Bono, 2009).

Penggunaan komunikasi yang dilakukan oleh
pemimpin dengan tim dalam organisasi secara
virtual menjadi hal yang jamak dilakukan dalam
era digital dan pandemi  coronavirus.
Pengembangan teknologi virtual ini membentuk
sistel elektronik kepemimpinan (e-leadership).
Beberapa penelitian mengintegrasikan sistem e-
leadership ini dengan kepemimpinan
transformasional.

Penelitian ~ lain ~ menunjukkan = bahwa
kepemimpinan transformasional ~mempunyai
korelasi dengan kepercayaan secara interpersonal
dalam lingkungan bisnis secara virtual. Kemudian
tingkat pendidikan dan umur dari anggota tim
secara virtual mempunyai pengaruh terhadap
kepercayaan terhadap kinerja rekan kerja dimana
kepercayaan ini  dibangun dari sebuah
kepercayaan secara interpersonal(Vought, 2017).
Efektivitas kinerja tim secara virtual dipengaruhi
oleh bahasa motivasi dari pemimpin dan beberapa
faktor diantaranya pengalaman kolaborasi
terhadap anggota tim secara online, tipe pekerjaan,
sistem penghargaan, kemampuan bahasa tim, dan
latar belakang budaya(Fan et al., 2014)

Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap
penggunaan sistem e-leadership oleh pemimpin
dalam memberikan arahan dan ide kepada tim
secara  virtual. Berikut model integrasi
kepemimpinan transformasional dengan e-
leadership (teknologi informasi)
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; benevelence;

Gambar 2 Model integrasi kepemimpinan

transformasional dan teknologi informasi (e-
leadership)

(Sumber: Avolio et all,2001)

Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa
struktur ~ kolaborasi antara kepemimpinan
transformasional dengan teknologi informasi
dipengaruhi oleh kepercayaan anggota tim secara
virtual, emosi dan mood dan berdampak pada
interaksi  antar anggota secara  virtual
tersebut(Avolio, Dodge and A, 2001).

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa tipe kepemimpinan transformasional ini
mampu beradaptasi pada organisasi tradisional
yang menggunakan tatap muka dalam
berinteraksi dengan sumber daya manusia
maupun secara virtual dengan menggunakan
komunikasi secara digital.

Kecerdasan emosional (Emotional Intelligence)

Kemampuan pengelolaan emosi dalam suatu
organisasi sangat berperan penting. Emosi ini
berhubungan dengan mental, motivasi dan
tekanan dalam melakukan pekerjaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa

Kecerdasan emosional ini berkorelasi dengan
komitmen dalam organisasi yang dipengaruhi
oleh harga diri individu. Harga diri yang tinggi
membuat individu menjadi lebih termotivasi dan
optimis sehingga kualitas pekerjaan menjadi lebih
baik(Sarawati, 2014).

Kecerdasan emosional ini berkorelasi dengan
pengembangan kompetensi dari individu dalam
suatu organisasi. Faktor-faktor yang berpengaruh
tersebut adalah kesuksesan seseorang, sistem yang
baik dan kesuksesan sendiri (self-succes) sehingga
dapat meningkatkan kinerja serta modal manusia
dalam organisasi(Singh, 2010).
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Kecerdasan emosional ini berkorelasi dengan
peningkatan kinerja dalam tim dalam organisasi
pembelajaran. Organisasi pembelajaran
merupakan organisasi yang berkomitmen dalam
melakukan  pelatihan dan pengembangan
pegawai(Bal and Firat, 2017).

Kecerdasan emosional berkorealasi dengan
kedermawanan (generosity) dan semangat serta
fleksibilitas dari individu yang berdampak pada
perilaku kreatifitas dari setiap individu(Carmeli,
McKay and Kaufman, 2014).

Kecerdasan emosional ini berkorelasi dengan
komitmen organisasi dan kinerja pegawai.
Indikator ini berkorelasi dengan kecerdasan
emosional berhubungan dengan pengambilan
keputusan, pemberdayaan karyawan dan
pengembangan diri pegawai (Gunu, 2014).

Kecerdasan emosional ini berkorelasi dengan
tipe kepemimpinan transformasional yang
berdampak pada kohesivitas tim atau kelompok
dalam suatu organisasi. Selain itu, individu yang
mempunyai kejernihan dan regulasi dalam emosi
mampu menjadi pemimpin yang bertipe
transformasional. Regulasi emosi ini berhubungan
dengan pengaturan perasaan, reaksi fisiologis, dan
kognisi yang berhubungan dengan emosi(L6pez-
zafra, Garcia-retamero and Landa, 2007).

Pengelolaan kecerdasan emosional ini sanat
penting dalam organisasi agar terjadi keterikatan
yang kuat diantara kelompok.

Knowledge Sharing (berbagi pengetahuan)
Indikator berbagi pengetahuan juga berperan
dalam peningkatan sumber daya manusia dalam
organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Faktor suasana dalam kelompok (keterikatan,
kepercayaan dan inovasi) dan pemberdayaan
dalam kepemimpinan (pengambilan keputusan
secara bersama, informatif, pelatihan, dan
pemberian contoh) berpengaruh terhadap sikap
serta  perilaku  individu  untuk  berbagi
pengetahuan(Xue, Bradley and Liang, 2011).
Faktor pelatihan terhadap pekerja, sistem gaji,
dukungan dari pemimpin dan keterbukaan
komunikasi berpengaruh terhadap berbagi
pengetahuan dan peningkatan pekerjaan melalui
mediator faktor kepercayaan(Kang, Kim and
Chang, 2008).
Berbagi pengetahuan dengan menggunakan
teknologi dapat meningkatkan kemampuan dalam
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pengambilan  keputusan, efisiensi  dalam
pemecahan masalah, kompetensi dan peningkatan
kualitas kerja dalam suatu organisasi. Ada empat
faktor yang mempengaruhi integrasi antara
teknologi dengan berbagi pengetahuan tersebut
yaitu faktor individu (reputasi, efikasi diri, dan
kepuasan tersendiri), faktor sosial (timbal balik,
interaksi sosial, kepercayaan, norma sosial), faktor
teknologi (kualitas sistem, kemudahan yang
dirasakan, kegunaan yang dirasakan) dan faktor
organisasi  (upah, dukungan manajemen,
komitmen, tujuan bersama dan
kepemimpinan)(Nguyen, 2020).

Berbagi pengetahuan (knowledge sharing) ini
berperan penting dalam organisasi untuk
menghindari terjadinya perbedaan (gap) antar
pekerja. Sosial media menjadi sumber yang efektif
dalam memberikan berbagi pengetahuan melalui
blog, forum diskusi, google docs, wiki dan jaringan
sosial lainnya. Melalui teknologi sosial media
indivu maupun pekerja dapat mendapatkn info
secara cepat tentang aktivitas organisasi baik misi,
visi maupun pelatihan yang akan dilakukan oleh
organisasi tersebut.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Persaingan global dan kebijakan new era
membutuhkan  pemimpin  yang  mampu
menggerakkan roda organisasi dengan baik.
Pergerakan organisasi ini membutuhkan sumber
daya manusia yang terlatih dan berkualitas.

Faktor yang mempengaruhi pergerakan
sumber daya manusia dalam organisasi adalah
kepemimpinan transformasional, kecerdasan
emosional dan berbagi pengetahuan. Peran
kepemimpinan transformasional dalam
organisasi berhubungan dengan loyalitas,
komitmen, pengembangan pegawai, kepercayaan
dan inovasi dalam organisasi sehingga dapat
meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu
inovasi teknologi yang berhubungan dengan
kepimpinan ini adalah e-leadership.

Tipe kepemimpinan transformasional ini
berhubungan dengan kecerdasan emosional dan
berbagi pengetahuan antara kelompok dalam
organisasi. Menurut pendapat penulis, hal yang
terpenting dari kepemimpinan transformasi,
kecerdasan emosional dan berbagi pengetahuan
dalam menggerakkan kinerja organisasi adalah
inovasi, manajemen konflik dan komunikasi
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Untuk itu, penulis berpendapat bahwa
korelasi antara inovasi, manajemen konflik,
komunikasi dalam menggerakkan kinerja
organisasi dapat dibuktikan secara empiris pada
penelitian selanjutnya.

Rekomendasi yang diperlukan adalah
1. Perlu adanya pengukuran secara berkala

terhadap kecerdasan emosional setiap

individu serta konsultasi psikologi bila angka
kecerdasan emosional individu di bawah
normal.

2. Perlu adanya pelatihan, sharing dan
pembuatan modul secara berkelanjutan dalam
pengembangan pemimpin dengan tipe
transformasional agar mampu beradaptasi
dan memotivasi kelompok dalam organisasi.

3. Perlu adanya evaluasi secara berkala dan
umpan-balik dalam penilaian kompetensi
individu maupun manajer agar dayang saing
dan kualitas organisasi dapat terjaga

4. Perlu adanya SOP, protokol dan evaluasi
dalam  peningkatan efektifitas berbagi
pengetahuan secara virtual agar individu tetap
berkomitmen terhadap pekerjaan yang
dilakukan.

5. Perlu adanya pelatihan dan pengembangan
kompetensi terhadap kecerdasan emosional
disamping kemampuan teknis yang didapat
individu agar motivasi, mental, semangat,
mood dan komitmen terhadap organisasi tetap
terjaga.

6. Perlu adanya pengembangan inovasi e-
leadership dalam penilaian kinerja pemimpin
dalam suatu organisasi
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Abstrak

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berdampak cukup signifikan pada tatanan hidup
bermasyarakat baik perekonomian, sosial maupun politik. Kini masyarakat harus mampu menyikapi
keadaan tersebut dengan mengkatualisasi diri agar memiliki daya saing sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dalam mempercepat laju pergerakan roda organisasi baik dalam situasi offline
(Tradisional) dan online (Digital) yang di dukung dengan komitmen organisasi yang terdiri dari tiga
variabel, yaitu kesetiaan, kemauan dan kebanggaan. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam
lingkungan organisasi telah menyebabkan pergeseran dalam urutan pentingnya manajemen sumber
daya manusia dan fungsi sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena fungsi sumber daya manusia
sedang berubah menjadi fungsi manajemen yang penting. Menurut pendapat para peneliti dan
teoretisi, aset sumber daya manusia dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelajutan
karena aset-aset manusia tersebut mempunyai pengetahuan dan kompleksitas sosial yang sulit ditiru
oleh para pesaing. Persaingan di dalam setiap sendi kehidupan masyarakat tidak dapat dihadapi
dengan cara persaingan one by one sehingga diperlukan strategi berupa kolaborasi guna menutupi
kelemahan yang satu dengan yang lain agar tercipta persaingan yang sehat dan kokoh dalam
menggerakan organisasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : organisasi; sumber daya manusia; persaingan

Abstract

The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a significant impact on the social order of life, be it economic,
social and political. Now the community must be able to respond to this situation by self-actualizing so that it
has competitiveness in accordance with the needs of the community in accelerating the pace of movement of the
wheels of the organization both in offline (traditional) and online (digital) situations which are supported by
organizational commitment consisting of three variables, namely loyalty. , will and pride. Fundamental changes
in the organizational environment have led to a shift in the order of importance of human resource management
and the function of human resources. This happens because the human resource function is changing into an
important management function. In the opinion of researchers and theorists, human resource assets can be a
sustainable source of competitive advantage because these human assets have knowledge and social complexity
that is difficult for competitors to imitate. Competition in every aspect of people's life cannot be faced by one by
one competition, so a strategy in the form of collaboration is needed to cover one another's weaknesses in order to
create healthy and strong competition in moving a sustainable organization.

Keywords: organization; human Resources; competition

A.PENDAHULUAN

Seiring dengan digitalisasi dalam berbagai
kehidupan masyarakat membawa perubahan
yang cukup signifikan yang mempengaruhi
seluruh lapisan kegiatan masyarakat, hal ini
juga yang  melatarbelakangi  perlunya

upgrading skill guna meningkatkan kompetensi
dalam menghadapi new normal. Banyaknya
organisasi brilian yang mengalami kegagalan
dan tidak dapat mempertahankan
eksistensinya disebabkan karena organisasi-
organisasi tersebut berhenti belajar dan tidak

Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0



Kl i 4.0

AN

dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan jaman dan teknologi. Untuk
dapat terus mempertahankan eksistensi dan
kinerja organisasi maka dibutuhkan sebuah
proses  pembelajaran  organisasi. Proses
pembelajaran dapat dicapai jika organisasi
dapat memiliki kemampuan dalam berpikir
dan bertindak secara lebih cepat dalam
merespon setiap perubahan (Senge, 1990).
Organisasi yang mampu melakukan proses
pembelajaran tersebut dinamakan dengan
organisasi pembelajar

Kompetensi  yang  dibangun  dari
pemanfaatan aset internal organisasi melalui
pembelajaran organisasi yang berkelanjutan
akan  menghasilkan = kemampuan dan
keunggulan yang berkelanjutan (sustained
competitive advantage) dan kinerja usaha yang
unggul. Barney (1991) menyajikan struktur
yang lebih konkret dan komprehensif untuk
mengidentifikasi ~ pentingnya  kompetensi
untuk memperoleh keunggulan bersaing yang
berkesinambungan. Konsep fundamental dari
keunggulan  daya  saing  (competitive
advantage) dapat ditelusuri kebelakang pada
konsep-konsep yang pernah diungkapkan oleh
Chamberlin (1939); Selznick (1957); Hofer and
Schendel (1978) dalam Reswanda (2011) yang
menggambarkan keunggulan daya saing
sebagai posisi unik yang dikembangkan
sebuah organisasi yang secara langsung
dibandingkan dengan pesaingnya melalui pola
penggunaan sumber dayanya.

Hubungan yang dibangun di dalam
organisasi tersebut, baik bersifat formal
maupun informal dalam semua lapisan, pada
kenyataannya memberikan pengaruh yang
besar pada operasional organisasi tersebut.
Interaksi yang terjadi ini tidak dapat dibatasi
dalam  ruang lingkup hanya sebatas
komunikasi yang tejadi di dalam lingkungan
organisasi. Karena pada kenyataannya pola
hubungan yang terjadi di dalam organisasi
pada akhirnya ditujukan pada publik di luar
organisasi yang bersangkutan. Sehingga
organisasi atau perusahaan berhubungan
dengan publik yang berada dalam lingkungan
eksternalnya secara terus menerus. Mengingat
kehadiran organisasi sesungguhnya tidak
hanya menyangkut kepentingan internal
semata yaitu pemilik dan karyawan, namun
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lebih jauh kehadiran organisasi dimaksudkan
guna memenuhi hajat hidup masyarakat luas
yang banyak berada di luar organisasi.

Di sinilah peran komunikasi internal
menjadi strategis untuk dibicarakan. Hal ini
karena komunikasi internal yang berjalan
dengan baik akan memberikan kepuasan
kepada seluruh publik internal. Kepuasan
tersebut  akan  mendorong = karyawan
mengerjakan tugas yang diembannya dengan
baik yang pada akhirnya akan menghasilkan
kinerja optimal dan menghasilkan produk
berkualitas dan atau pelayanan prima yang
memuaskan semua publik terkait.

B. PEMBAHASAN

Pembelajaran organisasional adalah proses
memperoleh pengetahuan secara individu dan
kelompok yang bersedia mengaplikasikannya
ke dalam pekerjaan mereka dalam membuat
keputusan dan saling mempengaruhi sebagai
kapabilitas ~ dinamik = sebagai = sumber
keunggulan bersaing (Khandekar and Sharma,
2006). Organisasi yang bersedia untuk
melakukan eksperimen dan mampu belajar
dari pengalamanpengalamannya akan lebih
sukses dibandingkan dengan organisasi yang
tidak melakukannya (Wheelen dan Hunger,
2002). Agar dapat mencapai  dan
mempertahankan keunggulan bersaing dalam
lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat,
organisasi  harus dapat meningkatkan
kapasitas pembelajarannya (Marquardt, 1996).

Menurut Damanpour (1991) inovasi
merupakan sebuah pengenalan peralatan,
system, hukum, produk atau jasa, teknologi
proses produksi yang baru, sebuah struktur
atau sistem administrasi yang baru, atau
program perencanaan baru yang untuk
diadopsi sebuah organisasi. Sedangkan tipe
dari inovasi merupakan perilaku adopsi dan
faktor yang menentukan dari inovasi tersebut.
Penelitian Damapour (1991)
mengklasifikasikan inovasi menjadi beberapa
tipe, antara lain: administrative innovation,
technical innovation, product/service innovation,
process innovation, radical innovation, incremental
innovation.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan
antara lain:
1. Pembelajaran cepat.
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Aliansi, merger dan akuisisi merupakan
bentuk respon dalam menghadapi
lingkungan kompetitif yang
memungkinkan aktivitas penambahan
nilai dengan biaya yang lebih rendah atau
waktu turnaround yang lebih cepat.
Integrasi vertikal untuk membangun
skala ekonomis mungkin tidak lagi
menjadi strategi kompetitif yang tepat,
khususnya dalam industri yang terus
mengalami perubahan yang radikal dan
berfrekuensi tinggi.
2. Dari rantai nilai fisik ke virtual.
Hal  ini dimungkinkan  dengan
perkembangan teknologi internet dan
media digital yang memungkinkan
munculnya jaringan penciptaan nilai yang
memiliki tingkat penyebaran tinggi dan
ruang pasar yang jauh lebih luas.
3. Evolusi teknologi penciptaan nilai.
Aktivitas ~ penciptaan  nilai = terus
berkembang, dengan pesat dalam industri
manufaktur maupun jasa. Misalnya
penggunaan jaringan informasi yang
kompleks dalam bidang pelayanan
kesehatan sehingga para dokter dan ahli
medis lebih seperti “knowledge broker”
yang bekerja dengan klien tertentu dan
melayaninya dengan berbagai jasa

Pendidikan dan pelatihan menitik
beratkan pada beberapa jenis ketrampilan dan
keahlian yang relatif sejenis serta dilakukan
dalam jangka pendek, sedangkan proses
pengembangan SDM lebih berorientasi pada
peningkatan ketrampilan dan keahlian yang
lebih luas dan beragam serta dapat dilakukan
dalam jangka panjang (Carrel, Elbert, dan
Hatfield, 1995).

Sedangkan skill yang harus dimiliki adalah
general skill (conceptual, interpersonal, technical,
maupun political) dan special skill. Special skill
ini meliputi kemampuan untuk mengontrol
lingkungan organisasi dan sumer daya yang
dimiliki, organizing dan coordinating, handling
information, memimpin  kegiatan  untuk
pertumbuhan dan perkembangan organisasi,
memotivasi tenaga kerja dan mengatasi
masalah yang ada, serta sebagai strategic
problem solving. Fungsi SDM berbasis
kompetensi sebagai salah satu sumber
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keunggulan kompetitif akan lebih memberikan

manfaat yang besar jika dikelola secara efektif

dan efisien.

Kekuatan evolusioner = memungkinkan
penekanan strategi  berpindah dari satu
kuadran ke kuadran yang lain sebagai akibat
interaksi antara kondisi dan pilihan organisasi.
Mengaji  terciptanya integrasi tersebut,
setidaknya terdapat tujuh faktor penting yang
berpengaruh:

1. lingkungan, dalam bentuk meningkatnya
persaingan, perubahan teknologi dan
perubahan demografi pasar tenaga kerja.

. Sejarah dan budaya organisasional .

. Strategi.

. Nilai- nilai dan skill para eksekutif.

. Keahlian dan nilai-nilai karyawan.

. Sistem manajemen, yang meliputi system
ganjaran (reward), system komunikasi dan
system informasi SDM.

7. Data base- data base SDM.

N Ul Wi

Ketujuh Faktor tersebut membawa pada
suatu muara kesimpulan bahwa keberhasilan
organisasi bukan terletak pada tingkatan
seberapa jauh integrasi SDM dan fungsi lain
tetapi seberapa jauh tingkat integrasi
perencanaan strategis dan SDM sesuai dengan
lingkungan ekksternal organisasi

Salah satu indicator keberhasilan organisasi
adalah kemampuanya memiliki keunggulan
kompetitif (Schuler, 1987). Konsep keunggulan
kompetitif dijelaskan oleh porter sebagai sari
pati dari strategi kompetitif. Tiga strategi
kompetitif yang dapat digunakan oleh
organisasi  adalah  Inovation,  Quality-
enchancement dan cost reduction. Strategi
yang pertama digunakan untuk
mengembangkan produk yang berbeda
dengan para pesaing melalui pemberian
tawaran yang berbeda.

Secara ringkas, kondisi paling penting
untuk mempertahankan keunggulan
kompetitif berkelanjutan adalah bahwa para
pesaing yang ada potensial tidak mampu atau
tidak akan mengambil tindakan untuk
menutup gap kapabilitas yang mendasari
diferensiasi. Bila para pesaing dapat dan akan
menutup gap, keunggulan kompetitif tersebut
menjadi tidak sustainable (tidak dapat
berkelanjutan).  Untuk  mempertahankan
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keunggulan kompetitif berkelanjutan maka
pengelolaan SDM secara efektif menjadi isu
sentral.

Permasalahanya untuk menerjemahkan
konsep tersebut menghadapi tantangan utama
dalam  mengarahkan organisasi  untuk
melakukan dua perubahan konseptual vital,
pertama, perusahaan seharusnya tidak percaya
bahwa orang merupakan asset paling penting
tetapi juga menerjemahkan keyakinanya ini
kedalam praktek- praktek MSDM sehari- hari,
kedua perusahaan harus mengubah mindsets
“ kos” SDM sebagai investasi.

Dewasa  ini, para  peneliti telah
menganjurkan bahwa psychological capital
dapat memainkan peran penting untuk
menjelaskan hubungan pemimpinanak buah
dan bagaimana para anak buah selanjutnya
bertindak (misalnya, Avolio & Luthans (2006);
Luthans & Avolio (2003); Walumbwa et al.
(2009) dalam Walumbwa & Peterson et.al.
(2010)). Sekali para pemimpin organisasi
mampu menguasai dan memperlihatkan
psycap yang positif, selanjutnya akan lebih
mudah bagi para anggota organisasi di tingkat
yang lebih rendah untuk mengikutinya (Toor
dan Ofori (2010)).

Organisasi-organisasi terus
mengembangkan rencana-rencana dan filosofi-
filosofi yang mendorong penerimaan revolusi
teknologi dan mencegah penolakan perubahan
(resistance to change). Tindakan-tindakan ini
memberikan perubahan besar pada jumlah
pekerjaan, tipe pekerjaan, dan ketrampilan
yang dibutuhkan. Pendidikan, pelatihan,
struktur  organisasional, dan fleksibilitas
organisasi perlu pula diubah.

Dengan revolusi teknologi terjadi pengaruh
psikologis seperti rasa takut tidak dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan yang
cepat. Perubahan teknologi memiliki implikasi
utama terhadap fungsi-fungsi SDM. Kemajuan
teknologi memberikan peluang bagi manajer
SDM maupun manajer lini untuk menjadi
pemain penting dalam tim manajemen (
Hammer dan Champy, 1993).

Inovasi menyiratkan kapasitas untuk secara
terus menerus mengembangkan kombinasi-
kombinasi baru sumber daya. Inovasi juga
dipahami sebagai hasil dari penelitian dan
pengembangan dan telah menjadi syarat
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penting  bagi  keberhasilan = kompetitif.
Rodriguez, Ricart, dan Sanchez (2002)
membahas tentang pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) yang
mempengaruhi cara perusahaan mencapai
Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan. Mereka
mengemukakan bahwa pembangunan
berkelanjutan mengubah arena kompetisi dan
karenanya mempengaruhi cara perusahaan
mengembangkan sumber dayanya,
kapabilitas, dan aktifitas, serta mendorong
keberlangsungan KK yang berbasis pada
pengetahuan dan inovasi. Untuk itu,
Rodriguez, Ricart, dan Sanchez (2002)
menawarkan pandangan suatu perusahaan
yang dinamis dan berkelanjutan (a dynamic
and sustainable view of the firm). Pandangan
ini merupakan kombinasi dari pandangan
perusahaan yang dinamis (dynamic view of
the firm) dan pandangan perusahaan yang
berkelanjutan (the sSustainable view of the
firm). Kapital intelektual adalah perangkat
yang diperlukan untuk menemukan peluang
dan mengelola ancaman dalam kehidupan.
Banyak pakar yang mengatakan bahwa kapital
intelektual sangat besar peranannya di dalam
menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai
organisasi yang unggul dan meraih banyak
prestasi adalah organisasi yang terus menerus
mengembangkan sumberdaya manusianya.
Berdasarkan pendekatan ini manusia harus
memiliki sifat proaktif dan inovatif untuk
mengelola perubahan lingkungan kehidupan
(ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum dII)
yang sangat tinggi kecepatannya. Dalam
kondisi yang ditandai oleh perubahan yang
super

Sebuah organisasi belajar melalui beberapa
cara, Dixon dalam Pearn et al. (1995:180)
menyatakan pembelajaran organisasi
menekankan penggunaan proses pembelajaran
pada tingkat individu, kelompok dan
organisasi untuk mentransformasikan
organisasi kedalam berbagai cara yang dapat
meningkatkan kepuasan para stakeholder.
Dalam hal ini ditekankan pentingnya
hubungan antara pembelajaran individu
dengan menyatakan bahwa organisasi
terutama belajar dari anggota organisasi,
sehingga  pembelajaran  individu  dan

00

Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0

11

J2qUIdAON 92




Kl i 4.0

AN

pembelajaran  organisasi  tidak = dapat
dipisahkan.

Tujuan dari strategi bersaing adalah untuk
mendapatkan  keberlanjutan  keunggulan

bersaing dan pada gilirannya memperbesar
performa usaha. Keahlian yang unik dan aset
dijadikan  sebagai sumber keunggulan
bersaing. Porter (1998) menyatakan
keunggulan bersaing merupakan hasil dari
implementasi penciptaan nilai bukan hasil
simultan dari implementasi pesaing potensial
maupun yang eksisting saat ini, ataupun
melalui eksekusi superior atau penerapan
strategi yang sama dengan pesaing. Namun
keberlanjutan prestasi keunggulan daya saing
berkelanjutan diperoleh ketika keuntungan
dapat diperoleh dan mampu bertahan dalam
menghadapi tantangan perilaku pesaing lain.
Dalam kondisi ini organisasi yang dapat
menyesuaikan diri adalah organisasi yang
lebih bersifat desentralisasi (tanggung jawab
lebih dekat pada level pengoperasian).
Organisasi yang terdesentralisasi memiliki
kepemimpinan yang partisipatif dan memiliki
kerjasama yang baik dengan pemasok,
konsumen, karyawan pemegang saham dan
masyarakat (stake holdernya). Selain itu
perusahaan harus menciptakan produk baru

memenuhi  kebutuhan dan  kepuasan
pelanggan dengan mencari dan menjaga
keunggulan.

Organisasi harus mengembangkan

perspektif global. Kecepatan dan ketangkasan
akan menjadi syarat mutlak bagi organisasi
modern. Kebijaksanaan-kebijaksanaan SDM
perlu mencerminkan karakteristik-
karakteristik organisasi yang diperlukan.
Organisasi memerlukan manajer internasional
yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis
saja tetapi harus pula memiliki kemampuan
beradaptasi dengan lingkungan dan budaya
yang dihadapi. Seringkali manajer gagal
karena tidak dapat menyatu dengan adat dan
budaya di negara asing di mana organisasi
beroperasi (Christoper dan Goshal, 1992).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan =~ bahwa  dalam  dinamika
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mengakibatkan pemiliki skill yang akan
berkuasa. Hal inilah yang mendorong
penelitian ini untuk menganalisa dan
memberikan suatu jalan keluar agar adanya
keseimbangan yang menciptakan iklim
persaingan yang sehat dan tergeraknya roda
organiasasi.

Upgrading merupakan upaya yang tepat
dilakukan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam mengalokasikan
kemampuannya di tengah pandemi. Di Era
New Normal setiap lapisan masyarakat
mampu meningkatkan skillnya melalui
platform penyedia layanan conferrence atau
upload video seperti youtube. Dengan
demikian, meskipun tidak menempuh
pendidikan formal setiap individu tetap
memiliki kompetensi melalui kolaborasi antara
satu dan yang lain sehingga konsensus
daripada organisasi dapat tercapai dengan
melibatkan semua potensi yang dimilki
anggota oraganisasi.

Hal demikian harus kian disemarakkan
agar nantinya dapat menyokong organisasi
dalam menghadapi derasnya arus globalisasi
yang memaksa setiap insan untuk mampu
beradaptasi dan mengikuti perkembangan
zaman, hal ini belum termasuk dengan bonus
demografi yang akan dihadapi Indonesia pada
2030 dimana ketika inidividu tidak memiliki
kompetensi yang dibutuhkan dan belum
mampu berkolaborasi dengan rekannya maka
roda organisasi akan terhenti yang
mengakibatkan akan terjadinya peningkatan
yang masif dalam tatanan persaingan
kompetensi.

Solusi yang dapat diberikan dari penelitian
ini adalah agar setiap organisasi mampu
memberikan inovasi dan ide kreatif dalam
meningkatkan kemampuan anggota agar
nantinya dapat dijadikan sebuah keunggulan
dan memperkokoh kedudukannya dalam
menghadapi berbagai situasi yang akan
berdatangan dikemudian hari.
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PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BIRO
SDM DAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA (SETJEN ORI)

Wawan Suhandi

Ombudsman Republik Indonesia
e-mail : wawansuhandi28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum
Setjen ORI dilihat dari aspek preventif dan aspek korektif. Metode penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan telaah
dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara preventif, hampir rata-rata pegawai belum
sepenuhnya memahami isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
sehingga memang perlu adanya pemahaman secara mendalam mengenai peraturan dimaksud. Secara
korektif, tindakan pendisiplinan yang diberikan kepada pegawai juga masih belum sesuai ketentuan
dan berada pada pemberian tingkat hukuman disiplin ringan. Untuk itu diberikan saran kepada Kepala
Biro SDM dan Umum agar melakukan pembinaan kepada setiap pegawai terkait disiplin yang merujuk
pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan membuat sistem penilaian
disiplin secara elektronik dan transparan yang dapat mencatat/merekam pelanggaran disiplin yang
dilakukan sehingga dalam pemberian hukuman dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku serta
memberikan penghargaan bagi pegawai yang telah berdisiplin sebagai motivasi pegawai lain untuk
dapat menjaga kedisiplinannya.

Kata Kunci: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Enforcement of Civil Servant Discipline at the Bureau of Human
Resources and General Secretariat General of the Ombudsman of the
Republic of Indonesia

Abstract

This study aims to determine how the discipline enforcement of Civil Servants at the Bureau of Human Resources
and General of the Ombudsman General Secretariat of the Republic of Indonesia in terms of preventive and
corrective aspects. The research method used a qualitative approach and data collection techniques were carried
out by interview and document review. The results show that: preventively, almost the average employee does not
fully understand the contents of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant discipline,
so it is necessary to have an in-depth understanding of the requlation in question. Correctively, disciplinary action
given to employees is still not in accordance with the provisions and is at the level of giving a light disciplinary
sentence. For this reason, advice is given to the Head of the Bureau of Human and General Resources to provide
guidance to each employee related to discipline and to create an electronic and transparent discipline assessment
system that can record disciplinary violations committed so that the punishment can be adjusted to the applicable
rules and provide rewards. for employees who are disciplined as motivation for other employees to be able to
maintain their discipline.

Keywords: Civil Servant Discipline
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A. PENDAHULUAN

Dalam pidatonya sebagai presiden terpilih
pada pilpres 2019 lalu Joko Widodo
menyampaikan lima poin penting visi Indonesia
kedepan dalam pemerintahannya pada periode
2019-2024, salah satu poin tersebut antara lain
adalah dengan mereformasi birokrasi dalam
tubuh penyelenggara pemerintahan. Reformasi
birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance)
sekaligus menjadi langkah strategis untuk
membangun aparatur negara agar lebih berdaya
dan berhasil guna dalam mengemban tugas
pemerintahan, beliau menekankan bahwa
kecepatan melayani menjadi kunci keberhasilan
reformasi birokrasi, tidak ada lagi pola pikir lama,
tidak ada lagi kerja di zona nyaman dan harus
berubah.

Hal inilah yang menjadi salah satu fokus
beliau untuk melakukan perubahan disisi
penyelenggara pemerintahan khususnya dalam
merubah mental aparatur yang harus memiliki
budaya kerja postif dan mampu memberikan
pelayanan yang berkualitas.

Salah satu langkah tepat untuk membangun
mental aparatur tersebut adalah dengan
menerapkan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil
(PNS), diharapkan dengan penegakan disiplin ini
dapat mendorong perubahan sikap perilaku
setiap PNS dan peningkatan profesionalisme
dalam bekerja yang melayani. Hal ini sejalan
dengan apa yang dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa
untuk menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance), PNS
sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk
bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan
akutabel dalam melaksanakan tugasnya agar
dapat mewujudkan PNS yang handal,
profesional, dan bermoral. Berdasarkan hal
tersebut dapat kita cermati bahwa disiplin
merupakan tuntutan pertama bagi seorang PNS
dalam melaksanakan tugasnya dan apabila kita
maknai secara luas disiplin juga bisa menjadi
salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi
untuk mencapai tujuan, karena tanpa dukungan
disiplin yang baik dari setiap pegawainya maka
organisasi tersebut akan sulit mewujudkan
visinya.

WEBINAR

Konferensi Nasional €&
liImu Administrasi %

“Rekonstruksi Nilal serta Modal Manusia dalam Era New Normal untuk
Membangun Kemball Daya Saing serta Keberlanjutan bagi Organisasi”

POLITEKNIK
STIA LAN
- A UNG

NN

Sebagai unit kerja yang mendukung
terwujudnya keberhasilan pembangunan
nasional pemerintah dalam hal pengawasan
pelayanan publik, Biro SDM dan Umum di
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia (Setjen ORI) diharuskan memiliki
pegawai yang berdisiplin dalam menjalankan
tugasnya, namun berdasarkan kenyataan yang
ada disiplin PNS di Biro SDM dan Umum Setjen
ORI masih belum dikatakan baik, hal tersebut
dapat dilihat dari sisi kehadiran dimana masih
banyaknya pegawai yang terkena potongan
tunjangan kinerja lebih dari 5% setiap bulannya.
Pegawai yang terkena potongan tersebut dapat
diartikan bahwa pegawai itu dimungkinkan
datang terlambat atau bahkan tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah (alpa). Hal ini terlihat
dalam olahan data presensi PNS di Biro SDM dan
Umum Setjen ORI yang diperoleh dari Bagian
Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai dari
bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2019
sebagai berikut:

OLAHAN DATA PRESENSI PNS DI BIRO SDM DAN UMUM
SETJEN ORI PADA BULAN MARET s.d. BULAN JULI 2019

Maret April Mei Juni Juli

* Pegawai yang terkens potongan = 5% Pegawai yang Alpa = 1 hazi kesja

Sumber: Bagian Administrasi dan Kesejahteraan
Pegawai, 2019

Dari diagram diatas, dapat terlihat masih
besarnya persentase pegawai yang terpotong
tunjangan kinerjanya lebih dari 5%, misalkan saja
pada bulan Mei 2019 pegawai yang datang
terlambat masuk kerja masih sebesar 37%, selain
itu terlihat juga masih terdapatnya PNS di Biro
SDM dan Umum Setjen ORI yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah (alpa) setiap
bulannya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh
sekali terhadap tanggung jawab pegawai
terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan,
pegawai yang terlambat atau tidak masuk kerja
secara tidak langsung dapat menghambat dan
bahkan meninggalkan tugas pekerjaannya.
Akibatnya, tentu akan berdampak buruk kepada
etika kerja PNS di Biro SDM dan Umum Setjen
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ORI, baik terhadap pekerjaan atau tugas-tugas
maupun hubungan antar sesama pegawai.

Berdasarkan pengamatan, terlihat masih
adanya pegawai yang tidak ada ditempat kerja
pada saat jam kerja apalagi setelah makan siang
padahal sudah ditetapkan dalam aturan bahwa
waktu istirahat mulai pukul 12.00-13.00. Hal ini
yang pada akhirnya PNS di Biro SDM dan Umum
Setjen ORI terkesan masih kurangnya menghargai
waktu. Pegawai merasa hal ini sudah menjadi
suatu kebiasaan dilakukan karena merasa
hukuman yang diberikan bagi mereka hanya
berupa teguran lisan saja. Menurut informasi dari
Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Pegawai, pernah
sesekali pimpinan memberikan arahan untuk
berdisiplin terkait kehadiran dan etika kerja
namun seiring berjalannya waktu pelanggaran
disiplin tersebut terulang kembali.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi pada tahun 2018, dilihat dari
komponen penilaian penataan sistem manajemen
sumber daya manusia yang salah satu
pengukurnya terkait dengan penegakan aturan
disiplin, belum dapat mencapai bobot maksimal
dan bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Hal
ini dapat kita lihat dari surat Menteri PAN&RB
Nomor  B/200/M.RB.06/2018  tanggal 31
Desember 2018  perihal Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018
yang menunjukan bahwa penilaian reformasi
birokrasi Ombudsman RI sebagai berikut:

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018
(dilihat dari komponen Pengungkit)
—

L. ilad
No. Komponen Penilaian Bobot 2017 5018
A. | Komponen Pengungldit
1. | Manajemen Perubahan 5.00 2.57 2.08
2. |Penataan Peraturaan Perundang-| 5.00 2.71 1.98
undangan
3. | Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 3.84 3.84
4. Penataan Tatalaksana 5.00 3.22 2.19
5. | Penat Sistem Manaj SDM 15.00 | 12.78 | 11.86
6. | Penguatan Aluntabilitas 6.00 2.91 3.76
7. | Penguatan Pengawasan 12.00 7.11 6.31
8. | Peninglkatan Kualitas Pelayanan | 6.00 3.67 4.13
Publik
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 | 38.81 | 36.15
Sumber: Surat Menpan Nomor
B,/200/M.RB.06,/2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa total
capaian masih berada jauh dibawah bobot ideal
yang diharapkan, di dalam penilaian penataan
sistem manajemen sumber daya manusia yang
salah satu pengukurnya adalah penegakan aturan
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disiplin terlihat adanya penurunan nilai dari nilai
12.78 di tahun 2018 menjadi nilai 11.86 di tahun
2018. Hal ini yang menjadi catatan agar perlu
adanya langkah perbaikan khususnya di sisi
penegakan disiplin.

Dilihat pada penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Yulia Eryani (2019) yang berjudul
Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil
pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Bandung, diperoleh hasil bahwa penegakan
disiplin preventif melalui sosialisasi dan
implementasi sudah dilakukan tetapi tidak
berjalan dengan baik, masih ada peraturan yang
belum pernah disosialisasikan dan belum ada
standar tentang proses penegakan disiplin kerja
secara preventif berdasarkan peraturan yang
berlaku, sedangkan disiplin korektif melalui
implementasi peraturan sudah dilaksanakan
namun penjatuhan disiplin atau sanksi belum
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, serta belum dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh pegawai pada Balai Besar POM di
Bandung.

Apabila diambil inti permasalahan dari uraian
latar belakang dan kajian literatur terdahulu
diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian
ini adalah wuntuk mengetahui bagaimana
penegakan disiplin PNS di Biro SDM dan Umum
Setjen ORI dilihat dari aspek preventif dan aspek
korektif.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan
teknik pengumpulan data melalui wawancara
terhadap lima informan kunci dan didukung
dengan telaah dokumen yang terkait dengan
kedisiplinan. Selanjutnya analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
mendeskripsikan secara keseluruhan keterkaitan
antar satuan-satuan gejala yang diteliti dan
memasukan penilaian penulis terhadap hasil
penelitian yang ditemukan.

C. PEMBAHASAN
Konsep Disiplin

Dapat diyakini bahwa suatu organisasi harus
selalu berupaya menegakan disiplin, dimana
berbagai peraturan atau tata tertib harus ditaati
dan dipatuhi oleh para pegawaianya agar tidak
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salah arah. Menurut Singodimedjo dalam
Sutrisno (2017:86) disiplin adalah sikap kesediaan
dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan
menaati norma-norma peraturan yang berlaku di
sekitarnya. Disiplin juga merupakan tindakan

manajemen yang mendorong terciptanya
ketaatan pada standar-standar organisasi
(Marwansyah, 2014:410).

Sutrisno (2017:85) mengemukakan bahwa
disiplin pada karyawan sangat dibutuhkan,
karena apa yang menjadi tujuan perusahaan akan
sukar dicapai bila tidak ada disiplin kerja. Dalam
kaitan yang sama Hasibuan (2018:193)
menambahkan pula bahwa disiplin yang baik
mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan
kepadanya. Sebab, hal ini akan mendorong gairah
atau semangat kerja dan mendorong terwujudnya
tujuan organisasi. Oleh karena itu, kedisiplinan
harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena
tanpa dukungan disiplin yang baik dari para
pegawai akan sulit organisasi untuk mewujudkan
tujuannya. Jadi dapat dikatakan bahwa
kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditentukan.

Siagian  (2016:305) mengatakan bahwa
terdapat dua jenis pendisiplinan dalam
organisasi, yaitu yang bersifat preventif dan yang
bersifat korektif.

1) Disiplin preventif, merupakan tindakan
pencegahan yang dilakukan sebelum
terjadinya pelanggaran, dengan adanya
pemahaman dan kejelasan tentang pola sikap,
tindakan, dan perilaku sesuai dengan
ketentuan kepada pekerja diharapkan semua
pekerja tidak akan berperilaku negatif.

2) Disiplin Korektif, merupakan tindakan yang
dilakukan sesudah terjadinya pelanggaran
dan berupa suatu bentuk hukuman yang
biasa disebut tindakan pendisiplinan.
Tindakan ini bertujuan agar tidak terjadi
pelanggaran lebih jauh dan untuk menjamin
bahwa di masa mendatang para pekerja akan
mengikuti standar atau aturan organisasi.

Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Disiplin bagi PNS secara nasional diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dijelaskan dalam aturan tersebut bahwa yang
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dimaksud dengan disiplin PNS adalah
kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selain itu terdapat pula 17 kewajiban dan 15
larangan bagi PNS dan untuk menghindari
adanya pelanggaran terhadap peraturan yang ada
maka perlu adanya hukuman atau sanksi.
pelanggaran disiplin diartikan sebagai setiap
ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak
menaati kewajiban dan atau melanggar larangan
ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja, sedangkan
hukuman disiplin merupakan hukuman yang
dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan dispilin PNS, hukuman dalam
peningkatan kedisiplinan merupakan alat untuk
mendidik pegawai agar mentaati peraturan yang
berlaku.

Hasil Penelitian
Penegakan Disiplin PNS Di Biro SDM dan Umum
Dilihat Secara Preventif

Berdasarkan hasil wawancara terhadap
informan kunci secara keseluruhan PNS di Biro
SDM dan Umum sudah mengetahui aturan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun
hanya sekedar mengetahui saja dan belum
memahami sepenuhnya isi dari peraturan
dimakud sehingga memang perlu adanya
pemahaman secara mendalam. Hal ini sesuai
dengan apa yang disampaikan oleh informan
kunci yang mengatakan bahwa “untuk lingkup
Biro SDM dan Umum ya, kalo untuk mengetahui saya
yakin semua mengetahui terkait peraturan tersebut,
tetapi mungkin belum sepenuhnya memahami dari isi
ee... aturan tersebut karena ee... disitu kan dijelaskan
secara detail mulai dari ee... apa jenis hukuman ee...
pejabat yang berwenang memberikan hukuman sampai
ee...apa sanksi-sanksi nya lah gitu, jadi memang perlu
dipelajari lebih dalam oleh masing-masing ee... atau
setiap pegawai yah untuk memahami aturan tersebut”.
Kemudian dijelaskan pula bahwa saat ini belum
adanya penilaian disiplin yang dilakukan secara
tersistem sebagai bahan evaluasi pegawai, yang
diakukan saat ini baru sebatas pengawasan dari
atasan langsung dari masing-masing PNS. Hal ini
sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh
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informan kunci yang mengatakan bahwa “Kalo
secara rutin disetiap unit kerja kita belum ada
penilaiannya belum ada, hanya ee... apa masing masing
pengawasan ee... pengawasan dari masing masing
unit kerja atasannya”. Selain itu, upaya
pencegahan yang dilakukan di Biro SDM dan
Umum sendiri dibungkus dalam bentuk nasihat
dari pimpinan kepada setiap jajaran unit kerja
yang ada dibawahnya, terkadang nasihat tersebut
disampaikan pada saat apel rutin setiap hari senin
atau juga disampaikan melalui pesan singkat
pada Whatshap Group mengingatkan kepada
setiap pegawai agar dapat lebih berdisiplin. Hal
tersebut sesuai dengan apa yang dikemukan oleh
informan kunci yang mengatakan bahwa “Ee...
untuk pencegahan ee... itu beberapa kali di Biro SDM
Umum ee... membuat suatu peringatan aja atau
mengingatkan kepada pada masing masing pegawai
bahwa aturan kedisiplinan harus tetap ditegakan sesuai
dengan PP 53 tahun 2010, kita mengingatkan tersebut
kemudian eee...untuk di instansi kita Ombudsman
setiap hari ada apel eee... setiap hari senin dilaksanakan
apel dsitupun juga eee... adalah bentuk dari
memupuknya suatu kedisiplinan pegawai, di setiap
hari senin kita harus hadir untuk apel menerima
pengarahan dari para piimpinan, itu menurut saya
salah satu bentuk ini apa upaya untuk eee... apa
mencegah terjadinya pelanggaran disiplin sekaligus
membangun sikap sikap kedisiplinan”. Sedangkan
untuk upaya pencegahan seperti sosialisasi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang disiplin PNS kepada pegawai memang
belum dilakukan dan baru akan direncanakan
seperti apa yang dikatakan oleh informan kunci
yaitu “Memang untuk upaya pencegahan itu kita akan
direncanakan ya belum memang ya kedepan kita akan
melaksanakan sosialisasi tentang peraturan berkaitan
tentang disiplin ke unit kerja masing masing untuk
jadwal nya eee... nanti direncanakan mungkin apakah
di bulan juli apa agustus bisa dilaksanakan ya” .

Penegakan Disiplin PNS Di Biro SDM dan Umum
Dilihat Secara Korektif

Berdasarkan telaah dokumen yang diakukan
terhadap data PNS yang telah melakukan
pelanggaran disiplin, bentuk penegakan disiplin
yang diberikan kepada PNS saat ini masih
berfokus pada sisi kehadiran saja, artinya apabila
terdapat pegawai yang melanggar aturan tentang
kehadiran baik datang terlambat ataupun tidak
masuk kerja maka dilakukan pemotongan
tunjangan kinerja. Hal ini juga dikonfirmasi oleh
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pernyataan informan kunci yang mengatakan
bahwa “...terlihat dari rekap absensi kehadiran
pegawai, saat ini kita sudah mulai menerapkan disiplin
dari eee... apa ketepatan waktu datang dan pulang jam
kantor nah untuk eee... penerapannya memang harus
ada pengawasan untuk jam kehadiran tersebut seperti
itu. Pegawasan jadi seperti eee... rekap bulanan dari
masing-masing eee.. pegawai ya khususnya di Biro
SDM dan Umum kita harus kita rekap, siapa yang
datang terlambat atau berapa banyak keterlambatan
jam nya dalam sebulan tersebut”. Tindakan
pendisiplinan yang dilakukan juga masih belum
sesuai dengan ketentuan dan berada pada
pemberian tingkat hukuman disiplin ringan. Hal
demikian dikemukakan oleh informan kunci yang
mengatakan bahwa “...iya tequran lisan untuk saat
ini eee...sebatas tequran masih hukuman disiplin
ringan ya tequran lisan eee... tequran tertulis
maksudnya tequran lisan dan tertulis”. Berdasarkan
telaah dokumen, apabila kita lihat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada
tingkat hukuman disiplin ringan maka hukuman
yang diberikan oleh Biro SDM dan Umum
terhadap PNS yaitu berupa teguran lisan, teguran
tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis
dari atasan langsungnya, padahal pendisiplinan
dapat berjalan efektif apabila ada komitmen dan
ketegasan dari atasan langsung atau pimpinan,
jangan ada pembiaran dan juga toleransi dimana
hal tersebut dijelaskan oleh infoman kunci yang
mengatakan bahwa “...pimpinan atau atasan lah
yang paling enak, atasan langsung tuh tegas
kebawahannya, harus tegas, janga jangan terlalu kasih
toleransi jangan terlalu pembiaran, karna memperbaiki
pembiaran tuh makin susah”. Selain itu, menurut
informasi terdapat pula faktor-faktor mengapa
pelanggaran disiplin di Biro SDM dan Umum
dapat terjadi diantaranya yaitu dikarenakan
adanya masalah pribadi, kurangnya pengawasan
dan juga faktor ekonomi dimana kesejahteraan
PNS di Biro SDM dan Umum yang dirasa masih
kurang. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh
informan kunci yang mengatakan bahwa “Kalo
dari yang ada disini sih kebanyakan faktor eee...
masalah masalah pribadi yang terbawa ke kantor,
contohnya dia punya pinjaman dibank, pihak bank ada
penagihan ke kantor dia ada rasa malu di kantor karna
ada utang atau aib lah mungkin mereka kan jadi tau
temen-temen tau dia malu ah dia jadi tidak mau masuk
ke kantor, trus ada konflik internal seperti di papua
seperti itulah  yaa, internal kalo internal tu biasa
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konflik antar individu klo eksternal tu ada pihak
pinjaman atau lain atau ada macem macem”.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan dari hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan
disiplin PNS di Biro SDM dan Umum sudah
berjalan walaupun implementasinya belum
optimal.  Secara  keseluruhan  mengenai
kesimpulan tersebut dapat disajikan berdasarkan
aspek-aspek berikut ini:

1. Dilihat secara preventif, upaya yang
dilakukan Biro SDM dan Umum dalam
melakukan pencegahan saat ini adalah baru
sebatas pemberian nasihat dari pimpinan
kepada jajaran yang ada dibawahnya agar
selalu lebih disiplin dan hampir rata-rata PNS
di Biro SDM dan Umum belum sepenuhnya
memahami isi dari Peraturan Pemerintah
Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
sehingga memang perlu adanya pemahaman
secara mendalam mengenai peraturan
dimaksud.

2. Dilihat secara korektif, sesuai kondisi saat ini
tindakan pendisiplinan yang diberikan
kepada PNS di Biro SDM dan Umum masih
belum sesuai dengan ketentuan dan berada
pada pemberian tingkat hukuman disiplin
ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran
tertulis dan pernyataan tidak puas secara
tertulis dari atasan langsungnya dengan
alasan kemanusiaan, penegakannya juga
masih berfokus pada sisi
kehadiran/pemotongan tunjangan kinerja
dan dalam penilaianya pun masih sebatas
pengawasan dari atasan langsung terhadap
bawahannya yang terkesan subjektivitas.

Saran
Berkaitan dengan kesimpulan penelitian

diatas, maka dapat diberikan saran kepada

Kepala Biro SDM dan Umum, untuk:

1. Melakukan pembinaan kepada setiap PNS di
Biro SDM dan Umum terkait disiplin pegawai
yang merujuk pada Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2. Membuat sistem penilaian disiplin secara
elektronik dan transparan yang dapat
mencatat/merekam pelanggaran disiplin
yang dilakukan sehingga dalam pemberian
hukuman dapat disesuaikan dengan aturan
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yang berlaku dan memberikan penghargaan
bagi pegawai yang telah berdisiplin sebagai
motivasi pegawai lain untuk dapat menjaga
kedisiplinannya.
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Abstrak

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luar biasa pada setiap aspek kehidupan masyarakat.
Begitu juga dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yang selama ini cenderung
dilakukan melalui jalur klasikal, terpaksa diarahkan ke jalur non klasikal. Perubahan yang dilakukan
secara tiba-tiba ini tentu saja menghadapi berbagai dinamika dalam penerapannya. Untuk itu, penulis
ingin mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan
pengembangan kompetensi ASN di era adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan studi kepustakaan yang
dilakukan, penulis menemukan beberapa poin yang menjadi faktor pendorong yaitu, makin banyaknya
jenis kompetensi baru yang dibutuhkan di masa depan, kehadiran platform ASN Unggul sebagai
sarana pendukung pembelajaran virtual bagi ASN, penghematan anggaran karena penyelenggaraan
pembelajaran virtual, dan banyaknya jalur dalam pelatihan non klasikal yang masih berpeluang untuk
dikembangkan. Sedangkan dari sisi faktor penghambat, gangguan lingkungan saat work from home
(WFH) dan kekurangan fasilitas bagi peserta, keterbatasan kemampuan untuk pemanfaatan teknologi
pembelajaran bagi pengajar, masih banyak instansi penyelenggara yang belum memiliki platform
pembelajaran virtual, dan jaringan internet yang tidak stabil dan belum merata.

Kata Kunci: pengembangan kompetensi, pendorong, penghambat, new normal, pandemi, covid-19

Driving and Inhibiting Factors in the Implementation of ASN
Competency Development in The New Normal Era

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a tremendous impact on every aspect of people's lives. Likewise, the
implementation of ASN competency development, which has tended to be carried out through the classical
methode, has to be directed to the non-classical methode. This sudden change of course faces various dynamics in
its application. For this reason, the authors want to identify the suppoting and inhibiting factors in the
implementation of ASN competency development in the new normal era. Based on the literature study conducted,
the authors found several points that were driving factors, i.e, the increasing number of new types of competencies
needed in the future, the presence of the ASN-Unggqul platform as a means of supporting virtual learning for
ASNSs, budget savings due to virtual learning, and the number of methode in training non-classical which still
has the opportunity to be developed. Meanwhile, the inhibiting factors are environmental disruption during WFH
and lack of facilities for participants, limited ability to use learning technology for teachers, there are still many
administering agencies that do not have virtual learning platforms, and internet networks that are unstable and
uneven.

Keywords: competency development, driving, inhibiting, new normal, pandemic, covid-19

A. PENDAHULUAN sekarang, dimana perubahan terjadi sangat cepat,

Beberapa tahun terakhir, kita sangat sering
mendengar istilah VUCA. VUCA merupakan
akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity,
dan Ambiguity. Istilah ini memang sangat populer
terutama  dalam  dunia = bisnis = yang
menggambarkan kondisi dunia yang kita tinggali

tidak terduga, dipengaruhi berbagai faktor yang
sangat kompleks dan kebenaran menjadi sangat
subyektif. Ini sangat berbeda dengan kondisi
dunia pada beberapa dekade sebelumnya yang
cenderung stabil, dan lebih mudah diprediksi.
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Salah satu hal yang tidak terduga yang
dihadapi dunia saat ini misalnya adalah pandemi
covid-19. Berdasarkan data WHO per tanggal 28
Oktober 2020, sebanyak 43.766.712 orang telah
terkonfirmasi positif covid-19 yang tersebar di 219
negara di dunia. Dari jumlah itu 1.163.459
diantaranya sudah meninggal dunia. Tidak ada
yang menyangka serangan virus ini akan
merenggut nyawa jutaan orang di seluruh dunia
hanya dalam waktu 8-9 bulan saja.

Akibatnya saat ini, aktivitas masyarakat pun
dibatasi. Untuk mengurangi potensi penularan
covid-19 maka pemerintah menetapkan kebijakan
pembatasan sosial dimana masyarakat tidak bisa
lagi  beraktivitas dengan bebas. Pilihan
pemerintah ini tentu saja memiliki implikasi pada
berbagai sektor misalnya sektor ekonomi,
pendidikan, pariwisata dan juga pemerintahan.

Di sektor pemerintahan, para ASN mau tidak
mau harus menjalankan kebijakan work from home
(WFH).  Kebijakan WFH merupakan sesuatu
yang baru bagi PNS. Beberapa waktu yang lalu
sebelum covid sebenarnya pemerintah memang
sedang menggodok kebijakan flexible working
management  (FWA) yang memungkinkan
beberapa jabatan di ASN bisa melaksanakan
pekerjaannya dengan cara yang lebih fleksibel
baik dari waktu maupun tempat. Pembahasannya
pun menjadi panjang karena ada pro-kontra dari
masyarakat. Namun ketika ada pandemi covid-
19, mau tidak mau, semua ASN harus
melaksanakan kebijakan WFH. Sesuatu yang
sebelumnya masih sebatas wacana, secara tiba-
tiba harus dilaksanakan.

Lalu bagaimana dengan produktivitas ASN
ketika menjalankan kebijakan ini? Berdasarkan
pendapat Menteri PAN&RB (kompas, 2020),
terdapat kelompok ASN yang pekerjaannya
overload karena harus mengerjakan pekerjaan
yang seharusnya diselesaikan oleh sekelompok
ASN lainnya yang teryata tidak bisa produktif
ketika bekerja dari rumah.

Dari kondisi tersebut kita dapat katakan
bahwa ternyata belum semua ASN siap untuk
memanfaatkan teknologi dalam mendukung
pelaksanaan pekerjaan mereka. Berbagai faktor
menjadi alasannya, mulai dari kekurangan
fasilitas, kendala jaringan internet, kendala aturan
yang kurang fleksibel, gangguan lingkungan atau
mungkin karena keterbatasan kemampuan yang
bersangkutan. Berangkat dari kenyataan tersebut,
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maka salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk
memastikan roda pemerintahan tetap berjalan
adalah dengan mengembangkan kompetensi
ASN agar mampu menghadapi kondisi krisis
seperti pandemi covid-19.

Sama halnya dengan pola kerja ASN sebelum

pandemi melanda, penyelenggaraan
pengembangan  kompetensi ~ ASN  lebih
didominasi  oleh  pembelajaran  klasikal.

Walaupun ada yang non klasikal, namun belum
banyak instansi yang menyelenggarakannya.
Namun sejak pandemi, pembelajaran klasikal pun
diarahkan  menjadi  pembelajaran  jarak
jauh/distance learning. LAN sebagai instansi
pembina diklat, telah mengeluarkan Surat Edaran
No. 10 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19). Sejak itu
program-program diklat daring dan webinar pun
menjadi populer dan menjamur dimana-mana.

Sejalan dengan laporan World Economy Forum
(WEF) dalam The Future of Jobs Report 2020 yang
menemukan bahwa saat ini pembelajaran dan
pelatihan online sedang meningkat. Terdapat
peningkatan 4 kali lipat jumlah individu yang
mencari peluang untuk mengikuti pembelajaran
dan pelatihan online. Sedangkan dari sisi
organisasi juga terdapat peningkatan 5 kali lipat
untuk menyelenggarakan pembelajaran online
bagi para pegawainya.

Dalam praktiknya di Indonesia, pembelajaran
daring dan webinar ini sangat memudahkan para
ASN untuk menambah wawasannya tanpa perlu
memikirkan biaya-biaya yang sebelumnya ada
ketika harus ikut seminar yang konvensional
misalnya biaya transport, akomodasi, dll.

Selain itu dari segi penyelenggara juga
memungkinkan penyelenggara untuk menerima
jumlah peserta yang lebih banyak tanpa harus
memikirkan biaya untuk konsumsi, sewa
ruangan, dIl.

Namun disisi lain, program pembelajaran
daring juga dinilai belum cukup fleksibel dan
hanya memindahkan tempat dari kelas fisik ke
kelas virtual. Hal ini disebabkan karena dalam
kelas daring, peserta harus berada di depan
laptop/PC/HP di waktu yang telah ditentukan.

Beberapa poin yang penulis sampaikan
tersebut tenyata hampir senada dengan temuan
dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharsono
(2020) tentang pembelajaran daring latsar CPNS
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from home dalam masa pandemi covid-19. Dari
penelitian  tersebut  disimpulkan = bahwa
pembelajaran daring memiliki kelebihan yaitu
menarik, menyenangkan, mengasah kecekatan
diri dalam mencari dan menemukan jawaban.
Sedangkan kekurangannya adalah pemahaman
materi dan kendala jaringan internet yang tidak
stabil.

Berdasarkan fenomena ini, maka penulis
tertarik untuk membahas sebenarnya apa saja
faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
ASN di era adaptasi kebiasaan baru?

B. PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini
bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pandemi
ini tentu saja menyebabkan krisis yang
memberikan dampak buruk pada berbagai aspek.
Namun disisi lainnya, pandemi ini justru menjadi
trigger untuk kita semua menciptakan perubahan
atau inovasi. Misalnya dalam pemerintahan,
sebaiknya pandemi bisa dijadikan sebagai
momentum untuk melakukan lompatan besar
dalam rangka mewujudkan Smart ASN dan
birokrasi berkelas dunia di tahun 2024.

Langkah penting yang harus ditempuh untuk
mewujudkan Smart ASN itu salah satunya adalah
pengembangan kompetensi ASN. Melihat situasi
pasca pandemi covid-19 yang telah merubah pola
interaksi ~antar manusia, tentunya pola
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
ASN ke depan juga harus disesuaikan.

Untuk menyusun strategi penyesuaian
program pengembangan konpetensi ASN tersebut,
maka sebelumnya kita perlu memperhatikan
faktor-faktor ~penting yang bisa menjadi
pendorong dan penghambat penyelenggaraan
pengembangan kompetensi ASN di era adaptasi
kebiasaan baru ini.

1. Faktor Pendorong :

Perubahan pola kerja ASN dari sistem
konvesional menjadi berbasis teknologi tentu saja
akan berpengaruh pada kompetensi yang
dibutuhkan ke depan. Bahkan sebelum covid pun,
ketika memasuki revolusi industri 4.0, sudah
banyak ahli yang memprediksikan bahwa
beberapa tahun mendatang banyak jenis pekerjaan
saat ini akan hilang dan digantikan dengan jenis-
jenis pekerjaan baru. Dalam The Future of Jobs
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Report 2020 (WEF, 2020) disampaikan beberapa
pekerjaan yang permintaannya meningkat dimasa
mendatang diantaranya : data analysts and scientist,
Al and machine learning specialist, big data spesialist,
digital marketing and strateqy specialist, digital
transformation specialist, internet of thing specialist,
dll. Sedangkan disisi lain terdapat beberapa
pekerjaan yang permintaannya menurun di masa
mendatang diantaranya: petugas entri data,
sekretaris eksekutif, akuntan, auditor, customer
service, petugas layanan pos, dll

Semakin banyaknya kompetensi-kompetensi
baru yang dibutuhkan di masa mendatang tentu
saja menjadi pendorong semakin banyaknya
penyelenggaraan ~ program = pengembangan
kompetensi. WEF (2020) menyampaikan dalam
laporannya, akibat berubahnya kompetensi ini,
maka nantinya 50% pegawai yang ada saat ini akan
membutuhkan pelatihan keterampilan ulang agar
tetap bisa berkontribusi bagi organisasinya di
masa datang.

Selanjutnya, akibat diberlakukannya sistem
kerja dari rumah di berbagai sektor pekerjaan,
Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan
untuk melakukan akselerasi transformasi digital
secara besar-besaran. Pandemi covid-19 ini harus
dimanfaatkan  sebagai momentum  untuk
menerapkan teknologi digital dalam semua aspek
kehidupan masyarakat. Hal ini sudah menjadi

komitmen pemerintah, khususnya
Kemenkominfo, dimana mereka telah
menargetkan tahun 2022 seluruh wilayah
Indonesia telah terkoneksi dengan jaringan

internet (postel.go.id, 2020).

Begitu juga dalam hal penyelenggaraan
pengembangan kompetensi ASN. LAN sebagai
instansi pembina diklat, juga berusaha memulai
transformasi digital di bidang diklat dengan
meluncurkan sebuah platform sebagai sarana
pembelajaran jarak jauh yang dinamakan ASN
Unggul. Platform pembelajaran ini telah
dilaunching pada tanggal 6 Agustus 2020.

Saat ini ASN Unggul sudah digunakan oleh
para peserta diklat yang mengikuti diklat di LAN
baik itu latsar, diklatpim, diklat teknis, diklat sosial
kultural dan diklat fungsional. Diharapkan ke
depan platform ini bisa dijadikan sebagai learning
management  system  (LMS)  yang  dapat
dimanfaatkan oleh semua ASN secara nasional.
Keberadaan platform ASN Unggul ini juga
menjadi pendorong untuk mengembangkan
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penyelenggaraan program pembelajaran virtual di
era adaptasi kebiasaan baru.

Penyelenggaraan  program  pembelajaran
virtual ini tentunya juga berimplikasi pada
efisiensi anggaran. Sebagaimana kita ketahui,
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
secara  klasikal ~membutuhkan Dbiaya-biaya
pendukung seperti biaya konsumsi, transportasi,
akomodasi, dll. Sedangkan dengan metode
digital/virtual, biaya-biaya pendukung tersebut
bisa dipangkas.

Penelitian yang dilakukan Sugiri dan Pratama
(2020), juga menyimpulkan bahwa biaya e-learning
dan biaya PJ] cenderung lebih murah
dibandingkan pembelajaran secara klasikal. Hal
ini disebabkan karena perbedaan detail aktivitas di
dalamnya.

Dengan adanya efisiensi anggaran tersebut,
maka akan mendorong instansi untuk menambah
jumlah program pengembangan kompetensi
pegawainya di masa mendatang. Hal ini tentunya
dapat mendukung upaya pemenuhan dan
pengembangan kompetensi-kompetensi  baru
yang diprediksi akan sangat dibutuhkan di masa
mendatang.

Melihat banyaknya faktor pendorong dalam
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
ASN di masa depan, maka metode
pembelajarannya juga harus dikembangkan.
Terbatasnya pelaksanaan pembelajaran klasikal,
akan membuat metode pembelajaran non klasikal
menjadi pilihan utama di masa depan.

Dalam Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi PNS,
disebutkan bahwa pelatihan non klasikal dapat
dilakukan melalui beberapa jalur diantaranya :
coaching; mentoring; e-learning; pelatihan jarak jauh;

detasering  (secondment); pembelajaran alam
terbuka (outbond); patok banding (benchmarking);
pertukaran antara PNS dengan pegawai

swasta/BUMN/BUMD; belajar mandiri (self
development); komunitas belajar (community of
practices); ~ bimbingan di  tempat  kerja;
magang/ praktik kerja, dIL

Dari sekian banyak jalur pelatihan non klasikal
tersebut, ternyata selama ini penerapannya belum
maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa
jalur tersebut belum ada pedoman pengaturan
teknisnya. Nanti ini bisa dijadikan pendorong
untuk lebih mengembangkan jalur-jalur pelatihan
non klasikal. Bahkan kalau bisa beberapa jalur
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pelatihan non klasikal ini perlu diinternalisasi
dalam organisasi. Jadi jalur-jalur ini tidak hanya
dilakukan dalam konteks diklat. Misalnya kita
perlu membudayakan coaching, mentoring, belajar
mandiri dan bimbingan di tempat kerja. Dengan
begitu, maka pengembangan kompetensi ASN
menjadi semakin berkembang dan mendarah
daging dalam rutinitas pekerjaan para ASN.

2. Faktor Penghambat :

Transisi dari pembelajaran klasikal ke
pembelajaran  virtual dalam pengembangan
kompetensi tentu juga memiliki beberapa faktor
penghambat baik dari sisi peserta, pengajar,
penyelenggara, maupun kesiapan infrastruktur
pendukung.

Bagi peserta, faktor lingkungan ketika
mengikuti proses pembelajaran secara virtual
menjadi faktor pertama yang cukup menghambat.
Gangguan-gangguan  kecil  seperti  suara
kendaraan atau kondisi rumah yang ramai
berakibat peserta menjadi tidak fokus mengikuti
pembelajaran. Hal lain yang tidak dapat
dipungkiri juga, bahwa tidak semua ASN memiliki
fasilitas berupa laptop atau komputer di rumah
untuk mendukung pelaksanaan WFH atau
keikutsertaannya dalam pembelajaran secara
virtual.

Bagi pengajar, faktor penguasaan dan
kemampuan pemanfaatan teknologi menjadi
faktor kedua yang cukup menghambat dalam
proses pengembangan kompetensi, karena selama
ini mereka terbiasa memberikan pembelajaran
secara klasikal. Misalnya tidak semua pengajar
dapat membuat video pembelajaran karena
keterbatasan kompetensi tentang metode maupun
platform untuk editing video. Akibatnya pola
pembelajaran virtual yang dilakukan sekarang
hampir sama dengan pola pembelajaran klasikal,
hanya berpindah tempat.

Berikutnya bagi penyelenggara, saat ini
ternyata belum semua penyelenggara
pengembangan kompetensi memiliki platform
LMS yang dapat mendukung pembelajaran secara
virtual. Hanya beberapa instansi yang sudah
memiliki platform pembelajaran virtual seperti
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, BPKP, Kementerian PUPR, Kementerian
Perhubungan, dll. Akses ke platform itu juga
masih terbatas di lingkungan pegawai instansi
tersebut. Padahal, konten yang terdapat dalam
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platform tersebut bisa saja digunakan oleh ASN
diinstansi lain untuk pengembangan
kompetensinya.

Terakhir adalah faktor penghambat terbesar
yaitu dari segi infrastruktur dimana jangkauan
jaringan internet belum menjangkau seluruh
wilayah Indonesia secara merata. Mengutip
pernyataan dari Menteri Komunikasi dan
Informatika (bisnis.tempo.co 3 mei 2020), yang
menjelaskan bahwa sebagian wilayah Indonesia
memiliki kontur geografis berupa pegunungan
dan banyak sungai. Kondisi ini menyebabkan
kendala terhadap pembangunan infrastruktur fisik
termasuk infrastruktur telekomunikasi.

Kendala jaringan internet ini tentu saja sangat
mengganggu penyelenggaraan kompetensi baik
bagi peserta, pengajar maupun penyelenggara.
Jika ini dibiarkan begitu saja, maka akan
memperbesar gap kompetensi ASN antar daerah
karena penyelenggaraan pengembangan
kompetensi hanya bisa dilakukan di daerah-
daerah yang memiliki jaringan internet yang kuat.
Selain itu pemenuhan hak pengembangan
kompetensi bagi PNS minimal 20]JP per tahun juga
akan sulit tercapai.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Beberapa faktor yang menjadi pendorong
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
di era adaptasi kebiasaan baru adalah

pertama, makin banyaknya kebutuhan
kompetensi baru di era disruptif tentu saja akan
membutuhkan jenis pengembangan

kompetensi yang semakin banyak. Kedua,
kehadiran platform ASN Unggul vyang
diluncurkan LAN sebagai instansi pembina
diklat menjadi pendorong untuk
mengembangkan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi di era adaptasi
kebiasaan baru. Ketiga, efisiensi anggaran
sebagai implikasi dari pembelajaran virtual
dapat dialihkan untuk mengakomodir
penyelenggaraan program pengembangan
kompetensi lainnya. Keempat, banyaknya jalur
dalam pelatihan non klasikal yang masih
berpeluang untuk dikembangkan karena ke
depan pelatihan non klasikal akan menjadi
pilihan utama.

b. Sedangkan faktor penghambat
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
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di era adaptasi kebiasaan baru adalah : pertama
dari segi peserta gangguan lingkungan saat
WFH dan kekurangan fasilitas teknologi seperti
laptop/PC. Dari segi pengajar terdapat
keterbatasan kemampuan untuk pemanfaatan
teknologi pembelajaran. Dari segi instansi
penyelenggara masih banyak yang belum
memiliki platform pembelajaran virtual, dan
dari segi infrastruktur ada kendala jaringan
internet yang tidak stabil dan belum merata.

2. Saran

a. Setiap instansi perlu melakukan evaluasi ulang
terhadap dokumen anjab dan ABK serta
pemetaan kompetensi sehingga bisa terlihat
kebutuhan kompetensi instansi di masa yang
akan datang sebagai acuan/arah perencanaan
penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

b. LAN sebagai instansi pembina diklat harus bisa
melakukan optimalisasi penggunaan platform
pengembangan kompetensi seperti SIPKA dan
ASN Unggul untuk mendukung
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
agar bisa dimanfaatkan secara nasional.

c. LAN dan instansi-instansi pembina kompetensi
teknis perlu menyusun program pembelajaran
yang lebih fleksibel agar bisa diakses oleh
peserta dimana saja dan kapan saja. Sehingga
peserta bisa menyesuaikan jadwal
pembelajaran dengan kegiatan lainnya.

d. Selain itu LAN juga harus menyiapkan
pedoman guna menginternalisasi penggunaan
bentuk-bentuk pelatihan nonklasikal lainnya
misalnya menjadikan program self development,
coaching dan mentoring sebagai budaya dalam
organisasi, sehingga bentuk pembelajaran ini
tidak harus terikat dalam program diklat.

e. LAN perlu melibatkan Kemenkominfo dalam
upaya meningkatkan penguasaan teknologi
digital terutama bagi para Widyaiswara atau
fasilitator sehingga penyelenggaraan
pembelajaran virtual menjadi lebih efektif.

f. Perlu komitmen dan kolaborasi sinergis dari
berbagai  pihak  untuk  mempercepat
penyediaan infrastruktur telekomunikasi/
internet di seluruh wilayah Indonesia yaitu
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN,
Swasta.
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Strategi Dalam Sukseskan Inovasi IPKAM Bersama UMKM Cibodas
Menggunakan Analisis TOWS
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Abstrak

Inovasi dilakukan sebagai salah satu cara bagi organisasi untuk bertahan dalam menghadapi dampak
akibat pandemi. IPKAM sebagai salah satu wadah kegiatan pemuda di Kelurahan Cibodas membuat
suatu inovasi dengan melibatkan UMKM di sekitarnya. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu
UMKM ditengah pandemi, misalnya dengan promosi produk hingga pada edukasi pemilik UKM atau
warga setempat. Untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan prioritas strategi yang tepat.
Analisis TOWS digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan prioritas strategi yang dibutuhkan
IPKAM. Analisis TOWS dipilih karena berbagai kelebihan yang dimilikinya. Salah satunya adalah
analisis ini mudah digunakan dan dapat diimplementasikan di berbagai jenis organisasi. Berdasarkan
analisa TOWS tersebut, didapatkan strategi yang diprioritaskan adalah strategi yang terletak pada
kuadran SO (Strength - Opportunity) atau strategi Maxi-Maxi. Strategi ini memanfaatkan kekuatan dari
organisasi yaitu sumber daya manusianya untuk mengoptimalkan peluang eksternal untuk membantu
pencapaian tujuan inovasi bersama UMKM Desa Cibodas. Sehingga analalisis TOWS ini kemudian
dapat digunakan organisasi sebagai bahan acuan dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Kata Kunci: Analisis TOWS, Strategi, Inovasi

Strategy For Succesful IPKAM Innovation with Cibodas SME Using

TOWS Analysis
Abstract

Innovation is carried out as a way for organizations to survive the effects of a pandemic. IPKAM, as a forum for
youth activities in Cibodas Village, makes innovation by involving the surrounding MSMEs. These efforts were
made to help these SMEs in the midst of a pandemic, for example by promoting products to educating SMEs
Owners or local residents. To achieve maximum results, appropriate strategic priorities are needed. The TOWS
analysis was used as a tool to determine the strategic priorities required by IPKAM. The TOWS analysis was
chosen because of its various advantages. One is that this analysis is easy to use and can be implemented in many
types of organizations. Based on the TOWS analysis, it is found that the prioritized strategy is a strategy that is
located in the SO (Strength - Opportunity) quadrant or the Maxi-Maxi strategy. This strategy takes advantage
of the strength of the organization, namely its human resources to optimize external opportunities to help achieve
innovation goals with the Cibodas Village SMEs. So, that the TOWS analysis can than be used by organization
as a reference in making changes for the better.

Keywords: Tows analysis, strategy, innovation.
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A. PENDAHULUAN

Pandemi yang melanda seluruh dunia
menyebabkan gangguan pada berbagai aspek
kehidupan manusia, salah satunya pada aspek
ekonomi. Hadirnya pandemi ini mengganggu
perekonomian tidak hanya di Indonesia, namun
juga di seluruh belahan dunia. Hal tersebut
menciptakan tantangan bagi pelaku usaha dalam
berbagai skala untuk tetap kreatif dan berinovasi
untuk mempertahankan bisnisnya. Sehingga,
dibutuhkan strategi untuk menjaga kelangsungan
bisnis selama dan setelah pandemi berlalu.
Strategi merupakan kumpulan kebijakan yang
diambil suatu organisasi berdasarkan integrasi
stakeholder dengan strategi organisasi guna
mencapai visi-misi organisasi tersebut. Di masa
pandemi dan kenormalan baru (new normal) yang
menciptakan berbagai tantangan bagi organisasi,
strategi tentu diperlukan guna mencapai tujuan
organisasi termasuk untuk pelaku usaha mikro
kecil menengah (UMKM) yang juga terkena
dampak pandemi.

Dalam membentuk strategi untuk mengatasi
hambatan akibat pandemi, terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan agar strategi yang
terpilih merupakan strategi yang terbaik dan
dapat diimplementasikan dalam organisasi,
diantaranya adalah 1) pemetaan posisi organisasi
di antara para pesaing, 2) tujuan organisasi itu
sendiri, dan 3) cara organisasi guna mencapai
tujuan tersebut. Untuk mengetahui ketiga hal
tersebut, maka diperlukan sebuah metode analisa
yang dapat membantu merumuskan strategi bagi
organisasi.

Salah satu strategi untuk menghadapi
tantangan akibat pandemi tersebut adalah dengan
melalui inovasi. Inovasi itu sendiri merupakan
proses menciptakan gagasan baru dan
menjalankannya dalam  praktik. Jelasnya,
menerapkan ide baru ke dalam praktik sehingga
hasilnya lebih baik. Dalam organisasi perusahaan,
kejadian itu dapat terjadi dalam dua bentuk: (1)
Inovasi produk yang menghasilkan barang atau
jasa baru atau perbaikan dari yang telah ada dan
(2) Inovasi proses yang menghasilkan cara baru
dalam mengerjakan sesuatu. Inovasi pemasaran
juga merupakan cara pemasaran yang “baru”,
baik dalam cara berkomunikasi dengan customer,
melakukan edukasi, mengatur pengiriman
barang, maupun cara pembayarannya. (Januar
Heryanto, 2007: 39).
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IPKAM (Ikatan Pemuda Pemudi Karya
Mandiri) merupakan wadah karya pemuda
(karang taruna) di wilayah Desa Cibodas
Kecamatan Cimahi Selatan yang fokus terhadap
pemberdayaan lingkungan dan pendidikan.
Sebagai organisasi berbadan hukum, maka
sebagai salah satu cara untuk merekonstruksi
keunggulan dan mempertahankan keberlanjutan
organisasi, sumber daya manusia di IPKAM ini
dituntut untuk menghasilkan suatu karya. Pada
tahun 2019, IPKAM memiliki program inovasi
berkelanjutan, termasuk di dalamnya melibatkan
UMKM di wilayah Desa Cibodas. UMKM
tersebut dilibatkan sebagai salah satu cara dari
IPKAM untuk membantu UMKM  tersebut
mengembangkan inovasi dan menyalurkan hasil
karyanya. Namun, untuk mencapai hal tersebut,
IPKAM memerlukan pendampingan, arahan, dan
modal. Sehingga, perlu dilakukan analisa untuk
menentukan strategi dan prioritas yang tepat agar
IPKAM dapat mencapai tujuannya membantu
mengembangkan UMKM.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk
membantu pengembangan strategi adalah analisa
TOWS. Analisa TOWS digunakan sebagai alat
untuk melihat Tantangan (Threat), Peluang
(Opportunity), Kelemahan (Weakness), dan
Kekuatan (Strength) IPKAM yang kemudian
digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan
strategi. Analisa TOWS ini dipilih karena dapat
digunakan untuk berbagai jenis organisasi dan
dapat membantu meningkatkan strategi. Selain
itu, analisa ini juga mudah digunakan dan murah,
serta dapat menghubungkan faktor internal dan
eksternal organisasi ketika membangun strategi.
Maka, dalam kasus ini, analisa TOWS ini dinilai
tepat untuk membantu IPKAM merumuskan
prioritas strategi.

B. PEMBAHASAN
1. Analisis TOWS IPKAM Cibodas

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh
IPKAM dan stakeholder, diidentifikasi tantangan,
peluang, kelemahan, dan kekuatan organisasi
sebagai dasar penentuan strategi.

a) Ancaman (Threat)

Ancaman tentu menjadi salah satu
hambatan dalam merealisasikan program
inovasi IPKAM bersama UMKM. Ancaman
dapat berasal dari luar maupun dari dalam
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organisasi itu sendiri. Beberapa tantangan
yang berasal dari luar IPKAM dalam rangka

mewujudkan program

inovasi tersebut,

antara lain:

Kesulitan untuk memenuhi
masyarakat atas kinerja IPKAM.
Dalam pencapaian program, terdapat
lapisan masyarakat yang pro dan kontra
serta merasa kinerja IPKAM masih tidak
sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi
hal tersebut, solusi yang diberikan IPKAM
berupa mengadakan pendekatan kembali
ke masyarakat untuk menelaah hal yang
mendasari keluhan tersebut.

Pemalsuan atau penggunaan nama
IPKAM oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab

Atas beberapa karya dan keberhasilan
IPKAM dalam menjalankan program dan

harapan

inovasi-inovasinya. =~ IPKAM  sendiri
memiliki  ketakutan akan adanya
pemalsuan atas nama IPKAM oleh pihak
yang  tidak  bertanggung  jawab.

Khususnya penggunaan nama IPKAM
yang berhubungan dengan peminjamanan
atau perolehan modal dana wusaha/
program.

Ancaman dari organisasi dan usaha lain.

Untuk membantu proses pencapaian
program  kerja,  organisasi  perlu
menggandeng stakeholder. Pada

kenyataannya, hal tersebut sulit untuk
dilakukan. Persaingan UMKM atau
organisasi sejenis IPKAM yang memiliki
reputasi dan kompetensi turut memberi
dampak bagi IPKAM. Kritik dan upaya
dari luar IPKAM tersebut juga berdampak

pada kehilangan motivasi anggota
organisasi.

b) Peluang (Opportunity)
Terdapat  beberapa  peluang yang

dirasakan mampu membantu IPKAM untuk
melaksanakan program inovasinya. Berikut
beberapa peluang yang teridentifikasi:

Memanfaatkan kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan
menjadi sarana dalam penerapan ide
kreatif setiap individu dan organisasi.
IPKAM memanfaatkan teknologi untuk
mempromosikan produk dari UMKM

yang ada disekitar wilayahnya. Selain itu,
dalam keadaan pandemi seperti ini
IPKAM memanfaatkan teknologi sebagai
sarana  komunikasi  seperti  rapat,
musyawarah atau diskusi dengan pejabat
sekitar, pelaku usaha dan para anggota
IPKAM. Penggunaan media sosial dan
jaringan juga dimanfaatkan sebagai sarana
menyalurkan produk UMKM daerah.
Melakukan kerjasama dengan pihak luar
IPKAM
Kerjasama dengan pihak lain merupakan
hal yang dibutuhkan oleh setiap
organisasi. Menjalin hubungan dengan
organisasi lain dapat membantu IPKAM
dalam  mencapai tujuan strategis.
Ditambah dengan potensi organisasi yang
dilihat sangat matang untuk menjalin
sebuah kerjasama.
Walau mayoritas anggota IPKAM
merupakan pelajar dan mahasiswa,
potensi yang dimiliki anggota IPKAM
cukup tinggi dari segi pengetahuan dan
kemampuan sehingga sangat mungkin
bagi IPKAM untuk menjalin kerjasama
dengan organisasi atau pihak lain.

Kelemahan (Weakness)

Setiap organisasi memiliki kelemahan,
tidak terkecuali IPKAM. Kelemahan yang
dapat diidentifikasi dari IPKAM adalah:

- Keterbatasan sumber daya manusia
Sumber daya  manusia (SDM)
merupakan unsur penting dalam
organisasi. Tanpa SDM yang mumpuni,
maka organisasi tidak bisa berjalan
dengan optimal. IPKAM memiliki
anggota sejumlah 50 orang, namun
hanya sejumlah 25 orang yang aktif
berkontribusi dalam kegiatan organisasi.
IPKAM diharapkan berkembang
menjadi organisasi yang lebih besar,
selain untuk memberikan pengalaman,

dan pengetahuan bagi anggotanya,
IPKAM  juga  diharapkan  dapat
berkontribusi ~ langsung  terhadap

masyarakat sekitar. Sehingga untuk
memenuhi harapan tersebut, dibutuhkan
keterlibatan dari anggota organisasi.

- Keterbatasan pendanaan
Salah satu hal lain yang berkontribusi
dalam membantu pencapaian tujuan
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strategis adalah terkait pendanaan.
IPKAM yang dimana mayoritas adalah
pelajar kewalahan dalam

mengumpulkan modal, mereka terbatas
dalam memberikan modal secara
individu. Maka dalam mengumpulkan
modal IPKAM dibantu oleh penjabat
setempat dan perusahaan di sekitar
wilayah IPKAM.

d) Kekuatan (Strength)
Kekuatan yang ada diorganisasi

IPKAM ini terletak pada:

- Kompetensi sumber daya manusia
Dalam mencapai target yang diinginkan,
maka pada prosesnya juga harus diiringi
dengan kompetensi para pemudanya.
Kompetensi anggota IPKAM dirasa telah
cukup untuk membangun dan
menjalankan program inovasi yang
dicetuskan. Anggota yang kurang lebih
berjumlah 25 orang aktif serta rasa
empati, simpati, keratifitas, keterbukaan
dan profesionalitas para anggota
terbentuk dengan cukup baik.

Hal itu karena dari proses perekrutan
hingga pada kegiatan-kegiatan rutin
yang selama ini berlangsung anggota
menempatkan mereka sebagai satu
ikatan keluarga, setiap masukan dan
kritikan yang diterima membuat kuat
satu sama lain, sehingga tidak akan
menimbulkan masalah internal (pribadi).
Hal tersebut juga sebagai cerminan para
anggota yang profesional. Beberapa
prestasi yang diraih pula mendukung
bukti kompetensi para pemuda
didalamnya dalam berkreatifitas.
-Pemimpin yang visioner

Dari wawancara yang dilakukan, kami
meihat bahwasannya ketua (pimpinan)
baik dari pimpinan daerah setempat (RT)
dan Ketua Karang Taruna IPKAM
memiliki pandangan visioner mengenai
apa yang mereka bisa lakukan untuk
membantu para UMKM. Mereka juga
memiliki pengetahuan yang tak dangkal
megenai arti penting UMKM bagi suatu
negara. Mereka menyadari dan
mengedukasi anggota lain mengenai arti
UMKM sebagai salah satu tonggak
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perekonomian untuk menjadi negara
maju.

- Rasa simpati dan empati anggota yang
tinggi.

Simpati dan empati yang turut juga
dirasakan para pemuda Karang Taruna
IPKAM yang dimulai dari banyaknya
pegawai yang di-PHK didaerah
setempat, khususnya Cibodas yang
merupakan kawasan industri, hal itu
sangat terlihat dari adanya alih profesi
yang dulunya pegawai pabrik menjadi
seorang wiraswasta (UMKM). IPKAM
termotivasi untuk berusaha menemukan
ide untuk membantu meringankan
beban para UMKM baru tersebut, hal
tersebut juga bertujuan agar IPKAM
dapat lebih dekat kepada masyarakat.

- Progres yang telah membuahkan hasil.
Pembagian kerja anggota IPKAM cukup
teratur, terdiri dari 7 devisi diantaranya
adalah devisi lingkungan, pendidikan,
kerohanian , olahraga, minat dan bakat,
ekonomi kreatif, dan humas. Dari ke-7
(tujuh) devisi tersebut IPKAM lebih
memfokuskan diri dan karya mereka
terhadap pendidikan dan lingkungan.
Fokus tersebut kemudian
diimplementasikan dengan mengadakan
inovasi berupa sanggar belajar (untuk
pendidikan), dan penggarapan lahan
pertanian  (untuk  keberlangsungan
sektor ekonomi kratif). Pelaksanaan
tersebut juga tak terlepas dari sosialiasi
kepada para pejabat setempat, warga
dan stakeholder yang ada, demi turut
mendukung baik langsung ataupun tak
langsung atas program yang akan dan
telah terlaksana.

2. Prioritas Strategi berdasarkan Analisa TOWS

Strategi didefinisikan sebagai penentuan
sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari
organisasi serta pengadopsian seperangkat
tindakan serta alokasi sumber daya yang perlu
untuk  mencapai  sasaran-sasaran tersebut
(Chandler dalam  Taufiqurokhman, 2016).
Berdasarkan definisi tersebut, strategi dibutuhkan
untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Maka,
dibutuhkan analisa untuk menformulasikan
prioritas strategi yang harus digunakan untuk
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membantu tercapainya program kerja inovasi
IPKAM bersama UMKM.

Berdasarkan analisa TOWS yang telah dilakukan
dengan melibatkan narasumber dari IPKAM dan
stakeholder, maka didapatkan prioritas strategi
yang dapat digunakan oleh IPKAM untuk
memastikan  ketercapaian program inovasi
bersama UMKM. Prioritas Strategi pertama ada
pada kuadran SO dengan nilai 2.78, WO dengan
nilai 1.3, ST dengan nilai 1.2 dan terakhir WT
dengan nilai 0,58. Maka, berdasarkan hasil
tersebut, prioritas strategi terletak pada kuadran
SO (Strength - Opportunity) atau strategi Maxi-
Maxi. Strategi SO ini, memanfaatkan kekuatan dari
internal organisasi untuk mengoptimasi peluang
eksternal  organisasi. Berdasarkan prioritas
tersebut maka strategi yang perlu dilakukan oleh
IPKAM adalah dengan:

a) Pemaksimalkan sumber daya manusia yang
ada dalam organisasi untuk membantu
mencapai tujuan program IPKAM bersama
UMKM.

b) Peningkatkan motivasi serta afeksi anggota
organisasi terhadap masyarakat dengan
memperbanyak kerjasama.

c) Pemanfaatkan kemajuan teknologi sebagai
sarana untuk membantu UMKM dan sebagai
sarana  organisasi untuk  melakukan
sosialisasi, mencari kemungkinan kerjasama
dengan organisasi lain, dan sebagai sarana
rekruitmen anggota baru di masa mendatang.

d) Pemberdayaan masyarakat dalam mencapai
target organisasi atas dasar sistem organisasi
yang terbuka

e) Pengadaan  program di  lingkungan
masyarakat sebagai salah satu cara untuk
mendapatkan kepercayaan dan dukungan
dari masyarakat sekitar.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Penutup

Pandemi telah memberikan dampak yang
terhadap kelangsungan hidup masyarakat, tidak
terkecuali di Desa Cibodas Kecamatan Cimahi
Selatan. IPKAM sebagai wadah organisasi
pemuda melakukan inovasi untuk membantu
UMKM di daerah Kelurahan Cibodas. Untuk
mencapai tujuan inovasi tersebut dilakukan
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analisa TOWS guna menentukan prioritas
strategi.

Berdasarkan analisa TOWS tersebut,
didapatkan strategi yang diprioritaskan adalah
strategi yang terletak pada kuadran SO (Strength -
Opportunity) atau strategi Maxi-Maxi. Strategi ini
memanfaatkan kekuatan dari organisasi yaitu
sumber daya manusianya untuk mengoptimalkan
peluang  eksternal  sehingga  membantu
pencapaian tujuan program IPKAM bersama
UMKM Cibodas.

Rekomendasi

Atas progress dan pencapaian IPKAM
dalam Program inovasinya membantu para
UMK, dan sebagai penyandang Karang Taruna
Teladan Di Kota Cimahi. Maka, ada baiknya
IPKAM dijadikan sebagai percontohan ataupun
studi banding bagi Karang Taruna lainnya,
khususnya diwilayah Cimahi.

Diharapkan IPKAM mampu memberikan

ilmu dan pengalamannya dalam
mengembangkan Karang Taruna yang mampu
bersaing, independen, dan visioner untuk

membantu stabilitas perekonomian para UMKM
setempat.

REFERENSI

Ahmad, Fandi dan Muharram, Hafidz fadel.
2018. Penentuan Jalur Distribusi Dengan Metode
Saving Matriks. Competitive. Vol. 13. No. 01
Desember 2018. ISSN: 0216-2539

Fitriani, Novi dan Maryani, Sinta Yuli. 2019.
Pengembangan UMKM “Opak Citaleus”
Dalam Membangun Perekonomian
Masyarakat Desa Citaleus Kecamatan
Buahdua Kabupaten Sumedang,.

Handayaningrat, Soewarno. 1990. Pengantar
Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen.
Jakarta: Haji Masagung.

Heryanto, Januar. 2007. Inovasi Pemasaran Untuk
Produk Industri. INASEA, Vol. 8. No. 01,
April 2007: 32-41.

Taufiqurokhman, 2016. Manajemen Strategik.
Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik

00

Prosiding Konferensi Nasional [lmu Administrasi 4.0 31

J3QWIAAON 92




® “4.0 WEBINAR
K N Konferensi Nasional

POLITEXNIK

J9qUIdAON 92

“Rekonstruksi Nilal serta Modal Manusia dalam Era New Normal untuk
Membangun Kemball Daya Saing serta Keberlanjutan bagi Organisasi”

- \ limu Administrasi %
Y 4

Integrasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan Perencanaan
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Abstrak

Pengembangan kompetensi PNS saat ini masih dilakukan secara parsial, bahkan lebih banyak
dipergunakan sebagai syarat dalam pemenuhan kebutuhan jabatan. Padahal, kebutuhan
pengembangan kompetensi juga memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi.
Dalam kajian ini dibahas mengenai integrasi pengembangan kompetensi PNS dengan perencanaan
pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) tahun 2020-2024. Tulisan ini menggunakan metode desk research dari berbagai dokumen
peraturan perundangan terkait dengan pengembangan kompetensi PNS dan perencanaan
pembangunan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020,
Peraturan LAN No. 10 tahun 2018 dan dokumen RPJM 2020 - 2024. Integrasi program pengembangan
kompetensi dan perencanaan pembangunan nasional dilakukan secara lurus dengan membagi habis
target pembangunan nasional ke K/L/D sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Target
pembangunan nasional ini yang diterjemahkan dalam analisis kebutuhan kompetensi pegawai untuk
mencapai target tersebut. Dengan demikian, pengembangan kompetensi PNS diarahkan untuk
mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: perencanaan pembangunan; pengembangan kompetensi; integrasi

Integrated Competency Development Need Analysis within National
Development Planning

Abstract

Competency development is carried out partially as the prerequisite of the employee career path. Competency
development not only important for the employes but also takes a crucial role in the organizational goals. This
study discusses the integration between civil servant’s competency development planning and national
development planning as listed in The 2020 - 2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN 2020-
2024). The desk study method is used to analyse various legislations such as Government Legislation No 11 year
2017, Government Legislation No 17 year 2020, National Institute of Public Administration Legislation No 10
year 2018 and RPJMN 2020 - 2024 document. All documents and legislations are related to the civil servant’s
competency development planning and national development planning. The integration program is implemented
by breaking down the national development goals into different sectors' goal and translated into civil servant’s
competency development planning to contribute in the organizational achievement. Therefore, civil servant’s
competency developments are aimed to support the national development goals.

Keywords:development planning; competency development; integration
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A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Amanat Peraturan Pemerintah (PP) 17 tahun
2020  tentang perubahan PP 11 tahun 2017
tentang Manajemen PNS mewajibkan seluruh
PNS untuk mendapatkan pengembangan
kompetensi minimal 20 JP per pegawai per tahun.
Amanat ini berimplikasi pada perubahan
paradigma pengembangan kompetensi PNS.
Sebelumnya, dalam pengembangan kompetensi
PNS, kita mengenal pelatihan (training) yang
didefinisikan oleh Gary Dessler sebagai proses
mengajar keterampilan bagi karyawan untuk
melakukan pekerjaannya (Dessler dalam Kho,
2016). Dengan adanya tuntutan dari PP 17 tahun
2020 tersebut, konsep training sudah tidak dapat
mewadahi kebutuhan kompetensi pegawai,
karena konsep pelatihan selama ini hanya
didefinisikan sebagai pelatihan yang dilakukan di
dalam kelas dan dengan waktu yang sangat
terbatas. Untuk menjawab amanat PP 17/2020
tersebut, LAN melalui Peraturan LAN (PerLAN)
no 10 tahun 2018 menawarkan pengembangan
kompetensi dengan konsep “learning” atau
pembelajaran. Artinya, pengembangan
kompetensi dapat dilakukan secara terus
menerus tanpa ada batas ruang dan waktu.
Dengan konsep pembelajaran ini, pengembangan
kompetensi dapat dilakukan tidak hanya di ruang
kelas, akan tetapi juga dilakukan di tempat kerja
dan sesuai dengan kebutuhan jabatan pegawai
dan sejalan dengan tujuan organisasi.

Akan tetapi, pengembangan kompetensi yang
dilakukan saat ini masih belum menemui titik
idealnya. Konsep pembelajaran hanya mampu
menjawab pemenuhan kebutuhan 20 JP per
pegawai per tahun. Pada prakteknya, konsep ini
belum mampu mengintegrasikan kebutuhan
pengembangan kompetensi pegawai dengan
kebutuhan  pencapain  tujuan  organisasi.
Khususnya pencapaian pembangunan prioritas
yang termuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional, khususnya
tahun 2020-2024. Pengembangan kompetensi
yang dilakukan masih berdasarkan pada
penyelesaian masalah kompetensi individu.

Fenomena ini dapat kita lihat dari belum
banyaknya instansi pemerintah yang belum
memiliki dokumen perencanaan pengembangan
kompetensi. Andaikata ada dokumen
perencanaan pengembangan kompetensi, belum
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sejalan dengan kebutuhan pencapaian tujuan
pembangunan nasional.

Hal diatas sejalan dengan pemaparan
Kemendagri yang menyatakan bahwa mayoritas
pengembangan kompetensi dilakukan hanya
untuk  memenuhi  kebutuhan  pelatihan
manajerial. Pelatihan yang menjadi prasyarat
untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi dan
jabatan administrator. Porsinya bahkan bisa
mencapai  60-70% dari seluruh kegiatan
pengembangan kompetensi.

Padahal, jika kita menilik pada tujuan
pengembangan kompetensi, yang mana adalah
untuk mengisi kesenjangan kompetensi dan
kesenjangan kinerja antara pegawai dengan
standar kompetensi dan tuntutan jabatannya serta
berimplikasi pada pola karier dan promosi.
Dengan demikian, pengembangan kompetensi
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
untuk mencapai tujuan organisasi.
Pengembangan  kompetensi  tidak  hanya
didasarkan pada pengembangan kompetensi
individu tetapi juga diarahkan pada integrasi
manajemen SDM dan tujuan organisasi secara
keseluruhan (Pusat Kajian Reformasi
Administrasi, 2015). Untuk dapat menciptakan
PNS yang profesional, identifikasi
pengembangan kompetensi idealnya dilakukan
berdasarkan pada tujuan organisasi dan
kebutuhan jabatan, bukan pada kebutuhan
individu pegawai. Dalam hal ini, unit yang
bertanggung jawab dalam pengembangan
kompetensi melakukan identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi dengan
menggunakan dokumen rencana sasaran strategis
organisasi, serta  memperhatikan  tujuan
pembangunan nasional yang tertuang dalam
RPJPN maupun RPJMN.

Tinjauan Pustaka

Menurut Mathis & Jackson (2004) development
(pengembangan) diartikan secara berbeda dengan
training (pelatihan). Development adalah usaha
untuk meningkatkan kapasitas pegawai untuk
melakukan pekerjaan melampaui kompetensi
yang  dipersyaratkan  dalam  jabatannya.
Sedangkan training didefinisikan sebagai proses
mendapatkan keterampilan kerja bagi pegawai
untuk mencapai tujuan organisasi. (Mathis &
Jackson, 2014). Ditambahkan oleh Mathis &
Jackson (2014), training dilakukan dalam waktu
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singkat dan berguna untuk mengukur kinerja,
cost-benefit analysis dan sertifikasi keahlian.
Development dilakukan dalam jangka waktu yang
panjang dan digunakan untuk perimbangan
dalam promosi serta menyiapkan talenta-talenta
bagi jabatan tertentu.

Sementara itu, pengembangan kompetensi
dalam PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN
dan PerLAN 10 tahun 2018 tentang
Pengembangan Kompetensi ASN, didefinisikan
sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan
kompetensi PNS yang sesuai dengan standar
kompetensi jabatan dan rencana pengembangan
karir (Peraturan Lembaga Administrasi Negara No.10
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS,
2018).

Definisi dari perundang-undangan di atas,
tampaknya menggunakan penggabungan konsep
pengembangan  dan  pelatihan.  Dimana
pengembangan kompetensi, selain digunakan
untuk mengisi gap kompetensi antara pegawai
dan jabatannya, juga diperlukan dalam pola
karier pegawai yang bermuara pada pencapaian
tujuan organisasi.

Merujuk pada Permenpan No 38 tahun 2008
tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN,
terdapat 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki
oleh ASN, vyaitu kompetensi manajerial,
kompetensi teknis dan kompetensi sosiokultural
(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara, 2017). Ketiga kompetensi ini
wajib dimiliki oleh setiap ASN dengan level
penguasaan 1 sampai dengan 5 yang disesuaikan
dengan jenjang jabatannya. Semakin tinggi
jenjang jabatan, semakin tinggi pula syarat
penguasaan kompetensinya. Sebagai contoh,
untuk jabatan pimpinan tinggi utama level
penguasaan kompetensi manajerial adalah 5, dan
penguasaan kompetensi sosiokultural adalah 5.
Sementara itu, untuk jenjang administrator,
kompetensi manajerialnya berada pada level 3
dan kompetensi sosiokultural juga berada pada
level 3.

Pada proses pengembangan kompetensi pada
tingkat organisasi, identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi dilakukan dengan
dasar sasaran strategik organisasi. Dalam
penyusunan rencana strategik ini, organisasi
mengacu pada rencana pembangunan baik pada
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tingkat nasional (RPJPN) dan RPJPD untuk level
pemerintah daerah.

Pada tahun 2020 ini, Indonesia telah memasuki
tahap terakhir dari RPJPN 2000-2024. Berdasarkan
RPJPN 2000-2024, sasaran pada RPJMN 2020 -
2024 adalah “mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian  yang kokoh  berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing”.

Kemudian sasaran tersebut dijabarkan
menjadi tujuh (7) agenda pembangunan, yaitu: (1)
memperkuat  ketahanan  ekonomi  untuk
pertumbuhan yang berkualitas; (2)

mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan; (3) meningkatkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4)
membangun kebudayaan dan karakter bangsa; (5)
memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6)
membangun lingkungan hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7)
memperkuat stabilitas polhukhankam dan
transformasi pelayanan publik (Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024, 2020).

Perencanaan pengembangan kompetensi
secara spesifik diatur dalam Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi PNS. Dalam
pasal 21 ayat (4) disebutkan bahwa penyusunan
kebutuhan pengembangan kompetensi
memperhatikan salah satunya prioritas kebijakan
dalam rencana pembangunan nasional (Peraturan
Lembaga Administrasi Negara No.10 Tahun 2018
tentang Pengembangan Kompetensi PNS, 2018).
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini
dilakukan untuk memberikan gambaran tentang
bagaimana  integrasi  antara  kebutuhan
pengembangan kompetensi dengan perencanaan
pembangunan nasional.

B. PEMBAHASAN

Pengembangan kompetensi menjadi sarana
untuk mempersiapkan pegawai agar mampu
mengikuti tuntutan dan kebutuhan organisasi
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serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan
lingkungan sekitar organisasi. Oleh sebab itu agar
organisasi dapat bertahan dan beradaptasi
dengan perubahan lingkungan sekitar yang
dinamis, pengembangan kompetensi harus
didasarkan pada tujuan organisasi. Dalam
konteks ~ ASN, kebutuhan pengembangan
kompetensi merupakan sebuah sarana untuk
mempersiapkan ASN agar memiliki kontribusi
pada pencapaian tujuan organisasi yang berujung
pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pada paper ini, pembahasan mengenai
integrasi perencanaan pembangunan nasional
dengan kebutuhan pengembangan kompetensi
menggunakan perspektif top down. Dengan kata
lain, pengembangan kompetensi
menekankan pada kebutuhan pengembangan
kompetensi pegawai, baik di K/L/D sejalan
dengan rencana pencapaian target pembangunan
yang tercantum dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-
2024.

Dokumen RPJM inilah yang menjadi dasar
utama dalam pengembangan kompetensi. Dalam
dokumen perencanaan pembangunan nasional
tahun 2020-2024, terdapat tujuh (7) prioritas
pembangunan diantaranya memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas; mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan; meningkatkan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing; membangun kebudayaan dan karakter
bangsa; memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim; serta memperkuat stabilitas polhukhankam
dan transformasi pelayanan public.

Tujuh prioritas pembangunan ini dibagi dalam
34 kementerian, 32 LPNK, 34 provinsi serta 450
kabupaten/kota. Masing-masing K/L memiliki
target capaian prioritas pembangunan sesuai
dengan  kewenangannya. Khusus  untuk
pemerintah daerah, kewenangan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) menginduk pada
kementerian sektoral terkait. Sehingga, khusus
untuk pemerintah daerah, selain target untuk
mendukung capaian kinerja kementerian sektoral
(pada tingkat nasional), juga terdapat target
untuk dapat memenuhi prioritas pembangunan
daerah.
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Prioritas pembangunan, pada level K/L/D
diturunkan menjadi program kerja tahunan.
Sehingga selama lima tahun, program kerja yang
dijalankan fokus untuk mencapai tujuan prioritas
pembangunan. Program kerja yang dijalankan
oleh masing-masing K/L/D dibagi habis menjadi
program kerja unit kerja. Selanjutnya pembagian
kerja dilakukan sampai ke level pegawai.

Pembagian habis target prioritas ke
produktivitas kerja pegawai menjadikan pegawai
sebagai penopang utama pencapaian target
organisasi. Sebagai penopang, pegawai tidak
hanya  diberikan  beban  namun juga
dimungkinkan untuk dapat ditingkatkan
kompetensinya. Oleh sebab itu, untuk
mendukung pencapaian target pembangunan
nasional, penyiapan kompetensi pegawai yang
sejalan dengan pencapaian pembangunan
nasional menjadi kebutuhan mutlak. Pegawai
disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang
sejalan dengan target pembangunan nasional.

Perencanaan pengembangan kompetensi
menjadi faktor krusial. Perencanaan
pengembangan kompetensi, khususnya di level
nasional memotret kebutuhan kompetensi untuk
mendukung pencapaian pembangunan nasional.
Perencanaan pengembangan kompetensi nasional
dimiliki oleh masing-masing K/L sesuai dengan
kewenangannya. Setiap K/L memiliki program
pengembangan kompetensi spesifik, khususnya
untuk kompetensi teknis.

Namun, dalam konteks kompetensi manajerial
dan sosiokultural, pengelolaan pengembangan
kompetensi ~ diamanatkan pada Lembaga
Administrasi Negara (LAN). Hal ini sesuai
dengan amanat Peraturan Pemerintah No.11
Tahun 2017 yang diubah menjadi Peraturan
Pemerintah No.17 Tahun 2020 tentang
Manajemen PNS.

Dalam aspek perencanaan, kompetensi teknis,
bisa dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama
adalah kompetensi teknis umum, yang berisi
seluruh kompetensi dasar yang dibutuhkan
oleh seluruh instansi dalam penyelenggaraan
kegiatan sehari-hari. Misalnya kompetensi teknis
terkait  kesekretariatan. @ Kompetensi dan
kebutuhan pelatihan teknis umum menjadi
tanggung jawab K/L/D yang ditunjuk untuk
mengelola kompetensi dan pelatihan teknis
tersebut. Namun, dalam kebutuhan perencanaan
pelatihan, seluruh K/L/D bisa menjadikan
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kompetensi teknis umum sebagai bagian dari
kebutuhan pelatihan.

Kedua adalah kompetensi teknis spesifik atau
teknis bidang. Identifikasi kebutuhan kompetensi
teknis bidang ini menjadi kewenangan masing-
masing K/L sesuai dengan kewenangannya.
Masing-masing K/L memiliki pelatihan yang
berbeda sesuai kebutuhan pencapaian prioritas
pembangunan nasional. Sebagai contoh adalah
kompetensi teknis bidang pertanian yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Pertanian untuk
mengidentifikasi jenis kebutuhan
kompetensinya. Namun, untuk kompetensi
teknis spesifik atau bidang, OPD di pemerintah
daerah bisa memiliki kompetensi ini dan
mengembangkan kompetensi teknis spesifik atau
bidang. Syaratnya OPD tersebut memiliki
keterkaitan linier dengan K/L tertentu.

Dalam aspek perencanaan pengembangan
kompetensi, koordinasi dan verifikasi
perencanaan pengembangan kompetensi
dilakukan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam pengembangan kompetensi
nasional. Lembaga ini berwenang untuk
menyinkronkan  program  dan  kegiatan
pengembangan kompetensi dimasing-masing
K/L/D sesuai dengan kewenangannya. Yang
paling penting, menghindarkan tumpang tindih

pelaksanaan pengembangan kompetensi,
khususnya kompetensi teknis spesifik atau
bidang.

Selanjutnya, dalam aspek

pelaksanaan, pengembangan kompetensi yang
dijalankan  bukan sebatas training atau
pelaksanaan diklat di dalam kelas. Namun,
menjadi learning dengan menekankan bahwa unit
kerja pegawai menjadi sarana pelaksanaan
pembelajaran. Dalam pengembangan kompetensi
ini, ~ bentuk  pengembangan = kompetensi
diantaranya klasikal dan non klasikal. Prosentase
pengembangan kompetensi lebih ditekankan
pada bentuk non klasikal. Pelaksanaan
pengembangan kompetensi, bisa dilakukan oleh
seluruh  unit  kerja  terkait. Namun,
pembatasannya, seluruh pengembangan
kompetensi dikoordinasikan oleh unit kerja yang

memiliki kewenangan dalam pengelolaan
pegawai dan pengembangan kompetensi
pegawai. Sehingga seluruh pengembangan
kompetensi  dilakukan dalam satu arah.
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Walaupun pelaksanaannya dilakukan oleh unit
kerja yang berbeda.

Lebih lanjut, framework integrasi kebutuhan
pengembangan  kompetensi dan  tujuan
pembangunan nasional yang ditawarkan dalam
kajian ini, dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 1 Integrasi Pengembangan kompetensi
nasional dengan RPJMN
sumber: diolah oleh penulis

Prioritas Pembangunan Nasional 'embangunan Daerah

N\
N,

Penger

Manajerial Sosio Kultural

Gambar 2 Integrasi pengembangan kompetensi
daerah dengan RPJMN dan RPJMD
sumber: diolah oleh penulis

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Target pengembangan kompetensi yang
diamanatkan dalam PP 17 tahun 2020 sebagai
perubahan atas PP 11 tahun 2017, sebanyak
minimal 20 JP per pegawai per tahun menjadi
peluang untuk meningkatkan kompetensi PNS.
Akan tetapi, PNS dengan kompetensi yang tinggi
tidak akan berguna jika kompetensi tersebut tidak
sesuai dengan kebutuhan jabatan dan pencapaian
tujuan organisasi.

Dalam rangka membentuk PNS vyang
profesional dan dapat mempercepat pencapaian
tujuan pembangunan nasional, perlu dilakukan
identifikasi pengembangan kompetensi yang
mengintegrasikan antara
kebutuhan pengembangan kompetensi dengan
dokumen rencana pembangunan nasional.
Identifikasi ini dilakukan terhadap 3 jenis
kompetensi PNS, yaitu kompetensi manajerial
kompetensi sosiokultural dan dan kompetensi
teknis. Namun, titik berat pengembangan

Prosiding Konferensi Nasional [lmu Administrasi 4.0 36

J9QUIBAON 9




Kl i 4.0

L\

kompetensi yang dilakukan adalah kompetensi
teknis bukan pada kompetensi manajerial yang
menjadi prasyarat jabatan.

Integrasi ini diawali dengan penyusunan dan
penyiapan database kebutuhan pengembangan
kompetensi yang berbasis pada pencapaian target
pembangunan nasional yang sudah diturunkan
menjadi program kerja K/L/D. Dengan demikian
kesenjangan/gap antara kompetensi dan
kebutuhan kompetensi untuk pelaksanaan
program kerja dapat lebih mudah dianalisis.

Saran dan rekomendasi

Sebagai saran dan rekomendasi untuk
penelitian lanjutan, kajian ini memberikan
rekomendasi untuk agenda lanjutan dalam
rangka integrasi kebutuhan pengembangan
kompetensi dengan tujuan pembangunan
nasional. Agenda pertama adalah penyusunan
database kebutuhan pengembangan kompetensi
nasional, kemudian database kebutuhan
pengembangan  kompetensi  daerah, serta
identifikasi irisan kebutuhan pengembangan
kompetensi antara intansi pusat dan pemerintah
daerah. Ketiga rekomendasi ini ditujukan kepada
LAN sebagai instansi yang mendapatkan mandat
untuk melaksanakan pengembangan kompetensi
ASN, terutama dalam kompetensi manajerial dan
sosiokultural. Selanjutnya, pada kompetensi
teknis LAN perlu melakukan koordinasi dengan
instansi sektoral dan pemerintah daerah dalam
hal penyusunan kebutuhan pengembangan
kompetensi teknis.
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PERAN SDM PADA PERGESERAN WILAYAH TAMBANG
MENJADI KAWASAN WISATA

Nova Nurafiah Budiana?, Sri Meliana Kusumawati », Athaya Aqilah Ramdhani ¢
dan Fandi Ahmad 4
abedPoliteknik STIA LAN Bandung
e-mail : 2 novanurafiah5@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang fenomena pergeseran wilayah tambang menjadi objek wisata tambang di
daerah cimenyan, kabupaten bandung. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif,
data dari hasil wawancara dan observasi lapangan kemudian didukung dengan kajian literasi ilmiah
kemudian diolah dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek wisata yang
memiliki potensi untuk dikembangkan di daerah pertambangan dan daerah bekas tambang di
Cimenyan Kabupaten Bandung serta merencanakan dan mengembangkan model ekonomi yang ada
dikawasan wisata bekas penambangan batu templek, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa
perlunya dukungan masyarakat, pemerintah dan peran serta sumberdaya manusia didalamnya dalam
rangka menciptakan service excellence pada kawasan pertambangan dan pengelola wisata tambang.
Kata Kunci: SDM, Wisata Tambang

THE ROLE OF HR IN THE SHIFTING OF THE MINING AREATO A
TOURISM AREA

Abstract

This article examines the phenomenon of shifting mining areas into mining tourism objects in the Cimenyan area,
Bandung Regency. This type of research uses descriptive analysis using data from interviews and field
observations supported by scientific literacy studies and then processed with the aim of being able to identify and
describe tourism objects that have the potential to be developed in mining and ex-mining areas in the Cimenyan
area, Bandung district and formulating economic development models. mining tourism in the templek stone
mining area, from the research it can be seen that the need for support from the community, government and the
role of human resources in it in order to create service excellence in mining areas and mine tourism managers.

Keywords: HR, Mining Tourism
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A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan
yang memiliki sumber daya alam yang banyak
dan bermacam-macam serta dapat diolah dan
berguna bagi kehidupan masyarakat. Dengan
negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia
memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam
dan salah satu kekayaan alam terbesar yang
dimiliki Indonesia yaitu dalam pertambangan.
Pertambangan adalah salah satu sector yang
terpenting dalam perekonomian di Indonesia,
terutama dalam perannya sebagai penghasil
pendapatan negara. Sektor pertambangan ini
terbagi dari sub-sektor minyak dan gas (migas),
pertambangan umum dan galian C (Meyana et al.,
2015).

Kawasan pertambangan di Indonesia terdapat
di beberapa wilayah seperti : Jawa, Sumatera,
Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.
Namun persebaran bahan tambang disetiap
daerah berbeda beda atau tidak merata. Hal ini
dikarenakan terdapat perbedaan sejarah geologi
dan bergantung pada konsidi alam disekitar
wilayah tersebut. Meskipun begitu beberapa
daerah menjadikan tambang sebagai sektor
penghasilan ~ daerah  seperti Jawa barat.
Pertambangan merupakan salah satu sektor yang
menjadi tumpuan bagi masyarakat seperti di jawa
barat, akan tetapi dengan adanya aktifitas
tambang yang merusak lingkungan mau tidak
mau berimplikasi pada daya dukung lingkungan
yang turun dan akan berakibat kepada
kelangsungan hidup masyarakat di daerah
tersebut, dan bahkan bekas kawasan tambang
dapat menimbulkan ancaman dalam kehidupan
masyarakat sekitar seperti longsor dan banjir, oleh
karena itu dibutuhkan alih fungsi lahan yang
dapat mendukung bukan hanya dari sisi
lingkungan namun juga sisi ekonomi.

Beberapa manfaat dari adanya perubahan
kawasan tambang dapat dilihat dari beberapa
penelitian sebelumnya seperti yang terjadi pada
bekas tambang yang dimanfaatkan menjadi suatu
kawasan wisata yang sebelumnya terdiri dari

bekas tambang batubara kemudian
dialihfungsikan menjadi taman satwa yang
merangkap sebagai tempat edukasi bagi

masyarakat yang mampu melindungi dan peduli
satwa dan habitatnya (Meyana et al., 2015)
(Hidayat, Wahyu , Ernan Rustiadi, 2015),
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kemudian dalam (Akhir et al, 2018) juga
membahas mengenai beberapa kemungkinan
wisata alam yang ada di kawasan bekas tambang
kapur yang dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat dan daerah setempat yang mampu
memberikan support terhadap berkembangnya
sebuah wilayah. dengan adanya perubahan
kawasan tambang menjadi kawasan wisata ini
ternyata mampu membangkitkan ekonomi kota
yang sebelumnya tertinggal seperti di daerah
sawah lunto, Sumatera barat (Anarta, 2019).

Dari beberapa literasi sebelumnya dapat
diketahui bahwa adanya perubahan dari
kawasan tambang menjadi kawasan wisata dapat
memberikan nilai lebih  terutama untuk
kesejahteraan = masyarakat sekitar  daerah
tambang. Kawasan pertambangan di cimenyan
memiliki potensi untuk menjadi optimal jika
dijadikan objek wisata dan jika dikelola dengan
baik, pengelolaan ini dilakukan dengan berbagai
macam cara seperti memberikan fasilitas yang
baik terhadap wisatawan.dengan pemberian
fasilitas yang baik diharapkan objek wisata
tersebut bisa menjadi peluang berkembangnya
pemanfaatan sumber daya manusia di wilayah
tersebut dan menjadi peluang berkembangnya
sektor lain. Namun, di Indonesia masih banyak
kawasan hasil pertambangan yang
pengelolaannya belum berjalan dengan baik,
maka dari itu perlunya penelitian lebih lanjut
tentang pengelolaan kawasan hasil tambang
menjadi kawasan wisata. Dengan adanya
penelitian ini dapat kita ketahui dampak positif
dan negatif dari pertambangan di daerah
cimenyan ini, dengan itu hal tersebut dapat
menjadi sebuah acuan untuk memperbaiki
pengelolaannya.Terkikisnya ruang hijau di
sekitar penambangan tersebut tentu berdampak
negatif yaitu dapat menyebabkan terjadinya
longsor,jelas hal ini menimbulkan dampak serius
bagi masyarakat sekitar penambangan tersebut (
Juneri et al, 2019). Permasalahan lingkungan
yang umumnya terjadi pada lahan yang
mengalami kerusakan karena tidak adanya proses
reklamasi dengan benar setelah pertambangan itu
selesai (Anarta, 2019).

B. PEMBAHASAN
Curug Cisanggarung adalah tempat wisata
alam baru yang bertempatkan di kawasan utara
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bandung, tepatnya di Kampung Cisanggarung,
Desa  Cigadung, Kecamatan Cimenyan,
Kabupaten Bandung. dulu curug ini disebutkan
sebagai curug batu cisanggarung yang diambil
dari nama lokasi itu sendiri. tetapi karena di curug
tersebut terdapat batu templek dengan bentuk
yang unik , maka sebutan curug tersebut menjadi
curug batu templek. Telah disebutkan oleh
pengelola, dulu curug ini adalah merupakan
tempat menambang batu templek atau batu pipih.
Yang pada tahun 2000 telah berhenti beroperasi
dan di buat suatu konsep menjadi tempat wisata
dengan tujuan untuk melestarikan alam kembali.
Curug Cisanggarung yang berlokasi berada di
ketinggian 700 mdpl menjadi sebuah daya tarik
para wisatawan yang ingin berkunjung. Tidak
hanya karena curug, daya tarik lainnya terdapat
pada jembatan gantung yang memiliki panjang 80
meter ini.

Gambar1
Kerusakan lingkungan dan hasil tambang

Hasil dari komoditas pertambangan di Desa
Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten
Bandung ini adalah batu templek. Batu templek ini
merupakan salah satu jenis batu dari vulkanik
hasil lelehan atau andesit dengan struktur
berlembar. Proses pembentukannya berasosiasi
dengan aktivitas vulkanik. Batu ornamen ini sudah
cukup  populer di Indonesia, biasanya
dimanfaatkan untuk keperluan desain rumabh,
kantor atau lainnya karena batu ini memiliki daya
tarik yang cukup banyak diminati oleh semua
orang yan ang akan menjadikan rumah, kantor,
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atau lainnya menjadi lebih indah dan terlihat lebih
elegan.

Namun seiring berjalannya waktu keadaan
aktual yang terjadi di lapangan adalah timbulnya
kerusakan  lingkungan akibat  aktivitas
pertambangan karena dengan bertambahnya
permintaan membuat aktivitas penambangan batu
templek tersebut menjadi lebih sering sehingga
menimbulkan terkikisnya sebagian wilayah sekitar
penambangan tersebut yang dapat menyebabkan
tanah longsor di sekita pemukiman.

2

¢
Gambar 2
Informasi dan kawasn wisata curug
cisanggarung
Meskipun  dalam  penutupan  lahan

pertambangan memberikan dampak negatif
namun jika di pelihara dan di manfaatkan dengan
baik sumber daya pertambangan yang di
eksploitasi berpotensi menjadi objek wisata.
Perubahan alih fungsi dari pertambangan
menjadi tempat wisata memanglah bukan hal
yang mudah untuk diwujudkan begitu saja, dapat
kita lihat dari beberapa aspek dan dampak yang
akan terjadi nantinya ketika sudah dibuka
menjadi tempat wisata. Dengan adanya
perubahan alih fungsi lahan dapat dianalisa
menggnakan data penelitian melalui dua
pendekatan besar. Pada awalnya curug batu
templek ini merupakan pertambangan milik
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pribadi namun dihentikan karena kawasan
pertambangan tersebut mengikis tanah di
lingkungan masyarakat jika pertambangan
tersebut dilanjutkan maka akan menyebabkan
longsor bagi masyarakat di sekitar lahan
pertambangan tersebut. Kemudian pemilik lahan
pertambangan tersebut memilih untuk mengalih
fungsikan lahan tambang tersebut menjadi
kawasan wisata namun dengan tetep menjaga
kelestarian lingkungan,. Selain karena kondisi
pertambangan yang semakin mengikis juga,
pemiliki lahan pertambangan menginginkan
lahan tersebut untuk dialih fungsikan agar tetap
bisa memberikan penghasilan bagi pemilik dan
masyarakat sekitar karena lahan tambang yang
tidak bisa terus dieksploitasi.

Dalam proses pembangunan tempat wisata
ini bukan tanpa hambatan, masyarakat yang
bermukim di daerah atas lahan pertambangan
pada awalnya berkeberatan dan tidak menerima
apabila tempat mata pencaharian mereka harus
ditutup karena mereka akan
kesulitan dalam mencari nafkah, tetapi pemilik
lahan memaksa agar lokasi tambang tersebut
ditutup agar tidak membahayakan masyarakat
sekitar jika suatu saat terjadi bencana alam yang
tidak diinginkan dan ketika tempat pariwisata
curug batu templek mulai dikenal oleh
masyarakat, dan masyarakat sekitar pun mulai
meminta bagi hasil dari keuntungan tempat
wisata tersebut, hal ini yang menyebabkan
pemilik tempat wisata merasa terganggu atas
tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar
yang cenderung hanya mau menerima uang
namun tidak  mau  ikutserta  dalam
mengembangkan tempat pariwisata tersebut.
kemudian masih banyak terdapat yang
melakukan pungli atau pungutan liar yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar dan beberapa
ormas seperti karang taruna. sebenarnya
pengelola tidak melarang para warga untuk
mencari mata pencaharian di tempat itu, tetapi
dengan melakukan usahanya dengan asas
transparansi dan membagi hasil dengan adil.

Selanjutnya jika dilihat dari segi manajemen
SDM nya, seperti kurangnya pengetahuan
terhadap cara pengelolaan tempat
wisata, membuat pengembangan usaha tempat
wisata ini menjadi terhambat,
seperti dalam  perizinan yang lebih banyak
terkait dengan birokrasi sehingga pengelola
tempat wisata harus mengeluarkan biaya lebih
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hanya untuk pungli atau pungutan liar. selain
masalah tersebut tempat wisata ini tidak
mendapat sebuah perhatian dari pemerintah
daerah setempat yang akhirnya tempat wisata ini
dikelola secara pribadi . Padahal jika tempat
wisata ini di kembangkan melalui kerja
sama dengan pemerintah maka pengelolaan
fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut dapat
dikelola dengan baik dan dapat mensejahterakan
masyarakat di daerah tersebut. Namun hal ini,
perlu didukung dengan kemampuan sdm dalam
mengelola, memelihara dan mengembangkan
tempat wisata tersebut. hal itu dapat terwujud
apabila setiap elemen yang terkait dapat saling
bersinergi bersama sama demi mengembangkan
kawan ini yang nantinya juga akan beriplikasi
pada tumbuh dan berkembanya daerah tersebut.

Dalam hal ini perlu adanya bimbingan dari
pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi
dan pelatihan (seperti pelatihan cara pengelolaan
tempat wisata, memberikan sikap dan pelayanan,
pembukuan keuangan dan pengadministrasian
operasional harian) dengan harapan untuk
mengembangkan infrastruktur di wilayah curug
batu templek, sehingga kedepan tempat wisata
tersebut dapat dikelola dengan lebih baik dan
memiliki pelayanan publik yang memadai.
dengan adanya bantuan dan penyuluhan yang
diberikan dari pihak pemerintah diharapkan
dengan adanya keberadaan tempat wisata
tersebut dapat memberikan dampak positif
seperti meningkatkan sektor perekonomian di
wilayah tersebut. Adanya proses sosialisasi yang
diberikan oleh pihak pemerintah terhadap
masyarakat tidak lain untuk memberi informasi
mengenai proses manajemen pemasaran yang
dilakukan di tempat pariwisata, mengatur dan
mengelola sdm agar lebih bijak dalam berpikir
untuk mencari nafkah karena tidak selamanya
tambang yang mereka inginkan akan selalu
menjadi tempat mata pencaharian mereka, dan
pemberitahuan mengenai proses pembagian hasil
yang akan dilakukan oleh pemilik Ilahan,
pemerintah dan masyarakat sekitar. Sedangkan
proses  pelatthan ini diperuntukan bagi
masyarakat sekitar dan pemilik lahan untuk
memberikan pelayanan yang baik, proses
pengembangan tempat wisata tersebut agar
semakain diminati wisatawan dan proses
pelestarian ini juga harus diberikan agar
masyarakat sekitar dan pemilik lahan mengetahui
cara memelihara fasilitas yang baik.

00
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C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penilitian dan wawancara
dengan narasumber yang telah dilakukan oleh
peneliti, namun dapat diketahui adanya
perubahan kawasan dari sebelumnya berupa
daerah tambang menjadi daerah wisata dapat
membantu giat perekonomian warga sekitar,
selanjutnya kedepan harus ada manajemen bisnis
yang jelas terutama dalam pengelolaan tempat
wisata yang dapat mengkoordinir setiap
keperluan dan menciptakan sinergitas antara
pemilik kawasan wisata dan masyarakat atau
bumdes di wilayah tersebut, pemerintah juga
harus turun tangan dengan memberikan
penyuluhan dan pelatihan terutama mengenai
cara  pengelolaan kawasan wisata dan
peningkatan skill sdm di dalamnya dengan
harapan agar timbul suatu cara pandang baru dari
yang awalnya product oriented menuju pada
service oriented,

Di saat melakukan observasi peneliti
menemukan  beberapa  hambatan, karena
penelitian dilakukan pada saat pandemi sehingga
ruang ekplorasi peneliti dalam menggali data
menjadi sangat terbatas, dalam penelitian
kedepan penulis berharap agar dapat dilakukan
pedalaman kembali terutama dari sisi strategi
apa yang dapat dilakukan oleh pengelola agar
wisata ini terus berkembang.
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Abstrak

Kreativitas merupakan hal yang penting dimiliki oleh semua orang terutama generasi millenial apalagi kreativitas
merupakan skill penting yang dibutuhkan di tahun 2020 ini terutama di masa pandemi. Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengQunakan studi literatur mengenai kreativitas. Ini
akan menggambarkan pentingnya kreativitas dan jiwa inovatif untuk generasi millenial apalagi ditengah masa
pandemi. Ada banyak kreativitas yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini dan juga bisa menjadi
ajang menggali kompetensi diri. Serta langkah yang tepat untuk mewujudkan industri kreatif atau meningkatkan
daya kreasi dan inovasi bukan hanya melalui ide-ide yang dimunculkan namun ada action dari berbagai pihak
termasuk pemerintah untuk mewujudkan semua itu dan menunjukkan kontribusi nyata terhadap tingkat
kreativitas masyarakat terutama generasi millenial. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa
kreativitas penting dibutuhkan untuk dapat melakukan inovasi dan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompeten serta memiliki daya saing untuk
menghadapi berbagai situasi kondisi seperti di masa pandemi saat ini. Teknologi dan informasi juga berpengaruh
dalam pembentukan suatu kreativitas dimana dengan hal ini daya inovasi bisa disesuaikan dengan perkembangan
zaman dan era digital saat ini, teknologi dan informasi sebagai pendukung dalam meningkatkan kreativitas
masyarakat yang tentunya akan membuat pertumbuhan industri kreatif lebih pesat dan cepat. Karena pada era
digital seperti sekarang ini masyarakat tidak lepas juga dari pengQunaan gadget dan software yang semakin
berkembang. Dalam meningkatkan kreativitas tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berbakat dan
mempunyai ide-ide yang positif atau SDM yang mau belajar dan ingin meningkatkan kompetensinya serta lebih
ingin tahu tentang hal-hal terkait yang bisa meningkatkan kemampuannya.

Kata Kunci: Kompetensi, Daya saing, Kreativitas unggulan, Ide inovatif.

IMPROVING HR CREATIVITY IN THE MIDDLE OF PANDEMI FOR
MILLENIAL GENERATIONS

Abstract

Creativity is an important thing for everyone, especially the millennial generation, especially since creativity is an
important skill needed in 2020, especially during a pandemic. The data collection method used in this study is to
use literature studies on creativity. This will illustrate the importance of creativity and an innovative spirit for the
millennial generation, especially in the midst of a pandemic. There is a lot of creativity that can be done in a
pandemic like now and it can also be a place to explore self-competence. As well as the right steps to realize the
creative industry or increase creativity and innovation, not only through the ideas that are raised but there are
actions from various parties including the government to make all of that happen and show a real contribution to
the level of creativity of the community, especially the millennial generation. Based on the results of data analysis,
it is concluded that creativity is important to be able to make innovations and better changes to improve the quality
of human resources who are superior and competent and have competitiveness to face various situations such as
during the current pandemic. Technology and information are also influential in the formation of creativity where
in this way the power of innovation can be adjusted to the times and the current digital era, technology and
information as a support in increasing people's creativity which of course will make the growth of the creative
industry faster and faster. Because in this digital era, people cannot be separated from the growing use of gadgets
and software. In increasing creativity, of course, it takes human resources who are talented and have positive ideas
or human resources who are willing to learn and want to improve their competence and are more curious about
related matters that can improve their abilities.

Keywords: competence, competitiveness, superior creativity, innovative ideas.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Dalam masa pandemi ini masyarakat dari
berbagai kalangan banyak yang merasa kesulitan
baik secara mental maupun finansial. Ada
banyak cara yang bisa dilakukan selama pandemi
ini yaitu mengisinya dengan hal yang positif dan
kreatif selain berguna untuk orang lain namun
juga untuk menumbuhkan rasa aktif dan kreatif
dalam menghadapi pandemi dan era persaingan
yang semakin ketat. Terutama bagi kalangan
millenial dimana mereka memasuki masa usia
produktif dan ide-ide cemerlangnya untuk bisa
menciptakan sesuatu yang memiliki
keistimewaan yang membutuhkan kreativitas

tinggi.

Emerging skills

1 I C ity &l initiative

2 I C T-S0ling

a | -

7 I Les

s | c

o |

0. I ving and ideation
12 I i O & progrmming
13 I Hyy Lese, monitoring and conknl
14. I Systarme anahysis and evaluation

15, I rtnuction, meantorng and esching

Berdasarkan “The Future of Jobs Report 2020”
World Economic Forum, kreativitas diidentifikasi
sebagai keterampilan dengan kebutuhan tertinggi
di Indonesia.

Makalah ini akan membahas mengenai
pentingnya mengelola sisi kreatif dan inspiratif
terutama bagi generasi milenial untuk
meningkatkan SDM yang dimiliki contohnya
melakukan hal kecil untuk kesenangan diri
karena di masa pandemi ini adalah waktu yang
sulit tapi jika kita mengelola diri kita dengan baik
dan mengembangkan sesuatu yang berbeda dari
manusia lainnya maka akan tercipta kreativitas

dalam kompetensi yang dimiliki. Peran
organisasi juga penting dalam  proses
pengembangan potensi kreatif untuk

menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045
meskipun sekarang sedang dilanda pandemi.
Karena sejatinya semua orang bisa memiliki
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keistimewaan tergantung pada pemikiran dan
inovasi yang dikembangkan melalui kreativitas.

2. Rumusan Masalah

a. Apa yang Dbisa dilakukan  untuk
meningkatkan kreativitas di masa pandemi?

b. Seperti apa langkah konkrit dalam
mengembangkan industri kreatif?

c. Teknologi seperti apa untuk mendukung
langkah tersebut?

d. Seperti apa SDM yang paling dibutuhkan
saat ini untuk mendukung kreativitas?

e. Bagaimana peran Organisasi dalam
pemberdayaan kreativitas SDM terutama di
era pandemi?

3. Tujuan

Dibuatnya makalah karya ilmiah ini bertujuan
untuk mengedukasi generasi millenial agar
mengetahui seperti apa SDM untuk mengolah
kreativitas yang paling dibutuhkan baik disaat
pandemi maupun untuk era berkelanjutan, lalu
agar kita bisa menyadari pentingnya
mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki
untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan
inovatif apalagi dimasa sulit seperti sekarang ini
dan juga melihat seberapa penting organisasi
mengelola SDM yang ada agar memiliki hal yang
lebih spesifik atau hal yang memiliki daya saing
baik dari segi soft skill maupun hard skill,
tentunya dalam mengembangkan ide-ide kreatif
tersebut perlunya ada dukungan dan edukasi
dari mulai teknologi dan  organisasi
berpengalaman, dukungan pemerintah juga
dapat menjadi acuan untuk mengembangkan
kreativitas yang dapat dilakukan oleh SDM kita
saat ini agar meningkatkan kesejahteraan dalam
kehidupan.

4. Kajian Literatur

Menurut Guilford ( dalam Ari & Asrori, 2006 : 41)
menyatakan bahwa kreativitas menandai pada
kemampuan dengan ciri-ciri seorang kreatif.
Lebih lanjut Guilford mengemukakan dua cara
berpikir yaitu cara konvergen dan divergen. Cara
berpikir konvergen adalah cara-cara individu
dalam memikirkan sesuatu dengan
berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban
yang benar, sedangkan divergen adalah
kemampuan individu yang mencari berbagai
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alternatif jawaban terhadap persoalan. Dalam
kaitannya  dengan  kreativitas, = Guilford
menegaskan orang-orang kreatif cenderung
menggunakan cara berpikir divergen daripada
konvergen karena mereka cenderung mencari
cara-cara baru dari suatu keadaan atau masalah
untuk diselesaikan.

Solso, Maclin & Maclin (2007:44) memberi
definisi kreativitas sebagai suatu aktifitas kognitif
yang menghasilkan suatu pandangan baru
mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak
dibatasi hasil pragmatis ( selalu dipandang
menurut penggunaannya).

Menurut Drevdahl (Hurlock; 1978 : 3)

Kreativitas ~ adalah ~ kemampuan  untuk
memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan
baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif
atau sentesis yang mungkin melibatkan
pembentukan pola-pola bar dan kombinasi dari
pengalaman masa lalu yang dihubungkan
dengan yang sudah ada pada situasi sekarang.
Menurut David Campbell, Kreativitas adalah
suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang
sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya,
menarik, aneh dan berguna bagi masyarakat.

B. PEMBAHASAN
1. Kreativitas yang bisa dilakukan di Masa
Pandemi
Di masa pandemi covid-19 ini tentu banyak
merubah pola hidup pada berbagai elemen
masyarakat, dimana salah satunya yaitu unsur
keseharian yang mungkin mulai berubah secara
signifikan lalu dengan adanya pandemi ini
membuat sebagian besar masyarakat kehilangan
mata pencahariannya. Bagaimana masyarakat
bisa bertahan yaitu dengan cara menggali potensi
diri salah satunya melalui peningkatan
kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang bisa
dikembangkan secara positif melalui berbagai hal,
entah itu bisa menjadi lapangan pekerjaan baru
atau untuk kesenangan diri sendiri yang pasti
kreativitas merupakan Top 10 Skill 2020 yang
bisa di asah untuk mengetahui sejauh mana kita
memanfaatkan SDM dalam diri sendiri. Banyak
cara untuk meningkatkan kreativitas di masa
pandemi Covid-19 diantaranya:

a. Bereksperimen, yaitu dimana kita berusaha
menciptakan atau berinovasi dengan hal baru
entah itu berdasarkan hobi atau murni ingin
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mencoba hal yang belum pernah dilakukan
atau bisa juga berdasarkan usaha yang
digeluti, banyak masyarakat yang menjadi
contoh dalam eksperimen contohnya mereka
yang hobi memasak berusaha menciptakan
inovasi baru dalam resep makanan kemudian
bisa dijual atau bisa menjadi inspirasi orang
lain.

b. Penelitian, dalam kegiatan ini kita bisa
meningkatkan daya kreativitas melalui
metode penelitian sederhana atau research
dimana dengan hal tersebut memungkinkan
kita untuk mendapatkan sebuah inspirasi
baru,dan metode penelitian paling sederhana
adalah membaca dengan membaca atau
meningkatkan literasi baik digital maupun
non digital kita bisa meningkatkan wawasan
dan menambah ide-ide yang bisa kita
praktikkan dalam kehidupan salah satunya
juga meningkatkan inovasi dan kreativitas
diri.

c. Kontribusi dalam kegiatan, ini merupakan
salah satu aksi nyata untuk menambah
pengalaman dan menyalurkan ide-ide atau
gagasan yang kita miliki, dan di masa
pandemi ini sebagian kegiatan dilakukan
secara online misalnya sebagai mahasiswa
menjadi panitia webinar yang di adakan di
dalam organisasi yang diikuti atau ikut
memberi sumbangsih dalam penentuan tema
acara tersebut.

d. Melatih keterampilan, dengan berkontribusi
dalam suatu kegiatan positif atau mencoba
hal-hal yang baru meskipun hanya dilakukan
di rumah, dengan melatih keterampilan
otomatis kita bisa mengetahui passion yang
kita punya dan berkontribusi dalam
mewujudkan sumber daya manusia yang
berkompeten di kemudian hari.

2. Langkah Konkrit Dalam Mengembangkan
Industri Kreatif
Dalam proses membuat suatu kreativitas tentu
tidak hanya ide-ide yang tertanam tapi juga ada
aksi nyata dalam melakukannya, dan bagaimana
kita membuat aksi nyata dalam mengembangkan
kreativitas tentu tidak dengan cara asal
melainkan kita harus banyak riset dan
mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan
rencana kita dan menyesuaikan dengan kapasitas
yang ada dalam diri kita. Pemerintah pun turut
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andil dalam mendukung daya kreativitas
masyarakat contohnya banyak pelatihan yang
diberikan untuk UMKM baik untuk pemilik
usaha maupun pegawai, pelatihan yang
dikembangkan oleh pemerintah untuk para
pelaku usaha contohnya mengadakan seminar
tentang Enterpreneurship yang belakangan ini
sering sekali di adakan sebagai penunjang
pengembangan SDM untuk memenuhi top 10
skill yang salah satunya adalah kreativitas
dimana generasi millenial yang diharapkan
mengikuti pelatihan ini agar termotivasi dan

mendapat  inspirasi serta melatih jiwa
enterpreneur untuk mengasah kemampuan
berinovasi serta menemukan passion yang

memungkinkan = bisa  digunakan = untuk
berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan
baru dalam industri kreatif. Sebelum masa
pandemi seperti ini pemerintah pun sudah
gencar memberikan  penyuluhan tentang
pentingnya mengasah ide-ide kreatif agar
masyarakat millenial Indonesia mempunyai daya
saing dan tidak mudah bermalas-malasan.

Melaui banyak contoh yang sudah terbukti
sumbangsih generasi millenial atau generasi
muda Indonesia dalam industri kreatif sangat
banyak bahkan dari berbagai sektor contohnya
adalah perusahaan start up yang sebagian besar
di prakarsai oleh generasi millenial dan juga
sektor fashion design yang banyak diikuti oleh
pemuda pemudi Indonesia hingga mencapai
taraf internasional. Hal ini merupakan bukti
nyata pengembangan kreativitas yang dapat
dicontoh melalui kerja keras dan semangatnya
lalu hasil dari ide tersebut yang bermanfaat
untuk masyarakat luas dan juga menciptakan
suatu gebrakan baru untuk meningkatkan
perekonomian secara stabil.

3. Teknologi Informasi untuk mendukung
langkah kreatif

Pada era globalisasi saat ini, Teknologi Informasi
dan  Komunikasi (TIK) sudah  banyak
dimanfaatkan di kehidupan masyarakat di dunia.
Pemanfaatan Teknologi Informasi ini digunakan
untuk mendukung berbagai kegiatan, salah
satunya wacana industry kreatif. Peranan TI ini
sangat besar dalam kehidupan manusia, TI
menjadikan segala aktivitas menjadi lebih mudah,
cepat dan akurat.
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Menurut Information
Association of America (ITAA), teknologi
informasi (TI) didefinisikan sebagai  studi,
perancangan,  pengembangan, implementasi,
dukungan atau pengelolaan sistem informasi
berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat
lunak dan perangkat keras komputer. TI
berhubungan dengan penggunaan komputer
dan perangkat lunak wuntuk mengubah,
menyimpan, memproteksi, memproses,
menyampaikan, mengambil informasi secara
aman.

Menurut Sutarman (2009: 17), tujuan dari
teknologi informasi adalah : “ 1. Untuk
memecahkan masalah, 2. Untuk membuka
kreativitas, dan 3. Untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam melakukan
pekerjaan”.

Definisi Industri Kreatif yang saat ini
banyak  digunakan oleh  pihak yang
berkecimpung dalam industry kreatif, adalah
definisi berdasarkan UK DCMS Task force 1998
4
“Creative industries as those industries which have
their origin in individual creativity, skill & talent, and
which have a potential for wealth and job creation
through the generation and exploitation of intellectual
property and content”.

Studi pemetaan industri kreatif yang telah
dilakukan oleh Departemen Perdagangan
Republik

Indonesia tahun 2007-pun menggunakan acuan
definisi industri kreatif yang sama, sehingga
industry kreatif di Indonesia dapat didefinisikan
sebagai berikut :

“Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas,
ketrampilan serta bakat individu untuk

penciptaan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan
daya cipta individu tersebut”.

Seperti penuturan Sutarman di atas, salah
satu tujuan dari TI ini adalah untuk membuka
kreativitas, di mana TI ini akan membantu
pertumbuhan industry kreatif dengan cepat.
Diantara 13 kelompok industry kreatif,
setidaknya ada 10 industri kreatif yang terkait
erat dengan teknologi informasi, seperti industry
periklanan, arsitektur, design, video, film dan
fotografi, permainan interaktif (game), music,
penerbitan dan percetakan, layanan computer
dan piranti lunak, televise dan radio, juga riset

Technologi
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dan pengembangan. Dari mulai iklan di media
cetak maupun elektronik, kegiatan produksi
kreatif dengan alat alat canggih, kegiatan
perencanaan design, penulisan, video, visual,
sampai pembangunan ekosistem startup yang
digital. Semakin informasi mudah didapatkan,
pengetahuan dan inspirasi pun akan muncul
sehingga menimbulkan inovasi secara terus
menerus seiring perkembangan jaman.

4. SDM yang paling dibutuhkan saat ini
untuk mendukung kreativitas

Kreativitas merupakan sesuatu yang bisa diasah

dan dilatih, meskipun banyak yang mengatakan

bahwa kreatif merupakan bawaan atau bakat.

Kreativitas akan muncul ketika orang tersebut

mau belajar dan mempunyai wawasan yang luas

lalu termotivasi karena orang yang kreatif itu
adalah orang yang senantiasa memiliki daya
cipta terhadap sesuatu.

Jane Henry (2006:13) menyebutkan beberapa
kualitas individu yang tampaknya
mempengaruhi timbulnya kreativitas yaitu:

a. In certain domains (e.g. music, mathematics)
genetic inheritance may play an important role in
directing interest to the domain and in helping to
master it

b. A great deal of intrinsic motivation is needed to
energize the person to absorb the relevant memes
and to persevere in the risky process of innovation

c. Cognitive ability such as fluency, flexibility, and
discovery orientation seem necessary to engage
successfully in the process of generating novelty

d. To be able to innovate successfully, a person needs
to have appropriate traits - which may vary
depending on the field and the historical period. In
general, one must persevere and be open to
experience, as well as adopt apparently
contradictory behaviors
Bakat atau kemampuan bawaan, mengacu

pada fakta bahwa seseorang lebih mudah

menjadi kreatif jika ia terlahir diwariskan minat
tertentu yang tentunya akan lebih mudah
menguasainya. Karakteristik yang paling
menonjok dari individu yang kreatif adalah rasa
ingin tahu yang tinggi, selalu tertarik pada hal
baru, haus akan tantangan, dan pantang
menyerah. Tentunya itu dilakukan karena
adanya motivasi dari dalam diri sendiri, mereka
yang menemukan minat itu sendiri, melakukan
aktivitas itu sendiri, tanpa menunggu perintah
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maupun ingin mendapatkan pengakuan dari
orang lain.

Dilansir dari situs katadata.co.id Mentri
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar
Makarim memaparkan enam profil lulusan
sarjana ataupun pelajar ideal untuk menghadapi
tantangan dan perubahan dunia kerja yang
begitu cepat, salah satunya yaitu kemampuan
kreativitas yang baik. Misalnya kemampuan
beradaptasi, bereaksi terhadap masalah atau
berinovasi untuk membuka jalan baru dalam
bidang  pekerjaannya  serta  kemampuan
improvisasi dalam memecahkan masalah yang
tengah dihadapi.

5. Peran Organisasi Dalam Pemberdayaan

Kreativitas SDM di Era Pandemi
Di masa pandemi ini agar  dapat
mengembangkan kreativitas, organisasi dapat
membuat perencanaan target kreativitas yang
akan dicapai, yang nantinya dilaksanakan
melalui seminar atau sharing session secara
daring dan akan tetap meningkatkan motivasi
karyawan untuk tetap berfikir secara kreatif.
Pada dasarnya setiap manusia mempunyai
potensi kreatif, hanya saja dalam perjalan
hidupnya ada yang mendapat kesempatan untuk
mengembangkan kreativitasnya, ada pula yang
kehilangan potensi kreativnya karena tidak
mendapat kesempatan ataupun tidak
menemukan lingkungan yang memfasilitasi
berkembangnya potensi kreatif, (Rachmawati,
2010).

Pemimpin Organisasi dapat mendukung
kreativitas dengan memerintahkan karyawannya
untuk saling berbagi informasi dan berkolaborasi,
karena semakin sering bertukar ide dan data
dengan bekerja sama, semakin banyak pula
pengetahuan yang akan mereka miliki. Menurut
Jane Henry (2006:23-24) “salah satu cara untuk
meningkatkan pemikiran kreatif karyawan
adalah dengan memaparkan mereka pada
berbagai pendekatan pemecahan masalah”.
“Motivasi instrinsik akan meningkat ketika
orang-orang sadar bahwa orang-orang di sekitar
mereka bersemangat dengan pekerjaan mereka.
Ketika masalah politik melimpah, orang merasa
pekerjaannya terancam oleh agenda orang lain.
Terakhir, politik juga merusak keahlian.
Alasannya, politik menghalangi komunikasi
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terbuka, menghalangi arus informasi dari titik A Mardawia. 2017. Peran Pemerintah Terhadap

ke titik B.”

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kreativitas merupakan satu dari Skill yang paling
dibutuhkan di 2020 yang bisa di asah untuk
mengetahui sejauh mana kita memanfaatkan
SDM dalam diri sendiri, tentunya didukung oleh
teknologi yang telah berkembang saat ini. Atribut
orang yang kreatif adalah terbuka terhadap
pengalaman, suka memperhatikan atau melihat
sesuatu dengan cara yang tidak biasa,
kesungguhan, menerima dan merekonsiliasi
sesuatu yang bertentangan, toleransi terhadap
sesuatu yang tidak jelas, independen dalam
mengambil keputusan, berpikir dan bertindak,
memerlukan dan mengansumsikan otonomi,
percaya diri, tidak menjadi subjek dari standard
dan kendali kelompok, rela mengambil resiko
yang diperhitungkan, gigih, sensitif terhadap
permasalahan, lancar- kemampuan untuk
mengenerik ide- ide yang banyak, fleksibel
keaslian, responsif terhadap perasaan, terbuka
terhadap fenomena yang belum jelas, motivasi,
bebas dari rasa takut gagal, berpikir dalam
imajinasi, selektif.

2. SARAN
Di masa pandemi ini generasi milenial perlu
meningkatkan motivasi untuk menjadi lebih

kreatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Organisasi perlu mengembangkan metode yang
sesuai dengan kondisi pandemic seperti saat ini
untuk meningkatkan kreativitas anggotanya.
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Abstrak

Dalam menghadapi era pandemic COVID-19 yang penyebarannya semakin meluas, maka diperlukan
suatu adaptasi baru dalam masyarakat dimana saat ini setiap kegiatan lebih mengedepankan pada sisi
kesehatan dan tidak mengesampingkan sisi pertumbuhan ekonomi. Namun, saat ini masih banyak
kendala yang dihadapi terutama dalam hal pengembangan SDM, oleh karena itu diperlukan suatu
strategi untuk dapat terus mengembangkan SDM yang ada pada suatau wilayah dengan tujuan agar
menciptakan masyarakat yang mandiri dan tidak tergantung pada pihak luar. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan tokoh
masyarakat, kajian literasi, dan selanjutnya berdasarkan data yang telah didapatkan peneliti mencoba
merumuskan strategi terbaik dengan menggunakan pendekatan SWOT untuk kemudian dapat
merekomendasikan usulan yang dapat diimplemantasikan oleh desa untuk meningkatkan kompetensi
SDM. Dari hasil analisis menunjukan bahwa terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan
kompetensi SDM di daerah Arjasari, diantaranya pemanfaatan teknologi dalam bentuk pelatihan
virtual, webinar dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.

Kata kunci: Strategi, SWOT, SDM, Kompetensi

HR DEVELOPMENT STRATEGY FOR ARJASARI CITIZENS IN
FACING NEW NORMALS

Abstract

In the face of the COVID-19 pandemic era, where the spread is increasingly widespread, a new adaptation is
needed in society where at this time every activity prioritizes the health side and doesn’t override the economic
growth side. However, currently there are still many obstacles faced, especially in terms of human resource
develepmont. Therefore a strategy is needed to be able to continue to develop existing human resourcesin an area
with the aim of creating an independent society and not dependent on out side parties. This study uses a qualitative
approach by collecting data through interviews with community leaders, literacy studies, then based on the data
that has been obtained the reasearcher tries to formulate the best strategy using the SWOT approach to then bo
able to recommend proposals that can be implemented. By the village to improve the competence of human resource.
From the results of this study, there are several suggestions for human resource development, such as the use of
thecnology in the form of virtual training, webinars in order to improve HR competencies.

Keywords : Strategy, SWOT, HR, Competence.

A. PENDAHULUAN

Pada era distruptif ini, dimana banyak
bermunculan inovasi tidak terlihat yang tidak
disadari, baik itu oleh organisasi, intansi,

lembaga maupun perusahaan akibat dari suatu
kemajuan teknologi yang dapat mengakibatkan
kehancuran tatanan sistem yang lama.
Kemajuan teknologi pun telah mengubah suatu
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peradaban beserta semua aspek kehidupan
didalamnya. Saat ini, selain tantangan yang
harus dihadapi di dunia bisnis adalah VUCA
world, yakni Volatility (bergejolak), Uncertainty
(ketidakpastian), Complexity (kompleks), dan
Ambiguity (ketidakjelasan), kita  juga
dihadapkan dengan suatu era yang dinamakan
“New Normal Era”.

Era kenormalan yang baru ini muncul
sebagai dampak dari terjadinya pandemi yang
melanda  seluruh  dunia. Pandemi ini
diakibatkan oleh virus Covid - 19. Situasi
pandemi ini sangat merubah tatanan kehidupan
masyarakat seluruh dunia, dimana mau tidak
mau kita harus menghadapi era kenormalan
yang baru. Siap atau tidak seluruh elemen
masyarakat  termasuk  perusahaan dan
pemerintahan harus mampu beradaptasi
dengan kondisi saat ini. Seluruh kegiatan seperti
pendidikan serta bekerja harus dilakukan dari
rumah (School from home dan Work from home).
Dampak dari pandemi pun mengakibatkan
terjadinya PHK besar - besaran yang dilakukan
oleh organisasi, dan ini tentu saja menjadi suatu
PR besar  bagi pemerintah  untuk
memberdayakan masyarakatnya yang kini tidak
memiliki pekerjaan. Melambungnya harga
bahan baku serta terbatasnya ruang gerak
masyarakat menjadikan Indonesia menghadapi
masa resesi, masyarakat harus tetap berada
dirumah namun juga harus bertahan hidup.
Bahkan dampak resesi ini juga sampai kepada
elemen terkecil di tingkat kecamatan dan desa.
Maka dari itu pemerintah pusat maupun daerah
harus berpikir cerdas untuk menjadikan
masyarakatnya menjadi masyarakat yang
unggul dalam segi sumberdaya manusia. Dalam
era New Normal ini suatu pengembangan
masyarakat  sangat amat  dibutuhkan.
Masyarakat tentunya harus menjadi masyarakat
yang bukan hanya memiliki pengetahuan
namun juga skill yang mumpuni. Terlebih ketika
sebuah Undang - Undang baru kini diluncurkan
pemerintah, dimana didalam Undang - Undang
tersebut disoroti bahwa karyawan yang bekerja
disuatu perusahaan harus memiliki suatu skill
tertentu, dan masyarakat Indonesia dituntut
untuk menjadi karyawan “skill worker”.

Hard skill dan Soft skill adalah salah satu hal
yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi era
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new normal ini, bukan hanya masyarakat kota,
namun juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat
desa juga, salah satunya oleh masyarkat
kecamatan Arjasari. Guna menghadapi New
Normal yang mau tidak mau harus dihadapi,
pemerintah  daerah  Kecamatan  Arjasari
khususnya memerlukan SDM yang siap dan
sigap  dengan  perubahan.  Perubahan
kompetensi SDM akan menjadi kunci dari
keberhasilan menghadapi era new normal. Suatu
strategi pengembangan sumber daya manusia
harus diciptakan di daerah kecamatan Arjasari
guna menjadikan sumber daya manusianya itu
SDM yang unggul dan mampu menghadapi era
new normal. Kemampuan beradaptasi menjadi
syarat bagi SDM untuk menghadapi era new
normal ini, dan masyarakat juga harus mampu
membangun ekosistem SDM yang unggul
untuk perencanaan ketenagakerjaan. Selain itu
harus tercipta juga suatu Link and Match dalam
perencanaan SDM. Dengan sumber daya alam
yang dimiliki oleh daerah kecamatan Arjasari,
maka untuk menciptakan strategi
pengembangan SDM tersebut bisa dikaji oleh
ilmu Ekonomi SDM dan manajemen strategi
serta perencanaan Diklat. Ada tiga hal yang
perlu dilakukan dalam pengembangan SDM di
era New Normal ini. Ketiga hal tersebut adalah
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding.

Beberapa penelitian sebelumnya, belum
banyak yang mengkaji secara spesifik tentang
pengembangan SDM dalam suatu desa untuk
menghadapi era new mnormal. Penelitian
mengenai  pengembangan SDM  dalam
menghadapi new normal selama ini lebih
menekankan kepada kompetensi yang harus
dimiliki untuk menghadapi new normal,
strategi pembelajaran yang diubah, keunggulan
bersaing dalam era new normal, dan kebijakan
pendidikan (Bahri & Arafah., 2020; Cholik, 2020;
Rafsanjani, 2020)(Bahri & Arafah., 2020; Cholik,
2020; Rafsanjani, 2020).

Penelitian ini akan berfokus pada
pengembangan SDM di tingkat desa dalam
menghadapi new noermal, dengan menggunakan
metode analisis SWOT. Analisis SWOT
merupakan proses identifikasi berbagai faktor
secara sistematis untuk merumuskan strategi
dengan memanfaatkan kekuatan (strength),
kelemahan (weakness), peluang (opportunity),
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dan ancaman (threat) yang dimiliki suatu
organisasi. Tujuan dari dilakukannya analisis
SWOT adalah untuk memaksimalkan kekuatan
dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan
memperkecil ancaman pada organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan
strategi yang dinilai paling tepat dilakukan
untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia
di Desa Arjasari dalam menghadapi era new
normal, dengan cara menimbang kelebihan dan
kekurangan serta potensi yang dimiliki Desa
Arjasari.

B. PEMBAHASAN

Analisis SWOT adalah proses identifikasi
berbagai faktor secara sistematis dalam
membantu merumuskan strategi perusahaan
(Mashuri, 2020). Faktor yang diidentifikasi yaitu
adalah  kekuatan  (strength),  kelemahan
(weakness), peluang (opportunity), dan ancaman
(threat). Analisis SWOT dilakukan dengan
tujuan memudahkan perencanaan strategi
organisasi dengan menutupi kelemahan dengan
kekuatan dan memperkecil ancaman dengan
memanfaatkan peluang yang ada. Menurut
(Limawandoyo et al, 2013), Strength,
merupakan kemampuan lebih yang dimiliki
oleh internal perusahaan dibandingkan dengan
perusahaan lain; Weakness merupakan
kelemahan perusahaan yang berasal dari
internal perusahaan tersebut, dan dapat menjadi
peluang pesaing  untuk  menjatuhkan
perusahaan;  Opportunity, merupakan
peluang yang dimiliki perusahaan, yang harus
di analisis sedemikian rupa; dan Threat,
merupakan ancaman yang berasal dari eksternal
perusahaan yang dapat menjadi masalah bagi
perusahaan, sehingga harus segera diatasi.

Desa Arjasari merupakan suatu desa yang
ada di daerah Kabupaten Bandung tepatnya di
Banjaran. Desa Arjasari memiliki berbagai
kelebihan yang dapat membantu mendorong
mewujudkan Desa yang mandiri. Salah satunya
yaitu banyaknya lahan dan tempat bertani
maupun bercocok tanam, dan Desa ini pun telah
melakukan ekspor ubi ke Hongkong.
Disamping itu, Desa Arjasari juga memiliki
kelemahan, salah satunya dalam kualitas
SDMnya.
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Penelitian ini menggunakan analisis SWOT
yang akan dimulai dengan mengidentifikasi
faktor internal dan faktor eksternal desa dengan
menggunakan matriks IFE (Internal Factor
Environment) dan EFE  (Eksternal  Factor
Environtment). Setelah itu baru menentukan
strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan
peluang yang dimiliki Desa Arjasari untuk
menutupi dan memperkecil kelemahan serta
ancaman.

Tabel 1. Matriks IFE (Internal Factor

Environment)
Key Internal Weights | Rating | Weighted
Factors 0.0to 1.0 1,2,3 Or Score
4
Internal Strengths 3or4
1. Lahan 0.10 3 0.30
pertanian
yang cukup
luas untuk
ketahanan
pangan
2. Potensi besar 0.10 3 0.30
dalam bidang
pertanian dan
peternakan
3. Kawasan 0.20 4 0.80
industry yang
besar dan
banyaknya
industry -
industry kecil
rumahan
4. Memiliki 0.10 3 0.30
akses yang
mudah untuk
dijangkau
Total 0,5 1,70
Internal lor2
Weaknesses
1. Minimnya 0.10 1 0.10
system
pengairan
2. Kurangnya 0.15 2 0.30
pengetahuan
dan
keterampilan
para petani
3. Kurangnya 0.10 2 0.20
kesadaran
masyarakat
dibidang
pertanian
4. SDM yang 0.15 1 0.15
terbatas dalam
bidang
pengelolaan
sumberdaya
alam yang ada
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Total 0,5 0,75 terhadap
Totals 1 2,45 potensi desa
Total 0,5 1,90
Berdasarkan matriks IFE tersebut, dapat : Ex;iﬁabt ;r:irreats 010 1 (;r 2 0
diketahui bahwa faktor kekuatan internal Desa " untuk lahan ' '
Arjasari adalah memiliki lahan yang cukup pertanian
untuk pertanian dan pekerbunan, banyaknya diambil alih
industri-industri besar dan industri kecil _OIeh industry -
R industry besar
rumahan, dan memiliki akses yang mudah dikawasan
dijangkau. Sedangkan kelemahannya adalah pertanian
minimnya sistem pengairan, kurangnya 2. Banyak daerah 0.09 2 0.18
keterampilan dan ketersediaan SDM, dan SDM lain yang S‘_‘dah
. . mulai beralih ke
yang kurang mampu berinovasi. Berdasarkan bentuk petani
kekuatan dan kelemahan tersebut, Desa Arjasari digital sehingga
sebenarnya mampu untuk menjadi Desa yang menarik minat
mandiri. Beberapa hambatan seperti minimnya para SDM yang
. . . . lebih muda
pengairan itu dikarenakan pengairan tersebut 3. Industry besar 01T 5 022
telah diambil alih oleh industri-industri besar milik investor
sehingga lahan yang tersedia untuk pertanian lebih terkenal di
dan perkebunan kurang dimanfaatkan. banding
Tabel 2. Matriks EFE (External Factor iﬁjﬁzgz -
Environment) rumahan
Key External Weights | Rating | Weighted 4. Inovasi yang 0.20 1 0.20
Factors 00to1.0 | 1,2,30r Score cenderung
4 membosankan,
External 3or4 tidak berani
opportunities banyak
1. Kebijakan 0.10 4 0.40 mengeksplore
pemerintah potensi desanya
pusat maupun Total 05 0,70
daerah yang Totals 1 2.60
mendukung
Ssil;i{zgrllnan Dari matriks EFE tersebut dapat diketahui
ekonomi bahwa peluang yang dimiliki oleh Desa Arjasari
terlebh pada adalah adanya dukungan dari pemerintah
filat pandemic untuk mewujudkan Desa yang mandiri. Dengan
2. Peluang untuk 010 3 0.30 telah dilakukannya ekspor ubi ke Hongkong,
meraih pasar maka peluang untuk meraih pasar bidang
yang lebih luas pertanian lebih besar, dan juga adanya
szezﬁgﬁ kerjasama industri obat dengan para petani.
terlebih setelah Lalu ancaman yang dimiliki Desa adalah sistem
meng eksplore pengairan yang diambil oleh industri besar,
ubi ke kemudian kalah saing oleh Desa lain yang sudah
3 ;Zr;]ils(ggg 519 1 076 menerapkan petani digital, investor yang
industry obat memilih industri besar daripada industri
dengan para rumahan, dan kurangnya eksplorasi inovasi dari
petani untuk SDM.
;Tar;c}llg;;l;?n Berdasarkan hasil analisis pengembangan
4. SDMyang 011 2 042 SDM Desa Arjasari dengan menggunakan
mulai aktif dan analisis SWOT, berikut ini merupakan strategi
tertarik yang dapat dilakukan oleh Desa Arjasari dalam
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melakukan pengembangan SDM, khususnya
saat situasi pandemi berlangsung.

Analisis Strategi Menggunakan Analisis
SWOT

Strategy SO
Beberapa strategi yang dapat ditawarkan

untuk desa Arjasari dalam menghadapi new

normal, yaitu:

1. Membuat/merencanakan  pembangunan
sosial dan ekonomi sendiri dengan
memaksimalkan lahan yang ada, misalnya
dengan mulai bercocok tanam untuk
menghasilkan tanaman bahan pangan
sendiri. Dengan begitu, peluang meraih
pasar yang luas dibidang pertanian dan
industri rumahan menjadi lebih besar. (S1,
52,53, 01, 0O2)

2. Kerjasama industri obat dengan para petani
dapat didistribusikan ke luar kota maupun
luar negeri juga disukung oleh akses ke
dalam desa yang mudah dijangkau. (54, O3)

3. Dengan akses yang mudah dijangkau, desa
Arjasari mampu memaksimalkan potensi
SDM nya yang tertarik  dengan
pembangunan desa untuk membantu
bercocok tanam dan memanfaatkan lahan
dengan semaksimal mungkin. (S1, 52, O4)

Strategi WO

1. Membangun perairan sendiri dengan
memanfaatkan SDM yang mulai tertarik
dengan pembangunan desa. Juga membuat
pelatihan untuk para petani dan masyarakat
yang belum mengerti mengenai bercocok
tanam atau pertanian. (W1, W2, W3, O4)

2. Memaksimalkan potensi SDM yang ada, jadi
walaupun sedikit masih bisa efektif dalam
memaksimalkan potensi desa, bisa juga
meminta bantuan terhadap pemerintah yang
mendukung pembangunan mandiri agar
membantu dalam hal pendistribusian, alat-
alat pertanian, dan lain sebagainya yang juga
dapat membantu dalam industri rumahan.
(W4, 01,02,03)

Strategi ST
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1. Membangun saluran air untuk lahan
pertanian dengan memanfaatkan lahan yang
kosong, sehingga dapat memiliki sumber air
sendiri. (S1, T1)

2. Fokus kepada potensi yang dimiliki desa
dalam bidang pertanian dan peternakan,
juga memberikan pengetahuan mengenaik
uniknya potensia yang dimiliki desa kepada
masyarakat desan dan para SDM yang lebih
muda (S2,T2,T4)

3. Mempromosikan kelebihan industri
rumahan ke kota-kota maupun negara lain,
karena industri rumahan memiliki ciri khas
tersendiri dibanding industri besar (S3, 54,
T3)

Strategi WT

1. Mencari solusi untuk sistem pengairan
didesa, misalnya dengan membuat sistem
pengairan sendiri yang berasal dari gunung
dan sumber mata air yang tidak terlalu jauh,
atau membuat daerah serapan air khusus
untuk pertanian dan perkebunan (W1, T1)

2. Memaksimalkan potensi SDM yang dimiliki
oleh desa, terutama SDM muda yang dapat
menjadi petani digital yang tidak kalah oleh
daerah lain. Dengan cara memberi pelatihan
atau penyuluhan mengenai potensi yang
dimiliki desa dan bagaimana cara
memaksimalkannya (W2, W3, W4, T2,T4)

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa

Arjasari sebenarnya memiliki potensi yang

memadai untuk pembangunan sosial dan

ekonomi, dengan menutupi kekurangan desa
dengan kekuatan desa, serta memanfaatkan
peluang untuk meminimalisir = ancaman
terhadap desa.

Rekomendasi yang dapat kami berikan
untuk Desa Arjasari diantaranya:

1. Memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk
bertani dan bercocok tanam agar dapat
mengekspor kembali bahan bahan pangan.

2. Memberikan pelatihan yang didukung oleh
teknologi untuk memaksimalkan potensi
SDM Desa Arjasari terutama generasi muda
agar menjadi petani digital
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3. Membuktikan bahwa industri rumahan juga
dapat sukses seperti industri-industri besar
dengan cara memasarkan hasil-hasil
produksi ke seluruh Indonesia bahkan luar
negeri.
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Analisis Pengembangan Berdasarkan Kesenjangan Kompetensi dan
Kinerja Tenaga Arsip Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Garut

Edah Jubaedah? dan Iwan Kurniawan®

ab Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail : 2 e_jubaedah@yahoo.com’ b awanblues89@gmail.com

Abstrak

Kompetensi dan kinerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai
hubungan yang erat. Keduanya merupakan tolak ukur bagi instansi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sehingga berjalan secara professional, efektif, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kondisi kesenjangan kompetensi dan kinerja tenaga pengelola kearsipan serta kebutuhan
pengembangan kompetensi tenaga pengelola kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di
Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.dengan lokus penelitian
di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut sebanyak 64 orang yang dijadikan sampel
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan tenaga arsip dinamis lebih
baik dibandingkan kompetensi pengelolaan tenaga arsip statis dan pengolahan dan penyajian data
menjadi informasi di Kabupaten Garut. Penilaiain tingkat kompetensi lebih besar dibandingkan dengan
kinerja di kedua instansi tersebut sehingga terjadi kesenjangan dan memerlukan pengembangan
kompetensi melalui pelatihan.

Kata Kunci: pengelolaan, kompetensi, kinerja, arsip

Development Analysis Based Gap Competency and Performance of
Archivist in Library and Archives Service in Garut Regenciy

Abstract

Competence and performance are two things that cannot be separated because they have a close relationship. Both
are benchmarks for agencies in carrying out their duties and functions so that they run professionally, effectively
and efficiently. This study aims to analyze the condition of the competency gap and the performance of archival
management personnel as well as the need for competency development of archival management personnel at the
Department of Libraries and Archives in Garut Regency. This study used a qualitative descriptive approach. 64
people were used as research samples in the Department of Library and Archives Garut Regency. The results
showed that the competency in managing archives of dynamic records was better than the competence in managing
archives and processing and presenting data into information in Garut Regency. The assessment of the competency
level is greater than the performance in the two agencies so that gaps exist and require competency development
through training.

Keywords: management, competence, performance, archives
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A. PENDAHULUAN

Peran arsip belum sepenuhnya dipahami oleh
organisasi/lembaga pelayan masyarakat, yang
terjadi adalah arsip yang demikian pentingnya
tidak ditangani dengan baik, baik dalam hal
penyimpanan, pemeliharaan penyusutan
bahkan tidak dikelola oleh sumber daya
manusia (SDM) yang kompeten di bidang
kearsipan (Handayani dan Sari, 2018).
Pengembangan kompetensi baik  fungsional
arsiparis maupun tenaga pengelola arsip tiada
lain agar sebagai sumber daya manusia kearsipan
dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik. Hal ini sebagaimana
dinyatakan dalam Permenpan & RB Nomor 48
Tahun 2014 bahwa arsiparis adalah seseorang
PNS yang memiliki kompetensi di bidang
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan
kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan
tanggung jawab  melaksanakan  kegiatan
kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan lembaga negara,
pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan
satuan organisasi perguruan tinggi negeri.
Adapun tugas pokok arsiparis dalam Permenpan
tersebut  adalah  melaksanakan  kegiatan
pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip
statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan
penyajian arsip menjadi informasi. Keempat tugas
pokok tersebut menjadi patokan untuk menilai
hasil kerja dari seorang fungsional arsiparis atau
tenaga pengelola arsip.

Sebagaimana telah  disebutkan bahwa
pentingnya pengembangan kompetensi tenaga
pengelola arsip baik yang sudah memiliki jabatan
fungsional arsiparis maupun belum, diperlukan
untuk  menjawab  permasalahan  dalam
penyelengaraan kearsipan di instansi pemerintah.
Menurut seorang arsiparis muda dari Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat (dalam
http:/ /dispusipda.jabarprov.go.id) bahwa
permasalahan dalam penyelenggaraan kearsipan
khususnya di instansi pemerintah daerah adalah
kurangnya sumber daya manusia kearsipan yang
professional ~khususnya arsiparis. Instansi
pemerintah khususnya di daerah belum semua
memiliki arsiparis untuk melaksanakantugas-
tugas kearsipan.

Permasalahan tersebut terjadi juga di
pemerintah daerah Kabupaten Garut yang dipilih
menjadi lokus penelitian. Misalnya di Pemerintah
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Kabupaten Garut di dalam dokumen Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Garut 2017 - 2019 disebutkan bahwa
pembangunan dan  pertumbuhan urusan
kearsipan belum mengalami kemajuan yang
signifikan. Permasalahan-permasalahan yang
masih terjadi berkaitan dengan bidang kearsipan
antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman tentang arsip dan
bidang kearsipan;

2. Kurangnya pemahaman tentang sistem
pengelolaan arsip;

3. Rendahnya penguasaan sumber daya
manusia (SDM) kearsipan terhadap teori
kearsipan;

4. Rendahnya motivasi berprestasi dari SDM
kearsipan;

5. Rendahnya komitmen SDM kearsipan
terhadap profesi (Rokhmatun, 2013).

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa salah
satu permasalahan di dalam penyelenggaraan
kearsipan yang diharapi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Garut adalah menyangkut
sumber daya manusia kearsipan. Disebutkan
bahwa Dinas ini dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam wurusan kearsipan masih
memiliki kelemahan dalam bentuk terbatasnya
sumber daya manusia pengelola kearsipan dan
rendahnya profesionalisme dan kompetensi
pengelola kearsipan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan
tersebut, maka peneliti mencoba menggali lebih
dalam melalui penelitian tentang
pengembangkan kompetensi tenaga pengelola
kearsipan khususnya di organisasi pemerintah
daerah. Apalagi dewasa ini setelah diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah melakukan penataan
kelembagaan,  termasuk  lembaga  yang
menangangi urusan bidang perpustakaan dan
kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Garut mengawali kelembagaannya
berbentuk badan yang disebut dengan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut.
Perubahan kelembagaan tersebut tentunya
diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya
dalam melaksanakan urusan pembangunan di
daerah khususnya berkaitan dengan bidang
kearsipan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan
menganalisis kondisi kesenjangan kompetensi
dan kinerja serta kebutuhan pengembangan
kompetensi pada tenaga pengelola kearsipan di

00
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten
Garut.

B. PEMBAHASAN

Analisis kesenjangan dilakukan dengan
melihat dan membandingkan antara skor
kompetensi dan skor kinerja untuk tiga tugas
tenaga arsip yang meliputi pengelolaan arsip
dinamis, pengelolaan arsip statis, dan pengolahan
dan penyajian arsip menjadi informasi.
Perbandingan data skor masing-masing dimensi
kompetensi dan kinerja untuk dimensi
pengelolaan arsip dinamis dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.

Tabel 1 Kesenjangan Kompetensi dan Kinerja

Tenaga Arsip dalam Pengelolaan Arsip Dinamis
KOMPETENSI KINERJA
NO SKOR % SKOR KRITERIA SKOR % SKOR KRITERIA
177 76.96 BAIK 177 76.96 BAIK
166 7217 BAIK 168 73.04 BAIK
186 80.87 BAIK 176 76.52 BAIK
183 79.57 BAIK 173 75.22 BAIK
KURANG
BAIK
KURANG
6 164 71.30 BAIK 6 150 65.22 BAIK
7 175 76.09 BAIK 7 163 70.87 BAIK
KURANG
8 165 71.74 BAIK 8 153 66.52 BAIK
KURANG

z
=}

ENTIINY N
ENTIINY N

158 68.70 BAIK 147 63.91

«
«

9 174 75.65 BAIK 9 156 67.83 BAIK

10 174 75.65 BAIK 10 158 68.70 BAIK
11 160 69.57 BAIK 11 161 70.00 BAIK
12 171 74.35 BAIK 12 179 77.83 BAIK
13 182 79.13 BAIK 13 180 78.26 BAIK
14 181 78.70 BAIK 14 172 74.78 BAIK
15 184 80.00 BAIK 15 173 75.22 BAIK
16 182 79.13 BAIK 16 168 73.04 BAIK
TOTAL 2782 75.60 BAIK TOTAL 2654 72.12 BAIK

Berdasarkan tabel tersebut secara umum,
perbandingan skor total antara kompetensi dan
kinerja tenaga arsip dalam pengelolaan arsip
dinamis menunjukkan bahwa skor total untuk
kompetensi lebih besar dari pada kinerjanya. Hal
ini dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi
tenaga arsip dalam pengelolaan arsip dinamis
nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan
kinerjanya. Meskipun keduanya mendapat
kriteria penilaian pada kategori Baik. Dengan
melihat kesenjangan antara skor kompetensi
dengan skor kinerja tersebut, secara umum dapat
dikatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja
tenaga arsip dalam pengelolaan arsip dinamis
tidak harus dilakukan melalui pengembangan
kompetensinya melalui pelatihan, karena kondisi
kompetensi nilainya sudah lebih tinggi dari pada
kinerja. Upaya peningkatan kinerja tenaga arsip
dapat dilakukan melalui upaya yang lain seperti
pembinaan motivasi, pemberian penghargaan
atau pengembangan  karirnya. Karena
sebagaimana disebutkan oleh Armstrong bahwa
kinerja merupakan fungsi dari kemampuan,
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motivasi dan peluang. Kemampuan dalam hal ini
menunjukkan  kompetensi. Jadi = menurut
Armstrong kinerja bukan hanya tergantung pada
sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh
seorang pegawai akan tetapi juga motivasi dan
peluangnya  untuk  menunjukkan  kinerja
terbaiknya serta menyatakan bahwa organisasi
akan memiliki pegawai dengan kinerja yang baik
bukan hanya melalui penyediaan program
pelatihan tapi juga upaya yang lain seperti
jaminan keamanan bagi pegawai serta pemberian
kompensasi yang berdasarkan capaian kinerjanya
(Armstrong, 2009).

Adapun hasil analisis kesenjangan skor
kompetensi dan kinerja yang menunjukkan
bahwa  skor kompetensi lebih  rendah
dibandingkan dengan kinerja petugas arsip
dalam pengelolaan arsip dinamis adalah untuk
aspek-aspek sebagai berikut:

- Kemampuan verifikasi autentisitas arsip

yang tercipta (nomor 2)

- Kemampuan identifikasi, penilaian, dan
verifikasi  serta  penyusunan naskah
Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi
Arsip. (nomor 11)

- Kemampuan identifikasi, penilaian dan
verifikasi ~ serta  penyusunan  naskah
Persetujuan/ pertimbangan Pemusnahan
Arsip. (nomor 12)

Fakta ini menunjukkan bahwa petugas arsip
sudah mampu menunjukkan kinerja yang baik
akan tetapi mungkin bukan disebabkan oleh
kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya.
Data adanya kesenjangan antara kompetensi dan
kinerja dalam aspek tersebut, dimana skor
kompetensi lebih rendah daripada kinerjanya,
menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan
kompetensi melalui program pelatihan. Adapun
kebutuhan pelatihan yang dapat diidentikasi
adalah pelatihan untuk meningkatkan ketiga
aspek kemampuan tersebut. Analisis kesenjangan
skor selanjutnya adalah untuk melihat
perbandingan data skor masing-masing dimensi
kompetensi dan  kinerja untuk  dimensi
pengelolaan arsip statis yang hasilnya dapat
dilihat pada tabel 3.
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Tabel 2 Kesenjangan Kompetensi dan Kinerja
Tenaga Arsip dalam Pengelolaan Arsip Statis

KOMPETENSI KINERJA
NO SKOR % SKOR KRITERIA NO HOR % SKOR KRITERIA
1 177 76.96 BAK 1 177 76.96 BAIK
2 166 7217 BAK 2 168 73.04 BAIK
3 186 B0.E7 BAK 3 176 76.52 BAIK
4 183 75.57 BAK 4 173 75.22 BAIK
158 68.70 BAK 147 63.91 KURANG
5 5 BAIK
154 71.30 BAK 150 65.22 KURANG
[ [ BAIK
7 175 76.09 BAK 7 163 T0.87 BAIK
185 7174 BAK 153 66.52 KURANG
B B BAIK
KURANG
2 17a 75.65 BAK 2 156 67.53 BAIK
10 17a 75.65 BAK 10 158 68.70 BAIK
11 160 69.57 BAK 11 161 70.00 BAIK
12 171 74.35 BAK 12 178 77.53 BAIK
13 182 75.13 BAK 13 180 7B.26 BAIK
14 181 7B.70 BAK 14 172 7478 BAIK
15 184 B0.00 BAK 15 173 75.22 BAIK
15 182 75.13 BAK 15 168 73.04 BAIK
TOTAL 2782 75.60 BAK TOTAL 2654 7212 BAIK
Analisis perbandingan skor kompetensi

dengan kinerja tenaga arsip dalam tugas
pengelolaan arsip statis juga menunjukkan
gambaran bahwa skor kompetensi lebih besar
dari pada skor kinerjanya. Meskipun kedua skor
tersebut masih berada pada kategori penilaian
Baik. Berdasarkan data kesenjangan antara skor
kompetensi dengan skor kinerja tersebut ini juga,
secara umum dapat dikatakan bahwa untuk
meningkatkan kinerja tenaga arsip dalam
pengelolaan arsip statis tidak harus dilakukan
melalui pengembangan kompetensinya melalui
pelatihan, karena kondisi kompetensi nilainya
sudah lebih tinggi dari pada kinerja.

Analisis kesenjangan skor kompetensi dan
kinerja yang menunjukkan adanya kebutuhan
peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi
tenaga arsip dalam pengelolaan arsip statis
terutama adalah untuk aspek:

- Kemampuan melakukan identifikasi dan
analisis dalam rangka menyusun
pertimbangan pemberian penghargaan atau
imbalan atas pelindungan dan penyelamatan
arsip statis. (nomor 3)

- Kemampuan melakukan identifikasi dan
penilaian arsip yang akan direproduksi/alih
media. (nomor 8)

Dengan demikian kebutuhan pengembangan
pelatihan tenaga arsip di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan untuk meningkatkan kompetensi
dalam pengelolaan arsi statis harus difokuskan
pada peningkatan dua kemampuan tersebut.

Selain  itu  kebutuhan  pengembangan
kompetensi tenaga arsi dalam pengelolaan arsip
statis terdapat juga pada aspek-aspek yang
meskipun skor kompetensinya lebih besar dari
perbedaan skornya tidak terlalu tinggi. Aspek-
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aspek yang menunjukkan perbedaan skor
kompetensi dan kinerja tidak terlalu tinggi yaitu
sebagai berikut:

1) Kemampuan melakukan identifikasi dan
analisis arsip dalam rangka penyusunan
Daftar Pencarian Arsip (DPA).

2) Kemampuan melakukan penataan dan
penyimpanan arsip statis.

3) Kemampuan melakukan penyusunan sarana
bantu penemuan kembali arsip statis.

4) Kemampuan melakukan identifikasi dan
penilaian  arsip  statis yang akan
diautentifikasi.

5) Kemampuan melakukan identifikasi dan
penilaian penerbitan naskah sumber arsip.

6) Kemampuan melakukan pameran arsip
tekstual dan virtual.

Tabel 3 Kesenjangan Kompetensi dan Kinerja
Tenaga Arsip dalam Pengolahan dan Penyajian

Arsip Menjadi Informasi
KOMPETENSI KINERJA
NO SKOR % SKOR KRITERIA NO SKOR % SKOR KRITERIA

1 160 69.57 BAIK 1 169 73.48 BAIK

2 158 68.70 BAIK 2 171 74.35 BAIK
KURANG

3 155 67.39 BAIK 3 158 68.70 BAIK
KURANG

4 153 66.52 BAIK 4 161 70.00 BAIK

E) 157 68.26 BAIK 5 174 75.65 BAIK
KURANG

6 156 67.83 BAIK 6 164 7130 BAIK

TOTAL 939 68.04 BAIK TOTAL 997 72.25 BAIK

Analisis kesenjangan skor selanjutnya adalah
untuk melihat perbandingan data skor masing-
masing dimensi kompetensi dan kinerja untuk
dimensi pengolahan dan penyajiana arsip
menjadi informasi yang hasilnya dapat dilihat
pada tabel 4. Data pada tabel tersebut
menunjukkan bahwa baik skor total maupun skor
masing-masing aspek kompetensi tenaga arsip
dalam pengolahan dan penyediaan arsip menjadi
informasi lebih kecil dari pada skor kinerjanya.
Hal ini menunjukkan bahwa tenaga arsip dalam
pengolahan dan penyediaan arsip menjadi
informasi mampu mencapai hasil kerja yang baik.
Hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja
tenaga arsip dalam pengolahan dan penyediaan
arsip bukan semata-mata merupakan dukungan
dari kemampuan atau kompetensinya. Akan
tetapi aspek-aspek lain selain kompetensi untuk
mengolah dan menyajikan data menjadi
informasi dalam pencapaian kinerja tenaga arsip,
sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kinerja
merupakan fungsi dari kemampuan atau
kompetensi, motivasi, dan peluang.

Adanya kesenjangan dalam semua aspek
kompetensi dalam pengolahan dan penyajian

O
O
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arsip menjadi informasi tersebut, menunjukkan
pula bahwa agar kinerja tenaga arsip menjadi
lebih baik lagi perlu diimbangi pula dengan
tingkat kompetensinya. Data pada tabel 4 tersebut
juga  menunjukkan  adanya  kebutuhan
pengembangan kompetensi tenaga arsip dalam
pengolahan dan penyajian arsip menjadi
informasi yang salah satunya dipenuhi melalui
program  pelatihan. Upaya  peningkatan
kompetensi tenaga arsip melalui program
pelatihan dapat difokuskan untuk meningkatkan
kemampuan sebagai berikut:
- mengolah dan menyajikan arsip aktif
menjadi informasi.
- mengolah dan menyajikan arsip inaktif
menjadi informasi.
- mengolah dan menyajikan arsip vital
menjadi informasi.
- mengolah dan menyajikan arsip terjaga
menjadi informasi.
- mengolah dan menyajikan arsip statis
menjadi informasi.
- mengolah dan menyajikan
kearsipan untuk JIKN.

informasi

Analisis selanjutnya dan yang menjadi salah
satu tujuan penelitian ini adalah menganalisis
sejauh mana kesenjangan antara kompetensi dan
kinerja tenaga arsip dalam melaksanakan
tugasnya sehingga dapat diidentifikasi pula
sejauh mana kebutuhan pelatihannya. Analisis
kesenjangan dilakukan dengan melihat dan
membandingkan antara skor kompetensi dan
skor kinerja untuk tiga tugas tenaga arsip yang
meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan
arsip statis, dan pengolahan dan penyajian arsip
menjadi informasi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Analisis kebutuhan pengembangan
kompetensi bagi tenaga arsip di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut
dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kompetensi tenaga arsip dalam pengelolaan
arsip dinamis di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Garut merupakan
kompetensi yang kondisinya lebih baik
dibandingkan dengan kompetensi
pengelolaan arsip statis dan kompetensi
pengolahan dan penyajian data menjadi
informasi. Kompetensi pengolahan dan
penyajian ~ data  menjadi  informasi
merupakan kompetensi yang mendapat skor
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penilaian terkecil dan kondisinya mendekati
ke arah kurang baik.

b. Kinerja tenaga arsip dalam pengolahan dan
penyajian arsip menjadi informasi di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Garut merupakan kinerja yang mendapat
penilaian paling tinggi dibandingkan dengan
kinerja dalam pengelolaan arsip dinamis dan
pengelolaan arsip statis. Meskipun hasil
kinerja petugas arsip dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut dikategorikan baik,
namun kinerja dalam pengelolaan arsip statis
pencapaiannya berada pada posisi paling
rendah dengan kondisi mendekatan ke arah
kurang baik.

c. Analisis kesenjangan antara kompetensi
dengan kinerja arsip di Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Garut
menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Untuk kompetensi pengelolaan arsip
dinamis dan pengelolaan arsip statis
total skornya lebih besar dari pada total
skor kinerja. Hal ini menunjukkan
bahwa kondisi kompetensi tenaga arsip
untuk melaksanakan dua tugas tersebut
sudah cukup. Permasalahan kinerja
yang skornya lebih rendah diakibatkan
oleh faktor-faktor lain yang turut
berkontribusi dalam pencapaian kinerja
tenaga arsip, seperti motivasi atau
faktor-faktor ~organisasi lain yang
mempengaruhi kinerja seperti
pemberian penghargaan, kompensasi
atau pengembangan karir. Dalam
konsisi pencapaian kompetensi lebih
tinggi dibandingkan dengan kinerjanya
maka  kebutuhan  pengembangan
kompetensi melalui pelatihan untuk
tenaga arsip menjadi kurang.

2) Untuk kompetensi tenaga arsip dalam
pengolahan dan penyajian arsip
menjadi informasi di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Garut menunjukkan bahwa kondisi

kompetensi yang lebih  rendah
dibandingkan dengan capaian
kinerjanya.

Oleh karena itu, rekomendasi dalam upaya
untuk mengatasi kesenjangan kompetensi
tersebut, diperlukan wusaha pengembangan
kompetensi melalui program pelatihan berkenaan
pengelolaan arsip dinamis maupun statis serta
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pengolahan dan penyajian arsip menjadi
informasi dengan mengacu beberapa kompetensi
dari masing-masing pengelola arsip.
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Model Strategi Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai
Melalui Program Reward And Punishment

Netisman Gea?

aKantor Kecamatan Sogae’adu Kabupaten Nias
email: 834 izmantop@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan disiplin kerja pegawai pada Kantor
BAPPEDA Kabupaten Nias dan pada Kantor BAPPELITBANG Kota Bandung ditinjau dari aspek-aspek
disiplin kerja dan dari faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerjanya, mengetahui keunggulan
yang dapat diadopsi serta membuat model strategi peningkatan disiplin kerja pegawai yang dapat
ditawarkan pada kedua lokus penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini yakni dengan terlebih
dahulu mendeskripsikan kondisi pelaksanaan disiplin kerja pada kedua lokus penelitian, selanjutnya
peneliti mengevaluasinya dengan menggunakan analisis SWOT serta merumuskan alternatif strategi
dalam rangka peningkatan disiplin kerja pegawai pada kedua lokus penelitian. Pada kedua lokus
penelitian masih ditemukan beberapa indisipliner pegawai meskipun masih tergolong pelanggaran
ringan. Kondisi indisipliner yang ada pada kedua lokus penelitian, diketahui bahwa disiplin kerja
pegawai pada Kantor BAPPELITBANG Kota Bandung masih lebih baik dibandingkan dengan disiplin
kerja pegawai pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Nias. Keunggulan yang dapat diadopsi oleh Kantor
BAPPEDA Kabupaten Nias dari Kantor BAPPELITBANG Kota Bandung untuk meningkatkan disiplin
kerja pegawainya yakni pengelola kepegawaian yang senantiasa mengontrol kehadiran pegawai di
pagi hari dan adanya Tim Gerakan Disiplin Aparatur (GDA) yang senantiasa melakukan penertiban
terhadap PNS yang berada di luar kantor pada saat jam kerja. Model strategi yang dapat ditawarkan
yakni program pemberian reward bagi pegawai yang berdisiplin kerja tinggi setiap akhir tahun
anggaran dan pemberian punishment dalam bentuk sanksi sosial.

Kata Kunci: Model Strategi, Peningkatan Disiplin Kerja, Program Reward and Punishment

Strategy Model for Employee Work Discipline Improvement
through Reward and Punishment Program

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of employee work discipline at Nias District BAPPEDA Office
and at Bandung City BAPPELITBANG Office viewed from the aspects of work discipline and the factors
influencing work discipline. It also tries to find out the advantages that can be adopted, and the researcher proposes
a strategy model for improving employee work discipline that can be offered to both research loci.. The data were
then analyzed by first describing the conditions of work discipline at the two research loci, then evaluating it by
using SWOT analysis, and finally formulating an alternative strategy to improve employee work discipline at the
two research loci. The two research loci still underwent several disciplinary employee problems in the form of
minor violations. The employee work discipline at Bandung City BAPPELITBANG Office was still better than
that of Nias District BAPPEDA Office.. The lessons learned that can be adopted by Nias District BAPPEDA
Office from Bandung City BAPPELITBANG Office to improve the its employee work discipline are controlling
conducted by the personnel manager over the attendance of employees within the office in the morning and that
conducted by the Apparatus Disciplinary Movement (GDA) Team outside the office during office hours. The
strategy model that can be offered is in the forms of a rewarding program for high performing employees and is in
the form of punishment of social sanctions.
Keywords: Strategy Model, Work Discipline Improvement, Reward and Punishment Program
A.PENDAHULUAN Tolak ukur kelancaran penyelenggaraan tugas

pemerintah dapat dilihat dari disiplin kerja
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aparatur negara khususnya PNS yakni mentaati
segala peraturan perundang-undangan dan
peraturan kedinasan dan juga mengemban
dengan baik tanggung jawab yang telah
dipercayakan oleh negara kepadanya sebagai
pelayan masyarakat. Salah satu poin yang
menjadi penentu integritas seorang PNS adalah
disiplin yang tinggi, hal ini adalah suatu
keharusan agar semua kegiatan yang
dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik dan
sempurna. PP No. 53 Tahun 2010 mengatur
tentang Disiplin PNS dengan ketentuan
pelaksanaannya ditetapkan melalui SE Kepala
BKN No. 21 Tahun 2010, yang menetapkan
kewajiban dan larangan bagi PNS tersebut. Pada
penelitian ini ada dua instansi pemerintah yang
dijadikan lokus penelitian, yakni Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota
Bandung Provinsi Jawa Barat.

Fenomena pelanggaran disiplin kerja yang
sering terjadi dilingkungan kerja Kantor
BAPPEDA Kab. Nias berdasarkan data awal yang
dihimpun antara lain: rata-rata jumlah pegawai
yang masih terlambat setiap bulannya sebanyak
97%, pulang lebih cepat setiap bulannya sebanyak
84%, pernah tidak hadir tanpa keterangan setiap
bulannya sebanyak 21%, tidak menggunakan
atribut dengan lengkap sebanyak 55% dan tidak
mematuhi jam istirahat kantor sebanyak 85%.
Selanjutnya dilingkungan kerja BAPPELITBANG
Kota bandung, antara lain: rata-rata jumlah
pegawai yang masih terlambat setiap bulannya
sebanyak 79%, pulang lebih cepat setiap bulannya
sebanyak 80%, pernah tidak hadir tanpa
keterangan setiap bulannya sebanyak 3%, tidak
menggunakan atribut dengan lengkap sebanyak
23% dan tidak mematuhi jam istirahat kantor
sebanyak 45%.

Dalam  penelitian  lapangan  peneliti
mengevaluasi lebih dalam lagi tentang disiplin
kerja pegawai pada kedua lokus penelitian
dengan memperhatikan keseluruhan aspek-aspek
disiplin kerja yang ada, yang difokuskan
berdasarkan teori Soejono (1997) tentang aspek-
aspek disiplin kerja. Pelanggaran-pelanggaran
disiplin kerja pada kedua lokus penelitian juga
tidak  terlepas dari faktor-faktor  yang
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mempengaruhinya yakni bagaimana kondisi
pemberian reward and punishment yang sudah
dijalankan selama ini. Hasil dari evaluasi tersebut
kemudian dikomparasi untuk menentukan
kantor manakah yang memiliki tingkat disiplin
kerja pegawai tertinggi agar keunggulannya
dapat diadopsi kepada kantor yang memiliki
tingkat disiplin kerja pegawai yang lebih rendah.
Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah
Mengevaluasi pelaksanaan disiplin kerja pada
kedua lokus penelitian berdasarkan aspek-aspek
disiplin kerjanya, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi disiplin kerja pegawai (reward and
punishment), Mengetahui keunggulan yang dapat
diadopsi dari lokus penelitian yang terbaik
disiplin kerja pegawainya dan Membuat model
strategi peningkatan disiplin kerja pegawai.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Aspek-Aspek Disiplin Kerja

Aspek-aspek  disiplin  kerja  tersebut
digambarkan berikut ini yakni:

Para Pegawai Datang Tepat Waktu, Tertib dan
Teratur. Hasil rekapitulasi presensi kehadiran
selama Tahun 2019, berupa data kepatuhan
pegawai terhadap jam masuk kantor dan jam
pulang kantor, pegawai yang pernah tidak hadir
tanpa keterangan serta kepatuhan pegawai
terhadap jam masuk kantor setelah jam istirahat
berakhir, diketahui bahwa pada Kantor
BAPPELITBANG Kota Bandung lebih baik
dibandingkan dengan di Kantor BAPPEDA Kab.
Nias.

Berpakaian Rapi. Perbandingan secara
keseluruhan kepatuhan pegawai terhadap
penggunaan seragam dinas beserta dengan
atributnya di Kantor BAPPELITBANG Kota
Bandung lebih baik jika dibandingkan dengan
kondisi di Kantor BAPPEDA Kab. Nias.

Mampu Memanfaatkan dan Menggerakkan
Perlengkapan Secara Baik. Menurut peneliti
sudah sangat berimbang dan secara keseluruhan
hal ini sudah cukup baik pada kedua lokus
penelitian.

Menghasilkan Pekerjaan yang Memuaskan.
Tingkat kepuasan pimpinan terhadap hasil
pekerjaan pegawai. Pada kedua lokus penelitian
rata-rata berada pada level “memuaskan”.
Penilaian hasil pekerjaan yang memuaskan
tersebut, yakni output pekerjaan sesuai dengan
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target yang diberikan dengan tingkat kesalahan
yang rendah dan hasil pekerjaan akuntabel dan
bisa dipertanggung jawabkan.

Mengikuti Cara Kerja yang Ditentukan oleh
Instansi. Menurut peneliti bahwa di Kantor
BAPPELITBANG Kota Bandung kondisi ini
sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi
yang ada di Kantor BAPPEDA Kab. Nias,
diketahui bahwa di Kantor BAPPEDA Kab. Nias
masih dijumpai pegawai yang mengabaikan
instruksi atasannya bahkan ada yang sampai
membangkang dari instruksi yang telah
diberikan.

Memiliki Tanggung Jawab yang Tinggi. Yakni
mampu mengatasi setiap kendala yang ada,
mempunyai rasa memiliki terhadap pekerjaan
yang diberikan dan para pegawai berani
mengambil resiko atas keputusan yang diambil.
Menurut peneliti hal ini sudah cukup berimbang
pada kedua lokus penelitian.

2. Kondisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Disiplin Kerja

Pada kedua lokus penelitian diketahui bahwa
Reward yang diberikan hanya sebatas Tunjangan
Kinerja (Tukin) yang diterima oleh PNS dan
pemberian punishment dalam bentuk pemotongan
Tukin. Sementara perbandingan dari sisi jumlah
pegawai yang menerima punishment, diketahui
bahwa di Kantor BAPPEDA Kab. Nias rata-rata
jumlah pegawai yang menerima punishment
pemotongan  Tukin jauh lebih  banyak
dibandingkan dengan di Kantor
BAPPELITBANG Kota Bandung.

3. Hasil Evaluasi Disiplin Kerja Menggunakan
Analisis SWOT
1) Identifikasi ~ Komponen @ SWOT  Pada
Lingkungan Internal dan Lingkungan
Eksternal Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai
Lingkungan Internal (Aspek
Kekuatan/Strenghts dan Kelemahan/Weakness).
Aspek kekuatan pada Kantor BAPPEDA Kab.
Nias yakni Tersedianya Peraturan Tentang
Disiplin PNS yang Semakin Ketat, Adanya
Punishment Pemotongan Tukin bagi Pegawai
yang Melakukan Indisipliner, Adanya Pegawai
yang dengan Sukarela Bekerja Melebihi dari Jam
Operasional Kantor dan Tersedianya Reward
Penghargaan Kepada Pegawai Terbaik dan
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Berprestasi di Tingkat Kabupaten. Sedangkan
Aspek kekuatan pada Kantor BAPPELITBANG
Kota Bandung yakni Tersedianya Peraturan
Tentang Disiplin PNS yang Semakin Ketat,
Adanya Punishment Pemotongan Tukin Bagi
Pegawai yang Melakukan Indisipliner, Pengelola
Kepegawaian yang Senantiasa Mengontrol
Kehadiran Pegawai di Pagi Hari dan Adanya Tim
GDA yang Senantiasa Melakukan Penertiban
Terhadap PNS yang Berada di Luar Kantor Pada
Saat Jam Kerja.

Aspek kelemahan pada Kantor BAPPEDA
Kab. Nias yakni Tigkat Kepatuhan Pegawai
Terhadap Disiplin Jam Kerja yang Masih Rendah,
Perilaku Pegawai yang Sudah Membudaya dalam
Melakukan Pelanggaran Jam Istirahat Kantor,
Belum Tersedianya Reward Khusus Tingkat
Instansi Bagi Pegawai Berdisiplin Tinggi dan
Penempatan Pegawai yang Tidak Linier dengan
Kompetensi yang Dimiliki Menyebabkan Output
Hasil Pekerjaan yang Kurang Memuaskan.
Sedangkan Aspek kelemahan pada Kantor
BAPPELITBANG Kota Bandung yakni Tigkat
Kepatuhan Pegawai Terhadap Disiplin Jam Kerja
yang Belum Optimal, Belum Tersedianya Reward
Khusus Tingkat Instansi Bagi Pegawai Berdisiplin
Tinggi, Koordinasi Kerja Antar Bidang Yang
Belum Optimal dan Kepatuhan Pegawai Pada
Aturan Penggunaan Pakaian Dinas dan
Atributnya Belum Optimal.

Lingkungan Eksternal (Aspek Peluang/
Opportunities dan Ancaman/Threats). Kedua
lokus penelitian memiliki peluang dan ancaman
yang sama, Aspek Peluang yakni Instansi
Pemerintah  Diberikan Kesempatan untuk
Melaksanakan Berbagai Upaya Peningkatan
Disiplin, PNS yang Telah Menunjukkan
Kedisiplinan dalam Melaksanakan Tugasnya
Dapat Diberikan Penghargaan, Perkembangan
Media Internet (Media Sosial) Sebagai Sarana
Publikasi Kinerja PNS dan Promosi Jabatan Bagi
Pegawai. Aspek Ancaman yakni Adanya Sanksi
Pemecatan Bagi Pegawai yang Tidak Memenuhi
Target Kinerja, Sanksi hukuman disiplin bagi PNS
yang melakukan tindakan indisipliner, Belum
Pulihnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap
Aparatur Pemerintah dan Target Pekerjaan yang
Tidak Tercapai Berpengaruh Pada Unit Kerja
Lainnya.

2) Kombinasi Matriks SWOT
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Pada Kantor BAPPEDA Kab. Nias
menghasilkan  beberapa alternatif strategi,
diantaranya yakni Pemberian punishment sosial
bagi pegawai yang indisipliner sebagai sanksi
tambahan, Penyusunan program reward bagi PNS
berdisiplin  tinggi tingkat instansi dan
Menyediakan kotak penilaian pelayanan dari
publik terhadap tingkat pelayanan pegawai. Pada
Kantor = BAPPELITBANG Kota Bandung
menghasilkan  beberapa alternatif strategi,
diantaranya yakni Memanfaatkan akun media
sosial sebagai sarana publik untuk melaporkan
pegawai yang kedapatan di luar kantor saat jam
kerja, Penyusunan program reward bagi PNS
berdisiplin  tinggi  tingkat instansi dan
Memfasilitasi PNS wanita dalam pengadaan
jilbab warna khaki.

3) Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)
dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal
(KAFE)

Pada Kantor BAPPEDA Kab. Nias KAFI
menunjukkan aspek kelemahan yang lebih besar.
Sementara KAFE menunjukkan adanya peluang
untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. Pada
Kantor BAPPELITBANG Kota Bandung KAFI
menunjukkan aspek kekuatan yang lebih besar.
Sementara KAFE menunjukkan adanya peluang
untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai.

4) Analisis Kuadran Strategi
Kantor BAPPEDA Kab. Nias berada pada

kuadran III (turn around) lemah namun

berpeluang cukup besar dalam meningkatkan
disiplin kerja pegawai. Sedangkan untuk Kantor

BAPPELITBANG Kota Bandung berada pada

kuadran I (Agresif) disiplin kerja pegawai yang

kuat namun masih memiliki peluang dalam
meningkatkan disiplin kerja pegawainya.

4. Komparasi Hasil Evaluasi Disiplin Kerja

Perbandingan Hasil Evaluasi Disiplin Kerja
secara keseluruhan pada kedua lokus penelitian
disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai pada
Kantor BAPPELITBANG Kota Bandung lebih
baik dibandingkan dengan disiplin kerja pegawai
pada Kantor BAPPEDA Kab. Nias.

5. Alternatif Solusi Peningkatan Disiplin Kerja
Pegawai
a. Adopsi Keunggulan
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Keunggulan yang bisa diadopsi pada Kantor
BAPPEDA Kab. Nias adalah: Pengelola
Kepegawaian yang Senantiasa Mengontrol
Kehadiran Pegawai di Pagi Hari, Adanya Tim
GDA yang Senantiasa Melakukan Penertiban
Terhadap PNS yang Berada di Luar Kantor Pada
Saat Jam Kerja.

b. Model Strategi Peningkatan Disiplin Kerja
Pegawai Melalui Program Reward And
Punishment

Merujuk pada beberapa alternatif strategi
yang dihasilkan dari kombinasi matriks SWOT
disiplin kerja pegawai maka disimpulkan bahwa

Model Strategi Program Reward sudah tepat

untuk ditawarkan kepada kedua lokus penelitian,

Sedangkan Model Strategi Program Punishment

hanya untuk BAPPEDA Kab. Nias dan belum

tepat untuk ditawarkan pada  Kantor

BAPPELITBANG Kota Bandung.

Program Baru Reward (Penghargaan)

Program pemberian reward yang ditawarkan
adalah program yang sama yang akan ditawarkan
pada kedua lokus penelitian. Hanya saja ada
beberapa kegiatan tambahan sebagai kegiatan
penunjang dari program tersebut yang sedikit
berbeda. Program ini adalah pemberian
penghargaan kepada pegawai berdisiplin kerja
tinggi/ berdisiplin kerja terbaik untuk tingkat
instansi. Adapun konsep dari program reward
tersebut, yakni sebagai berikut:

Tujuan Program: Meningkatkan disiplin kerja
pegawai serta mendorong pegawai untk
mencapai tingkat kinerja yang tinggi hingga
berprestasi, Objek Program: Pegawai dari Jabatan
Eselon IlIb ke bawah dan Pegawai Pelaksana,
Indikator Penilaian (Seluruh aspek-aspek disiplin
kerja), Jenis Program: Pemberian penghargaan
dalam bentuk Paket Liburan Gratis, Voucher
Belanja atau Hadiah Peralatan Kerja bagi pegawai
yang berdisiplin kerja tinggi, Waktu: Setiap
Tahun, Pejabat Penilai: Pimpinan Instansi dan
Pejabat Eselon Illa, Pola Penilaian: Hasil Penilaian
dari Pejabat Penilai & Hasil penilaian 360% antara
Pejabat Eselon IIIb, Eselon IVa dan Pegawai
Pelaksana., Kegiatan penunjang: Untuk Kantor
BAPPEDA Kab. Nias (Pembuatan peraturan
tentang jam lembur pegawai, Pembuatan akun
media sosial sebagai sarana publik untuk
melaporkan pegawai yang kedapatan di luar
kantor saat jam kerja, Meningkatkan disiplin jam
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kerja pegawai, dan Menyediakan kotak penilaian
pelayanan dari publik terhadap tingkat pelayanan
pegawai) Untuk Kantor BAPPELITBANG Kota
Bandung (Pegawai diwajibkan melaporkan
ketidakhadirannya kepada Kasubbag
Kepegawaian, Pembuatan peraturan tentang jam
lembur pegawai, Memanfaatkan akun media
sosial sebagai sarana publik untuk melaporkan
pegawai yang kedapatan di luar kantor saat jam
kerja, Meningkatkan disiplin jam kerja pegawai,
dan Memfasilitasi PNS wanita dalam pengadaan
jilbab warna khaki). Berikut ini digambarkan
model strategi pemberian reward tersebut:

TAHAP [ TAHAPII TAHAP 111

Pengusulan Sa Implementasi
Program Droga Program

Pengawasan

Gambar1l. Model Strategi
Reward/Penghargaan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

Pemberian

Program Baru Punishment (Hukuman)

Peneliti menawarkan bentuk punishment baru
yang belum pernah diterapkan sebelumnya
sebagai punishment tambahan selain dari
punishment yang sudah ada selama ini. Program
punishment ini ditawarkan secara khusus oleh
peneliti pada Kantor BAPPEDA Kab. Nias.
Adapun konsep dari program punishment
tersebut, yakni sebagai berikut:

Tujuan Program: Memberikan efek jera
kepada pegawai yang melakukan indisipliner
serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, Objek
Program: Pegawai dari Jabatan Eselon IIIb ke
bawah dan Pegawai Pelaksana, Indikator
Punishment (Terlambat masuk kantor, Pulang
kantor lebih cepat, Jam istirahat melebihi dari
durasi yang ditentukan, Tidak masuk kerja tanpa
keterangan, Keluar kantor pada saat jam kerja
tanpa seijin pimpinan dan Kelalaian penggunaan
seragam dinas dan atributnya), Jenis Program:
Punishment dalam bentuk sanksi sosial berupa
publikasi terbuka melalui humas pemerintah
daerah, melalui website instansi dan akun media
sosial instansi, Waktu: setiap bulan, Tim
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Pelaksana: Kepala BAPPEDA Kab. Nias dan
Pengelola Kepegawaian Kantor BAPPEDA Kab.
Nias. Berikut ini digambarkan model strategi
pemberian punishment tersebut:

| [ TAHAR I [ TAanAP I |

Model Strategi
Punishment/Hukuman
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

Gambar 2. Pemberian

C.PENUTUP
1. Kesimpulan

Pelaksanaan disiplin kerja pada kedua
lokus penelitian ditinjau berdasarkan aspek-
aspek disiplin kerjanya masih belum maksimal.
Namun dari semua kondisi indisipliner yang ada,
disiplin ~ kerja  pegawai  pada  Kantor
BAPPELITBANG Kota Bandung masih lebih baik
dibandingkan dengan disiplin kerja pegawai
pada Kantor BAPPEDA Kab. Nias. Kondisi faktor-
faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pada
kedua lokus penelitian yakni belum adanya
reward khusus tingkat instansi yang diberikan
kepada pegawai, Pemberian punishment selama
ini pada kedua lokus penelitian hanya dalam
bentuk teguran lisan saja dan juga punishment
dalam bentuk pemotongan Tukin.

Keunggulan pelaksanaan disiplin kerja dari
Kantor BAPPELITBANG Kota Bandung yang
dapat diadopsi oleh Kantor BAPPEDA Kab. Nias
yakni pengelola kepegawaian yang senantiasa
mengontrol kehadiran pegawai di pagi hari dan
adanya Tim GDA yang senantiasa melakukan
penertiban terhadap PNS yang berada di luar
kantor pada saat jam kerja.

Model strategi yang ditawarkan oleh
peneliti untuk meningkatkan disiplin kerja
pegawai pada kedua lokus penelitian adalah:
Program pemberian reward ditawarkan untuk
kedua lokus penelitian, namun ada sedikit
perbedaan pada jenis kegiatan yang menjadi
kegiatan pendukung dari program tersebut dan
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Program pemberian punishment ditawarkan
khusus untuk Kantor BAPPEDA Kab. Nias.

2. Saran dan Rekomendasi

Kepada Pimpinan Kantor BAPPEDA Kab.
Nias sebaiknya mempertimbangkan penerapan
adopsi keunggulan pelaksanaan disiplin kerja
dari Kantor BAPPELITBANG Kota Bandung,
Mengusulkan program pemberian reward dan
program pemberian punishment bagi pegawai
yang berdisiplin kerja tinggi untuk tingkat
instansi kepada Bupati Nias.

Kepada Pimpinan pada Kantor
BAPPELITBANG Kota Bandung disarankan
untuk mengusulkan program pemberian reward
bagi pegawai yang berdisiplin kerja tinggi untuk
tingkat instansi kepada Wali Kota Bandung untuk
mendapat persetujuan dan pendanaannya
sehingga program ini dapat diimplementasikan
pada tingkat instansi.
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INOVASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI

Dekki Umamur Ra’isa dan Abd. RohmanP®

abProdi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi
e_maﬂ -a deckyvanmaduro@gmail.com, b rohmanch93@yahoo.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya produktivitas perekonomian dan aktivitas
pembangunan daerah di Indonesia. Pemerintah memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia berkisar 2,3% karena Covid-19. Bahkan, dalam skenario terburuk ekonomi Indonesia dapat
minus hingga 0,4%. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun
drastis. Penurunan PAD ini memang tidak bisa dihindari karena imbas pembatasan aktivitas
masyarakat demi mencegah penularan Covid-19 lebih besar. Kajian ini bertujuan untuk membuktikan
bahwa Inovasi Daerah bisa menjadi salah satu cara meningkatkan PAD dan sebagai salah satu cara
percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Inovasi merupakan kunci untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan. Inovasi
daerah sangat penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu yang
dapat dilakukan adalah dengan memberikan keringanan pembayaran pajak (Tax Relief) dan
memberikan insentif pajak (Tax Incentive). Inovasi daerah akan menumbuhkan daya saing daerah
sehingga memiliki daya tahan ekonomi. Daerah yang memiliki daya saing tinggi berpeluang untuk
mendapatkan sumber PAD yang lebih dan mencukupi. Melalui berbagai inovasi, daerah bisa
mempercepat pemulihan ekonomi. Inovasi akan melesatkan berbagai macam potensi ekonomi yang
dimiliki daerah, sehingga bisa memberikan nilai ketangguhan ekonomi daerah dan masyarakat.

Kata Kunci: Inovasi Daerah, PAD, Pemulihan Ekonomi, Tax Relief, Tax Incentive

REGIONAL INNOVATION AS A SOURCE OF INCREASING
REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) AND ACCELERATING
ECONOMIC RECOVERY

Abstract

The Covid-19 pandemic has decreased economic productivity and regional development activities in Indonesia.
The government estimates that Indonesia's economic growth projection is around 2.3% due to Covid-19. In fact,
in the worst case scenario Indonesian economy could be minus up to 0.4%. The Covid-19 pandemic has
decreased Regional Original Income (PAD) dramatically. This decrease of PAD cannot be avoided because of the
impact of restrictions on community activities in order to prevent greater Covid-19 transmission. This study
aims to prove the Regional Innovation can be a way to increase PAD and as a way to accelerate economic
recovery after the Covid-19 pandemic. Innovation is a key increasing economic growth, regional competitiveness,
and increasing welfare. Regional innovation is very important because it can affect regional economic growth.
One thing that can be done is providing tax relief and tax incentives. Regional innovation will foster regional
competitiveness so that it has economic resilience. Regions with high competitiveness have the opportunity to
obtain more and sufficient PAD resources. Regions can accelerate economic recovery by various innovations.
Innovation will boost the various kinds of economic potential that the regions have, so that they can provide a
value for the resilience of the regional economy and society.

Keywords: Regional Innovation, PAD, Economic Recovery, Tax Relief, Tax Incentive
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A. PENDAHULUAN

Covid-19 secara global telah ditetapkan
sebagai pandemi oleh World Health Organization
(WHO) pada bulan Maret 2020. Hal ini
disebabkan oleh tingginya tingkat penyebaran
dan keparahan dari virus ini. Pandemi merujuk
pada penyakit yang menyebar ke banyak orang
dalam waktu yang bersamaan. Jumlah
penyebaran  Covid-19  sendiri  bertambah
signifikan dan berkelanjutan secara global. Hal
ini menyebabkan penyebaran Covid-19 menjadi
perhatian utama dari berbagai negara. Jumlah
kasus Covid- 19 secara berdasarkan laman
Worldometer per tanggal 10 Oktober 2020
mencapai 37,478,315 jiwa dengan angka
kematian mencapai 1,077,630 jiwa dan telah
mewabah di 216 negara di dunia.

World Bank dalam laporan Prospek Ekonomi
Global terbarunya menyatakan bahwa krisis
yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini
lebih parah dari krisis ekonomi yang pernah
terjadi sebelumnya. Dunia telah mengalami
beberapa kali krisis ekonomi sejak tahun 1870
(www.voaindonesia.com). World Bank
memprediksi bahwa dunia mengalami kontraksi
ekonomi, yaitu sebesar minus 5,2 persen tahun
2020. Dalam Outlook Ekonomi Juni 2020,

Organisation  for ~ Economic  Co-operation —and
Development (OECD) memproyeksikan
perekonomian-dengan indikator Produk

Domestik Bruto (PDB) - global turun sebesar 6%,
dan bahkan mencapai angka negatif 7,6% dengan
perkiraan gelombang pandemi kedua terjadi
pada akhir 2020.

Sedangkan IMF dalam laporan Outlook
Ekonomi Juni 2020 memproyeksikan penurunan
PDB global sebesar 4,9 persen pada 2020.
Penurunan ekonomi ini dinilai berbahaya karena
menciptakan pengangguran global yang besar,
dan akan menurunkan daya beli sehingga dapat
berakibat pada kemiskinan dan kelaparan
(Firmansyah, 2020). Bank Dunia, memprediksi
angka kemiskinan di seluruh dunia akan
mencapai lebih dari 100 juta orang pada akhir
tahun ini. Sedangankan wuntuk bidang
ketenagakerjaan, International Labour Organization
(ILO) memperkirakan sebanyak 61,2 persen
tenaga kerja di seluruh dunia akan terdampak
akibat adanya pandemik Covid-19.

Sebagai negara terbuka, perekonomian
Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia
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yang diakibatkan pandemi Covid-19 (Modjo,
2020). Berbagai badan ekonomi internasional
seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini
akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional
hingga hanya berada pada kisaran -3,5% sampai
dengan 2,1% pada 2020. Senada dengan Bank
Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Indonesia sebesar 0.5% pada 2020.

Hal ini jelas merupakan sebuah koreksi tajam
dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang
tercatat pada 2019. Demikian pula Sementara
dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga
memperkirakan akan terjadi tambahan antara
1,16 juta (+0.44%) hingga 9,6 juta (+3.6%)
penduduk miskin pada 2020, yang tergantung
pada derajat kerusakan ekonomi yang akan
terjadi. Begitu juga, jumlah penganggur
diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta
(217% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3.79%
angkatan kerja) pada 2020 (Modjo, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya
2,97 persen di kuartal 1-2020 dan terendah sejak
2001 lalu. Merosotnya pertumbuhan ekonomi
nasional diperkirakan masih akan terus
berlangsung sebagai dampak Covid-19 pada
kuartal II-2020 atau selama periode April-Juni
tahun ini.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan
menurunnya perekonomian dan aktivitas di
berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Walau
economic shock yang disebabkan oleh pandemi
Covid-19 berangsur mereda seiring stabilnya
pasar keuangan domestik dan menggeliatnya
beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi
mengingat sifatnya yang memukul baik sisi
penawaran mau pun permintaan  dari
perekonomian, upaya pemulihan  masih
memerlukan lebih banyak waktu.

Di Indonesia sendiri, per tanggal 11 Oktober
2020 total kasus virus covid 19 sejumlah 311,176
orang Terkonfirmasi, 63,365 oramg Kasus Aktif
(20.4% dari Terkonfirmasi), 236,437 orang
Sembuh (76.0% dari Terkonfirmasi), dan 11,374
orang  Meninggal dunia (3.7% dari
Terkonfirmasi) (Covid.go.id, 2020).

Dalam menghadapi Covid- 19, Pemerintah
Indonesia melakukan pendekatan yang cepat
dan prudent untuk mengurangi dampaknya
pada perekonomian. Beberapa ahli
mengkhawatirkan, dampak ekonomi yang
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ditimbulkan oleh Covid-19 bisa lebih besar dari
dampak kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi
akan melambat. Jika terjadi perlambatan
ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan
berkurang, meningkatnya pengangguran dan
kemiskinan (djkn.kemenkeu.go.id, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap
penyebaran virus corona akan semakin
memberatkan perekonomian, dalam kondisi
terburuk, Menteri Keuangan Sri Mulyani
memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia berkisar 2,3% karena virus Corona.
Namun, skenario terburuknya ekonomi RI dapat
minus hingga 0,4% (cnnindonesia.com, 2020).

Mengacu pada  Negara  berkembang,
pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang
komperehensif =~ dibidang fiskal. Pada saat
ekonomi dirasakan berjalan terlalu lambat dari
yang seharusnya yang ditandai dengan
rendahnya pertumbuhan dan tingginya tingkat
pengangguran, maka dengan kebijakan fiskal
dan moneter yang tepat diharapkan dapat
mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat
dan pengangguran dapat ditekan (Ada Tua,
2019).

Dikutip dari Tirto.id (2020), Pandemi Corona
atau COVID-19, usai memukul penerimaan
pemerintah pusat, COVID-19 juga menyebabkan
pendapatan asli daerah (PAD) turun drastis.
Penurunan PAD ini memang tidak bisa dihindari
karena imbas pembatasan aktivitas masyarakat
demi mencegah penularan COVID-19 lebih
besar. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kemenkeu Astera Primanto Bhakti Dikutip dari
Tirto.id (2020), mengatakan bahwa secara
keseluruhan 530 daerah Indonesia mengalami
penurunan pendapatan hingga 15,81 persen.
Berdasarkan revisi APBN dalam Perpres
54/2020, pendapatan daerah turun Rp195,82
triliun dari Rpl.238,51 triliun menjadi hanya
Rp1.042,69 triliun. Di antara penurunan itu, PAD
adalah yang paling tertekan. Diperkirakan PAD
nasional turun 27,73 persen. Penurunan PAD di
Pulau Jawa saja akan mencapai 32,04 persen.
Berdasarkan perhitungannya, PAD nasional akan
turun Rp114,53 triliun dari Rp328,40 triliun
menjadi Rp213,87 triliun.

Kajian ini bertujuan untuk membuktikan
bahwa Inovasi Daerah bisa menjadi salah satu
cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan sebagai salah satu cara
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percepatan pemulihan ekonomi Daerah saat era
New Normal atau paska pandemi Covid-19.

B. PEMBAHASAN
Respon Penurun PAD lakukan Inovasi

Hingga saat ini, beberapa daerah masih
menggantungkan pendapatan darahnya dari
penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.
Semakin sulitnya keuangan negara saat Pandemi
Covid-19 tentu saja juga akan berpengaruh
terhadap penerimaan pendapatan pemerintah
daerah. Tentu saja kondisi tersebut juga akan
mengganggu pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah. Melihat kondisi tersebut,
setiap daerah dituntut harus mampu untuk
membiayai dirinya sendiri melalui berbagai
macam potensi sumber keuangan yang
dimilikinya.

Inovasi pemerintah daerah dalam menggali
dan mengembangkan segala potensi yang
dimilikinya untuk dijadikan sebagai sumber
penerimaan daerah akan sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat di
daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah secara jelas
meminta kepada daerah untuk bertanggung
jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran
daerahnya.  Peraturan lain yang  ikut
mempengaruhi aspek keuangan daerah adalah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang
merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah. Kedua sumber dana ini merupakan
komponen utama dari pendapatan asli daerah.
Wewenang untuk mengurus anggaran telah
didapatkan melalui desentralisasi fiskal dimana
dalam desentralisasi fiskal, daerah juga memiliki
kewenangan untuk menentukan pajak daerah
dan retribusi daerah sendiri.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus
seminimal mungkin, sehingga PAD harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang
didukung kebijakan perimbangan keuangan
pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar
dalam sistem pemerintahan negara. Kondisi ini
memudahkan bagi daerah meningkatkan
pendapatan asli daerahnya (PAD).

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian
sumber keuangan
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terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah
menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur
terpenting bagi kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi
daerah. Di samping itu, PAD juga mencerminkan
kemandirian suatu daerah. Adapun PAD
merupakan sumber penerimaan yang murni dari
daerah, yang merupakan modal utama bagi

daerah  sebagai  biaya  penyelenggaraan
pemerintahan dan  pembangunan  daerah.
Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat

membiayai total pengeluaran daerah, namun
proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah
tetap merupakan indikasi derajat kemandirian
keuangan suatu pemerintah daerah.

Inovasi daerah sebagai percepatan pemulihan
ekonomi daerah

Inovasi daerah juga bisa menjadi salah satu
cara untuk memulihkan ekonomi daerah saat
terjadinya atau paska Pandemi Covid-19.
Produktivitas masyarakat selama pandemi
menjadi tumpuan dalam pemulihan ekonomi.
Berbagai daerah dituntut untuk melakukan
inovasi dalam rangka menjaga, menggerakkan,
dan mendorong pertumbuhan perekonomian
daerah.

Melalui inovasi, daerah bisa melakukan
langkah-langkah strategis dalam memulihkan
ekonomi daerah seperti mencegah terjadinya
penurunan  pajak  daerah. Daerah  bisa
memberikan keringanan pembayaran pajak (Tax
Relief) berupa diskon pembayaran pajak usaha
hotel, restoran, hiburan dan parkir. Daerah juga
bisa memberikan insentif pajak (Tax Incentive)
berupa pengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan. Selain itu, tanpa harus
melakukan pelanggaran terhadap protokol
kesehatan sebagai salah satu cara pengendalian
Covid-19, pemerintah daerah bisa melakukan
relaksasi pajak terhadap unit-unit ekonomi
strategis daerah.

Inovasi menjadi kunci keberhasilan daerah
mampu terlepas dari berbagai rintangan dan
keterbatasan. Di tengah pandemi Covid-19 saat
ini, sejumlah kepala daerah terbukti berani
membuat terobosan strategis demi bisa segera
bangkit untuk menyejahterakan warganya.
Dengan modal inovasi, maka kelemahan-
kelemahan yang dihadapi daerah menjadi lebih
mudah terpetakan dan terurai. Kepala daerah
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juga mampu menjalankan pemerintahan secara
efektif dan efisien dengan mengutamakan
kolaborasi berbagai pihak. Melalui pelibatan
banyak kalangan tersebut, maka partisipasi
publik terhadap program-program
pembangunan di daerah kian kuat.

Dalam penanganan Covid-19 pemerintah
daerah didorong untuk mampu berinovasi

dengan memanfaatkan potensi unggulan
wilayahnya. = Terobosan-terobosan  tersebut
hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan

kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik
secara optimal. Sasaran inovasi daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan
publik, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, serta daya saing daerah.

Pentingnya Inovasi

Mengapa inovsi daerah penting?. Ada dua hal
yang menjadi pertimbangan. Pertama, posisi
Indonesia dalam masalah Inovasi yang masih
kurang menggembirakan. Berdasarkan beberapa
laporan lembaga pengindex inovasi dunia, secara
keseluruhan peringkat inovasi Indonesia masih
rendah. Dalam laporan GII misalnya, Indonesia
berada pada peringkat 85 dari 126 Negara.
Bahkan, masih berada dibawah beberapa negara
ASEAN lainnya.

Peringkat daya saing indonesia secara global
berada pada peringkat 45, dimana indikator
paling rendah adalah inovasi dan adopsi
teknologi dengan nilai 37,7 masih dan dibawah
rata-rata asia timur dan pasifik. Dari peringkat
tersebut, kita bisa melihat bahwa Indonesia
masih menghadapi tantangan dan permasalahan
yang memerlukan terobosan-terobosan inovatif.
Salah  satunya adalah  tuntutan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain
masalah pelayanan, rendahnya kepercayaan
publik dan dunia usaha terhadap birokrasi juga
memerlukan kebijakan-kebijakan yang inovatif,
sehingga kepercayaan publik dan dunia usaha
kembali.

Dalam Score Ranking Ease Of Doing Business
(EODB) 2019 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia
berada pada peringkat 73 dari 190 negara.

Pemeringkatan =~ EODB  didasarkan  pada
kemudahan berusaha sebuah negara. Dari
peringkata  tersebut menunjukkan bahwa

peringkat kemudahan berusaha indonesia ini
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kalah dari Vietham di posisi 69, Brunei
Darussalam (55), Thailand (27), Malaysia (15),
dan Singapura (2). Padahal pada periode 2015-
2018, peringkat kemudahan Dberbisnis di
indonesia sudah menanjak 42 peringkat dari
posisi 114 ke 72.

Di sisi lain, berdasarkan laporan Global
Competitiveness Index (CGI) 2019, Indonesia
turun 5 peringkat ke posisi 50 dari 141 Negara.
Indonesia masih berada dibawah Malaysia di
posisi 27 dan Thailand di posisi 40, serta
Singapura di posisi 1. Sedangkan Vietnam yang
juga merupakan anggota ASEAN naik 10
peringkat ke posisi 60. Kenaikan tersebut
merupakan sebuah lompatan besar yang
dilakukan Vietnam melalui perbaikan layanan
investasi. Sedangkan dalam Global Innovation
Index (GII) 2019, Indonesia berada di peringkat
85, sama dengan tahun 2018. Berada di peringkat
12 untuk kawasan benua Asia dan berada di
peringkat 7 dari 10 Negara-Negara anggota
ASEAN. Indonesia berada dibawah Singapura
(8), Malaysia (35), Vietnam (42), Thailand (43),
Philipina (54), dan Brunei (71).

Kedua, resesi ekonomi yang disebabkan oleh
Pandemi Covid-19 harus direspon dengan cepat
dan cerdas oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah
Daerah harus menjaga Pendapatan Asli
Daerahnya tetap stabil. Selain itu inovasi
pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga
stabilitas ekonomi daerah selama era New
Normal. Pembangunan daerah tetap harus
berjalan seperti pada saat normal, sehingga
memicu  pertumbuhan  ekonomi  daerah.
Pertumbuhan  ekonomi dan  peningkatan
pembangunan nasional perlu ditopang oleh
aktivitas  pemerintahan  daerah.  Aktivitas
pemerintahan yang stabil akan memberikan
jaminan dan membantu proses pemulihan
ekonomi nasional.

Apa itu Inovasi daerah

Peran inovasi daerah sangat penting
selama/pasca pandemi Covid-19, khususnya
bagaimana segala jenis pelayanan publik, tata
kelola pemerintahan serta pembangunan di
daerah dapat mengakomodir protokol-protokol
kesehatan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah BAB 21 Pasal 386
disebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah
Peningkatan pelayanan publik, Pemberdayaan
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dan peran serta masyarakat serta Peningkatan
daya saing daerah. Inovasi Daerah Adalah Segala
Bentuk Pembaharuan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan =~ Daerah  Yang  Bertujuan
Meningkatkan Kinerja Pemda.

Ada beberapa inovasi yang bisa dilakukan
daerah seperti Inovasi tata Kelola pemerintahan
daerah, Inovasi pelayanan publik, dan Inovasi
daerah lainnya sesuai dengan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pemerintah daerah bisa membuat berbagai
macam kreativitas inovasi berdasarkan potensi
daerah yang dimilikinya, nilai lokalitas daerah,
dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan
prinsip  Peningkatan  efisiensi, = Perbaikan
efektivitas, Perbaikan kualitas pelayanan, Tidak
menimbulkan konflik kepentingan, Berorientasi
pada kepentingan umum, Dilakukan secara
terbuka, Memenuhi nilai kepatutan, dan dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri.

Inovasi akan disebut sebagai inovasi daerah
apabila memenuhi sejumlah kriteria seperti
mengandung pembaharuan seluruh atau
sebagian unsur dari inovasi; memberi manfaat
bagi daerah dan/atau masyarakat; tidak

mengakibatkan pembebanan dan/atau
pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-

undangan; merupakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah; dan dapat
direplikasi oleh daerah lain.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Inovasi merupakan kunci untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Inovasi menjadi salah satu alat
dalam mempercepat peningkatan daya saing
Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi
pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus
melakukan inovasi. Inovasi daerah sangat
penting karena dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi daerah. Inovasi daerah
akan menumbuhkan daya saing daerah sehingga
memiliki daya tahan ekonomi. Daerah yang
memiliki daya saing tinggi berpeluang untuk
mendapatkan sumber PAD yang lebih dan
mencukupi.

Melalui berbagai inovasi, daerah bisa
melalakukan berbagai cara untuk mempercepat
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pemulihan ekonomi daerah. Inovasi akan
melesatkan berbagai macam potensi ekonomi
yang dimiliki daerah, sehingga bisa memberikan
nilai ketangguhan ekonomi daerah dan
masyarakat.

Dalam wupaya pemulihan perekonomian
daerah, Pemerintah Daerah bisa melakukan
langkah  strategis = dengan  memberikan
keringanan pembayaran pajak (Tax Relief) berupa
diskon pembayaran pajak usaha hotel, restoran,
hiburan dan parkir. Selain itu, pemerintah
Daerah bisa memberikan insentif pajak (Tax
Incentive) berupa pengurangan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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PROGRAM INOVASI NUSANTARA SEHAT TIM (NST) DI ERA
PANDEMI COVID-19

Iin Nurlinawati?, Sefrina Wernib

abPyslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Email: a nurlinawati.iin@gmail.com

Abstrak

Upaya Kementerian Kesehatan dalam pemerataan dan penguatan pelayanan kesehatan dasar di daerah
terpencil dilakukan melalui program Nusantara Sehat (NS). NS bertugas selama dua tahun melalui
penugasan khusus berbentuk tim (NST) dan penugasan khusus individual (NSI). Program Nusantara
Sehat Tim (NST) melibatkan minimal lima jenis sampai sembilan jenis tenaga kesehatan dalam satu
timnya. Sebagai agen perubahan (Agent of Change) di masyarakat NS diharapkan dapat menuntaskan
permasalahan kesehatan melalui inovasi yang dibuatnya. Dalam kondisi covid-19 yang melanda
Indonesia, NST yang bertugas di puskesmas diharapkan dapat berperan dalam penanganan dan
pencegahannya. Artikel ini dibuat untuk memberi gambaran program inovasi yang dilakukan oleh NST
dalam menghadapi pandemi covid di daerah terpencil/sangat terpencil dan hambatannya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa inovasi NST dibagi dalam dua bentuk yakni inovasi di lingkungan
puskesmas dan inovasi di masyarakat. NST melakukan Inovasi melalui dua tahapan yakni tahap
perintisan dan tahap pelaksanaan. Dalam menjalankan inovasinya NST mendapatkan hambatan baik
pada ketersediaan APD dan alat rapid test maupun dari masyarakat dan lintas sektor terkait.
Diharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk mensukseskan inovasi NST sehingga bisa mencegah
penularan dan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Kata Kunci: Nusantara Sehat Tim; Inovasi; Covid-19

INNOVATION PROGRAM OF NUSANTARA SEHAT TIM (NST) IN
THE ERA OF PANDEMI COVID-19

Abstract

The Ministry of Health's efforts to equalize and strengthen basic health services in remote areas are carried out
through the Healthy Nusantara (NS) program. NS served for two years through special team assignments (NST)
and individual special assignments (NSI). The Nusantara Sehat Team (NST) program involves a minimum of
five to nine types of health workers in one team. As an agent of change in the NS society, it is hoped that it can
solve health problems through its innovations. In the conditions of Covid-19 that hit Indonesia, NSTs who are on
duty at health centers are expected to play a role in handling and prevention. This article was created to provide
an overview of the innovation program undertaken by NST in dealing with the Covid pandemic in remote / very
remote areas and its obstacles. The results showed that NST innovation was divided into two forms, namely
innovation in the health center environment and innovation in the community. NST innovates through two
stages, namely the pilot stage and the implementation stage. In carrying out its innovation, NST faces obstacles
both in the availability of PPE and rapid test kits as well as from the community and across related sectors. It is
hoped that support from various parties will make the NST innovation a success so that it can prevent the
transmission and spread of Covid-19 in the community.

Keywords : Nusantara Sehat Team, Innovation, Covid-19

A. PENDAHULUAN Kesehatan merasa perlu dibuat penugasan

Dalam rangka penguatan dan pemenuhan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas
kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah pelayanan kesehatan. Upaya pemerataan dan
terpencil/sangat terpencil, Kementerian penguatan pelayanan kesehatan dasar di daerah
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terpencil tersebut dilakukan dengan
meluncurkan  program  Nusantara Sehat
(NS).(Kementerian Kesehatan, 2018) Program
ini berjalan sejak tahun 2015 sampai saat ini dan
merupakan program prioritas Kementerian
Kesehatan. Nusantara Sehat merupakan
program lintas unit utama di Kementerian
Kesehatan yang fokusnya tidak hanya pada
kegiatan kuratif tetapi juga promotif dan
preventif. NS bertugas selama dua tahun
melalui penugasan khusus berbentuk tim (NST)
dan penugasan khusus individual (NSI). Untuk
Program Nusantara Sehat Tim (NST)
melibatkan sembilan jenis tenaga kesehatan
yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat,
bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga
kesehatan lingkungan, Ahli laboratorium
medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.
NST yang ditugaskan ke puskesmas daerah
terpencil/sangat terpencil akan ditempatkan
dalam bentuk tim yang terdiri dari minimal lima
jenis tenaga kesehatan.

Peserta NST diterima melalui seleksi terlebih
dahulu. Indikator peserta yang lolos seleksi
adalah kemampuan sosialisasi dan
berkomunikasi yang baik, memperlihatkan
inisiatif dan pengambilan keputusan yang baik,
serta berkomitmen terhadap tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas. Proses seleksi
dilakukan oleh tiga pihak yaitu: Kementrian
Kesehatan, psikolog dan organisasi
profesi.(Nurcahyo, Suryoputro, & Jati, 2016)
Proses seleksi NST dilakukan secara ketat
karena diharapkan nantinya NST akan menjadi
agen perubahan Agent of Change) di
masyarakat dan diharapkan dapat menuntaskan
permasalahan kesehatan dengan pendekatan
yang lebih komprehensif. Setelah proses seleksi,
NST dibekali pelatihan dan pembekalan
program dari Kementerian Kesehatan sehingga
diharapkan dapat memberikan inovasi segar
pada area penempatan. Inovasi NST diharapkan
dapat pula menjembatani saat masa pandemi
covid-19 seperti saat ini. Penyebaran COVID-19
di Indonesia telah meliputi seluruh provinsi.
Untuk menghindarkan semakin meluasnya
penyebaran COVID-19 ini, NST yang bertugas
di puskesmas diharapkan dapat berperan dalam
penanganan dan pencegahannya. Dengan
keterbatasan daya dukung di puskesmas
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kawasan terpencil dan sangat terpencil

diharapkan inovasi NST mampu berperan aktif

dalam penanganan dan pencegahan COVID-19
sehingga dapat menekan penyebaran kasus.
Terdapat beragam pengertian tentang

inovasi. Menurut Hurley dan Hult (1998)
mendefinisikan inovasi sebagai mekanisme
organisasi dalam wupaya beradaptasi di
lingkungan yang dinamis sehingga organisasi
harus menciptakan pemikiran serta gagasan
baru serta menawarkan produk guna
peningkatan pelayanan untuk memenuhi
keinginan pengguna.(Sartika, 1969) Sementara
itu Rogers (2003) menyatakan bahwa inovasi
adalah sebuah gagasan/ide, praktek, maupun
objek yang dianggap baru oleh individu atau
unit adopsinya.(Roger, 2003) Inovasi bagi
organisasi memiliki proses yang berbeda
dengan inovasi bagi individu. Sebagai sebuah
organisasi, sektor publik dapat mengadopsi
inovasi melalui dua tahapan yakni Initiation
atau perintisan dan tahap Implementation atau
pelaksanaan.(Suwarno, 2008) Dalam tiap
tahapan terdapat bebapa fase sebagai berikut:

1. Tahapan Initiation atau perintisan.

Pada tahap ini terdapat fase agenda setting
dan matching. Tahapan agenda setting
merupakan tahapan proses identifikasi dan
penetapan prioritas kebutuhan dan masalah.
Pada fase agenda setting akan ditentukan
kesenjangan/gap yang akan diatasi,
pencarian bentuk inovasi yang tepat dan
tempat inovasi akan diaplikasikan. Fase
selanjutnya  adalah  matching  atau
penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan
telah  teridentifikasi dan  dilakukan
penyesuaian atau penyetaraan dengan
inovasi yang hendak diadopsi, serta
memastikan feasibilities atau kelayakan
inovasi untuk diaplikasikan.

2. Tahapan Implementation atau pelaksanaan.
Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase
redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase
redefinisi, baik inovasi maupun organisasi
meredefinisi dan  mengalami  proses
perubahan untuk saling menyesuaikan
sehingga dapat mengakomodir kebutuhan
organisasi. Fase klarifikasi terjadi ketka
inovasi sudah digunakan secara meluas dan
mempengaruhi seluruh elemen organisasi.
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Fase Klarifikasi ini membutuhkan waktu
lama, karena mempengaruhi budaya dan
kebiasaan sampai dapat teradopsi dengan
baik. Fase rutinisasi adalah fase dimana
inovasi sudah diangap sebagai bagian dari
organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan
sebuah produk baru atau cara baru, karena
telah menjadi rutinitas.

Kondisi saat ini
memperlihatkan ~ bahwa  masih  banyak
masyarakat Indonesia yang tidak
mengindahkan himbauan pemerintah terkait
pencegahan penularan covid-19. Ketidak
pedulian tersebut dikhawatirkan akan membuat
penyebaran penyakit terjadi dengan cepat dan
meluas.(Buana, 2017) Kondisi tersebut perlu
suatu pendekatan khusus dari NST dengan
membuat suatu inovasi khusus terkait pencegah
penularan covid-19 di wilayah puskesmas.
Artikel ini dibuat untuk memberikan gambaran
program inovasi yang dilakukan oleh NST
dalam menghadapi pandemi covid di daerah
terpencil/sangat terpencil dan hambatan yang
dialaminya.

dimasyarakat

B. PEMBAHASAN

Pandemi Covid telah menyebar ke seluruh
provinsi di Indonesia, beberapa kebijakan
pemerintah daerah terkait penanganan covid
diantaranya adalah pembentukan gugus tugas
di setiap daerah dan membuat dan
mensosialisasikan Buku Pedoman Umum
menghadapi  Pandemi  COVID-19  bagi
pemerintah daerah.(Ulya, 2020) Upaya tersebut
juga ikut dilaksanakan oleh puskesmas. Sebagai
agen perubahan di daerah, NST ikut berupaya
bersama puskesmas dalam pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah tersebut. Dalam
upaya tersebut NST membuat inovasi dan
bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya
di puskesmas melaksanakan inovasi. Proses
inovasi dimulai dengan initiation atau
perintisan. Pada fase agenda setting dilakukan
Survey Mawas Diri (SMD) dalam upaya
mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi
masyarakat pada masa pandemi covid-19. Hasil
kesepakatan dalam SMD akan dibahas di
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) bersama
tokoh masyarakat, aparat daerah serta

puskesmas. Hasil kesepakatan kemudian

menjadi bahan penyusunan Rencana Usulan

Kegiatan (RUK).(Kementerian Kesehatan RI,

2016) Dari RUK tersebut puskesmas telah

menentukan jenis inovasi untuk mengatasi

masalah/gap serta lokasi inovasi dan target
sasarannya.

Tahap kedua yakni implementation atau
pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan inovasi,
NST melakukan fase redifinisi melalui
pendekatan kepada tokoh agama, tokoh
masyarakat dan aparat pemerintah setempat
seperti camat dan kepala desa. Pendekatan
tersebut diharapkan dapat menjembatani
komunikasi antara inovasi dan juga masyarakat,
sehingga tidak timbul kesalahpahaman di
kemudian hari. Fase Klarifikasi dilakukan
melalui penerapan inovasi ke masyarkat.
Inovasi NST dibagi dalam dua bentuk yakni
inovasi di lingkungan puskesmas dan inovasi di
masyarakat. Inovasi di lingkungan puskesmas
dibuat dalam rangka memberikan jarak antara
pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan
protokol covid dari Kementerian Kesehatan.
Beberapa inovasi yang dilakukan NST di
lingkungan puskesmas yakni:

1. Membuat sarana di puskesmas sesuai
dengan peraturan “menjaga jarak” bagi
pasien dan petugas  seperti membuat
pelindung plastik di tiap meja pelayanan,
dari meja pendaftaran sampai pemeriksaan
termasuk UGD.

2. Membuat media promosi berupa video,
leaflet dan poster terkait penanganan dan
pencegahan covid-19 dengan menggunakan
bahasa Indonesia, maupun dengan bahasa
daerah setempat agar mudah dipahami.

3. Melakukan edukasi melalui pemutaran
video serta penyuluhan dan penyebaran
media promosi di ruang tunggu pasien. Isi
media promosi dapat berupa edukasi terkait
covid-19, cara pembuatan dan penggunaan
masker, cara pembuatan faceshield dengan
bahan murah dan mudah didapat serta cara
pembuatan tempat cuci tangan sederhana
untuk rumah tangga dan cara mencuci
tangan yang benar.

4. Lacak kontak dan pemeriksaan terhadap
ODP dan masyarakat di wilayah kerja.
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5. Membuat tempat cuci tangan sederhana baik
didalam maupun diluar gedung puskesmas.

6. Membuat dan menjaga posko covid-19 di
puskesmas. Posko covid dilaksanakan secara
offline di puskesmas dan juga secara online.

Sementara itu beberapa kegiatan yang biasa
dilakukan tenaga kesehatan ke masyarakat juga
mengalami perubahan. Tidak semua kegiatan
yang sdah direncanakan sebelumnya dapat
dijalankan sesuai perencanaan dikarenakan
kondisi dan situasi di lapangan. Beberapa
kegiatan terutama yang didalamnya terdapat
pengumpulan massa dalam jumlah banyak
seperti posyandu, penyuluhan massal dan
lainnya tidak dapat dilakukan. Sehingga
beberapa  bentuk  kegiatan = mengalami
perubahan. Inovasi yang dibuat NST
merupakan pembaharuan baik dari metode
ataupun pendekatan kegiatan ke masyarakat.
Beberapa inovasi NST di masyarakat yakni:

1. Membentuk  posko  pemeriksaan  di
perbatasan untuk memeriksa pendatang dari
wilayah lain. Melakukan pemeriksaan
pendatang serta penyemprotan terhadap
barang bawaannya. Hal ini menjadi sangat
penting terutama di derah perbatasan
dengan luar wilayah Indonesia. Di
pelabuhan dilakukan skrining penumpang
kapal dan penyemprotan kapal penampung
ikan dari zona merah. Pembagian stiker
edukasi Covid-19 dan Pemberian Vitamin C
pada pelaku perjalanan dari wilayah
terpapar covid-19.

2. Melakukan edukasi tentang covid-19 dan
protokol kesehatan kepada masyarakat
melalui siaran keliling dengan mobil dan toa
secara berkala bersama lintas sektor. Diikuti
pemasangan leaflet dan edukasi dari rumah
ke rumah dan gerakan pake masker yang
benar.

3. Promosi kesehatan secara online dengan
media sosial

4. PusLing (puskesmas keliling) sesuai
protokol yg dianjurkan (APD dan sosial
distancing) untuk menjangkau masyarakat
di rumah mereka.

5. Melakukan demonstrasi tentang: pembuatan
ramuan tradisional peningkat imunitas,
pembuatan larutan desinfektan yang mudah

didapatkan murah serta aman digunakan,
pembuatan masker dll

6. Pemberian multivitamin, inspeksi dapur
umum ketahanan pangan, pemberian
makanan tambahan anak dan ibu hamil

7. Mencari donator diluar propinsi untuk APD
bagi tenaga kesehatan yang beresiko

8. Melakukan penyimprotan disifektan di
tempat-tempat umum serta skrining pada
jamaah di masjid saat sholat Jum’at dan di
tempat ibadah lain.

9. Pengadaan sarana cuci tangan di tempat-
tempat umum dan mengontrolnya secara
teratur

10.Program  Jaga  Tetangga  (Tetangga
melaporkan ke puskesmas jika ada tetangga
yang sakit atau yang datang dari luar daerah
dan segera dilapor ke Puskesmas)

Fase terakhir adalah fase rutinitas. Pada saat
ini, fase ini belum dapat tercapai karena NST
dalam melaksanakan inovasi masih
mendapatkan berbagai hambatan. Beberapa
hambatan utama yang terjadi dilapangan
adalah:

1. Distribusi APD ke puskesmas terhambat
karena akses transportasi serta jumlahnya
yang terbatas, sehingga terjadi kekurangan
APD untuk nakes.

2. Alatrapid test masih sangat terbatas.

3. Masih lemahnya dukungan dan kerjasama
penanganan covid-19 karena dianggap hal
ini hanya menjadi masalah orang kesehatan
sedang instansi lain merasa tidak perlu ikut
terlibat sehingga tidak peduli.

4. Sulitnya pelaksanaan protokol kesehatan di
masyarakat serta lemahnya sikap aparat
keamanan dalam menindaklanjuti
masyarakat yang tidak patuh protokol
kesehatan.

5. Penyebaran  hoaks yang  membuat
masyarakat menerima informasi yang salah
tentang covid-19. Hal ini menyebabkan
masyarakat meremehkan petugas saat
melakukan edukasi ke lapangan. Bahkan
terkadang membahayakan petugas karena
tidak dapat menerima ketika didiagnosa
positif.
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Hambatan-hambatan tersebut diminimalisir
dengan berbagai upaya yang dilakukan NST.
Upaya  terkait kekurangan  alat/bahan
dilakukan dengan mencari donator diluar dari
pengiriman APD dari Dinkes, membuat
prioritas untuk pemeriksaan rapid. Upaya yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan ke
masyarakat yakni dengan terus melibatkan
lintas sektor untuk berbagai upaya edukasi
terhadap  masyarakat  sekaligus  upaya
mendapatkan dukungan bagi kegiatan/inovasi
NST di lapangan. Upaya tersebut terus
dilakukan  dalam upaya meminimalisir
hambatan sehingga inovasi tersebut dapat
menjadi suatu rutinitas.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Berdasarkan uraian diatas NST ikut
berupaya dalam pencegahan penyebaran covid-
19 melalui berbagai inovasi yang dilakukan
dalam wilayah puskesmas maupun ke
masyarakat. Inovasi di wilayah puskesmas
dalam upaya menjaga jarak (social distancing)
antara pasien dan petugas kesehatan. Inovasi
lain yang dilakukan yakni upaya edukasi baik
kepada pasien maupun masyarakat di wilayah
puskesmas dengan berbagai metode yang dapat
diterima oleh masyarakat. Penjagaan di daerah
perbatasan sangat penting untuk dilakukan
melalui skrining bagi pendatang atau penduduk
yang melakukan perjalanan antar wilayah.
Dalam  melakukan inovasinya  tersebut
diharapkan dukungan dari berbagai pihak
terkait, guna mensukseskan inovasi NST
sehingga bisa mencegah penularan dan
penyebaran Covid-19 di masyarakat.
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Penerapan Inovasi JAK 5 INDUKSI sebagai Wujud Adaptasi
Era New Normal Pelayanan Publik di Tengah Pandemi

Musa Rustam
Pasca Sarjana Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA-LAN Jakarta & Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kelurahan Kali Anyar Kecamatan Tambora Suku Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
e-mail : musa.jkcc@gmail.com

Abstrak

Penerapan Inovasi Jak 5 Induksi dalam konteks reformasi birokrasi merupakan siklus alamiah bagi
sebuah organisasi di pemerintah daerah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti visi dan misi
organisasi, sumberdaya manusia, struktur organisasi, kepemimpinan dan budaya organisasi serta
proses pelayanan organisasi. Inovasi Jak 5 Induksi mewujudkan praktik pelayanan yang lebih efisien
dan efektif dalam proses pelaksanaan pelayanan publik, agar lebih terjangkau dan memperluas akses
publik untuk memudahkan dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan ibu dan anak
yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Paper ini bertujuan menjelaskan contoh kasus
penerapan Inovasi Jak 5 Induksi di Kelurahan Kali Anyar, adanya inovasi pelayanan publik dapat
diselaraskan dengan proses birokrasi yang ada dalam Era New Normal ditengah pandemi. Metode
yang digunakan adalah berupa pemberian rekomendasi agar mendapatkan hasil yang diinginkan.
Hasilnya, inovasi Jak 5 Induksi yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kelurahan Kali Anyar tersebut ternyata mampu menciptakan
cara baru dalam memudahkan pelayanan tertib administrasi kependudukan ibu dan anak,
memberikan manfaat lebih kepada pengguna layanan, walaupun budaya, kondisi lokal, dan tingkat
pendidikan masyarakat warga Kelurahan Kali Anyar yang belum siap terhadap perubahan teknologi.
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerapan Inovasi layanan terintegrasi bukan menjadi
“sebuah mimpi” ditengah pandemi tetapi menjadi nyata karena inovasi.

Kata kunci: Inovasi, Pelayanan publik, Administrasi Kependudukan

Application of JAK 5 INDUKSI Innovation as a form of Adaptation
to the New Normal Era of Public Service in the Midst of a Pandemic

Abstract

Implementation of Jak 5 Induksi Innovation in the context of bureaucratic reform is a natural cycle for an
organization in local government. This is influenced by internal factors such as the organization's vision and
mission, human resources, organizational structure, leadership and organizational culture and organizational
service processes. The Jak 5 Induksi Innovation realizes more efficient and effective service practices in the
process of implementing public services, to make it more affordable and expand public access to make it easier to
obtain maternal and child population administration services that are integrated with health services. This paper
aims to explain an example of the application of the Jak 5 Induksi Innovation in Kali Anyar Village, where the
existence of public service innovations can be aligned with the bureaucratic processes that exist in the New
Normal Era amid the pandemic. The method used is in the form of providing recommendations in order to get
the desired results. As a result, the Jak 5 Induksi innovation organized by the Population Administration and
Civil Registration Service Unit of the Kali Anyar village turned out to be able to create a new way of facilitating
orderly services for maternal and child population administration, providing more benefits to service users,
despite the culture, local conditions, and levels. education of the people of Kali Anyar Village who are not ready
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for technological changes. In order to optimize the utilization of the application of integrated service innovation,
it is not a "dream" in the midst of a pandemic but becomes real because of innovation.
Keywords: Innovation, Public Services, Population Administration

A. PENDAHULUAN

Saat ini, dampak Corona Virus 2019 atau
Covid-19 telah mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan manusia termasuk sektor publik.
Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa dalam
jajaran pemerintahan, dimana akses pelayanan
publik dihadapkan pada tantangan baru, kualitas
pelayanan publik yang prima tetap menjadi
acuan, akan tetapi harus tetap memperhatikan
aspek keselamatan petugas dan penerima
layanan melalui penerapan social distancing/
physical distancing atau menjaga jarak aman.

Sejalan dengan itu, dimasa pandemi Covid-19
ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan
senjata yang paling ampuh untuk
menghadapinya, dapat melalui aplikasi maupun
media sosial, apalagi dengan diberlakukannya
Work from home/bekerja dari rumah memaksa
setiap aparatur untuk melakukan terobosan dan
adaptasi dengan kondisi tersebut.

Inovasi menurut Galbraith (1973); Schon
(1967) dalam (Lukas & Ferrel, 2000: 240)
didefinisikan sebagai dari proses penggunaan
teknologi baru kedalam suatu produk sehingga
produk tersebut mempunyai nilai tambah.
Inovasi dapat dilakukan pada barang, pelayanan
atau gagasan-gagasan yang diterima oleh
seseorang sebagai sesuatu yang baru, sehingga
mungkin saja suatu gagasan telah muncul di
masa lampau, tetapi dapat dianggap inovatif
bagi konsumen yang baru mengetahuinya.

Menurut (Kurniawan, 2005) mengatakan
tentang pelayanan publik adalah pemberian
pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan dan tata cara
yang telah ditetapkan.

Kelurahan Kalianyar menjadi Kelurahan
terpadat Se-Asia Tenggara (Tribun, 2018),
dengan luas wilayah 0.32 km? dengan jumlah
penduduk 29.241 jiwa per 31 Desember 2019
(Kelurahan Kalianyar, 2019) tahun 2015 angka
kelahiran ibu melahirkan dan balita di Kelurahan
Kalianyar dikategorikan tinggi yakni 427 dengan
angka kelahiran 15.31 point (BPS Kota Adm.
Jakarta  Barat, 2015), dengan perhatian

masyarakat terhadap ibu hamil dan anak serta
dalam hal dokumen masih rendah. Di satu sisi
kepengurusan dokumen anak dilakukan masih
parsial dan belum terintegrasi, hal ini
menyebabkan salah satu dokumen yang harus
dimiliki anak (KIA) kepemilikannya masih
rendah (6.14%) (Dinas Dukcapil Provinsi DKI
Jakarta, 2019). Pelayanan  administrasi
kependudukan di Kelurahan Kali Anyar dimasa
Pandemi masih ada kelemahan yaitu;

1. Pelayanan  dokumen  anak  masih
dilakukan secara partial /sendiri-sendiri.

2. Warga setelah dibuatkan NIK tidak
melanjutkan  lagi mengurus berkas
pengajuan Akte Kelahiran Anak dan Kartu
Identitas ~ Anak  sehingga  menjadi
Pekerjaan Rumah  Satpel  Dukcapil
Kelurahan Kalianyar.

3. Masih kurang kesadaran warga terhadap
kelengkapan administrasi Kependudukan
anak.

4. Mengakomodir pelayanan yang belum
terintegrasi oleh pelayanan Inovasi dari
“Si Dukun 3 in one” dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta.

5. Masih kurangnya informasi kesehatan ibu
hamil dan anak dalam kandungan.

Tuntutan masyarakat yang semakin kuat,
merupakan tantangan bagi pemerintah daerah
untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif
dan efisien, cepat, dan transparan. Untuk itu,
diperlukan inovasi dan terobosan-terobosan baru
dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi
orientasi kesejahteraan masyarakat dimasa
pandemi.

Konsep inovasi menurut Mulgan dan Albury
(2003), inovasi yang  berhasil adalah
pembentukan dan implementasi dari proses,
produk, jasa dan metode baru yang dapat
menghasilkan peningkatan yang signifikan ter-
hadap efisiensi, efektivitas atau kualitas keluaran
dalam  penyampaian  layanan.  Di-mana
Karakteristik Inovasi menurut Rogert (2003)
yaitu Relative Adventage, Compability, Complexity,
Triability, dan Observability. Oleh karena itu,
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penelitian ini bertujuan menganalisis
“Penerapan Inovasi JAK 5 INDUKSI sebagai
Wujud Adaptasi Era New Normal Pelayanan
Publik di Tengah Pandemi”

B. PEMBAHASAN

Konsep Inovasi dalam meningkatkan kualitas
Pelayanan Publik. Inovasi merupakan suatu hal
yang memperkenalkan ide baru, produk baru,
sistem baru, pendekatan baru atau bahkan cara-
cara pelayanan yang terbarukan sehingga
memberikan manfaat lebih bagi penerima
layanan. Secara khusus inovasi pada sektor
publik dapat di definisikan sebagai penerapan
ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh
adanya perubahan langkah yang cukup besar,
sehingga dalam proses penerapan akan
berdampak cukup besar terhadap perubahan
organisasi dan tata hubungan organisasi sektor
publik.

Inovasi di sektor publik merupakan salah satu
jalan ~atau bahkan  “breakthrough”  untuk
mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi
di sektor publik yang statis dan kaku harus
dicairkan melalui penularan budaya inovasi.
Budaya inovasi ini harus dipertahankan dan
dikembangkan lebih baik lagi. Hal ini tidak
terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan
perubahan di masyarakat dengan tingkat literasi
yang lebih baik berdampak munculnya
kesadaran (awareness) yang lebih baik akan
haknya. Dengan demikian maka sector public
dapat menjadi sector yang dapat
mengakomodasi dan merespon secara cepat
setiap perubahan yang terjadi (Suwarno, 2006).

Ide dan pemikiran pembuatan inovasi ini
berasal dari kelurahan, asli lahir dari kondisi dan
pola kerja para perangkat di unit kependudukan
dan pencatatan sipil di kelurahan Kalianyar.
Sedangkan basis data merupakan suatu bentuk
adaptasi  dari  dinamika  perkembangan
kolaboratif yang sudah dimodifikasi sesuai
dengan kebutuhan yang ada di kelurahan
Kalianyar, kelebihan dari inovasi sejenis
didaerah lain umumnya belum ada ditingkat
kelurahan.

Keunggulan dalam bersaing merupakan
sebuah konsep dari inovasi. (Roger, 2003)
menyatakan bahwa inovasi merupakan sebuah
ide, praktek, objek yang dianggap baru oleh
individu (unit) dan diadopsi oleh yang lainnya.
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Konsep inovatif ini terkait dengan kemampuan
bersaing (compettitif advantage) dalam menjaga
keberlangsungan hidup organisasi, dan inti
inovasi adalah perubahan menuju hal-hal baru
(Muluk dan Abdullah, 2010).

Menurut (Rina, 2016) mengartikan inovasi
sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan,
dan memperbaiki efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan
oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan alat
bantu baru dalam pelayanan masyarakat.

Inovasi dalam proses penyelenggaraan
pelayanan publik pada birokrasi pemerintah
terlahir karena didorong adanya motivasi-
motivasi tertentu, yaitu motivasi dari individu:
carrier, idealism, power, self fulfilment, money
(salary), prestige, proffesional recognition, dan
potential for spin-off bus. Dari tataran organisasi
motivasi tercipta untuk the propagation of policy,
idea or rationality, increase funding, problem solving
(in order to reach objective), more staff and public
relationsiness, Mile dan Roste dalam (Marom,

2015).

Penerapan ide-ide baru dalam
penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan dimaksudkan untuk

menciptakan pelayanan publik yang lebih baik,
memiliki nilai tambah dari pihak penyelenggara
dan dari penerima layanan.

Pengimplementasian dalam sebuah organisasi
Rogers dan Shoemaker dalam (Osborne dan
Brown, 2005:127) inovasi memiliki 5 atribut yaitu
keuntungan relatif, inovasi harus memiliki
keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan
yang sebelumnya, semakin banyak manfaat yang
dirasakan oleh pemanfaat, semakin cepat inovasi
tersebut dapat sebarluaskan dan
diimplementasikan. Kesesuaian inovasi yang
baru dimaksudkan memiliki tingkat kesesuaian
dengan inovasi yang digantikannya,
dimaksudkan agar inovasi sebelumnya tidak
sertamerta ditinggalkan begitu saja dengan
adanya inovasi baru, sehingga inovasi lama
menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi
terbaru. Ketiga, kerumitan, dengan sifatnya yang
baru, maka inovasi terbaru memiliki tingkat
kerumitan yang bisa jadi lebih rumit
dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi
dengan hasil yang lebih baik dibandingkan
sebelumnya, kerumitan dalam
pengimplementasiannya tidak menjadi kendala
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dalam pengimplementasiannya, karena
didukung dengan proses perbaikan yang
berkesinambungan. Keempat, kemungkinan

dicoba, inovasi hanya dapat diterima apabila
telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan
lebih, sehingga sebuah proses inovasi harus
melewati proses uji publik terlebih dahulu.
Kelima, kemudahan diamati, sebuah inovasi
harus juga dapat diamati, baik dari segi
bagaimana ia bekerja dan menghasilkan manfaat
yang lebih  dibandingan dengan yang
sebelumnya.

Mulgan & Albury, 2003:2) menyatakan :
“Innovation should be a core activity of the public
sector: it helps public services to improve performance
and increase public value; respond to the expectations
of citizens and adapt to the needs of users; increase
service efficiency and minimise costs.”

Pernyataan Morlgan dan Albury tersebut
mengisyaratkan bahwa inovasi seharusnya
menjadi inti dari seluruh kegiatan di sektor
publik, sehingga dapat meningkatkan kinerja
secara efektif dan efisien. Morlgan dan Albury
dalam (Dwinanda, 2016) mengkategorikan level
Inovasi berentang mulai Inovasi Incremental,
radikal, sampai transformatif. Inovasi
inkremental merupakan inovasi yang membawa
perubahan kecil terhadap proses atau layanan
yang ada. Inovasi radikal merupakan
peruubahan mendasar dalam pelayanan publik
atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru
dalam  proses pelayanan. Dan Inovasi
transformatif yaitu inovasi yang membawa
perubahan dalam struktur organisasi yang
mengubah hubungan keorganisasian.

Inovasi JAK 5 Induksi memiliki 5 karakteristik
Inovasi oleh Roger dan Shoemaker dalam
(Abdullah, 2016), yaitu keuntungan relative,
kesesuain, kerumitan, kemungkinan dicoba dan
kemudahan diamati.

Tabel 1
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Layanan

Pelayanan
dokumen anak
dilakukan secara
partial/ sendiri-
sendiri.

Pelayanan
dokumen anak
dilakukan
terintegrasi
secara
bersamaan
untuk berbagai

jenis dokumen

anak
Sistem Pelayanan Dibangunnya
dokumen anak sistem
tidak melalui informasi
sistem informasi pelayanan
elektronik dalam dokumen anak
sistem SMS melalui SMS
Gateway Gateway dan
Aplikasi
Android Jak 5
Induksi
Waktu 24 Jam 1 Jam
Pelayanan
dalam SOP
Efisiensi ~ Tidak Efisien Efisien.
Warga bulak- Satu kali
balik ke datang
kelurahan karena langsung jadi.
manual dan
memakan waktu
beberapa hari.
Terintegra Hanya Adm.
si Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Layanan
Kesehatan

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari
Dukcapil Kelurahan Kali Anyar, 2020

Inovasi Jak 5 Induksi yang bersifat adoptif,
memainkan peranan penting dalam melakukan
sebuah perubahan di lingkungan organisasi
pemerintah dan memberikan manfaat tidak
hanya pada penyedia layanan tetapi juga pada
layanan. sebagaimana dikatakan

pengguna
Mulgan dan Alburi (Nur, 2014) inovasi adoptif
memainkan peranan dalam pembaruan sektor

publik karena akan berdampak dimasa yang
akan datang jika diimplementasikan secara
konsisten dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat lokal.
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Inovasi Jak 5 Induksi ini juga termasuk dalam
jenis inovasi instruktif yang menindaklanjuti
arah kebijakan pemerintah yang menghendaki
pelayanan berbasis elektronik, penerapan sistem
pendaftaran secara online. Selain membawa
unsur  kebaruan, manfaat lebih, juga
mempengaruhi struktur kelembagaan yang ada
dalam organisasi yang dapat berkolaborasi
dengan  stakeholder = yang ada  yakni
berkolaboratif dengan Puskesmas Kelurahan Kali
Anyar.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Mulgan &
Albury, 2003:3) sebuah ide dikatakan inovatif jika
ide atau dalam implementasinya selain
mengandung unsur kebaruan bagi penggunanya
juga dapat membawa manfaat bagi sejumlah
pihak baik bagi pemerintah daerah maupun
masyarakat pengguna layanan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
(Hasniati, dkk, 2010) kebijakan pengembangan
pelayanan publik berbasis online (e-service)
mengungkapkan masyarakat yang menyukai
pelayanan elektronik dikarenakan pelayanan
lebih aman, lebih efisien, tingkat kepastiannya
tinggi dibandingkan dengan petugas, dan lebih
transparan. Sedangkan masyarakat yang lebih
menyukai pelayanan dengan kontak langsung
karena berbagai alasan, diantaranya: belum
terbiasa dengan elektronik, lebih sederhana,
mudah berkomunikasi dengan petugas, petugas
mendatangi pemohon, dan sudah menjadi
kebiasaan.

Namun dalam penerapannya Inovasi layanan
online di Jak 5 Induksi tidak serta merta dapat di
optimalkan di masyarakat, hasil penelitian
menunjukkan adanya permasalahan budaya
sumber daya manusia untuk melakukan
perubahan kebiasaan atau perubahan mindset
dari layanan manual ke layanan online, selain itu
warga Kelurahan Kali Anyar yang ingin
mengurus administrasi kependudukan yang
sudah terbiasa dengan pelayanan manual.

1. Advantage (Keuntungan Relatif) dalam
mengimplementasikan program Jak 5 Induksi
sejak masa pandemi dilakukan secara online
berbasis komputerisasi dengan Aplikasi Jak 5
Induksi yang dapat di download melalui
Google Play Store ataupun bisa melalui
Media Aplikasi Whatsapp dan SMS Gateway
di Dukcapil Kelurahan Kali Anyar, yang
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bersifat inovatif memberikan kemudahan bagi
warga dalam mengakses layanan online yang
dibutuhkan tanpa dibatasi ruang dan waktu,
dan dapat diakses 24 jam, bebas biaya/gratis,
pemohon tidak bersentuhan langsung dengan
pegawai dan menghemat biaya dan waktu
karena tidak perlu lagi ke kantor Kelurahan
Kali Anyar.

Compatibility (Kesesuaian) dalam
mengimplementasikan  Jak 5  Induksi
menunjukan pelayanan administrasi

kependudukan yang terintegrasi Dukcapil
Kelurahan Kali Anyar dengan Puskesmas
Kelurahan Kali Anyar, yang berawal
inovasinya berjalan sebelumnya berbasis
manual, dikarenakan tuntutan di masa PSBB
berubah menjadi adanya inovasi pelayanan
terbaru berbasis IT, yaitu layanan berbasis
online, tetapi dengan adanya kedua jenis
layanan ini dapat memberikan pilihan kepada
warga, layanan yang mudah diakses.

Complexity (Kerumitan) dalam
mengimplementasikan Jak 5 Induksi dalam
inovasi pelayanan secara online yang
diterapkan tidak terlepas dari kerumitan yang
ada dalam prosesnya. Kerumitan berawal dari
mengelola aplikasi berbasis aplikasi yaitu dari
segi Kualitas Sumber Daya Manusia,
pembuatan  system  aplikasinya  serta
peralihan system yang berawal dari layanan
manual, karena warga terbiasa dengan
manual.

Triability (Kemungkinan Dicoba) dalam
mengimplementasikan Jak 5 Induksi masih
dalam tahap uji coba, dengan masa pandemi
menjadi waktu yang sangat tepat dilakukan
dengan adanya pendampingan dari Sudin
Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat
yang berfokus kepada kesiapan sumberdaya
dan aplikasi yang lebih user friendly/mudah
digunakan oleh warga.

Observability (Dapat Diamati) dalam
mengimplementasikan Jak 5 Induksi dapat
diamati, pelayanan program Jak 5 Induksi
berbasis aplikasi android dapat dilihat
kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa
pelayanan yang dilakukan adanya inovasi
dapat optimal yang meningkatkan kualitas
pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan
warga yang berbanding lurus dengan hasil
yang diterima oleh warga. Sejak 3 Maret 2020
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launcing perdana sistem layanan Jak 5 Induksi
sampai saat ini, hanya beberapa pemohon yang
melakukan secara online, selebihnya tetap akses
layanan secara manual, dengan datang langsung
ke kantor, sudah hampir 323 layanan Jak 5 Induksi
terlayani.

Tabel 2

Tahapan Sebelum Setelah
Inovasi Inovasi

Produk 1. NIKBayi 1. NIK Bayi
2. Akte 2. Akte
Kelahiran Kelahiran
(Bayi) (Bayi)
3. KIA 3. KIA (Bayi)
(Bayi) 4. Kartu
Keluarga
(terbaru)
5. Buku
Kesehatan
Ibu dan
Anak
6. Kartu
Kontrol dari
Puskesmas
Kel.Kaliany
ar
Indikator 83.74 % 98.56 %
Akte
Kelahiran
Indikator 31.55 % 88.43 %
KIA
Kesehatan - Edukasi - Teredukasi
Ibu Hamil Minim - Termonitor
- Belum dari  aplikasi
Termonitor dan manual
Terintegra Program Terintegrasi dan
-si masing- terarah
masing
Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari

Dukcapil Kelurahan Kali Anyar, 2020.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Menyimpulkan bahwa Inovasi Jak 5 Induksi
yang diterapkan di Satpel Dukcapil Kelurahan
Kali Anyar ditengah Pandemi memberikan
manfaat lebih kepada pengguna layanan,
walaupun budaya, kondisi lokal, dan tingkat
pendidikan masyarakat warga Kelurahan Kali
Anyar yang belum siap terhadap perubahan
teknologi. Oleh karena itu, dalam rangka
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mengoptimalkan ~ pemanfaatan = penerapan
Inovasi layanan online, Dukcapil Kelurahan Kali
Anyar perlu mengadakan sosialisasi Sistem
Pelayanan Online bagi pengguna layanan, yang
ditujukan untuk diskusi dan mendapatkan
feedback dari pengguna terkait sistem pelayanan
adminitrasi kependudukan, Aparat juga perlu
memberikan edukasi kepada warga kelurahan
Kali Anyar akan pentingnya teknologi informasi
sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai
dengan penggunaan teknologi informasi. Karena
penerapan inovasi hanya akan berhasil bila
warga memiliki kemampuan menjangkaunya,
dan tidak bermakna dan tidak membuat
perbedaan jika tidak dimanfaatkan oleh publik
secara luas.
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Perang Lawan Corona (Pelakor): Kegiatan Inovasi
Di Puskesmas Tapunggaya pada masa Pandemi COVID-19

Rosita?

aPuslitbang Sumber Daya Dan Pelayanan Kesehatan
e-mail: chiec78@gmail.com

Abstrak

Cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19.
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu menggerakkan masyarakat
untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui penerapan CTPS. Kajian dilakukan secara
deskriptif berdasarkan laporan yang disampaikan tim nusantara sehat Puskesmas Tapunggaya
dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap pelaksana kegiatan. Analisis data menggunakan
analisis konten yang menghasilkan gambaran tentang mekanisme, hambatan, dan dukungan
kegiatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa gerakan CTPS dikemas dalam suatu kegiatan inovatif
yang dinamai dengan “Pelakor” atau Perang Lawan Corona sebagai bagian dari pelayanan promosi
kesehatan di puskesmas. Pelakor dilakukan dengan penyuluhan dan demonstrasi CTPS, serta
menggerakkan masyarakat untuk penyediaan sarana CTPS. Untuk menghindarkan adanya
kerumunan di masa pandemi COVID-19, kegiatan dilakukan langsung ke setiap rumah penduduk.
Hambatan dalam kegiatan ini terutama dari masyarakat yaitu waktu pelaksanaan kegiatan yang
harus menyesuaikan dengan keberadaan masyarakat di rumahnya masing-masing, rendahnya
pengetahuan, dan kendala bahasa. Puskesmas sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini melalui
fasilitasi biaya transport dan sarana transportasi serta penyediaan alat pelindung diri bagi petugas.
Untuk menjaga kesinambungan kegiatan, diperlukan upaya yang melibatkan anggota rumah tangga
di masyarakat sehingga CTPS tidak hanya dilakukan pada masa pandemi COVID-19 tetapi bisa
menjadi budaya di masyarakat.

Kata Kunci: pelakor; inovasi; COVID-19

Pelakor: Innovation Activities At the Tapunggaya
Primary Health Center (Puskesmas) during the COVID-19 Pandemic

Abstract

Attitudes toward behavior handwashing (CTPS) is an effort to prevent the transmission of COVID-19.
Puskesmas as health service facility is expected to be able to move the community to always have a clean and
healthy lifestyle (PHBS) through the implementation of CTPS. The study was conducted descriptively based on
reports submitted by Puskesmas Tapunggaya team based of nusantara sehat and completed with in-depth
interviews with puskesmas officers. Data analysis uses content analysis which provides an overview of the
mechanisms, barriers and support activities. The results of the study show that the CIPS movement is packaged
in an innovative activity namely "Pelakor" or the fight against Corona virus as a part of health promotion
services at puskesmas. Pelakor is carried out by counseling and demonstration of CTPS, and mobilizing the
community to provide CIPS facilities. To avoid crowds during the COVID-19 pandemic, activities were carried
out directly to each resident's house. Obstacles in this activity are mainly from the community, that was timing
of the activities which must be adjusted to the existence of the community in their homes, low knowledge, and
language barriers. Puskesmas are very supportive of the implementation of this activity by facilitating transport
costs and provide vehicles for transportation as well as providing personal protective equipment for officers. To
maintain the continuity of activities, efforts are needed to involve household members in the community so that
CTPS is not only carried out during the COVID-19 pandemic but can become a culture in the community.
Keywords: pelakor; innovation; COVID-19
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A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 19 (COVID-19)
merupakan penyakit yang disebabkan oleh
Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau SARS-CoV-
2 yang merupakan virus jenis baru yang belum
pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara
lain gejala gangguan pernapasan akut seperti
demam, batuk dan sesak napas hingga pada
kasus yang berat menyebabkan pneumonia,
sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan
bahkan kematian. Manifestasi klinisnya muncul
dalam 2 hari hingga 14 hari setelah terjadi
pajanan. Transmisi penularan COVID-19 melalui
droplet dan kontak langsung, kecuali bila ada
tindakan medis yang memicu terjadinya aerosol
(misalnya resusitasi jantung paru, pemeriksaan
gigi seperti penggunaan scaler ultrasonik dan
high speed air driven, pemeriksaan hidung dan

tenggorokan, = pemakaian  nebulizer  dan
pengambilan swab) dimana dapat memicu
terjadinya resiko penularan melalui

airborne.(Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer,
2020) Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat
menular dari manusia ke manusia. Tingginya
mobilitas manusia menjadikan penyebaran
COVID-19 berlangsung sangat cepat dan kondisi
ini memicu terjadinya pandemi.

Pandemi  merupakan wabah penyakit
menular yang berjangkit serempak meliputi dan
melintasi batas wilayah geografis antar beberapa
negara dan banyak negara. (Menteri Pertahanan,
2014) Pandemi merupakan suatu istilah yang
digunakan ketika suatu wabah atau virus telah
menyebar secara global. Itu artinya tidak terbatas
pada satu negara saja tapi sudah mendunia.

Pandemi COVID-19 ditetapkan oleh World
Health Organization (WHO) pada tanggal 11
Maret 2020 (Cucinotta & Vanelli, 2020) Berbagai
upaya pencegahan dan penanganan COVID-19

dirumuskan dan dilakukan untuk
memperlambat  penularan COVID-19. Di
Indonesia, sejak ditetapkannya COVID-19

sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret
2020, fasilitas pelayanan kesehatan menjadi
garda terdepan dalam penanganan COVID-
19.(Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer,
2020) Sejak saat itu Indonesia mengalami
peningkatan kasus COVID-19.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan
kesehatan di Indonesia, semakin penting
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perannya untuk penanganan COVID-19. Sesuai
dengan fungsinya, puskesmas diharapkan
bergerak pada upaya promotif dan preventif
dalam pencegahan dan penanganan kasus
COVID-19. (Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia, 2019)

Pelayanan promosi kesehatan merupakan
salah satu upaya kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan puskesmas melalui pemberdayaan,
bina suasana, dan advokasi yang dijiwai

semangat kemitraan. Tujuan  operasional
promosi kesehatan di puskesmas adalah
meningkatnya kesadaran masyarakat

berperilaku hidup bersih dan sehat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
merupakan  sekumpulan  perilaku  yang
dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil
pembelajaran, yang menjadikan seseorang,
keluarga, kelompok atau masyarakat mampu
menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang
kesehatan dan berperan aktif dalam dalam
mewujudkan kesehatan masyarakat.
(Kementerian Kesehatan, 2011)

Dalam pelaksanaannya, telah disepakati lima
tatanan PHBS diantaranya adalah PHBS rumah
tangga yang terdiri dari 10 indikator untuk
menetapkan apakah rumah tangga telah
menerapkan PHBS. Salah satu indikator PHBS
rumah tangga yang erat kaitannya dengan
pencegahan COVID-19 adalah perilaku cuci
tangan pakai sabun (CTPS).

PHBS dengan CTPS merupakan upaya untuk
mencegah penularan COVID-19 saat ini.(Saida,
Esso, & Parawansah, 2020) WHO sebagai badan
kesehatan dunia pada tahun 2009 telah
menetapkan langkah-langkah CTPS yaitu
membasahi kedua tangan dengan air mengalir,
beri sabun secukupnya, menggosokan kedua
telapak tangan dan punggung tangan,
menggosok  sela-sela jari kedua tangan,
menggosok kedua telapak dengan jari-jari rapat,
jari-jari tangan dirapatkan sambil digosok ke
telapak tangan, tangan kiri ke kanan dan
sebaliknya, kemudian menggosok ibu jari secara
berputar dalam genggaman tangan kanan dan
sebaliknya, menggosokkan kuku jari kanan
memutar ke telapak tangan kiri dan sebaliknya,
lanjut dengan membasuh dengan air, dan
mengeringkan.(World  Health ~ Organisation
(WHO), 2009)

00
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Dalam surat edaran yang disampaikan
Kementerain Kesehatan Republik Indonesia,
WHO merekomendasikan selain penggunaan
masker, CTPS merupakan pertahanan terdepan
dalam pencegahan penularan COVID-19.(Dirjen
Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan

RI, nd.) Puskesmas sebagai penyelenggara
pelayanan promosi kesehatan diharapkan
mampu menjadi  penggerak  peningkatan

perilaku CTPS di masyarakat dan mendorong
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan
sarana CTPS, sehingga CTPS dapat menjadi
gerakan di masyarakat untuk mencegah
penularan COVID-19.

Puskesmas Tapunggaya di Kabupaten
Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
merupakan salah satu puskesmas yang
mendapatkan penempatan tim nusantara sehat
yang dituntut menjadi agent of change untuk
pelayanan kesehatan di puskesmas melalui
berbagai kegiatan inovatif. Salah satu kegiatan
yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19
adalah “Pelakor” sebagai singkatan dari perang
lawan corona. Kegiatan pelakor merupakan
pelaksanaan dari pelayanan promosi kesehatan
di puskesmas.

Kajian dilakukan secara deskriptif untuk
memperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan
inovasi “Pelakor” di masa pandemi COVID-19
yang dilakukan di Puskesmas Tapunggaya
Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi
Tenggara. Kajian dilakukan berdasarkan hasil
pelaporan yang disampaikan Tim Nusantara
Sehat Puskesmas Tapunggaya, dilengkapi
dengan wawancara mendalam sebagai triangulasi
terhadap petugas pelaksana kegiatan melalui
media daring. Data dianalisis dengan analisis
konten sehingga diperoleh informasi terkait
dengan mekanisme, hambatan, dan dukungan
kegiatan inovasi. Melalui kajian ini diharapkan
diperoleh informasi kegiatan inovasi yang
dilaksanakan puskesmas sebagai pelaksanaan
peran puskesmas dalam pencegahan dan
penanganan COVID-19.

B. PEMBAHASAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa pelakor

merupakan  salah  satu  kegiatan  yang
dilaksanakan  dalam  pelayanan  promosi
kesehatan (promosi kesehatan) di Puskesmas
Tapunggaya. Pelakor dilaksanakan dalam
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serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk

mencegah penularan COVID-19. Rangkaian

kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Sosalisasi COVID-19 pada keluarga;

2. Pelakor (Perang Lawan Korona) dengan
pendekatan PHBS rumah tangga;

3. Sosialisasi dan demonstrasi penyemprotan
desinfektan;

4. Sosialisasi mastobat (masyarakat sadar obat
tradisional) pada masa pandemi.

Pelaksana kegiatan ini adalah tenaga
kesehatan Puskesmas Tapunggaya dengan
koordinator penanggung jawab pelayanan
promosi kesehatan Puskesmas Tapunggaya.
Secara khusus kegiatan ini dimotori oleh tenaga
kesehatan tim nusantara sehat yang bertugas di
Puskesmas Tapunggaya sebagai salah satu
kegiatan inovasi.

Pelakor sendiri menjadi kegiatan sentral dari
rangkaian kegiatan yang dilakukan. Hal ini
karena PHBS identik dengan pelayanan promosi
kesehatan. Sasaran kegiatan ini adalah rumah
tangga atau keluarga, sehingga PHBS yang
dimaksud adalah PHBS tatanan rumah tangga
yang secara spesifik meliputi kegiatan Cuci
Tangan Pakai Sabun (CIPS) serta konsumsi
sayur dan buah. CTPS merupakan salah satu
fokus dalam penanganan pandemi COVID-19
melalui pemberdayaan masyarakat untuk
memutus mata rantai penularan COVID-19
disamping penggunaan masker dan menjaga
jarak dengan lebih banyak beraktivitas di
rumah.(Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer,
2020)

PHBS di rumah tangga merupakan upaya
untuk memberdayakan anggota rumah tangga
agar tahu, mau dan mampu melaksanakan
perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan
aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
Melalui PHBS rumah tangga diharapkan setiap
anggota keluarga menjadi sehat dan tidak
mudah sakit. CTPS serta konsumsi sayur dan
buah merupakan bagian dari PHBS di rumah
tangga. CTPS merupakan salah satu upaya untuk
mencegah  penularan = COVID-19.(Direktorat
Pelayanan Kesehatan Primer, 2020) Kemudian
dengan masyarakat mengkonsumsi sayur dan
buah diharapkan dapat menjaga imunitas tubuh
sehingga mengurangi peluang tertularnya
COVID-19.
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CTPS dan konsumsi sayur buah dilaksanakan
dengan penyuluhan. Khusus CTPS diikuti
dengan demonstrasi cara CTPS melalui 6 langkah
cuci tangan pakai sabun dengan benar di air
yang mengalir. Selain itu, dibangun gerakan di
masyarakat untuk menyediakan sarana CTPS
dengan media lokal, seperti menggunakan
ember, gentong, dan lain-lain.

Pada pelaksanaan kegiatan ini ditemukan
hambatan khususnya yang berasal dari
masyarakat. =~ Wilayah  kerja =~ Puskesmas
Tapunggaya merupakan pesisir dan daerah
tambang. Suhu cuaca di wilayah Puskesmas
Tapunggaya sangat panas dan berdebu.
Masyarakat Tapunggaya umumnya bermata
pencaharian sebagai nelayan, sehingga di pagi
hari lebih banyak dimanfaatkan untuk istirahat
pasca melakukan pekerjaaannya. Kaum ibu di
Tapunggaya pagi hari umumnya beraktivitas di
rumah termasuk mengolah hasil tangkap ikan.
Kondisi ini menjadikan kegiatan yang dilakukan
harus menyesuaikan dengan waktu keberadaan
masyarakat karena harus dilakukan door to door.
Tidak jarang kegiatan dilaksanakan di luar jam
kerja. Selain kendala waktu, rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat menjadikan petugas
membutuhkan upaya yang ekstra dalam
pelaksanaan kegiatannya.

Tingkat pengetahuan masyarakat berperan
dalam pelaksanaan promosi kesehatan PHBS.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Widodo dan Alexandra di tahun 2018 yang
menyebutkan bahwa terdapat hubungan tingkat
pengetahuan PHBS tatanan rumah tangga
dengan PHBS.(Widodo & Alexandra, 2018)
Secara spesifik terkait dengan CTPS, hasil
penelitian Gracia (2016) menyebutkan bahwa
pengetahuan bukan merupakan faktor penentu
masyarakat untuk berperilaku CTPS.(Risnawaty,
2017)  Selain  pengetahuan dan  sikap,
ketersediaan sarana CTPS menjadi faktor lain
yang memiliki hubungan dengan perilaku
CTPS. (I Gusti Made Geria Jelantik, 2015)

Hambatan lain yang berasal dari masyarakat
adalah faktor bahasa. Banyak masyarakat di
wilayah Tapunggaya yang tidak mengerti Bahasa
Indonesia. Diketahui setidaknya ada 3 suku
yang mendiami wilayah Tapunggaya, yaitu suku
Bajo, Tolago dan Bugis dimana mereka terbiasa
menggunakan bahasa daerah dalam
kesehariannya. Untuk mengatasi kendala ini,
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petugas kesehatan melibatkan kader setempat
sebagai penterjemah bagi masyarakat sehingga
kegiatan dapat berjalan.

Petugas sendiri merasakan adanya hambatan
terutama terkait dengan waktu pelaksanaan
yang seringkali dilakukan di luar jam kerja.
Petugas juga masih harus melakukan pelayanan
promosi kesehatan lainnya di dalam gedung
puskesmas. Selain waktu, kondisi cuaca yang
panas memerlukan upaya untuk memotivasi
setiap petugas agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik.

Pihak  puskesmas sangat mendukung
pelaksanaan kegiatan ini dengan memfasilitasi
transport dari dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK). Puskesmas juga memfasilitasi
petugas dengan menyediakan kendaraan
khususnya untuk wilayah yang jauh dari
puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan di semua
desa wilayah kerja Puskesmas Tapunggaya
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,
dimana dihindarkan adanya kerumunan
sehingga kegiatan dilakukan door to door.

Untuk menghindarkan penularan pada saat
berlangsungnya kegiatan, puskesmas
menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi
petugas pelaksana terutama masker. APD
disediakan puskesmas bekerja sama dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara
sehingga petugas kesehatan dapat melaksanakan
pelayanan  kesehatan lebih  optimal di
masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di triwulan 2 tahun
2020 bertepatan dengan awal masa pandemi
COVID-19 di Indonesia. Untuk menjaga
keberlangsungan kegiatan, petugas kesehatan
melibatkan bidan desa dan kader yang ada di
setiap desa. Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat
melalui perubahan yang terjadi di masyarakat
dengan tersedianya tempat cuci tangan yang
dilengkapi dengan sabun dan air mengalir di
beberapa rumah. Masyarakat juga sudah
menerapkan CTPS dengan 6 langkah dan mulai
memanfaatkan obat tradisional yaitu jahe, kunyit
dan temulawak untuk meningkatkan sistem
imun tubuh.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kegiatan pelakor merupakan salah satu
bentuk  pelaksanaan  pelayanan  promosi
kesehatan di Puskesmas Tapunggaya dengan
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pendekatan PHBS rumah tangga. Secara spesifik
kegiatan pelakor berisi CIPS sebagai upaya
pencegahan penularan COVID-19. Perubahan
perilaku  hendaknya  ditunjang  dengan
ketersediaan  sarana. Untuk itu  perlu
penggerakkan di masyarakat agar sarana CIPS
tersedia di setiap rumah tangga. Untuk menjaga
kesinambungan kegiatan, diperlukan upaya
yang melibatkan anggota rumah tangga di
masyarakat sehingga CTPS bisa menjadi budaya
di masyarakat.
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Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Melalui Smart City
Menuju Revolusi Industri 4.0

Harditya Bayu Kusuma 2

a Lembaga Administrasi Negara
e-mail : braw_84@yahoo.co.id

Abstrak

Ketika revolusi industri 4.0 sudah berada di depan mata, Bangsa Indonesia harus siap dengan
penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor, tanpa kecuali sektor pemerintah.
Salah satu inovasi pelayanan publik yang dapat dikembangkan adalah smart city, yaitu pengembangan
kota hijau berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui smart city maka pelayanan publik juga
dapat dilakukan secara optimal sehingga lebih transparan dan responsif. Tujuan dari tulisan ini adalah
mengidentifikasi berbagai prasyarat pengembangan smart city di Indonesia menuju revolusi industri
4.0 dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan smart city di Indonesia.
Berbagai Kabupaten/Kota telah menerapkan smart city, tetapi daerah tersebut menghadapi berbagai
kendala dan hambatan karena kurang mempersiapkan diri dalam mewujudkan smart city. Berbagai
prasyarat yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan smart city di Indonesia menuju revolusi
industri 4.0 antara lain : penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan,
pengembangan kompetensi teknologi bagi ASN dan masyarakat, integrasi sistem transportasi dan
manajemen lingkungan dan kolaborasi stakeholder. Sedangkan berbagai tantangan yang dihadapi
dalam penerapan smart city di Indonesia antara lain : kebutuhan data dan informasi, infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi dan kesiapan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Smart City, Revolusi Industri 4.0

Development of Public Service Innovation Through Smart City
Towards Industrial Revoluion 4.0

Abstract

When the industrial revolution 4.0 is in sight, Indonesia must be ready with the mastery of information and
communication technology in various sectors, without exception the government sector. One of the public service
innovations that can be developed is a smart city, which is the development of a green city based on information
and communication technology. Through a smart city, public services can also be carried out optimally so that it
is more transparent and responsive. The purpose of this paper is to identify various prerequisites for smart city
development in Indonesia towards the 4.0 industrial revolution and identify the challenges faced in the
development of smart cities in Indonesia. Various Regencies / Cities have implemented smart city, but these areas
face various obstacles and obstacles because they are not prepared to realize a smart city. Various prerequisites
that need to be prepared in the development of a smart city in Indonesia towards the 4.0 industrial revolution
include: the use of information and communication technology in the government system, the development of
technological competences for the State Civil Apparatus and the community, integration of transportation systems
and environmental management and collaboration of stakeholders. Meanwhile, various challenges faced in
implementing smart cities in Indonesia include: the need for data and information, information and
communication technology infrastructure and the readiness of human resources.

Keywords: Public Service Innovation, Smart City, Industrial Revolution 4.0
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A. PENDAHULUAN

Berbagai negara di belahan dunia saat ini
sedang berbenah karena mengalami perubahan
terutama akibat adanya era revolusi industri 4.0.
Era tersebut membuat komputerisasi dan
robotika menjadi lebih dominan di berbagai aspek
kehidupan, tidak hanya di bidang teknologi saja,
tetapi juga membawa perubahan dalam bidang
ekonomi, sosial dan politik. Revolusi industri ini
akan menciptakan sistem otomatisasi di segala
bidang yang dapat menghubungkan berbagai
kegiatan dalam satu waktu dan saat yang
bersamaan. Bangsa Indonesia harus siap
menghadapi perubahan tersebut, segala aspek
harus dipersiapkan secara dini menuju era
revolusi industri 4.0. Merebaknya sistem
transportasi baru dan belanja online saat ini
merupakan salah satu indikasi otomatisasi yang
akan terus berkembang. Inovasi bidang teknologi
informasi dan komunikasi akan terus muncul
sebagai akibat dari revolusi industri 4.0.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah juga
perlu meningkatkan penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai salah satu
upaya persiapan menuju revolusi industri 4.0.
Pemerintah yang mempunyai tugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan
adaptasi teknologi untuk mengembangkan
inovasi pelayanan publik. Saat ini, inovasi bukan
hal yang baru bagi pemerintah baik di pusat
maupun daerah, meskipun inovasi yang
dikembangkan bukan hanya terkait teknologi
informasi dan komunikasi. Munculnya Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah menguatkan pentingnya peran inovasi
dalam  memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat. Dalam PP tersebut dinyatakan
bahwa inovasi daerah dilakukan untuk
mendukung peningkatan kinerja pemerintah
sehingga pelayanan publik dapat dilakukan
secara optimal dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PAN dan RB mempunyai
kebijakan One Agency One Innovation yaitu setiap
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
diwajibkan menciptakan minimal 1 (satu) inovasi
pelayanan publik setiap tahun. Selain itu,
Kementerian PAN dan RB setiap tahun
melakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
sebagai ajang kompetensi dalam
mengembangkan inovasi untuk K/L/D dan
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BUMN/D. Kementerian Dalam Negeri juga
memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah
yang telah berinovasi melalui Innovative
Government Award (IGA). Lembaga Administrasi
Negara juga memberikan penghargaan melalui
Inagara Award bagi pemerintah daerah yang
mempunyai komitmen untuk berinovasi melalui
Laboratorium Inovasi. Berbagai hal tersebut
menunjukkan bahwa inovasi bukan hal baru bagi
pemerintah di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan inovasi
pelayanan publik dan kebutuhan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah
melihat ada harapan untuk mengoptimalkan
pelayanan di birokrasi. Hal ini dikarenakan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam akselerasi pelayanan birokrasi merupakan
suatu bentuk inovasi. Hal tersebut akhirnya
menginisiasi suatu ide penciptaan tata kelola
pelayanan masyarakat di perkotaan yang
didukung dengan teknologi informasi dan
komunikasi yang hadir dengan istilah smart city.
Berbagai kota besar di Indonesia sudah mulai
menerapkannya dengan berbagai kelebihan dan
kekurangan yang dihadapi. Melihat kondisi
menjelang  revolusi  industri 4.0, serta
pengembangan inovasi pelayanan publik di
Indonesia maka smart city merupakan salah satu
inovasi yang perlu dikembangkan.

Beberapa tahun belakangan ini, berbagai
penghargaan telah diberikan kepada
Kabupaten/Kota yang telah berhasil menerapkan
smart city. Tahun 2020 ini, Citiasia Center for Smart
Nation (CCSN) mengadakan Indonesia Smart City
Investmen Forum (ISCIF) Talkshow yang juga
memberikan Penganugerahan Daerah-Daerah
Pemenang 4th Indonesia Smart Nation Award
(ISNA) yang diselenggarakan secara virtual pada
tanggal 5 Oktober 2020, dengan mengusung tema
Smart City 2020:Driving Innovation and Productivity
during The Global Pandemic. Berbagai kategori
penghargaan diberikan seperti: smart governance,
smart branding, smart economy smart living, smart
society, smart environment dan special mention.

Di balik Dberbagai penghargaan yang
diberikan, masih banyak terdapat kendala dan
hambatan  bagi  Kabupaten/Kota  dalam
menerapkan smart city. Selama ini Pemerintah
Kabupaten/Kota hanya melihat persiapan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
dalam menerapkan smart city, padahal jika lebih
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jauh dilihat bahwa smart city bukan hanya terkait
dengan teknologi. Perlu banyak persiapan lainnya
yang dibutuhkan, contoh lainnya adalah terkait
kolaborasi, smart city identik dengan hubungan
tata kelola lingkungan dan masyarakat, tetapi saat
ini banyak Kabupaten/Kota yang mempunyai
teknologi yang bagus tetapi tidak bermanfaat bagi
lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu
ketika Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan
smart city perlu disiapkan terlebih dahulu
persyaratan yang memadai agar siap untuk
menghadapi tantangan dalam pengelolaan smart
city ke depan, terutama menuju Revolusi Industri
4.0.

Penelitian yang dilakukan oleh Insani (2017)
tentang Mewujudkan Kota Responsif melalui
Smart City telah menyimpulkan bahwa smart city
harus dapat membuat masyarakat aktif
beraktivitas, melakukan dengan tenang, aman,
nyaman, senang dan bahagia tinggal di dalam
kota tersebut. Selain itu, smart city harus
memanfaatkan  teknologi  informasi yang
digunakan secara maksimal, tepat dan cepat.
Sedangkan dalam tulisan ini akan lebih
membahas persyaratan pengembangan smart city
di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya
menuju revolusi industri 4.0.

Konsep smart city sebenarnya bukan hanya
terkait dengan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi, melainkan mempunyai sasaran
utama dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Tetapi permasalahannya adalah
menjelang revolusi industri 4.0 ini, konsep smart
city yang diperuntukkan bagi kesejahteraan
masyarakat belum dapat dijalankan oleh daerah.
Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah
mengidentifikasi berbagai prasyarat
pengembangan smart city di Indonesia menuju
revolusi industri 4.0 dan mengidentifikasi
tantangan yang dihadapi dalam pengembangan
smart city di Indonesia.

B. PEMBAHASAN
Prasyarat Pengembangan Smart City di
Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0

Konsep smart city menurut Cohen (2010)
menjelaskan bahwa kota cerdas diidentifikasikan
pada 6 (enam) dimensi utama vyaitu smart
government (pemerintahan cerdas), smart economy
(ekonomi cerdas), smart society (kehidupan sosial
cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas), smart
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environment (lingkungan cerdas), dan quality of live
(hidup berkualitas). Dari enam (6) dimensi, dalam
penerapannya setiap kota dapat memfokuskan
diri pada salah satu dimensi tergantung dari
karakteristik dan urgensi permasalahan kota.
Sedangkan Supangkat & dkk (2015) menjelaskan
bahwa Smart City merupakan pengembangan dan
pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk mengetahui,
memahami dan mengendalikan berbagai sumber
daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien
untuk memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat serta mendukung pembangunan
yang berkelanjutan.

Konsep di atas menjelaskan bahwa smart city
merupakan suatu bentuk penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dalam
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga dapat diartikan juga bahwa smart city
merupakan salah satu pelaksanaan inovasi
pelayanan publik di bidang teknologi, dimana di
dalamnya terdapat pengembangan e-government
dengan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi dalam manajemen tata pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait
revolusi industri 4.0 yang juga mengutamakan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, maka
terdapat suatu relevansi pengembangan inovasi
pelayanan publik melalui smart city menuju
revolusi industri 4.0. Melihat semakin kompleks
kebutuhan menuju revolusi industri 4.0, maka
dibutuhkan berbagai prasyarat pengembangan
smart city di Indonesia, antara lain:

1. Penggunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Sistem Pemerintahan
Teknologi  informasi dan  komunikasi

memegang peran penting dalam implementasi

smart city, oleh karena segala bentuk komoditas
terkait hal itu perlu dipersiapkan oleh
pemerintah. Sistem pemerintahan yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi merupakan
modal utama ketika sebuah Kabupaten/Kota
mencanangkan diri sebagai smart city. Oleh
karena itu, segala urusan dalam bidang
pemerintahan  seyogyanya sudah berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi
perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja,
kepegawaian ataupun pelayanan kepada
masyarakat. Tanpa dukungan teknologi informasi
dan komunikasi dalam sistem pemerintahan
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maka dapat membawa kendala dan hambatan
dalam penerapan smart city. Kota-kota besar
seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan
Surabaya mempersiapkan teknologi informasi
dan komunikasi yang dimiliki dengan modern
dan canggih sehingga dapat menerapkan smart
city. Teknologi informasi dan komunikasi ini
dipersiapkan agar pemerintah menjadi lebih
efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan
sekaligus menjadi lebih transparan, akuntabel
dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.

2. Pengembangan Kompetensi Teknologi bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat
ASN dan masyarakat sebagai pelaku utama

penggunaan smart city perlu dibekali kemampuan

yang memadai terhadap teknologi agar mereka
tidak gagap dan meminimalisir kesalahan yang
terjadi. Saat ini diakui, tidak semua ASN melek
akan teknologi informasi dan komunikasi, masih
banyak ditemui ASN yang masih serba manual

dalam melaksanakan pekerjaannya. Padahal di

era serba otomatis saat ini seharusnya ASN harus

lebih siap untuk meningkatkan kompetensi di

bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Sejalan dengan itu juga, tidak semua lapisan

masyarakat juga mempunyai kemampuan dalam

bidang teknologi, sebagian besar hanya kaum
milenial yang lebih siap terhadap penggunaan
teknologi informasi dan teknologi. Menghadapi
situasi  seperti  itu, maka  diperlukan
pengembangan kompetensi kepada ASN dan
masyarakat agar lebih siap menggunakan
teknologi dalam pengembangan smart city
menyongsong revolusi industri 4.0. Perbanyak
pelatihan, kursus dan bimtek bagi mereka agar
lebih siap menghadapi perubahan dengan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Semakin ASN dan masyarakat siap, maka

penerapan smart city akan lebih optimal dan

bermanfaat.

3. Integrasi Sistem  Transportasi dan
Manajemen Lingkungan
Selama ini penerapan smart city yang telah

dilakukan oleh berbagai Kabupaten/Kota di

Indonesia  lebih ~ menitikberatkan  pada

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Padahal konsep penting smart city adalah

integrasi berbagai aspek yang ada di masyarakat.

Salah satu aspek yang penting adalah integrasi

sistem transportasi dan manajemen lingkungan.

Kedua hal tersebut merupakan bidang kehidupan
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dalam masyarakat yang berkaitan tapi sering
dilupakan. Oleh karena itu, perlu diciptakan
suatu sistem yang dapat mengintegrasikan sistem
transportasi dan manajemen lingkungan yang
dapat mendukung pelaksanaan smart city. Bidang
transportasi yang mengakomodir mobilitas
masyarakat perlu mendukung tata kelola
manajemen lingkungan agar saling mendukung
satu sama lain.
4. Kolaborasi Stakeholder

Penerapan smart city perlu adanya kerja sama
dan kolaborasi antar pihak. Smart city tidak dapat
berjalan optimal jika hanya mengandalkan
pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak.

Smart city perlu mengedepankan konsep
pentahelix dimana unsur  pemerintah,
masyarakat,  akademisi, = pengusaha dan
masyarakat  bersatu  untuk  berkolaborasi

mengembangkan smart city. Unsur pemerintah
mempunyai tugas sebagai perumus kebijakan
yang berfungsi sebagai political power. Unsur
masyarakat mempunyai peran untuk selalu
berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan
penuh. Unsur akademis dengan kekuatan ilmu
pengetahuan memberikan masukan teknis yang
bermanfaat. Unsur pengusaha diharapkan
berperan lebih dalam mendukung modal dengan
kekuatan finansial yang dimiliki. Dan unsur
media yang selalu mempublikasi dan
mempromosikan pengembangan smart city. Jika
seluruh stakeholder tersebut bersatu maka
penerapan smart city akan berjalan optimal.

Tantangan Pengembangan Smart City di
Indonesia

Konsep smart city di Indonesia sudah dibahas
oleh  Bappenas  (2015) dalam  rangka
pengembangan Kota Cerdas di Indonesia. Konsep
Kota Cerdas harus dapat memberikan dukungan
pelayanan dasar bagi masyarakat. Visi
pembangunan Kota Cerdas adalah menghasilkan
lingkungan perkotaan hijau yang memiliki
ketahanan lingkungan dan mampu menghadapi
bencana. Selain itu, adanya penguatan standar
pelayanan kota dapat mendukung kehidupan
penduduknya. Pada tahap akhir menjadi
kesatuan kota hijau yang berdaya saing dan
berbasis teknologi. Tetapi pada pelaksanaannya,
untuk mewujudkan suatu kesatuan kota hijau
banyak ditemui berbagai tantangan antara lain :
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1. Kebutuhan Data Dan Informasi
Salah satu modal pengembangan smart city

adalah data dan informasi, tanpa hal itu maka
smart city akan sulit untuk dijalankan secara
optimal. Berbasis teknologi informasi dan
komunikasi dalam penerapan smart city maka
data dan informasi perlu dipersiapkan secara
akurat dan terpadu. Data dan informasi yang
disediakan juga harus aktual dan sesuai dengan
kondisi terkini. Oleh karena itu ketersedian data
dan informasi yang handal menjadi sangat
penting ketika suatu Kabupaten/Kota akan
mengembangkan smart city. Sudah menjadi
rahasia umum bahwa database di Indonesia
merupakan suatu masalah yang tidak selesai dari
waktu ke waktu. Setiap instansi pemerintah
mempunyai data yang berbeda-beda, padahal
seharusnya data itu satu dan untuk semua
instansi baik pusat maupun daerah. Saat ini
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai salah
satu solusi terkait permasalahan data dan
informasi di Indonesia. Satu Data Indonesia
adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah
untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,
serta mudah diakses.

2. Infrastruktur Teknologi
Komunikasi
Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi merupakan permasalahan serius
ketika menerapkan smart city. Infrastruktur
memegang peranan penting dalam keberlanjutan
penerapan smart city, sebagai instrumen utama
maka hal ini perlu dipersiapkan dengan optimal.
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
juga harus yang modern dan canggih sehingga
dapat mendukung pelaksanaan smart city. Oleh
karena itu, sebagai langkah awal penerapan smart
city maka teknologi informasi dan komunikasi
perlu dipersiapkan sehingga tidak menjadi
kendala.  Permasalahan infrastruktur  ini
merupakan hal yang seringkali dijumpai oleh
daerah, anggaran  seringkali dijadikan
argumentasi penyediaan teknologi informasi dan
komunikasi yang handal dan berkualitas. Oleh
karena itu, ketika menerapkan smart city maka
anggaran penyediaan teknologi informasi dan
komunikasi perlu dijadikan prioritas.

Informasi dan
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3. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga memegang peran
penting dalam penerapan smart city, meskipun
sebagian besar akan terotomatisasi melalui sistem
teknologi tetapi sumber daya manusia tetap
memegang peranan. Secara umum, kemampuan
sumber daya manusia di Indonesia terkait
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
sudah baik tetapi di satu sisi belum merata antar
daerah. Masih banyak sumber daya manusia yang
masih tertinggal terkait pengetahuan dan
keterampilan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi. Oleh karena itu, kapasitas
sumber daya manusia bisa menjadi tantangan
ketika menerapkan smart city. Dengan kapasitas
yang belum merata tersebut akan menjadi
tantangan tersendiri. Dengan kondisi semacam
itu, sumber daya manusia perlu dipersiapkan
lebih dini ketika smart city akan dijalankan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Smart city merupakan pengembangan dan
pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk menghasilkan
lingkungan perkotaan hijau yang memiliki
ketahanan lingkungan, mampu menghadapi
bencana dan memberikan pelayanan yang
optimal bagi masyarakat. Menghadapi revolusi
industri 4.0, perlu dikembangkan inovasi
pelayanan publik melalui smart city dengan
prasyarat sebagai berikut : penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dalam sistem
pemerintahan,  pengembangan  kompetensi
teknologi bagi ASN dan masyarakat, integrasi
sistem transportasi dan manajemen lingkungan
dan kolaborasi stakeholder. Sedangkan berbagai
tantangan yang dihadapi dalam penerapan smart
city di Indonesia antara lain : kebutuhan data dan
informasi, infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi dan kesiapan sumber daya manusia.
Selain itu juga perlu disusun suatu panduan yang
jelas dan kongkret bagi Kabupaten/Kota yang
ingin melakukan replikasi smart city. Hal ini agar
smart city seluruh daerah di Indonesia dapat
seragam dan nantinya dapat diintegrasikan untuk
mewujudkan pembangunan nasional bagi Bangsa
Indonesia

00

Prosiding Konferensi Nasional [lmu Administrasi 4.0 94

J9qUIAON 92




KN 4.0

L\

REFERENSI

Cohen, Daniel A. dan Paul Zarowin. 2010. Accrual-
Based And Real Earnings Management Activities
Around Seasoned Equity Offerings. Journal of
Accounting & Economics Vol. 50 No. 1:2-19.

Insani, Priskadini April. 2017. Mewujudkan Kota
Responsif Melalui Smart City. PUBLISIA
(Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Volume 2,
Nomor 1, April 2017, p 25-31.

Supangkat, S.H., & dkk. 2015. Pengenalan dan
Pengembangan  Smart City. Bandung: E-
Indonesia Initiative Dan Institut Teknologi
Bandung.

WEBINAR

Konferensi Nasional
limu Administrasi

“Rekonstruksi Nilal serta Modal Manusia dalam Era New Normal untuk
Membangun Kemball Daya Saing serta Keberlanjutan bagl Organisasi”

https:/ /www .bappenas.go.id/id/ berita-dan-
siaran-pers/konsep-pengembangan-kota-
cerdas-yang-berdaya-saing/

https:/ /www.apeksi.id/index.php/261-
berita/smart-city /1558-indonesia-smart-

nation-award-isna-2020

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Prosiding Konferensi Nasional [lmu Administrasi 4.0 95

19QWIAON 9



https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/konsep-pengembangan-kota-cerdas-yang-berdaya-saing/
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/konsep-pengembangan-kota-cerdas-yang-berdaya-saing/
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/konsep-pengembangan-kota-cerdas-yang-berdaya-saing/
https://www.apeksi.id/index.php/261-berita/smart-city/1558-indonesia-smart-nation-award-isna-2020
https://www.apeksi.id/index.php/261-berita/smart-city/1558-indonesia-smart-nation-award-isna-2020
https://www.apeksi.id/index.php/261-berita/smart-city/1558-indonesia-smart-nation-award-isna-2020

® 4.0 WEBINAR
KN

Konferensi Nasional @&

J9qUIBAON 92

“Rekonstruksi Nilal serta Modal Manusia dalam Era New Normal untuk
Membangun Kemball Daya Saing serta Keberlanjutan bagl Organisasi”

= limu Administrasi
< /\

Pengujian Penerapan Prototype Rumah Cerdas Widyaiswara sebagai
Jejaring Karya Widyaiswara
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Abstrak

Widyaiswara memiliki peranan dalam proses rancang bangun pelatihan, pemilihan model
pembelajaran, dan peranan lainnya. Selain mengembangkan kompetensi ASN, widyaiswara berhak
mendapatkan pengembagan kompetensi dan belajar bersama komunitasnya. LAN sebagai pembina
widyaiswara mengambangkan prototype Rumah Cerdas Widyaiswara yang membantu proses
tersebut. Sistem ini menjadi metode baru LAN yang inovatif untuk mengembangkan kompetensi
jabatan yang dibinanya. Pengujian prototype RCWI dibutuhkan untuk mengetahui tanggapan
widyaiswara dan pengembangan sistem lebih lanjut. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana
tanggapan dari pelaksanaan pengujian penerapan dan prototype Rumah Cerdas Widyaiswara serta
masukan penyempurnaannya. Dan Tujuan penulisan artikel untuk mengetahui respon widyaiswara
dan mendapatkan masukkan penyempurnaan. Penulisan dilakukan menggunakan metode kualitatif
dengan memperoleh masukan langsung dari pengguna setelah mengujicobakan aplikasi. Pelaksanaan
pengujian dan penerapan protoype ini membawakan hasil yang sangat memuaskan Fitur fitur yang
dikembangkan juga sangat diperlukan. Namun masih perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh agar
kemanfaatan dirasakan dengan melibatkan APWI sebagai komunitas widyaiswara, perbaikan
disfungsional aplikasi selama uji terap, integrasi aplikasijuga perlu dilakukan, pengembangan berbasis
smartphone dan media influencer sehingga widyaiswara lain akan termotivasi.

Kata Kunci: widyaiswara, Prototype, RCWI, Pengujian, Penerapan, inovasi, komunitas widyaiswara,
LAN

Applied Test Of The Widyaiswara Smart House Prototype As The
Widyaiswara Work Network

Abstract

Widyaiswara has a role in the training design process, the selection of learning models, and other roles. In addition
to developing ASN competencies, widyaiswara has the right to develop competencies and learn with the
community. LAN as the widyaiswara supervisor developed a prototype of the Widyaiswara Smart House which
helped the process. This system becomes a new, innovative LAN method for developing the competency of the
position he manages. Testing the RCWI prototype is needed to find out the widyaiswara's response and further
system development. The formulation of the problem is how the response from the implementation testing and
prototype of the Widyaiswara Smart House and the input for its improvement. And the purpose of writing the
article is to find out Widyaiswara's response and get input for improvement. The writing is done using a
qualitative method by obtaining direct input from the user after trying out the application. The implementation of
testing and application of this prototype brought very satisfying results. The features developed are also very
necessary. However, comprehensive socialization still needs to be carried out so that benefits are felt by involving
APWI as a widyaiswara community, improving application dysfunction during applied tests, application
integration also needs to be done, smartphone-based development and media influencers so that other widyaiswara
will be motivated.

Keywords: widyaiswara, Prototype, RCWI, Testing, Application, innovation, widyaiswara community, LAN
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A. PENDAHULUAN

Saat ini, setiap ASN harus memiliki jabatan
fungsional untuk menjalankan aktivitasnya di
pemerintahan. Salah satunya adalah jabatan
fungsional widyaiswara. Widyaiswara
memiliki peranan dalam proses rancang
bangun  pelatihan,  pemilihan = model
pembelajaran, pengembangan materi
pembelajaran dan skenario implementasinya
serta media pembelajaran yang sesuai,
pengelolaan kelas klasikal, hingga bagaimana
berkomunikasi dengan peserta pasca pelatihan.
Selain itu ada tuntutan bagi mereka untuk
mendapatkan  pengembangan kompetensi
untuk menunjang profesinya.

Pengembangan kompetensi pegawai dalam
hal ini pejabat fungsional widyaiswara
(widyaiswara)  sangat terkait dengan
manajemen sumberdaya manusia (SDM).
Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan
sebuah ilmu mengelola sumberdaya manusia
secara hubungan dan peranannya, yang
dilakukan melalui proses memperoleh,
melatih, menilai, dan memberikan kompensasi
kepada karyawan (Dessler, 2017:39), serta
menemukan, menggunakan, memelihara, dan
mengembangkan manusia (Dubois dan
Rothwell, 2004: 33) melalui sebuah sistem yang
memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja
karyawan (Noe dan Hollenbeck, 2016: 3)).

Pemangku jabatan widyaiswara tersebar di
berbagai instansi pemerintah. Widyaiswara
memiliki komunitas profesi yang dikenal
dengan  Asosiasi  Profesi =~ Widyaiswara
Indonesia (APWI). Komunitas widyaiswara ini
merupakan modal sosial yang di mana di
dalamnya terjadi proses saling mendukung dan
pertukaran berbagai informasi yang berguna
untuk membangun kompetensi diri dan profesi
kewidyaiswaraan. Kolektivitas widyaiswara
juga merupakan modal pengetahuan yang jika
disinergikan akan sangat bermanfaat dalam
memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN.
Perlu metode dan inovasi untuk memberikan
pengembangan kompetensi bagi seluruh
pemangku jabatan tersebut.

Pengembangan kompetensi melalui jejaring
karya dimana para widyaiswara saling berbagi
dan bertukar pikiran dirasa belum terlihat
dikarenakan menggunakan media sosial saja.

Akibatnya aktivitas mereka tidak dapat didata
menjadi sebuah pengembangan kompetensi.
Tentu ini membatasi penyebaran pengetahuan
dan pengembangan kompetensi menjadi
kurang maksimal. Apalagi menghadapi situasi
saat ini yang menuntut pemanfaatan teknologi
dalam beraktivitas.

Dalam mengelola SDM dilingkungannya
seorang  manajer  harus  memberikan
kesempatan yang sama dan memberi tugas
yang jelas (Dessler,2017:39) selain itu dapat
mempengaruhi perilaku orang lain baik
perorangan maupun kelompok (Thoha , 1983:
262) sehingga dapat mencapai tujuan yang
diinginkan. Pengembangan kompetensi ASN
juga telah diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi
Jabatan Aparatur Sipil Negara. Terdapat tiga
kompetensi yang tertulis pada pasal 4 ayat 2
yaitu ~ kompetensi  teknis, = kompetensi
manajerial dan kompetensi sosial kultural.
Tentu saja widyaiswara membutuhkan
kompetensi tersebut bukan hanya untuk
pribadi saja tapi juga dibagikan kepada ASN
lain.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)
sebagai instansi pembina tentu sangat
bertanggungjawab  terkait pengembangan
kompetensi para widyaiswara. Bukan hanya
dari sisi kebijakan pengembangan kompetensi
dan pengembangan profesi saja, tetapi juga
membuka akses sosial dan akses informasi dari
sumber-sumber pembelajaran baik untuk
pengembangan diri dan profesinya maupun
utuk mendukung peran mereka dalam
mengembangkan kompetensi ASN pada
umumnya. Oleh karena itu, dikembangkanlah
sistem informasi Rumah Cerdas Widyaiswara
dan Community of Practice (COP).

Rumah Cerdas Widyaiswara ini merupakan
sebuah perangkat lunak yang membantu
mengembangan kompetensi = widyaiswara.
Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian.
Pengujian pada perangkat lunak Proses
menjalankan  program dengan maksud
menemukan kesalahan (myers,1979 dalam
Afrianti, 2016) dengan membandingkan
tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang
diharapkan sehinga bisa menghasilkan produk
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yang berkualitas (Afrianti, 2016).
Membandingkan disini adalah menemukan
bentuk penyimpangan-penyimpangan (jika
ada) saat perangka lunak dijalankan.

LAN sebelumnya memiliki sistem informasi
Rumah Cerdas Widyaiswara (mulyani, 2019)
dan Community of Practice (COP) (Winarty,
2019) yang merupakan hasil dari laporan
proyek  perubahan. Keberadaan sistem
informasi Rumah Cerdas Widyaiswara dan
Community of Practice (COP) belum saling
terintegrasi yang mengakibatkan masih
kurangnya  minat widyaiswara  untuk
memanfaatkannya. Dimana Rumah Cerdas
Widyaiswara merupakan sistem informasi
untuk sharing KTl dan media Community of
Practices Widyaiswara dan Community of
Practice (COP) merupakan upaya menciptakan
Co Working Learning Widyaiswara yang akan
menjadi interaksi belajar dan bekerjasama
melalui sebuah sistem informasi.

Atas landasan permasalahan tersebut LAN
mengembangkan Rumah Cerdas untuk
Community of Practice (COP) Widyaiswara
yang diberi nama Rumah Cerdas Widyaiswara
(RCWI). Sistem ini mengandung kedua unsur

sistem informasi sebelumnya serta
menambahkan fitur sesuai dengan peraturan
kebijakan. Sisi kebaruannya adalah

penggabungan dua metode kerja sistem
kedalam satu sistem yang didesain ulang degan
beberapa peningkatan kemampuan sesuai
kebijakan yang diatur instansi pembina.
Prototype RCWI ini menjadi inovasi LAN
dalam  mencari metode baru untuk
pengembangan jabatan fungsional yang dibina
yakni widyaiswara. (RCWI) menjadi platform
berbasis crowdsourcing untuk mendukung
widyaiswara dalam mengembangkan
kompetensi secara mandiri melalui berbagai
aktivitas profesi kewidyaiswaraan.
Permasalahan penelitian yang diungkapkan
adalah bagaimana tanggapan dari pelaksanaan
pengujian penerapan dan prototype Rumah
Cerdas Widyaiswara sebagai jejaring karya
bagi widyaiswara serta masukan
penyempurnaannya.

Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia
(RCWI) menjadi platform berbasis
crowdsourcing untuk mendukung widyaiswara
dalam mengembangkan kompetensi secara

mandiri melalui berbagai aktivitas profesi
kewidyaiswaraan. Tentu saja sisi keamanan
sistem dan server menjadi pertimbangan dalam
pengembangan sistem ini.

RCWI diharapkan menjadi sistem interaksi
sosial bagi komunitas atau disebutjuga media
sosial. Media sosial harus memperhatikan
kemudahan konektivitas, kemampuan untuk
menyesuaikan profil individu secara luas,
kemampuan untuk memperluas kepengikutan
pengguna, memilih platform yang tepat,
integrasi mudah dengan platform media sosial
lainnya, privasi dan keamanan, Pemberitahuan
(Notification) dan Umpan Berita (News Feed)
(Oza, 2017).

Penulisan hasil penelitian menggunakan
metodelogi pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam
Moleong, 2011:4). Jenis Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian studi kasus. Studi
Kasus (Case Study) merupakan metode yang
dilakukan dengan cara hendak mendalami
suatu kasus tertentu secara lebih mendalam
dengan melibatkan pengumpulan beraneka
sumber informasi (Creswell (1996) dalam Raco,
2010: 49).

Sebagai studi kasus, Pengujian penerapan
RCWI dilakukan dibeberapa instansi untuk
mengetahui kebermanfaatan tiap fitur, dan
masukan perbaikan. Oleh karena itu
ditunjuklah perwakilan LAN di Makasar dan
Aceh, Widyaiswara di provinsi Yogyakarta dan
Instansi lain seperti Pusdiklat Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,
Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Kemendagri,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pengguna
diminta mengisi kuesioner yang kemudian
diolah  sebagai data  primer dalam
mendapatkan perbaikan prototype RCWI.

Metodenya adalah melalui pengujian
perangkat lunak yakni melakukan uji
penerapan prototype RCWI dengan langsung
mencoba fitur fitur yang ada didalam sistem
dan membandingkan tingkah laku sistem yang
sesungguhnya dengan yang diharapkan.

Tujuan penulisan paper untuk mengetahui
respon  widyaiswara dan mendapatkan
masukkan penyempurnaan.
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B. PEMBAHASAN

Proses membangunan sistem RCWI tentu
saja mempertimbangkan kebijakan pendukung,
infrastruktur dan sebagainya. Pengembangan

Rumah Cerdas Widyaiswara memikirkan sisi

lain selain pemrograman dari sistem yaitu

motivasi dan paksaan untuk menggunakan.

Oleh karena itu, Pusat Pembina Jabatan

Fungsional Pengembangan Kompetensi ASN-

LAN (LAN) merancang kebijakan pemanfaatan

RCW/COP sekaligus menekankan kewajiban

untuk  menggunakannya.  Kebijikan  ini

merupakan langkah untuk merangsang
motivasi dan memaksa widyaiswara untuk
menggunakan sistem RCWL

Sistem RCWI yang saat ini masih berbentuk
prototype memiliki beberapa fitur yang dapat
menunjang widyaiswara membangun jejaring
karya dan saling memampukan anggota
komunitasnya.  Fitur tersebut diantaranya

SUAR (Broadcast info pembinaan, pengetahuan

dan interaksi); WISHARE (Widyaiswara

Share); dan DASHBOARD (Outlet dan akses).

Fitur tersebut antara lain:

e SUAR  (Broadcast info  pembinaan,
pengetahuan dan interaksi) adalah
kelompok fitur yang dapat digunakan oleh
pembina  jabatan fungsional untuk
menyampaikan informasi pembinaan,
pengetahuan dan berinteraksi dengan
pejabat fungsional. Terdiri dari :

o Public Lecture , merupakan fitur
penyampaian informasi dan
pengetahuan melalui siaran langsung
tematik yang diisi oleh pembicara
pakar via pertemuan daring, live
streaming ataupun webinar.

o Informasi Pembinaan Widyaiswara,
merupakan fasilitas updating informasi
oleh pembina terkait kebijakan dan
informasi lainnya yang perlu diketahui
oleh widyaiswara

o Sidang (Informasi sidang tertutup dan
Terbuka), merupakan sarana
“informasi pelaksanaan sidang
tertutup dan terbuka terhadap karya
tulis widyaiswara yang mengikuti
proses orasi ilmiah sebagai prasyarat
promosi ke tingkat utama dengan
menggunakan fasilitas video
konferensi
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o Wicare (Ruang Konsultasi & Knowledge
Management),  merupakan  sarana
konsultasi online yang disediakan oleh
pembina untuk menjawab isu-isu yang
disampakan oleh widyaiswara.

WISHARE (Widyaiswara Share) adalah
kelompok fitur untuk memfasilitasi proses
penulisan dalam berbagai bentuk yang
bersifat ilmiah maupun populer juga opini
dan dapat dilakukan secara individu
maupun kelompok/kolaborasi.

o Idea Challenge, merupakan fasilitas
untuk menampung ide-ide dan
gagasan cerdas dari widyaiswara dan
dapat menjadi ajang unjuk kebolehan
berpikir out of the box/ kontes ide cerdas

o Wipedia, merupakan fitur yang dapat
memfasilitasi penulisan bebas terbuka
secara kolaboratif bergaya wikipedia
yang terkait dengan fakta-fakta dan
fenomena popular.

o Karya Tulis Ilmiah, merupakan fitur
yang membantu widyaiswara
mengorganisasikan karya tulis berbasis
penelitian melalui tahapan gagasan
awal, proposal, hasil kajian, naskah
artikel, hingga siap dikirim ke penerbit
artikel jurnal

o Opini, merupakan fasilitas bagi
widyaiswara untuk merespon cepat isu
aktual =~ berdasarkan  pandangan,
gagasan personal atau penalaran
peribadi dengan gaya tulisan sama
dengan kolom opini pada surat kabar

o Resensi - merupakan fasilitas yang
membantu widyaiswara
menyampaikan kritik membangun dan
apresiasi terhadap karya orang lain
(karya dari anggota komunitas/ cluster)
seperti artikel, buku, video, proyek,
dan lainnya

o Widyaiswara berinteraksi merupakan
sarana interaksi yang disediakan untuk
membangun diskusi lebih umum
saling menyapa, berkomunikasi dan
berbagi informasi baik dari
widyaiswara maupun  pembina
jabatan, selain itu dapat digunakan
untuk membantu widyaiswara dalam
memberikan layanan perkonsultasian
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sesuai bidang spesialisasi kepada
sesama widyaiswara

o Winova, merupakan fasilitas untuk

membantu widyaiswara
mengorganisasikan penemuan inovasi
yang telah dilakukan yang dilakukan
secara pribadi maupun berkelompok
e DASHBOARD (Outlet dan akses), adalah
halaman  default = RCWI yang
menampilkan informasi umum, layaknya
halaman pertama koran cetak dengan
menampilkan akses berdasarkan
pembagian kluster.

o Hasil sementara atau hasil akhir suatu
proses, menampilkan hasil sementara
atau hasil akhir dari berbagai
fitur/proses berdasarkan pembagian
Kluster

o Analytics, menampilkan data analitik
dari level keanggotaan, konversa jam
pembelajaran, anggota teraktif dan
sebagainya

o Akses fitur, merupakan sarana akses
kefitur bagi anggota kluster

o Blog dan Sosial Media, Merupakan fitur
blog pribadi dan interaksi mail lebih

privasi

o Login/Registrasi, merupakan akses
bagi pejabat fungsional
Widyaiswara/calon anggota

komunitas mendaftar secara mandiri,
dan masuk untuk mengakses fitur
sesuai hak nya berdasarkan pembagian
Kluster.

Prototype RCWI tentu perlu mendapatkan
masukan lebih lanjut dari komunitas
widyaiswara. Untuk itu dilakukan uji
penerapan prototype RCWI kepada calon
pengguna yakni dengan langsung mencoba
fitur fitur yang ada didalam sistem. Setelah itu
pengguna diminta mengisi kuesioner yang
nantinya akan diolah sebagai data primer
dalam  mendapatkan perbaikan prototype
RCWIL

Selama pelaksanaan pengujian penerapan
prototype RCWI, didapati berbagai kendala
teknis terkait operasional sistem. Hal ini
mengingat  sistem  belum = sempurna.
Permasalahan seperti dijumpainya disfungsi
fitur, koneksi, dan versi yang masih berbasis
web. Terkait keamanan sistem juga menjadi
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pembicaraan dikarenakan data yang mengalir
cukup penting bagi pengembangan kompetensi
dan pengetahuan widyaiswara. Sistem masih
mengakomodir perhitungan kewajiban
berkembang widyaiswara melalui kegiatan
belajar. Namun belum mengakomodir terkait
perolehan nilai angka kredit yang bisa
menunjuang  kepangkatan.  Dari  hasil
penerapan prototype RCWI ini didapati bahwa
kesan secara keseluruhan sangat positif.
Terbukti dengan hasil lebih 90 % menjawab
sangat menarik dan menarik seperti yang dapat
dilihat pada grafik kesan secara keseluruhan
terhadap RCWI

@ a. Sangat Menarik
@ b. Menarik

@ c. Cukup menarik
@ d. Kurang Menarik

Gambar 1. Tanggapan umum Prototype RCWI

Kesan ini didapatkan setelah mencoba
prototype RCWI, dengan memberikan
tambahan masukan fitur kedepannya seperti
sinkronisasi kalender pelatihan, menambahkan
pedoman penggunaan, membuat video
tutorial, dan menggunakan pop up pada setiap
menu, menambahkan menu rekam riwayat
pendidikan, memfasilitasi perolehan angka
kredit, menjadi sarana/ media/ untuk
penilaian DUPAK pengembangan profesi,
menyediakan link knowledge resource dari luar
seperti jurnal serta harapan agar ada admin
khusus yg memantau tiap hari dan setiap
waktu dan sebagainya.

Selanjutnya untuk mengetahui fitur apa saja
yang dinilai bermanfaat bagi pengguna yakni
widyaiswara, maka didapati bahwa fitur
berbagi karya tulis ilmiah mendapat respon
84,9 % dari seluruh responden. Sedangkan
posisi kedua ada pada fitur public lecture yang
mendapatkan 81,1 % dari seluruh responden.
Tentu saja untuk mendapatkan data ini
responden diijinkan memilih lebih dari satu
jawaban. Hasil lainnya dapat dilihat pada
grafik fitur RCWI yang dinilai bermanfaat
penggunaannya dibawah ini.
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a. Public Lecture
b. Informasi Pembinaan
c. Sidang

43 (81,1%)
37 (69.8%)

29 (54.7%)
d. FAQ/Wicare 25 (47.2%)
&. Idea Challenge

. Wipedia

g Karya Tuiis limiah
h. Opini

i Resensi

| Witra

37 (69,8%)
27 (50,9%)
45 (84,9%)
31(58,5%)
29 (54,7%)

29 (54.7%)

31 (58.5%)

k Winova

I. Blog dan Sosiaimedi 20(37,7%)

Yo heve 10 seaech N o 1] :

Gambar 2. Fitur RCWI Yang Dinilai Bermanfaat
Penggunaannya

Sistem RCWI ini diharapkan oleh pengguna
akan dapat bermanfaat sebagai media
influencer sehingga widyaiswara lain akan
termotivasi untuk berkarya melalui aktifitas
lain diluar aktivitas mengajar. Ini karena RCWI
mengajak para widyaiswara untuk dapat
menulis dan membagikan karya dan
pemikirannya. Hal inilah yang akan menjadi
jejaring karya bagi widyaiswara.

Prototype RCWI kedepannya memang
diperuntukkan khusus untuk para
widyaiswara agar Dberinteraksi melalui
karyanya. Namun ada harapan dari pengguna
agar diberikan ruang/menu untuk menjaring
respon/aspirasi/tanggapan dari stakeholders
luar (selain member)sebagai salah satu kontrol
publik. Selain itu juga ada harapan dapat
dibagikan juga melalui media sosial mikro
seperti aplikasi whatapps. Integrasi sistem juga
perlu lakukan, mengingat adanya sistem
informasi administratif terkait widyaiswara
yang sudah ada seperti SIWI, Dupak, jurnal
Hal ini tentu akan sangat menarik untuk
dikembangkan lebih lanjut.

Widyaiswara juga menaruh harapan dari
prototype RCWI ini agar dapat menjadi sarana
crowdfunding sehingga pengembangan materi
pelatihan dapat lebih cepat tersusun, dan
mendapat informasi berbagai sosialisasi
kebijakan, pelatihan dan seminar/ webinar dan
widyaiswara pembina tiap bidang dan jadwal
pelaksanaan orasi karena ada kewajiban untuk
menghadiri orasi. RCWI kedepannya juga
diharapkan = mengakomodir = menggunaan
smartphone dalam bentuk aplikasi android dan
ios. Selain itu sosialisasi yang lebih intens dan
mengikutsertakan APWI sebagai jejaring
komunitas resmi widyaiswara dalam
pengoperasional RCWI nantinya
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C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan
Pelaksanaan pengujian dan penerapan
protoype ini membawakan hasil yang sangat
memuaskan. Pengguna juga sangat antusias
untuk memberikan masukan demi perbaikan
sistem sebelum sistem diluncurkan dan
diresmikan. Sistem perlu diperbaiki terkait
disfungsi yang terjadi saat dilakukan uji terap.
Pengembangan  versi  smartphone  perlu
dilakukan = mengingat = mobilitas dan
perkembangan teknologi saat ini. LAN dapat
mempertimbangkan pengintegrasian sistem
yang ada sehingga sistem berjalan dengan
optimal.
2. Kritik dan Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk
selanjutnya adalah sebagai berikut:
a. RCWI perlu dilakukan sosialisasi yang
lebih luas dan menyeluruh agar seluruh
pemangku jabatannya dapat mengakses.

b. Sosialisasi dapat melibatkan
komunitaswidyaiswara dalam hal ini
adalah APWI

c. Sistem perlu diperbaiki terkait disfungsi
yang terjadi saat dilakukan uji terap.

d. Pengembangan versi smartphone perlu
dilakukan mengingat mobilitas dan
perkembangan teknologi saat ini

e. LAN dapat mempertimbangkan
pengintegrasian sistem yang ada sehingga
sistem berjalan dengan optimal.

f. RCWI dapat dijadikan media influencer

sehingga  widyaiswara lain  akan
termotivasi
g. untuk penelitian  selanjutnya  bisa

dilakukan analisis kepuasan pengguna
sistem informasi dengan tujuan untuk
menganalisis dan menguji kualitas sistem
informasi dan kualitas informasi yang
dihasilkan dari sistem informasi tersebut.
Sehingga Dbisa menghasilkan sebuah
sistem infomasi yang diminati dan
diperlukan oleh para widyaiswara dengan
demikian sistem informasi tersebut bisa
menjadi  sebuah  kebutuhan  untuk
dipergunakan oleh para widyaiswara
tanpa dengan paksaan lagi untuk
mempergunakannya.
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Abstrak

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada usaha pertambangan adalah ikhtiar dalam
rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan
lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang, baik secara individual maupun kelompok
agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan collaborative governance dalam program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan timah di Desa
Bukit Layang, Kabupaten Bangka. Desa Bukit Layang merupakan salah satu desa yang menjalankan
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data
sekunder dalam bentuk wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa proses kolaborasi antar stakeholder yang terlibat dalam program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan meningkatnya
kemandirian desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan adanya keberlanjutan nilai
ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: collaborative governance; pengembangan dan pemberdayaan; usaha pertambangan

Collaborative Governance in the Community Development and
Empowerment Program in the Coal Mineral Sector

Abstract

Community development and empowerment in the mining business is an effort to encourage the improvement of
the economy, education, socio-culture, health, and the environment of the communities around the mine, both
individually and collectively so that the level of life of the communities around the mine becomes better and
independent. The purpose of this study was to determine the implementation of collaborative governance in
community development and empowerment programs in tin mining business activities in Bukit Layang Village,
Bangka Regency. Bukit Layang Village is one of the villages that runs community development and
empowerment programs. The method used in this research is a qualitative approach. Sources of data obtained
through primary data and secondary data in the form of interviews, observation and literature study. The results
showed that the collaborative process between stakeholders involved in the development and community
empowerment program was running quite well. This was marked by the increasing independence of the village
through community empowerment activities and the sustainability of the community's economic values.
Keywords: collaborative governance; development and empowerment; coal minerals

A. PENDAHULUAN
Berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berdasarkan Undang- Undang Nomor

hanya ditemukan di Pulau-pulau Bangka,
Belitung, Singkep, dan Karimun-Kundur, serta
di Bangkinang, daratan Sumatera.

27 tahun 2000. Provinsi ini dikenal sebagai
daerah pertambangan, khususnya timah yang
sudah dieksploitasi sejak abad 17 yang lampau
sampai hari ini. Sutedjo Sujitno (2007) dalam
bukunya menuliskan bahwa di Indonesia, timah

Konsep pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah
community development merupakan sebuah
konsep yang dapat mewujudkan suatu sinergi
yang saling menguntungkan antara dunia

Prosiding Konferensi Nasional [lmu Administrasi 4.0

103


mailto:bambang.ari.satria@stisipolp12.ac.id

Kl i 4.0

L\

usaha dan
meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik-
konflik yang terjadi antara dunia usaha dengan

masyarakat sehingga dapat

masyarakat. Konsep Pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat ini terus menjadi
sorotan dunia. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi
(Earth Summit) di Rio de Janerio, Brazil Tahun
1992 menegaskan bahwa konsep pembangunan
berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung
jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung
jawab para pelaku usaha. Salah satu aspek
yang perlu diperhatikan oleh perusahaan
adalah tanggung jawab sosial. Hasil akhir
dari pertemuan ini menekankan pentingnya
eco-efficiency dijadikan sebagai prinsip utama
berbisnis dan menjalankan pemerintahan.

Pengembangan dan pemberdayaaan
masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara diatur dalam Peraturan
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
nomor 41 tahun 2016. Pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat yang kemudian
disingkat PPM adalah upaya dalam rangka
mendorong  peningkatan  perekonomian,
pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan
lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar
tambang, baik secara individual maupun
kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat
sekitar tambang menjadi lebih baik dan
mandiri.

Di samping dalam norma konstitusi,
kewajiban pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat juga diatur dalam berbagai regulasi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas misalnya sudah mewajibkan
corporate social responsibility (CSR), termasuk
perusahaan-perusahaan tambang guna
meningkatkankesejahteraan masyarakat yang
tinggal disekitar lokasi tambang, baik selama
aktivitas pertambangan berlangsung maupun
pasca tambang,.

Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Mineral dan Batubara, sebagai
utama  aktivitas  pertambangan. = Dalam
ketentuan umum disebutkan ~ bahwa
pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik
secara individual maupun kolektif, agar
menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Tabel 1. Rencana Kerja PPM-CSR PT Timah

Tahun 2019
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Bantuan

1 Pendidikan 6.450.000.000 7.055.760.091

2 Kesehatan 2.450.000.000 1.500.045.208

3 Tingkat 3.942.456.780 876.025.000
Pendapatan
Riil

4 Kemandirian 2.050.000.000 1.374.622.200
Ekonomi

5 Sosial 6.200.000.000 12.512.533.288
Budaya

6 Pengelolaan 1.107.543.220 511.112.500
Lingkungan

7 Kelembagaa 770.000.000 2.703.605.000
n Komunitas

8 Infrastruktur 4.900.000.000 7.117.971.348
Menunjang
PPM
Total 27.870.000.000 33.651.674.635

[ No [ Sektor | Anggaran | Realisasi

Sumber: Laporan Tahunan 2019 PT Timah

Berdasarkan tabel 1. diatas, PT. Timah yang
merupakan salah satu perusahaan
pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dan satu-satunya perusahaan BUMN
yang menjalankan aktivitas pertambangan di
Bangka Belitung sudah melaksanakan program
PPM Minerba dan memiliki cetak biru PPM.

Pada dasarnya ada tiga alasan penting bagi
perusahaan melakukan pengembangan
masyarakat (community development), antara lain
untuk mendapatkan izin lokal beroperasinya
perusahaan, menciptakan sustainable future
(masa depan yang berkelanjutan), dan sebagai
sarana bagi perusahaan untuk memenuhi
sasaran-sasaran usahanya. Pertama, Izin lokal
merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh
perusahaan dalam rangka menjaga
keberlangsungan kegiatannya di wilayah hak
ulayat sebagai bagian dari community
(masyarakat). Kedua, sustainable future (masa
depan yang berkelanjutan), baik bagi community
(masyarakat) dan lingkungan, serta terutama
bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri.
Program  pengembangan  wilayah  dan
masyarakat disekitar wilayah pertambangan
merupakan kesempatan bagi proses
pembangunan daerah yang belum terjangkau
oleh program pemerintah. Upaya yang dapat
dilakukan antara lain melalui kemitraan
sinergis stakeholder, dan konsepsi program.
Kemitraan  sinergis  stakeholders  meliputi
pembentukan lembaga fasilitasi sebagai sarana

| interaksi stakeholders, dan membentuk pula
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lembaga fasilitasi alternatif mediasi resolusi
konflik. Kemudian konsepsi program terdiri
dari komitmen perusahaan, pendekatan
program, kebutuhan umum komunitas, dan
dukungan pendanaan (Suyartono, 2003:200-
206).

Untuk dapat menciptakan kesejahteraan
masyarakat, perlu adanya pemberdayaan
bukan sekadar bantuan yang dilakukan pada
saat-saat tertentu (Ombudsman, 2018). Alur
pelaksanaan PPM  Minerba di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan
cetak biru yang ditetapkan Gubernur Provinsi
kepulauan Bangka Belitung setelah mendapat
pertimbangan direktur jenderal ESDM, Badan
Usaha dalam hal ini PT Timah menyusun
Rencana Induk Program PPM selama tahap
kegiatan operasi produksi termasuk pasca
tambang, kemudian program PPM Tahunan
yang dimasukkan dalam RKAB dan disahkan
oleh direktur jenderal, PT Timah
menyampaikan standar operasional prosedur
dan pelaksanaan program PPM Minerba oleh
PT. Timah, Tbk.

Berdasarkan beberapa masalah sosial
ekonomi di atas, program pengembangan dan
pemberdayaan yang belum optimal, yang
berdampak pada lambannya peningkatan
kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah
tambang, penting untuk disusun sebuah
Kerangka Cetak Biru (Blue Print)
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
untuk memberikan arah yang jelas bagi
perusahaan-perusahaan tambang dalam
melakukan pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat yang mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Penelitian  ini  menggunakan  desain
penelitian  dengan pendekatan kualitatif.
Menurut Sugiyono (2012:377), di dalam
penelitian kualitatif batasan masalah disebut
dengan fokus penelitian yang berisi pokok-
pokok masalah yang masih bersifat umum.
Fokus penelitian ditetapkan dalam upaya untuk
mempertajam penelitian. Penelitian ini adalah
penelitian yang fokus membahas bagaimana
pelaksanaan collaborative governance dalam
program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat di Desa Bukit Layang Kabupaten
Bangka. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu
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wawancara, dokumentasi dan materi audio
visual. Wawancara dilakukan kepada para
stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi PPM
Minerba.

B. PEMBAHASAN

Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) sebagai bagian dari
pengembangan komunitas sekitar wilayah
tambang timah pada dasarnya terintegrasi
dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh
Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Berkenaan dengan hal tersebut,
penyusunan Visi dan Misi PPM dengan
demikian disusun sebagai bagian dari
perencanaan yang menjadikan Visi dan Misi
Gubernur sebagaimana tercantum dalam
RPJMD 2017-2022 sebagai acuan.

Visi dan misi gubernur sebagaimana
tercantum dalam RPJMD Provinsi adalah
“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di
Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan
Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis
Teknologi”. Adapun misi dalam RPJMD adalah
(a) meningkatkan pembangunaan ekonomi
berbasis potensi daerah; (b) mewujudkan
infrastruktur dan konektivitas daerah yang
berkualitas; (c) meningkatkan sumber daya
manusia unggul dan handal; (d) meningkatkan
kesehatan masyarakat; (e) mewujudkan tata
kelola  pemerintahan yang baik dan
pembangunan demokrasi; (f) meningkatkan
pengendalian bencana dan kualitas lingkungan
hidup.

Dengan mencermati berbagai dokumen
yang terkait dimaksud, maka rencana
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terikat
dengan konteks yang lebih terfokus pada upaya
membangun kemandirian masyarakat dengan
bertumpu pada aspek lokalitas yang kuat dan
kompetitif.

Collaborative governance dalam konteks
program PPM Minerba di Desa Bukit Layang
Kabupaten Bangka dianalisis menggunakan
pendekatan collaborative governance menurut
Ansell dan Gash. Collaborative governance is
therefore a type of governace in which public and
privat actors work collectively in distinctive ways,
using particular processes, to establish laws and
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rules for the provision of public goods
(Collaborative governance merupakan salah
satu tipe governance dimana aktor publik dan
privat bekerja secara bersama dengan cara
khusus, menggunakan proses tertentu, untuk
menetapkan hukum dan aturan untuk
menentukukan publik yang baik (Ansell dan
Gash 2007: 550-561)). Dimana kolaborasi
dipandang sebagai siklus dimana keadaan
sebelumnya memberi pengaruh pada tahap
berikutnya, yang tahapannya dimulai dari
dialog tatap muka, membangun kepercayaan,
komitmen terhadap proses, saling memahami
dan hasil sementara. Secara lebih rinci, tahapan-
tahapan tersebut akan diuraikan sebagai
berikut :

Dialog Tatap Muka

Menurut Ansell and Gash, Colloborative
Governance proses awalnya dilakukan dengan
membangun dialog atau komunikasi secara
tatap muka antar stakeholders yang terlibat
dalam program yang akan dilakukan, dalam hal
ini program PPM Minerba di Desa Bukit
Layang, Kabupaten Bangka. Membangun
konsensus yang diawali dengan komunikasi
tatap muka merupakan proses penting dalam
kolaborasi program PPM Minerba.

Dalam konteks program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha
pertambangan timah di desa bukit layang,
kabupaten bangka, proses dialog tatap muka ini
pertama kali dilakukan pertemuan antar
stakeholder yang terlibat, mulai dari PT Timah
yang memiliki program PPM, Masyarakat Bukit
Layang sebagai daerah sasaran, Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai
aktor pemerintah dan perguruan tinggi yang
terlibat  dalam  proses  pendampingan.
Pertemuan pertama yang dilakukan pada tahap
dialog tatap muka ini adalah membahas
program dan kegiatan prioritas yang cocok
dengan lokus penelitian yang menyesuaikam
dengan gambaran umum desa Bukit Layang.
Berdasarkan gambaran umum yang ada dalam
cetak biru PPM yang dibuat pemprov babel,
Wilayah Desa Bukit Layang berkategori daratan
dengan konturnya yang berbukit-bukit. Desa
dengan entitas sejarah yang menarik ini
berbatasan dekat dengan wilayah kecamatan
Pemali dan Sungailiat. Memiliki aliran DAS
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Sungai Layang dengan potensi perairan yang
melimpah. Sejak dulu sudah dikenal memiliki
cadangan SDA terutama timah yang melimpah
pula. Penduduknya sangat heterogen
multietnis dengan banyak simbol dan praktik
toleransi yang kuat dan mengakar. Pertanian,
perkebunan terutama sawit, perikanan, dan
beberapa lainnya pertambangan, menjadi
bidang mata pencaharian utama di daerah ini.
lahan pasca tambang sedang diusahakan untuk
menjadi lebih produktif. Kehadiran 2 (dua)
Pabrik Kelapa Sawit di wilayah ini juga menjadi
potensi penyangga pengembangan ekonomi
kawasan yang strategis. Adapun kegiatan dan
program prioritas meliputi: program
peningkatan layanan pendidikan, program
peningkatan ekonomi masyarakat, program
pengembangan  kearifan lokal, program
pemberdayaan komunitas dan  program
pembangunan infrastruktur desa. Setelah
berdialog tatap muka, maka program prioritas
yang dilaksanakan terelbih dahulu di Desa
Bukit Layang adalah program peningkatan
ekonomi masyarakat dengan kegiatan prioritas
pengembangan budidaya perikanan (Budikan).

Membangun Kepercayaan

Setelah  proses dialog tatap muka
dilaksanakan, langkah berikutnya adalah
membangun komunikasi yang baik antar
stakeholders yang terlibat dalam kolaborator
program PPM Minerba.

Dalam tahap ini, collobarative governance
dalam program PPM Minerba di Desa Bukit
Layang , Kabupaten Bangka membangun
kepercayaan terbentuk melalui interaksi yang
dilakukan secara intens pada saat dialog tatap
muka, khususnya pada saat diskusi dan
koordinasi dalam menentukan kegiatan
prioritas yang dilaksanakan di Desa Bukit
Layang, Kabupaten Bangka.

Membangun kepercayaan semakin menguat
setelah kegiatan prioritas yang diputuskan
secara bersama antar aktor stakeholder dapat
direalisasikan dan memberi dampak yang baik
bagi masyarakat bukit Layang, yakni
meningkatnya pengembangan sektor perikanan
dan tercapainya arah kebijakan dalam
meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil
perikanan budidaya.
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Tabel 2. Role Sharing Pelaksana Program PPM
Minerba

No | Instansi Peran

1 | PT. Timah Menyiapkan
Program PPM

Melakukan
pendampingan

2 | Pemprov Bangka Belitung

3 | Pemkab Bangka Melakukan

pendampingan

Melakukan darma
perguruan tinggi,
pelatihan untuk
kelompok

4 Perguruan Tinggi

5 | Masyarakat Bukit Layang Menyiapkan lokasi
dan potensi PPM
yang akan

dikembangkan

Sumber: diolah peneliti, 2020

Komitmen Terhadap Proses

Dari beberapa literatur yang dijadikan
referensi, tingkat komitmen antar stakeholder
merupakan penentu dari keberhasilan dan
kegagalan collaborative governance (Faidati,
2019).

Proses kolaborasi dalam program PPM
Minerba di Desa Bukit Layang, Kabupaten
Bangka dalam aspek komitmen terhadap proses
yang dilakukan pemerintah provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melalui Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
PT. Timah, Masyarakat Desa Bukit Layang dan
Perguruan Tinggi STISIPOL Pahlawan 12
memiliki tujuan yang sama dalam program
PPM Minerba khususnya dalam kegiatan
pengembangan budidaya perikanan (Budikan),
yakni peningkatan produksi, kualitas, dan
pemasaran serta kerjasama industri perikanan.

Dalam kerjasama antar stakeholders yang
terlibat dalam program PPM Minerba belum
berjalan secara optimal karena masih ada
tumpang tindih kepentingan. Dinas kelautan
dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung belum begitu maksimal memberi
pendampingan dikarenakan program PPM
Minerba milik PT Timah. Namun, untuk urusan
komitmen dalam program PPM Minerba yang
terlibat, sudah berjalan dengan baik.

Saling Memahami

Dalam collaborative governance, para aktor
yang terlibat harus menyamakan persepsi akan
tujuan yang hendak dicapai secara bersama.
Dalam tahap ini, kesepakatan tentang
pengetahuan yang relevan diperlukan untuk
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mengatasi masalah. Tahap saling memahami
dalam program PPM Minerba di Desa Bukit
Layang Kabupaten Bangka belum optimal. Hal
ini ditandai dengan program yang dilakukan
antar aktor yang terlibat belum terintegrasi dan
masing-masing aktor melakukan programnya
masing-masing.

Saling memahami ini merupakan misi
bersama, tujuan bersama untuk memecahkan
permasalahan yang ada di Desa Bukit Layang,
Kabupaten Bangka dalam hal ini bagaimana
meningkatkan dan mendorong kemandirian
ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan
pengembangan budidaya perikanan.

Hasil Sementara

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa
kolaborasi sangat fisibel dilakukan ketika
tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif
konkrit. Keberhasilan collaborative governance
dapat memberikan feedback ke dalam proses
kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk
membangun kepercayaan dan komitmen.

Target utama satuan kegiatan PPM adalah
desa/kelurahan sekitar wilayah tambang.
Kegiatan PPM oleh perusahaan sedapat
mungkin menjangkau desa/kelurahan yang
terdampak pada area terdekat. Dalam hal
desa/kelurahan terdampak lebih dari satu,
maka perusahaan dapat merancang
proporsionalitas target program dan kegiatan
sesuai dengan kemampuan dan kapasitas
perusahaan. Perusahaan dapat mengidentifikasi
desa/kelurahan terdekat, baik disebutkan
secara langsung dalam naskah ini maupun
belum disebutkan berdasarkan titik terdekat.

Terdapat lima area utama yang diharapkan
dapat menjadi prioritas Pengembangan dan
Pemberdayaan = Masyarakat di  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada

panduan penyusunan Cetak Biru PPM
Kementerian ESDM tahun 2017, yakni :
1. Area pengembangan sumber daya
manusia

2. Area pengembangan ekonomi
3. Area pengembangan sosial budaya dan

lingkungan

4. Area pengembangan kelembagaan
komunitas

5. Area pembangunan infrastruktur
penunjang PPM
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C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Collaborative ~ governance dalam program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
di sektor pertambangan mineral dan batubara
merupakan upaya untuk keberlanjutan
kedepan. Program  pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan
tambang tidak hanya menjadi kebutuhan
visioner, namun juga sebenarnya menjadi
kebutuhan  yang  bersifat  kontekstual.
Ketergantungan pada penambangan timah
tidak cepat atau lambat akan menimbulkan
persoalan karena sumber daya alam yang tidak
terbarui seperti timah tidak akan bertahan
selamanya. Perkembangan eksploitasi timah
satu dekade terakhir telah menunjukkan bahwa
penambangan timah dan kejayaannya akan
segera berlalu. Di tengah kondisi tersebut, maka
tidak bisa tidak bahwa upaya pengembangan

komunitas seraya memikirkan alternatif
ekonomi lainnya menjadi kebutuhan.
Cetak biru pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat bertumpu pada
konteks kesiapan masyarakat menuju era pasca
tambang timah dengan mengkondisikan
masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif
dengan berangkat pada nilai-nilai dan
kebudayaan lokal. Hal ini tercermin pada visi
dan misi yang dikembangkan oleh PPM. Cetak
biru PPM Bangka Belitung bertumpu pada 5
aspek penting, yakni upaya peningkatan IPM,
peningkatan kesejahteraan ekonomi alternatif,
penguatan nilai-nilai sosial budaya dan
kepedulian lingkungan, pelembagaan
komunitas, dan peningkatan infrastruktur.
Cetak biru ini pada prinsipnya bervisi pada
kesiapan, artinya berbagai kegiatan PPM
bersifat meletakkan landasan bagi upaya
menuju kesiapantersebut.

Proses colloborative governance dalam
program PPM Minerba di Desa Bukit Layang,
Kabupaten Bangka berjalan dengan baik
dengan ditandai terdorongnya kemandirian
ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan
pengembangan budidaya perikanan. Saat ini,
desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka
merupakan  desa  percontohan  dalam
melaksanakan program PPM Minerba di
Provinsi kepulauan Bangka Belitung karena
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masyarakat  sangat mendukung  dalam
menjalankan program tersebut. Dukungan
masyarakat terhadap pelaksanan program PPM
Minerba  terwujud  setelah  masyarakat
mengetahui manfaat dan dampak dari program
tersebut.

Rekomendasi

1. Menyarankan kepada pemerintah untuk
mengawasi pelaksanaan program PPM sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ESDM Nomor 41 Tahun 2016 sehingga
pelaksanaan program PPM dapat berorientasi
kepada kebutuhan masyarakat sekitar
tambang.  Selain  itu, penulis juga
menyarankan kepada masyarakat untuk
mempercayakan para penegak hukum dan
menempuh jalur hukum dalam mengatasi
kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan
oleh perusahaan tambang dalam rangka

penerapan program PPM.

2. Menyarankan kepada pemerintah dan
pengusaha  tambang  minerba  untuk
meningkatkan pemahaman dan

mensosialisasikan ~ program-program PPM
yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh
Pemerintah kepada masyarakat sekitar
tambang  supaya  masyarakat  dapat
mengetahui secara keseluruhan program-
program PPM yang akan diterapkan oleh
perusahaan tersebut. Menurut penulis hal ini

akan meminimalisir penyimpangan-
penyimpangan  yang  dilakukan  oleh
Perusahaan tambang selaku eksekutor
program PPM tersebut.

3. Membentuk wadah forum komunikasi dan
koordinasi antar stakeholder yang terlibat
dalam PPM Minerba
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Model Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran
Air Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta

Indi Annisa Hapsari?, Joni Dawudb, Ely Sufianti¢, Endang Wirjatmi Lestarid, Nita
Nurliawatie.
abede Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia
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Abstrak

Permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian utama saat ini adalah pencemaran air. Penurunan
kualitas air akibat dari pencemaran menyebabkan air tidak dapat dikonsumsi atau digunakan karena
dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu polutan yang dapat mencemari air adalah
limbah industri. Untuk meminimalisir pencemaran air limbah industri, dibutuhkan peran stakeholders
dalam pelaksanaan pengendalian melalui kolaborasi, karena diperlukan peran semua pihak agar
tercapai pengendalian yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan kolaborasi stakeholders dalam pengendalian pencemaran air limbah industri di
Kabupaten Purwakarta, serta menganalisa faktor pendorong dan penghambat dalam kolaborasi, dan
menyusun rencana tindak penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dan analisis menggunakan cara berpikir sistem (systems thinking) melalui model
Collaborative Governance. Responden yang dijadikan subjek penelitian terdiri dari 9 (Sembilan)
responden. Data responden tersebut diperoleh tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan
melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran responden sesuai fokus masalah penelitian
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian air limbah industri di Kabupaten Purwakarta
belum berjalan secara optimal. Diharapkan konsep Collaborative Governance digunakan dalam
pengendalian pencemaran air limbah industri, dimana dibutuhkan kolaborasi antar aktor, baik
pemerintah, pelaku industri, masyarakat, pemerhati lingkungan maupun akademisi bekerja sama
dengan cara atau proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan solusi yang tepat untuk
pengendalian pencemaran air limbah industri. Selain itu, dalam rangka menciptakan harmonisasi
regulasi dengan pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta,
integrasi kebijakan melalui penyusunan Peraturan Daerah (updating) yang baru perlu dilakukan, juga
mencakup pengelolaan sumber daya air secara terpadu bagi pelaku industri.

Kata Kunci: Pengendalian, pencemaran air limbah, systems thinking, collaborative governance.

Collaborative Governance Model Of Industrial Waste Water Pollution
Control In Purwakarta Regency Using Systems Thinking Approach

Abstract
Environmental problems that become the main concern today are water pollution. Decreasing water quality as a
result of pollution causes water not to be consumed or used because it can be harmful to human health. One of
the pollutants that can pollute water is industrial waste. To minimize industrial wastewater pollution, the role of
stakeholders is needed in implementing control through collaboration, because the role of all parties is needed to
achieve effective control. The purpose of this study is to determine how the implementation of stakeholder
collaboration in controlling industrial wastewater pollution in Purwakarta Regency, as well as to analyze the
driving and inhibiting factors in collaboration, and develop an action plan for solving emerging problems. This
research employs a descriptive, qualitative method. It uses systems thinking analysis based on Collaborative
Governance. Respondents who were used as research subjects consisted of 9 (nine) respondents. Respondent data
is obtained not based on the amount needed but based on considerations of the function and role of the
respondent according to the focus of the research problem. The research results showed that the control of
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industrial wastewater in Purwakarta District was not optimally. It is suggested that the concept of Collaborative
Governance is used in controlling industrial wastewater pollution, where collaboration between actors, both
government, industry, society, enviromentalist and academics are required to work together in certain ways or
processes that will produce the right solution for controlling industrial wastewater pollution. Thus, in order to
create harmonization of requlations and controls performed by Purwakarta District Environment Office, it is
necessary to integrate policies to control industrial wastewater pollution by formulating a new local regulation
(updating) and also integrated management of water resources management for industry.

Keywords: control, pollution of wastewater, systems thinking, collaborative governance.

A. PENDAHULUAN

Pencemaran air terjadi karena ada sebagian
pabrik yang tidak memperdulikan bahan sisa
proses produksi yang berupa limbah untuk
diolah secara sempurna pada Instalasi
Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal tersebut
dikarenakan bahan buangan masih mengandung
senyawa yang bersifat toksik (senyawa beracun).
Rendahnya  kualitas air dan  masifnya
pencemaran di Indonesia merupakan
permasalahan yang juga dialami beberapa
negara berkembang lainnya seiring dengan
meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi
(Quina (2017:46)).

Seperti yang dikemukakan Yudo dan Said
(2011: 199) dalam jurnalnya, Air limbah kota-kota
besar di Indonesia khususnya Jakarta secara garis
besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu air limbah
industri dan air limbah domestik yakni yang
berasal dari buangan rumah tangga dan yang ke
tiga yakni air limbah dari perkantoran dan
pertokoan (daerah komersial). Hal serupa terjadi
di Kabupaten Purwakarta, air limbah industri
menjadi sumber pencemar dominan  yang
mencemari lingkungan terutama badan air.

Fenomena yang terjadi, seperti yang
dikemukakan oleh Halim, jurnalis Pikiran Rakyat
05 Oktober 2019 bahwa limbah pabrik di
Purwakarta mencemari Sungai Cilamaya. Air
Sungai Cilamaya yang diduga tercemar ini,
diambil sampel airnya oleh tim peneliti dari
Perum Jasa Tirta II. “Secara kasat mata, air
sungai ini tidak layak konsumsi karena
warnanya hitam dan berbau menyengat," kata
Asisten Manajer Laboratorium Jasa Tirta II, Leni
Mulyani, seusai mengambil sampel di aliran
sungai tersebut, Jumat (04/10/2019).
Pencemaran yang berasal dari air limbah industri
sangat berbahaya bagi lingkungan dan
masyarakat. Maka dari itu peran stakeholders
dalam hal kolaborasi untuk meminimalisir
pencemaran air limbah sangat diperlukan.

Collaborative Governance dapat dilakukan oleh
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
dalam rangka menyelesaikan suatu masalah
publik dengan melakukan kolaborasi dengan
pihak lain yang terkait dalam proses
penyelesaian masalah tersebut. Dalam kaitannya
dengan  Administrasi  Publik, collaborative
governance merupakan salah satu model strategi
baru dari pemerintahan yang melibatkan
berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan
secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan
aparatur pemerintah untuk membuat keputusan
bersama yang bertujuan untuk menyeselesaikan
masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh
pemerintah itu sendiri. Collaborative Governance
juga merupakan salah satu tipe governance/tata
pemerintahan dimana para aktor publik dan
privat bekerja sama dengan cara khusus,
untuk
untuk

menggunakan proses tertentu,
menetapkan hukum atau aturan
menentukan tindakan publik yang baik.

Seperti dikemukakan Sufianty (2011: 323),
mengenai proses kolaboratif ini memerlukan
keterlibatan aktif para pemangku kepentingan
dan telah diterapkan dalam pengelolaan
lingkungan. Di negara-negara maju, penerapan
pendekatan ini menunjukan keberhasilan.
Namun di negara-negara berkembang pun
terdapat peluang keberhasilannya, meski
memerlukan upaya yang lebih keras, karena
karakteristik masyarakat yang secara demokrasi
masih berkembang. Dengan melihat keberhasilan
perencanaan kolaborasi pada pengelolaan
lingkungan, maka pendekatan ini tidak mustahil
dilakukan dalam pengendalian pencemaran air
limbah industri di Kabupaten Purwakarta.
Keterlibatan dan komitmen para pemangku
kepentingan dari mulai masyarakat, perguruan
tinggi, LSM, pengusaha, dan pemerintah sangat
diperlukan. Keterlibatan ini diakomodir dalam
suatu  bentuk  proses kolaborasi  untuk
menghasilkan keputusan yang akan
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dilaksanakan bersama. Keberhasilan proses
kolaborasi akan sangat ditentukan oleh keaktifan
peserta kolaborasi dan kemampuan perencana
dalam memahami karakteristik masyarakat dan
permasalahan yang ada.

Beberapa contoh pencemaran di Kabupaten
Purwakarta sebagaimana dikemukakan oleh
Mulyana (2018), Jurnalis Okezone - Selasa 23
Januari 2018 bahwa sedikitnya ada 17 industri di
wilayah tersebut yang diduga membuang limbah
cairnya langsung ke Sungai Citarum. Saat ini,
Dinas terkait menyatakan pencemaran air di
sungai terbesar di Jawa Barat itu sudah skala
berat. Menurut Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kabupaten Purwakarta, Didi Suardi,
pencemaran air di Sungai Citarum yang
melintasi wilayah kerjanya sudah sangat
memprihatinkan (Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta, 2019). Pencemaran
tersebut, salah satunya disumbang dari industri
yang ada di wilayahnya. "Catatan yang ada di
kami, ada 17 industri yang diduga membuang
limbah B3 ke aliran Sungai Citarum," ujar Didi
kepada Okezone, Selasa (23/1/2018) (Mulyana,
2018).

Kasus lain sebagaimana dikemukakan oleh
Murdaningsih (2018) dalam Republika, bahwa
ada beberapa anak Sungai Citarum lainnya yang
tercemar limbah pabrik. Kasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan. Bidang Pengendalian
Pencemaran Kerusakan Lingkungan (P2KL),
Bayu Nur Setiawan, MT mengatakan, selain dua
sungai yang ini, ada anak Sungai Citarum
lainnya yang juga tercemar. Akan tetapi, anak
sungai lainnya ini tercemarnya oleh limbah
industri. "Kalau Sungai Cimunjul dan Cigalugur
tercemar tinja manusia dan sampah, ada juga
anak Sungai Citarum lainnya yang tercemar
limbah pabrik." Ujarnya (Ali, 2019).

Keadaan ini apabila tidak dilakukan upaya
antisipatif berupa pengendalian yang efektif
akan berakumulasi menjadi masalah yang lebih
kompleks dan rumit. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air, bahwa “Setiap
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
yang membuang air limbah ke air atau sumber
air wajib mencegah dan menanggulangi
terjadinya pencemaran air.” Maka dari itu
efektifitas pengendalian dan pengawasan
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terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
membuang air limbah ke air atau sumber air
harus ditingkatkan (Presiden RI, 2001).

Berikut data mengenai inventarisasi kegiatan
pabrik besar, menengah, dan kecil yang
berpotensi menimbulkan pencemaran
lingkungan di Kabupaten Purwakarta. Tercatat
hingga tahun 2018, didapatkan data bahwa dari
350 usaha/ industri, terdapat 80 usaha/ industri
yang menghasilkan air limbah, dan hanya ada 40
usaha yang sudah mempunyai IPLC (Izin
Pengelolaan Limbah Cair) dan IPAL (Instalasi
Pengelolaan Air Limbah) sendiri, sehingga dapat
dibayangkan berapa besar potensi lingkungan
Kabupaten Purwakarta untuk tercemar limbah

(Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Purwakarta, 2019).
Untuk dapat menganalisis model

pengendalian pencemaran air limbah industri di
Kabupaten Purwakarta, peneliti menggunakan
pendekatan systems thinking dalam perspektif
Collaborative Governance dimana proses kegiatan
kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan
dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh
beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang
terkait dan terlibat secara langsung maupun
tidak langsung dengan tujuan  untuk
menyelesaikan masalah publik yaitu pencemaran
air limbah industri di Kabupaten Purwakarta.
Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian dan
kondisi eksisting di lapangan. Kondisi awal
dalam suatu kolaborasi yang dipengaruhi oleh
beberapa fenomena, yaitu para stakeholders
memiliki kepentingan dan visi bersama yang
ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu,
saling menghormati kerjasama yang terjalin,
kepercayaan masing-masing stakeholders,
ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan
pengetahuan. Dimana proses kolaboratif ini
dituangkan didalam siklus face to face dialogue,
trust-building, —commitment to process, shared
understanding, dan intermediate outcomes (Ansell
dan Gash, (2007:544)).
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Gambar 1. Model Collaborative Governance
Sumber: Journal of Public Administration Research and
Theory Vol 8 (4): 543-571 Anshell and Gash, 2007.
Collaborative Governance in Theory and Practice.

B. PEMBAHASAN

Dalam kebijakan Peraturan Daerah mengenai
Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke
Sumber Air, terdapat beberapa faktor yang dapat
menghambat  (kelemahan)  kebijakan  ini,
diantaranya adalah tidak diaturnya koordinasi
antar stakeholders terkait pengendalian, fungsi
kontrol masyarakat dan peran pelaku industri
dalam rangka pengendalian pencemaran air
limbah industri (Bupati Purwakarta, 2009).
Pelaksanaan koordinasi dan monitoring yang
berkesinambungan antar stakeholders  juga
peningkatan peran serta masyarakat dan
kesadaran dari para pelaku industri merupakan
aksi tindak yang perlu dilakukan sebagai
penguatan dari pengendalian pencemaran air
limbah.

Model Pengendalian air limbah industri di
Kabupaten Purwakarta di analisis dengan
menggunakan pendekatan Systems Thinking
dimana menurut Trilestari serta Almamalik
(2008), secara mendasar Systems Thinking ialah
sesuatu  metode menolong orang buat
memandang dunia, tercantum organisasinya dari
perspektif yang luas mengaitkan struktur-
struktur, pola-pola serta peristiwa-peristiwa,
tidak hanya memandang peristiwa-peristiwanya
saja. Kemudian sebagai tool, digunakan Causal
Loop Diagram untuk menggambarkan konsep
Collaborative Governance berdasarkan (Ansell dan
Gash, (2007:544)). Adapun variabel dalam
Collaborative Governance ini adalah kondisi awal,
desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses
kolaboratif (Gambar 1). Masing-masing variabel
luas ini dapat dipisahkan menjadi variabel yang
lebih terperinci. Variabel proses kolaboratif
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diperlakukan sebagai inti dari model, dengan
memulai kondisi awal, desain kelembagaan, dan
variabel =~ kepemimpinan  direpresentasikan
sebagai variabel kritis kontribusi atau konteks
untuk proses kolaboratif. Kondisi awal mengatur
dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan modal
sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban
selama  kolaborasi.  Desain  kelembagaan
menetapkan aturan dasar yang diperlukan untuk
kolaborasi. Dan, kepemimpinan menyediakan
mediasi dan fasilitasi penting untuk kolaboratif
proses. Dengan menggunakan pendekatan
Systems Thinking yang didalamnya menggunakan
Causal Loop Diagram sebagai tool maka
digambarkan hasil analisis penelitian, adalah
sebagai berikut:

Kondisi Fisik
Sungai

@ +

Kebuakan Pembuangan
Limbah Cair Ke Sumber
Air

Air Limbah
Indusm

ngkat

Pengaduan Pencemaran
Mas rakat
{'r'
Pengendalian
Pembuangan Air

+ Limbah Industri Ke Collaborative
Sumber Air Govemance

+

Gambar 2. Hasil analisis penelitian dengan causal
loop diagram Pengendalian Pencemaran Air limbah
Industri Di Kabupaten Purwakarta
Sumber: Pengolahan Peneliti, (2019).

Dapat dijelaskan bahwa, akar masalah pada
penelitian ini adalah tingkat pencemaran yang
berasal dari air limbah industri. Dengan adanya
pencemaran, timbul pengaduan masyarakat,
dalam hal ini sebagai kontrol dalam
pengendalian pencemaran air limbah. Kemudian
dikelola dengan adanya beberapa kebijakan
tentang pengendalian pencemaran air limbah
dalam bentuk instrument perizinan lingkungan.
Pengendalian pencemaran air limbah ini tidak
hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah
saja, namun membutuhkan kolaborasi anatar
pihak. Sinkronisasi antar kebijakan pusat dan
daerah juga perlu dilakukan agar tidak terjadi
overlap pada saat implementasinya. Bimbingan
teknis antar aparatur pemerintah dan juga
industri dapat menjadi salah satu solusi
sinkronisasi ini.
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Pada dasarnya, kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah memiliki nilai korelasi yang
tinggi untuk mengendalikan pencemaran air
limbah industi di Kabupaten Purwakarta.
Namun, setiap pemangku kepentingan kebijakan
tidak dapat berjalan independen, dikarenakan
keterbatasan  kapasitas pemerintah  dalam
penyelenggaraan  pemerintahan.  Sehingga
diperlukan dukungan dan kerjasama semua
pihak seperti pihak non-pemerintah yaitu swasta
dan masyarakat karena peran mereka juga
dibutuhkan dalam penyelengaraan
pemerintahan seperti penyelengaraan kebijakan
publik. Selain itu pihak akademisi (perguruan
tinggi) pun dibutuhkan dalam memberikan
saran dan  pemahaman  perkembangan
pengetahuan. Akademisi juga dapat diajak
bekerjasama tidak hanya dalam hal penelitian
dan kajian mengenai pencemaran air limbah
industri namun juga dari sudut pandang
kebijakannya.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa
indikator penting dalam model pengendalian
pencemaran air limbah industri, yaitu sebagai
berikut:

1. Kondisi fisik sungai.

2. Implementasi kebijakan pengendalian
pencemaran air limbah industri.

3. Sikap dan perilaku masyarakat.

4. Kinerja kebijakan pengendalian pencemaran
air limbah.

5. Collaborative Governance.

KONDISI
FISIK

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN KINERJA
SIKAP DAN PENGENDALIA KEBIJAKAN
PERILAKU N PENGENDALIA
MASYARAKA PENCEMARAN N
AIR LIMBAH PENCEMARAN

INDUSTRI AIR LIMBAH

COLLABORATIVE
GOVERNANCE

Gambar 3. Model Pengendalian Pencemaran Air
Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta
Sumber: Pengolahan Peneliti, (2019).

Dalam membangun sistem pengendalian
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pencemaran air limbah yang efektif, diperlukan
adanya sistem jejaring yang kuat antar berbagai
pihak (stakeholders). Oleh sebab itu variabel
mengenai  Collaborative ~ Governance menjadi
relevan untuk dikembangkan.

Sistem kolaborasi ini dapat menjembatani
suatu proses, terutama antara sektor pemerintah,
swasta dan masyarakat (publik) dimana
kepentingan dan kebutuhan yang beragam dapat
diatasi dengan kolaborasi. Berikut ini adalah
identifikasi stakeholders yang terkait dalam
implementasi kebijakan pengendalian
pencemaran air limbah industri:

Tabel 1. Identifikasi Stakeholders Terkait
Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri
Di Kabupaten Purwakarta

No Stakeholders ]];ms Peran
ata
1 Bappeda Peta Rujukan
dasar pemetaan
lokasi
sumber
pencemar
air.
- DLH Lokasi Memetakan
- Dinas danjenis | posisi dan
Pertanian | kegiatan | distribusi
- Dinas / kegiatan
Peterna | industri | yang
kan (data menghasil-
- Dinas industri | kan
Perindu | / profil pencemar
strian industri) | dari
dan sumbernya.
Perdaga
ngan
..':-:E Biro Pusat | Demogr | Memetakan
g Statistik afi / daerah
5 (BPS) kependu | pemukiman
g dukan yang
v serta memberikan
A~ distribusi kontribusi
nya besar pada
pencemaran
air  limbah
industri.
- Dinas Topografi | Memetakan
ESDM | hidrologi, | Jokasi
- Bappeda Klimatolo tangkapan
- Dinas &y pencemar
. existing
Pekerja- sewerage pada
an systent, sumber air
Umum batas penerima
& PMB perairan | serta untuk
- Kantor dan sub- | menjajaki
pemerin | DAS, distribusi
tah informasi | pencemar
setempat | / dalam suatu
Peta wilayah sub-
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Stakeholders

Jenis
Data

Peran

pemanfa
atan
lahan
(existing
land-use)

DAS
pemetaan,
luas tata
guna lahan,
mengetahui
kondisi
hidrologis,
hidraulis
wilayah
inventarisasi
pencemar.

Pemerintah

DLH

Kuantitas
dan
kualitas
sumber
air

Mengetahui
parameter
pencemar
dominan
yang
memberikan
kontribusi
pencemaran
air yang
tinggi.

Badan
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu-
BPMPTSP

Kuantitas
industri
yang
memiliki
izin
lingkun
gan

Melaksana-
kan proses
pelayanan
dan non
perizinan,
termasuk
izin
pembuang-
an air
limbah
industri.

Privat

Coorporate
(Industri)

Pengelola
an

IPAL,
CSR
limbah

Kewajiban
melaksana-
kan
pengelolaan
air  limbah
sesuai
peraturan
dan  baku
mutu air
limbah,
memberikan
kompensasi
kepada
masyarakat
terdampak.

Civil Society

KPLH
(Komunitas
Pemerhati
Lingk
Hidup)

Pencema
ran,
keluhan
masyara
kat

Menyalur-
kan aspirasi
masyarakat
yang berada
di  sekitar
lokasi
industri.

Masyarakat

Pengadu
an
pencem
aran

Masyarakat
yang
terdampak
pencema-
rann air
limbah
industri

No Stakeholders U5 Peran
Data
Akademisi | Kajian Pengemban
Air gan
Limbah pengetahuan,
& kontrol
Kebijakan | pemerintahan

Sumber: Pengolahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 1, pengumpulan data dan
informasi awal yang diperlukan untuk
mengetahui sebab dan faktor adanya penurunan
kualitas air (pencemaran) diperlukan untuk
penetapan program pengendalian pencemaran
air limbah industri. Hal ini tidak dapat dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi
membutuhkan sinergi dan keterlibatan dari
beberapa stakeholders lintas sektor.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai Model Collaborative Governance dalam
Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri
Di Kabupaten Purwakarta Menggunakan
Pendekatan Systems Thinking,  dapat ditarik
kesimpulan yaitu, bagaimana variabel-variabel
prasyarat berhasilnya Collaborative Governance
yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, (2007),
mengenai kondisi awal, desain kelembagaan,
kepemimpinan, @ dan  proses  kolaboratif
memainkan peranan penting dalam
pengendalian pencemaran air limbah industri di
Kabupaten = Purwakarta. = Dimana  proses
kolaboratif disini belum berjalan dengan baik,
dikarenakan belum adanya kebijakan daerah
yang mengatur tentang Collaborative Governance.
Selain itu kerjasama antar stakeholders terkait
hanya terbatas pada Pemerintah Daerah dan
pihak industri saja, sedangkan masyarakat, pihak
akademisi, belum terjalin sinergis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
dengan menggunakan systems thinking, terdapat
4 (empat) indikator penting: (1) Kondisi fisik
sungai, (2) Implementasi kebijakan pengendalian
pencemaran air limbah industri, (3) Sikap dan
Perilaku Masyarakat, (4) Kinerja kebijakan
pengendalian pencemaran air limbah (5)
Collaborative ~ Governance. ~ Dalam  rangka
terciptanya harmonisasi kinerja implementasi
kebijakan pengendalian pencemaran air limbah
industri di Kabupaten Purwakarta, maka
direkomendasikan menggunakan konsep
Collaborative Governance dalam pengendalian,
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membuat Peraturan Daerah (updating) yang baru
guna menunjang keberhasilan dari pengendalian
pencemaran air limbah industri di Kabupaten
Purwakarta.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber
daya manusia dengan cara penambahan tenaga
teknis lapangan dan pelatihan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup (PPLH) serta pelatihan
pengelolaan  air  limbah  industri  bagi
implementor kebijakan. Sumber tenaga teknis
lapangan yang dimaksud bisa berasal dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga
Harian Lepas (THL) yang didukung dengan
keahlian di bidang lingkungan hidup.

Integrasi kebijakan pengendalian pencemaran
air limbah industri melalui penyusunan
Peraturan Daerah (updating) yang baru juga
harus dipertimbangkan, mencakup pengelolaan
sumber daya air secara terpadu termasuk
pembagian peran antar instansi. Diharapkan
konsep Collaborative Governance digunakan dalam
pengendalian pencemaran air limbah industri,
dimana dibutuhkan kolaborasi antar aktor, baik
pemerintah, pelaku industri, masyarakat,
pemerhati lingkungan dan akademisi bekerja
sama dengan cara atau proses tertentu yang
nantinya akan menghasilkan solusi yang tepat
untuk pengendalian pencemaran air limbah
industri. Sedangkan Bagi industri, diwajibkan
untuk memenuhi baku mutu lingkungan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam
menjalankan  usahanya  terutama  dalam
pembuangan air limbah.
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Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan bentuk penelitian Pre-Eksperimental
Design dengan rancangan penelitian one group pre-test post-test design . Populasi dalam penelitian ini
adalah stakeholder pengelola bencana, sedangkan sampel yang terpilih sebagai kelompok eksperimen
berjumlah 38 orang yang dipilih secara acak dengan teknik cluster sampling yang telah diuji homogenitas
data pada keseluruhan populasi penelitian dengan menggunakan uji Bartlett. Hal ini guna
mengakomodasi variasi keterwakilan peran stakeholder. Alat pengumpul data berupa soal tes pilihan
ganda yang terdiri dari 20 butir soal pre-test dan post-test serta 20 butir pernyataan angket dan kisi-kisi
soal yang keseluruhannya telah divalidasi oleh tiga orang validator dengan standar eror 2%.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model terhadap
sikap kelompok stakeholder dalam penanganan bencana. Disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil
perhitungan diperoleh rata-rata sikap kelompok stakeholder dalam penanganan bencana sebelum
diterapkan model Kolaboratif tergolong kurang dengan rata-rata nilai sebesar 58, 61 dengan standar
deviasi 10, (2) Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata sikap kelompok stakeholder setelah
diterapkan model Kolaboratif tergolong baik dengan rata-rata nilai 79,61 dengan standar deviasi 9,85.
(3) Berdasarkan hasil perhitungan mengunakan analisis regresi diperoleh simpulan bahwa terdapat
pengaruh penerapan model Kolaboratif terhadap sikap kelompok stakeholder.

Kata Kunci: Model Kolaboratif; Stakeholder Bencana; Pemerintah Daerah

Dissemination of Collaborative Models in Disaster Management in
Lampung Province: Studies on Covid-19 Management

Abstract

This study used an experimental research method with a pre-experimental research design with one group pre-test
post-test design. The population in this study were disaster management stakeholders, while the sample selected
as the experimental class was 38 people who were randomly selected by the cluster sampling technique who had
tested the homogeneity of the data in the entire study population using the Bartlett test. This is to accommodate
the variation in representation of stakeholder roles. The data collection tool was in the form of multiple choice test
items consisting of 20 pre-test and post-test items as well as 20 questionnaire statements and a grid of questions,
all of which had been validated by three validators with 2% error standard. Based on the data analysis, it can be
concluded that there is an effect of the application of the model on the attitudes of stakeholder groups in disaster
management. It can be concluded that: (1) Based on the results of the calculation, the average attitude of the
stakeholder group in disaster management before the Collaborative model was applied was classified as less with
an average value of 58.61 with a standard deviation of 10, (2) Based on the calculation results obtained an average
attitude After applying the collaborative model, the stakeholder group was classified as good with an average value
of 79.61 with a standard deviation of 9.85. (3) Based on the results of calculations using regression analysis, it is
concluded that there is an effect of the application of the Collaborative model on the stakeholder group's attitude.
Keywords: Collaborative Model; Disaster Stakeholders; Local Government

Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 117


mailto:simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id
mailto:eb.sulistio@fisip.unila.ac.id

Kl i 4.0

L\

A. PENDAHULUAN

Berbagai pengalaman bencana alam yang
dihadapi manusia telah memberikan
pembelajaran  kepada berbagai pihak untuk
merubah pola pikir dan cara tindak
menanggulanginya. Dalam perkembangannya
dewasa ini semakin disadari betapa pentingnya
inter-relasi antara para pihak dalam setiap proses
dan tahapan penanggulangan bencana. Baik
pemerintah maupun masyarakat hendaklah
sama-sama memiliki kesiapan dan kemampuan
dalam mencegah, menghadapi, menghindar,
ataupun menanggulangi bencana alam yang
dapat melanda tanpa diketahui waktu akan
terjadinya. Jika pemerintah dan masyarakat di
suatu daerah lebih siaga menghadapi dan mampu
menanggulangi bencana, dampak kerugian yang
akan dialami masyarakat dan daerah itu
cenderung dapat ditekan atau diperkecil.
Sebaliknya, apabila manajemen penanggulangan
bencana yang dilakukan pemerintah buruk dan
masyarakatnya tetap tidak berdaya maka
kerugian akibat bencana alam bisa menjadi lebih
besar atau bahkan akan berkepanjangan dan lebih
rumit untuk diatasi.

Di tengah-tengah perubahan paradigma
penanggulangan bencana ke arah yang lebih
mendorong agar pengurangan risiko bencana
menjadi sesuatu yang lazim dari proses
pembangunan  yang terdesentralisasi.  Di
Indonesia,  perhatian = pada  pentingnya
penanggulangan bencana sekurang-kurangnya
telah pula diwujudkan lewat lahirnya Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-
Undang tersebut pemerintah daerah diwajibkan
untuk  membentuk satuan kerja  Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yakni
di setiap provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Namun keragaan struktur organisasi semata
tentulah tidak cukup. Itulah sebabnya dalam
perkembangan cara pandang dan praktik
penanggulangan bencana yang lebih mutakhir
secara bersamaan tuntutan adanya tata kelola
(governance) penanggulangan bencana yang lebih
baik juga semakin nyata. Transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas dalam inter-relasi para pihak
baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
akan amat menentukan seperti apa kualitas dan
keberhasilan dari suatu aktivitas penanggulangan
bencana. Pengalaman beberapa daerah dalam
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melaksanakan rehabilitasi-rekonstruksi rumah
warga terdampak pascagempa bahkan dinilai
patut disebut sebagai salah satu praktik yang baik
(good practice) dan kiranya bisa dijadikan rintisan
untuk pembelajaran bagi berbagai pihak.
Manajemen penanggulangan bencana yang
dikembangkan pemerintah daerah secara
transparan, partisipatif dan akuntabel justru bisa
menjadi kunci mengoptimalkan pencapaian
tujuan penanggulangan bencana.

Tata kelola (governance) memiliki arti dan
peran sangat penting dalam menjamin
pencapaian tujuan paling dasar dari suatu entitas
politik, baik itu negara maupun wilayah-wilayah
politik yang lebih kecil di bawahnya, termasuk
seperti provinsi dan kabupaten/kota di
Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan maka tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance)
akan memberi manfaat luas bagi tumbuh
kembangnya demokrasi dan kesejahteraan rakyat
(Kemitraan, 2008).

Oleh UNDP tata kelola didefinisikan sebagai
suatu proses, aturan, atau hasil interaksi antara
kalangan legislatif, eksekutif, masyarakat sipil
(civil society), pengadilan, dan masyarakat yang
kemudian disebut para stakeholder di wilayah
tertentu. Dalam hal ini tata kelola dimaknai
sebagai pengejawantahan kekuasaan di bidang
ekonomi, politikk dan administratif untuk
mengelola sebuah negara di seluruh tingkatannya
(UNDP, 1997). World Bank mengartikan tata
kelola dari beberapa sisi. Di satu sisi tata kelola
dapat diartikan sebagai aturan formal dan
informal yang mengatur wilayah publik,
terutama dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu tata kelola juga diartikan sebagai
“kapasitas pemerintah untuk merancang,
merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta
memberlakukan hukuman terhadap
pelanggarnya” (WB, 1992). Kemitraan (2012)
mendefinisikan tata kelola sebagai proses
pembuatan kebijakan publik dan
implementasinya melalui interaksi antara arena
negara, masyarakat sipil, dan masyarakat
ekonomi (pasar). Sementara itu menurut
Berggruen dan Gardels (2013) tata kelola
(governance) adalah proses menyelaraskan
budaya, institusi politik dan sistem ekonomi yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
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dengan tujuan utama menciptakan kehidupan
bersama yang lebih baik.

Berbagai definisi tata kelola (governance) yang
dikemukakan di atas menunjukkan betapa
pentingnya perhatian terhadap interrelasi antara
para pihak dalam membuat keputusan,
merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan
hingga mengevaluasi setiap proses dan fase
penanggulangan bencana. Secara khusus dari
sudut pandang kajian ilmu sosial inter-relasi para
pihak itu sendiri bisa dipelajari sebagai suatu
perwujudan realitas sosial maupun fenomena
tindakan sosial.

Berkenaan dengan konteks tata kelola yang
baik (good governance) dalam penanggulangan
bencana di daerah sekurang-kurangnya harus
ada tiga prinsip tata kelola paling pokok dalam
inter-relasi para pihak dimaksud, yakni:
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Pertama, transparasi menyangkut keterbukaan
akan informasi publik sebagai fondasi utama tata
kelola yang baik dalam penanggulangan bencana.
Kedua, partisipasi untuk memastikan adanya
keterlibatan dari seluruh pihak terkait, utamanya
masyarakat sebagai pemanfaat utama dari
agenda dan program rehabilitasi-rekonstruksi.
Ketiga, akuntabilitas dalam pengertian seluruh
pihak dapat dan wajib memper-
tanggungjawabkan keputusan dan aksi atau
tindakan yang diambil. Praktik tata kelola yang
baik (good governance) minimal menerapkan
ketiga prinsip itulah kemudian disebut juga oleh
Kemitraan sebagai basis bagi sebuah tata kelola
yang lebih kolaboratif.

Pada penelitian sebelumnya, diperoleh sebuah
model yang berusaha merangkum keterlibatan
para stakeholder dalam pengelolaan bencana.
Model ini memiliki muatan yang menekankan
kepada aspek potensial untuk kolaborasi dan
kolaborasi dengan kelompok non-pemerintah
dan swasta dalam menangani korban bencana
jangka panjang, mengingat bahwa anggaran
pemerintah hanya mencakup realokasi dan
pembangunan rumah dan infrastruktur publik
yang terdampak bencana, sementara kebutuhan
pendukung lainnya belum siap. Fase rehabilitasi
dan rekonstruksi membutuhkan komitmen yang
kuat. Seperti yang telah dinyatakan jika setelah
bencana dimungkinkan ithere iis konsentrasi
LSM dalam fase bantuan dan penyelamatan.
Namun, melanjutkan upaya dalam fase
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rekonstruksi dan rehabilitasi membutuhkan
komitmen jangka panjang. Pada fase ini, LSM
dapat berperan penting sebagai penghubung
antara masyarakat dan pemerintah,
mengkomunikasikan kebutuhan dan prioritas
masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu,
bagian yang paling menantang adalah aspek
kesiapan untuk berperan, di mana kemampuan
yang terlibat dalam rekonstruksi pasca bencana
dapat ditularkan kepada generasi mendatang
untuk mengantisipasi bencana berikutnya (Shaw,
2003). Dinamika dalam peran pemerintah
menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak dapat
menjadi pemerintahan sendiri, dalam konteks
kebencanaan lebih banyak kolaborasi dan
kolaborasi taktis antar pemangku kepentingan
yang dibutuhkan, hanya saja posisi kelompok
non-pemerintah dapat semakin diperkuat. Dalam
kondisi ini, lebih banyak jaringan pemerintah
umumnya lebih dibutuhkan sebagai organisasi
terdesentralisasi dan tata kelola jaringan bersama
yang dapat memfasilitasi kolaborasi dengan
mengoptimalkan kepercayaan dan legitimasi dan
meminimalkan ketidakseimbangan kekuasaan
(Hermansson, 2016). Selain itu, keterlibatan
masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
dan penanggulangan pra bencana dapat
memberikan manfaat dalam hal kepercayaan,
kepemilikan dan pengurangan kerugian akibat
bencana  akibat proses dinamis yang
memungkinkan kelompok masyarakat untuk
berkontribusi, bertukar pikiran dan kegiatan
pengambilan keputusan inklusif (Pandey, 2019).
Model penanggulangan bencana di masa depan
perlu multi stakeholder dan melibatkan peran yang
lebih aktif dari kelompok non-pemerintah dan
organisasi swasta yang memiliki kapasitas untuk
mengelola bencana.

Pada bagian selanjutnya perlu dilakukan
diseminasi dalam wujud pengujian konsep model
terhadap kelompok yang menjadi pelaksana
model. Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang
hendak diwujudkan dari penelitian ini, yaitu: (1).
Apakah ada pengaruh model Kolaboratif dengan
sikap para stakeholder pengelola bencana, (2).
Apakah ada perubahan sebelum diperkenalkan
model tersebut dengan setelah diperkenalkan
model itu?. Kedua pertanyaan ini yang kemudian
akan dibahas pada bagian selanjutnya.

B. PEMBAHASAN
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Dalam penelitian ini digunakan bentuk digunakan satu kelompok sampel diberikan
penelitian eksperimen dengan bentuk “pre- tes awal (pre-test) kemudian diberikan
experimental design”. Digunakannya bentuk pre- perlakuan tertentu, setelah itu dilakukan
experimental karena peneliti tidak dapat pengukuran terhadap kelompok sasaran
mengontrol dan memanipulasi semua variable tersebut dengan memberikan tes akhir (post-
yang relevan antara lain tingkat kecerdasan test). Pada penelitian ini digunakan rancangan
kelompok sasaran dan latar belakang one group pretest-postest design yaitu rancangan
kelompok sasaran atau keadaan sosial yang digunakan satu kelompok subjek
ekonomi kelompok sasaran. Peneliti hanya pertama-tama dilakukan pengukuran lalu
dapat mengontrol dan memanipulasi variabel dikenakan perlakuan untuk jangka waktu
bebas dalam penelitian ini yaitu model tertentu, kemudian dilakukan pengukuran
Kolaboratif. Dalam penelitian ini hanya untuk kedua kalinya. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 1. Persentase Jawaban Sikap Stakeholder Tentang Penerapan Model Kolaboratif

Penerapan Model Frekuensi  Jumlah
Observasi  Frekuensi  Persentase Kategori
1) ()
1. Pelibatan Stakeholder 32 38 84,39 % Baik
2. Mekanisme Interaksi 31 38 82,23 % Baik
3. Proses Kendali 28 38 74,67 % Cukup Baik
4. Sinergitas Tujuan 29 38 75,49% Baik
Pengelolaan
5. Keberlanjutan 30 38 80,26 % Baik
Sumber: Analisis Data, 2020
Berdasarkan pengolahan dan analisis hasil (N) sebesar 190 sehingga persentase yang
persentase di atas, maka dapat interpretasikan dicapai adalah 79, 21% dan masuk dalam
bahwa wuji model itu kepada kelompok rentang persentase 75% - 100% dengan
stakeholder dengan nilai pencapaian frekuensi kategori “Baik”

observasi (f) sebesar 151 dan jumlah frekuensi

Table 2. Rangkuman Sikap Kelompok Sasaran (Pre- Test dan Post-Test)

Sikap Kelompok Rata-Rata Standar
Sasaran Nilai Deviasi Nilai
Pre-Test 58,16 10, 87
Post-Test 79, 61 9, 54
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan sikap kelompok stakeholder yang
dapat disimpulkan bahwa rata-rata sikap belum mengenal model tersebut.
kelompok stakeholder sebelum diterapkan
model Kolaboratif tergolong kurang dengan C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
rata-rata nilai sebesar 58,16 dengan standar Rata-rata sikap kelompok sasaran
deviasi 10,87 dan sikap kelompok stakeholder sebelum diterapkan model Kolaboratif
setelah diterapkan dengan model Kolaboratif tergolong kurang dengan rata-rata nilai
tergolong baik dengan rata-rata nilai 79,61 sebesar 58,61 dengan standar deviasi 10, 87.
dengan standar deviasi 9,54. Hal ini Rata-rata sikap kelompok sasaran setelah
menunjukkan bahwa sikap kelompok diterapkan model Kolaboratif tergolong baik
stakeholder yang diberikan materi tentang dengan rata-rata nilai 79, 61 dengan standar
model Kolaboratif lebih baik dibandingkan deviasi 9, 854. Berdasarkan hasil perhitungan
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mengunakan analisis regresi diperoleh
persamaan garis regresi Y =a+b X o Y =
30.34 + 0.78, 63 X selanjutnya menghitung
signifikansi dengan hasil Fhitung = 9.20 dan
Fuabee = 4.17 maka Hp ditolak pada taraf
signifikansi 5%, artinya Ha diterima, yaitu
terdapat pengaruh penerapan model
Kolaboratif terhadap sikap kelompok sasaran
dalam penanganan bencana.
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Muthya Diana

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
e-mail: muthyadiana@jabarprov.go.id

Abstrak

Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 yang disebabkan arus mudik, pemerintah menetapkan
status pemudik sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan harus menjalani karantina mandiri.
Survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan masyarakat Jawa Barat dalam
menerima pemudik dan melaksanakan karantina mandiri. Hasil survei menunjukkan bahwa
masyarakat Jawa Barat belum siap untuk melaksanakan kebijakan karantina mandiri bagi pemudik.
Meskipun aspek pengetahuan dan perilaku masyarakat sudah berada pada kategori baik, namun aspek
kondisi keluarga dan fasilitas tidak mendukung pelaksanaan karantina mandiri. Disarankan kepada
pemerintah agar mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang masyarakat untuk mudik selama
pandemic Covid-19 dan untuk mengantisipasi pemudik yang tetap lolos ke wilayah Jawa Barat,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk lebih memperhatikan kesiapan penyediaan fasilitas
karantina serta prosedur penangan pemudik di tingkat Desa/Kelurahan.

Kata Kunci: Covid-19, Karantina Mandiri, Mudik

West Java Community Readiness
In The Implementation Of Independent Quarantine For Travelers

Abstract

In an effort to prevent the spread of Covid-19 caused by the homecoming flow, the government has determined the
status of travelers as People Under Monitoring (ODP) and must undergo self-quarantine. This survey aims to
get a description of the people’s readiness in accepting travelers and implementing self-quarantine. The results
shows that the West Java’s community are not ready to implement the self-quarantine policy for travelers.
Although the knowledge and behavior aspects of the community are already in the good category, the aspects of
family conditions and facilities do not support the implementation of self-quarantine. The government is advised
to issue a strict policy prohibiting homecoming people during the Covid-19 pandemic and to anticipate travelers
arriving in West Java, it is recommended that the Provincial Government pay more attention to the readiness of
providing quarantine facilities and procedures for handling travelers at the Village level.

Keywords: Covid-19, Self-Quarantine, Homecoming

A. PENDAHULUAN Untuk menghambat penyebaran virus

Sejak Indonesia pertama kali mengkonfirmasi
kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020, dari hari ke
hari jumlah yang terpapar virus tersebut terus
bertambah. Secara nasional berdasarkan data per
3 April 2020, yang terpapar COVID-19 sebanyak
1.986 orang, sembuh 134 orang, dan meninggal
dunia 181 orang (Merdeka, 2020).

tersebut, Presiden RI telah meminta masyarakat
untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan
mengeluarkan kebijakan untuk bersekolah,
beribadah dan bekerja dari rumah (Purnamasari,
2020). Mengingat Jakarta adalah episentrum
penyebaran Covid-19 di Indonesia, maka
Pemerintah  DKI  Jakarta menindaklanjuti
kebijakan Presiden tersebut dengan menetapkan
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status Tanggap Darurat Bencana Wabah Corona
(COVID-19) di DKI Jakarta mulai 20 Maret sampai

dengan 2 April 2020 dan kemudian
memperpanjangnya hingga 19 April 2020
(Ikhsanudin, 2020).

Pemberlakuan kebijakan ini pada akhirnya
berdampak terhadap kehidupan ekonomi
masyarakat. Ekonom CORE Indonesia, Akhmad
Akbar Susamto sebagaimana dikutip Wulandhari
(2020) menyatakan bahwa dampak paling parah
diasumsikan terjadi pada pekerja sector informal,
sebab daya tahan ekonomi para pekerja sektor

informal relatif rapuh, terutama yang bergantung
pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan
aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor
formal. Status pekerjaan yang diasumsikan akan
mengalami dampak paling parah adalah pekerja
bebas atau pekerja lepas, pengusaha mikro,
berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak
tetap/buruh  tidak dibayar, dan pekerja
keluarga/tak dibayar. Hal ini dikuatkan dengan
laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan
bahwa sampai dengan 9 April 2020, sebanyak 1,4
juta pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK,
dimana sebagian besar terjadi di wilayah Jakarta
(Rina, 2020).

Kondisi ini kemudian memicu terjadinya
percepatan arus mudik terutama dari para pekerja
informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY serta ke
Jawa Timur. Disampaikan Presiden RI dalam
rapat terbatas mengenai antisipasi mudik lebaran,
tanggal 30 Maret, bahwa sebagai gambaran, tahun
2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta
orang ke seluruh wilayah Indonesia. Jika
Pemerintah  Pusat dan  Daerah  tidak
mengantisipasi Ramadhan dan Idul Fitri ini
dengan baik, maka diprediksi akan terjadi
penyebaran virus yang sangat massif dan dapat
berakibat fatal bagi masyarakat. Terlebih sampai
saat kajian ini dilakukan belum ada regulasi atau
kebijakan dari Pemerintah Pusat yang secara
tegas melarang masyarakat untuk mudik.

Menghadapi permasalahan hal tersebut, maka
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian
menetapkan status para pemudik sebagai Orang
Dalam  Pengawasan (ODP) dan  wajib
menjalankan karantina mandiri selama 14 hari
(Simbolon, 2020).

Mengingat pandemi ini merupakan kasus baru
di dunia, maka dalam rentang Januari sampai
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dengan awal April saat kajian ini dilakukan,
belum banyak ditemukan hasil-hasil penelitian
tentang Covid-19 dari aspek social dan
administrasi. Beberapa yang dapat penulis
temukan diantaranya adalah Shaw et al., (2020)
dan Djalante et al.,, (2020). Shaw, Kim, & Hua
menganalisis tanggapan di negara-negara Asia
Timur, di Cina, Jepang dan Korea Selatan dimana
hasil temuannya menunjukkan bahwa efektifitas
kebijakan pemerintah dalam penanggulangan
Covid-19 akan berbeda, dipengaruhi oleh
perilaku dan soliditas masyarakat. Sedangkan
Djalante, dkk menulis tentang respon pemerintah
dan masyarakat Indonesia terhadap Covid-19
berdasarkan analisis cepat dari konten media
sosial, media massa, laporan dan pernyataan-
pernyataan dari pemerintah. Antara lain
dilaporkan bahwa keragu-raguan pemerintah
bahkan  penyangkalan terhadap  potensi
pandemik di Indonesia pada fase awal wabah
menimbulkan respon dan persepsi masyarakat
yang rendah tentang risiko COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut, agar kebijakan
Pemerintah Jawa Barat untuk memberlakukan
karantina mandiri bagi para pemudik dapat
terimplementasi dengan baik, maka pemahaman
dan kesiapan masyarakat Jawa Barat sebagai tuan
rumah bagi keluarganya yang mudik menjadi
sangat penting untuk diketahui.

Pakar virus dari Universitas Brawijaya, dr.
Andrew William Tulle, M.Sc sebagaimana dikutip
(Nashikah, 2020) membeberkan cara atau
pedoman yang tepat untuk karantina mandiri di
rumah. Beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi adalah tersedianya ruangan khusus atau
kamar sendiri ~untuk pemudik  untuk
meminimalisir kontak dengan anggota keluarga
lainnya. Selain itu perlu ada anggota keluarga
yang khusus merawat atau membantu pemudik
yang sedang isolasi diri tersebut dengan
memperhatikan protokol kesehatan penanganan
Covid-19. Sedapat mungkin juga penggunaan
kamar mandi dan alat mandi yang berbeda, alat
makan yang terpisah, penggunaan disinfektan
secara rutin pada area-area yang sering kontak
dan penggunaan masker serta penerapan hand
hygiene bagi seluruh anggota keluarga. Hal yang
tidak jauh  berbeda juga  disampaikan
disampaikan oleh Ahli gizi Dr. dr. Tan Shot Yen,
M. Hum, sebagaimana dikutip oleh(Afifah, 2020).

00
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Tulisan ini merupakan hasil kajian cepat yang
dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 2020,
bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang
kesiapan masyarakat Jawa Barat dalam menerima
pemudik serta mengimplementasikan kebijakan
karantina mandiri dari aspek kondisi keluarga,
ketersediaan sarana dan prasarana maupun dari
aspek pengetahuan dan perilaku. Hasil kajian
cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dalam menentukan kebijakan yang tepat guna
mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran
Covid-19 akibat pergerakan penduduk menjelang
Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H.

Dengan menggunakan metode survei,
populasi kajian ini adalah seluruh rumah tangga
yang ada di Jawa Barat yaitu 13.093.860 KK
(Proyeksi 2019, BPS Jabar). Jumlah responden
ditetapkan dengan rumus Slovin dengan margin
of error 5%, sehingga diperoleh sampel responden
sebanyak 400 KK. Teknik probability sampling yang
digunakan, memberikan kesempatan kepada
seluruh Kepala Keluarga di Jawa Barat untuk
menjadi responden. Instrumen kuesioner dibuat
dalam bentuk pertanyaan tertutup menggunakan
Google Form dan disebarkan menggunakan
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media sosial Facebook, Whatsap, dan Instagram
untuk kemudian dianalisis secara deskriptif.

B. PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya, responden yang
berpartisipasi dalam survei ini mencapai 2.704
orang, namun setelah dilakukan pembersihan
data, maka jumlah kuesioner yang diteruskan
pada tahap pengolahan adalah sebanyak 1.032.
Dengan demikian margin of error survei ini
menjadi 3%. Data yang dibersihkan adalah data
yang berasal dari responden yang berasal dari
luar Jawa Barat dan responden yang pada tahun-
tahun sebelumnya tidak menerima keluarga yang
mudik.

Responden tersebut berasal dari seluruh
kabupaten/Kota di Jawa Barat, terbanyak dari
Kota Bandung (306 orang atau 30%) dan paling
sedikit dari Kota Banjar (3 orang atau 0,3%).
Sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (56%),
dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah
Perguruan Tinggi (73%), sedangkan dari jenis
pekerjaan, sebagian besar responden adalah
pegawai pemerintah (48%). Rinciannya dapat
dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin (%) Pendidikan yang ditamatkan (%) Pekerjaan (%)
Laki- | Perempuan | Tidak | SD | SMP | SMA | PT | Pegawai Pegawai | Wirausaha/ | Tidak
laki Tamat Pemerintah | swasta Pekerja Bekerja
SD Informal
56 44 0.1 05 | 19 | 247 | 728 48 25 12 15

Kesiapan masyarakat dalam hal ini diukur
dari tiga aspek, yaitu kondisi keluarga,
pengetahuan dan perilaku, serta ketersediaan
fasilitas untuk isolasi mandiri.

Kondisi Keluarga

Pertanyaan pada aspek ini meliputi jumlah
penghuni, adanya anggota keluarga yang
beresiko tinggi, jumlah pemudik yang biasanya
diterima dan kepemilikan tabungan untuk
kondisi darurat.

Sebagian = besar  responden (68%)
menyatakan bahwa rumah mereka dihuni oleh

lebih dari 4 orang. 52% responden juga
menyatakan memiliki anggota keluarga yang
beresiko tinggi terhadap Covid-19 (terdapat
anggota keluarga yang berusia lanjut,
mempunyai penyakit penyerta, ibu hamil dan
anak dibawah 2 tahun). Selanjutnya, 59%
responden biasanya menerima lebih dari 3
orang anggota keluarga yang mudik dan 49%
menyatakan tidak mempunyai tabungan untuk
keadaan darurat. Secara rinci dapat dilihat
pada Tabel 2.
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Jumlah Penghuni Memiliki anggota Jumlah pemudik yang Kepemilikan
(orang) keluarga resiko tinggi | biasa diterima (orang) tabungan darurat
<4 >4 Ya Tidak <3 >3 Ya Tidak
32% 68% 52% 48% 41% 59% 51% 49%

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa
rumah tangga di Jawa Barat mempunyai
penghuni yang cukup banyak dan memiliki
anggota keluarga yang beresiko tinggi terhadap
infeksi virus corona. Dilain pihak, rata-rata tamu
pemudik yang biasa diterima cukup banyak dan
keluarga tidak memiliki cadangan dana yang
bisa dipergunakan untuk kondisi darurat.
Dengan demikian kondisi keluarga di Jawa
Barat tidak mendukung untuk menerima dan
melakukan isolasi mandiri bagi keluarga yang
datang mudik.

karantina mandiri, pemahaman pentingnya
karantina mandiri bagi pemudik, penggunaan
masker, kebiasaan mencuci tangan dan
penggunaan disinfektan.

Hasil survei menunjukkan sebagian besar
responden sudah memahami apa yang
dimaksud dengan karantina mandiri, ditandai
dengan pilihan jawaban 59% responden bahwa
pemudik harus tinggal dan melakukan aktivitas
hanya di dalam rumah, menjaga jarak dengan
anggota keluarga lainnya dan mempunyai
ruangan tersendiri yang terpisah (lihat Diagram
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1).
Pengetahuan dan Perilaku
Pertanyaan pada aspek ini meliputi
pemahaman responden tentang  definisi

~N

59% » Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah serta menjaga jarak
dengan anggota keluarga lainnya

u Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas di rumah saja, tapi boleh keluar jika ada
keperluan, misalnya untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan.

= Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah dan di pekarangan, tapi
tidak perlu menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya

Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah, menjaga jarak dengan
anggota keluarga lainnya dan mempunyai ruangan tersendiri yang terpisah

Diagram 1. Pemahaman Tentang Karantina Mandiri

Selanjutnya, 73% responden menyatakan
bahwa karantina mandiri perlu dilakukan

bergejala sakit apalagi yang bergejala sakit
(Diagram 2).

terhadap semua pemudik, baik yang tidak
2%

= Tidak perlu, mereka baik-baik saja. Karantina itu merepotkan

= Perlu bagi mereka yang menunjukkan gejala sakit, kalau yang sehat tidak perlu

» Harus dilakukan baik bagi yang sehat apalagi bagi yang sudah menunjukkan gejala sakit
Diagram 2. Pemahaman tentang Pentingnya Karantina Mandiri Bagi Pemudik

Dalam hal penggunaan masker, sebagian besar
responden (80%) telah memiliki kebiasaan

menggunakan masker jika keluar rumah atau
bertemu dengan orang lain (Diagram 3).
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1. Tidak Pernah
2. Kadang2
3. Selalu

Diagram 3. Kebiasaan Penggunaan Masker
Sebagian besar responden (79%) telah penggunaan  disinfektan untuk  menjaga
memiliki pengetahuan tentang tata cara mencuci  kebersihan lingkungan rumah telah dipahami
tangan dengan benar dan telah menerapkannya dan diterapkan oleh sebagian besar responden
sebagai kebiasaan. Demikian juga dengan (60%) dalam kehidupan sehari-hari (Tabel 3).

Tabel 3. Pengetahuan dan Kebiasaan Mencuci Tangan dan Penggunaan Disinfektan

Pengetahuan tentang 6 langkah mencuci tangan Penggunaan disinfektan di rumah
menggunakan sabun dan air mengalir
Ya, selalu Ya, kadang- Tidak tahu Ya, Ya, tidak Tidak punya
diterapkan kadang digunakan digunakan
diterapkan setiap hari setiap hari
79% 20% 1% 60% 34% 6%
Berdasarkan data di atas, maka masyarakat fasilitas karantina yang disiapkan

Jawa Barat dari aspek pengetahuan dan
perilaku dapat dikategorikan baik.

Fasilitas

Pada aspek ini, pertanyaan yang diajukan
menyangkut ketersediaan fasilitas untuk
mendukung pelaksanaan karantina mandiri
bagi pemudik, yaitu jumlah kamar tidur,
jumlah kamar mandi, memiliki rumah lain
yang bisa dipakai keluarga yang mudik dan

pemerintah/komunitas setempat.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian
besar responden (73.4%) menyatakan memiliki
lebih dari dua kamar tidur, namun hanya 25,8%
yang memiliki lebih dari dua kamar mandi.
Sementara itu sebagian besar responden (85%)
juga tidak memiliki rumah lain yang bisa
digunakan oleh keluarga yang mudik dan 82%
menyatakan belum tersedia fasilitas karantina
yang disiapkan oleh pemerintah/komunitas
setempat (Tabel 4).

Tabel 4. Ketersediaan Fasilitas dalam mendukung Karantina Mandiri bagi Pemudik

Jumlah  kamar | Jumlah  kamar | Kepemilikan Fasilitas karantina yang disiapkan
tidur mandi rumah lain pemerintah/komunitas
<2 >2 <2 >2 Ada Tidak Ada Tidak Ada
Ada
27% 73% 74.2% | 25.8% 15% 85% 18% 82%

Berdasarkan data di atas dan jika dikaitkan
dengan aspek kondisi keluarga sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan
bahwa fasilitas untuk mendukung pelaksanaan
karantina mandiri bagi pemudik belum cukup
tersedia.

Survei ini juga menunjukkan hasil yang
sejalan antara karakteristik responden yang

sebagian besar adalah masyarakat dengan
kategori berpendidikan tinggi serta bekerja
sebagai  pegawai  pemerintah  dengan
pengetahuan dan perilaku responden yang
bagus dalam upaya pencegahan Covid-19.
Meskipun demikian, pegawai pemerintah yang
dalam anggapan masyarakat secara umum
adalah kelompok yang dikategorikan “mapan”
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secara ekonomi, ternyata tidak didukung oleh
kondisi keluarga dan fasilitas yang memadai
untuk dapat melakukan karantina mandiri bagi
keluarganya yang datang mudik.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Meskipun dari aspek pengetahuan dan

perilaku masyarakat Jawa Barat sudah berada

pada Kkategori baik, namun aspek kondisi
keluarga dan fasilitas masih buruk. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa

Barat belum siap untuk melaksanakan

kebijakan karantina mandiri bagi pemudik.
Hal-hal yang dapat disarankan dari survei

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan
tegas yang melarang masyarakat untuk
mudik selama pandemic Covid-19.

2. Untuk mengantisipasi pemudik yang tetap
lolos ke wilayah Jawa Barat, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat disarankan untuk lebih
memperhatikan  kesiapan  penyediaan
fasilitas karantina serta prosedur penangan
pemudik di tingkat Desa/Kelurahan.
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Abstrak

Pembuatan CD Interaktif Profil Lembaga Administrasi Negara RI dimaksudkan untuk memudahkan
informasi profil Lembaga Administrasi Negara. Tujuan pembuatan CD interaktif ini selain untuk
memudahkan penyampaian informasi dan juga dapat digunakan sebagai media presentasi dalam
rangka pelayanan publik digital. CD Interaktif akan digunakan oleh pegawai Lembaga Administrasi
Negara dalam memberikan informasi profil Lembaga Administrasi Negara. Pembuatan CD Interaktif
Profil Lembaga Administrasi Negara menggunakan metode pengembangan Luther-Sutopo. Dengan
adanya CD Interaktif maka informasi akan tersaji secara interaktif dan lebih menarik.

Kata Kunci: CD Interaktif, Metode Luther-Sutopo, Lembaga Administrasi Negara

The Making of Interactive CD Profile Lembaga Administrasi Negara RI
Abstract

The Making of Interactive CD Profile Lembaga Administrasi Negara (LAN) Rl is intended to facilitate the profile
inform the Lembaga Administrasi Negara. Making the goal of this interactive CD is in addition to facilitate the
delivery of information and can also be used as a media presentation in the framework of digital public services.
Interactive CD will be used by employees of the Lembaga Administrasi Negara in providing profile information
Lembaga Administrasi Negara. Interactive CD profile Lembaga Administrasi Negara is using development
method of Luther-Sutopo. With the Interactive CD, the information will be presented in interactive and more
interesting.

Keywords: Interactive CD, Methods Luther-Sutopo, Lembaga Administrasi Negara.

A. PENDAHULUAN

Pelayanan digital oleh organisasi publik
merupakan sebuah keniscayaan pelayanan digital
era revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh
internet of things, artificial intelegence, open data, e-
government, and smart government.

Organisasi publik menerapkan pelayanan
digital tersebut dengan memanfaatkan, membuat
dan mengkomunikasikan isi (content)/ informasi
mengenai informasi profil organisasi dengan
memanfaatkan  kemajuan  teknologi  dan
informasi. Oleh karena itu, organissi publik perlu
melakukan inovasi pelayanan publik berbasis
digital.

Pelayanan  digital —merupakan sebuah
keniscayaan dalam rangka meningkatkan layanan
publik dengan memadukan perubahan yang
sedang terjadi, hal yang perlu dipertimbangkan

dalam pemberian layanan publik di era digital ini
antara lain mengembangkan perangkat digital
yang mendukung mobilitas pegawai sehingga
mempermudah aktivitas dan kolaborasi antar
pegawai dalam pemberian layanan publik; dan
mengembangkan/modifikasi ~ proses  bisnis
sebagai respon atas perubahan perilaku dan
kebutuhan masyarakat di era digital (Agus
Budinanto, 2020).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
adalah lembaga pemerintah non departemen
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
dilakukan pelayanan publik dengan mengikuti
kemajuan teknologi dan informasi.

Sehubungan dengan perkembangan
pelayanan digital oleh organisasi publik, maka
dipandang perlu melakukan kegiatan pembuatan
CD interaktif profil LAN RI. Urgensinya karena
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memiliki peranan penting bagi instansi
pemerintah untuk melaksanakan hubungan
Government to Government (G2G) karena dapat
mempresentasikan visi dan misi suatu instansi
pemerintah kepada masyarkat.

Selain itu, manfaat lain dari CD interaktif
profil sebagai sarana presentasi adalah dapat
mempersingkat pertemuan dengan
memanfaatkan CD interaktif profil organisasi
sehingga tamu tidak perlu bertanya secara detail
tentang profil, visi dan misi LAN RI secara
langsung.

CD interaksi profil merupakan cerminan dari
profesionalitas sebuah instansi yang dapat
digunakan sebagai media penyampaian yang
efektif karena terdapat unsur visual berupa
gambar dan teks, dan audio terlebih lagi jika
ditambahkan unsur multimedia yang lain akan
membuat desain company profile terlihat lebih
menarik dan dapat membuat pengguna terkesan.

CD interaksi profil merupakan bentuk multi
media dari desain profil instansi, dalam CD
interaktif ini pengguna dapat berinteraksi dan
bebas mengatur jalannya tampilan CD interaktif
secara langsung. CD interaktif juga dilengkapi
dengan gambar bergerak atau animasi untuk
membuat tampilan interaktif lebih menarik.

Tujuan pembuatan CD Interaktif profil LAN
RI, untuk: (1) memberikan informasi profil LAN
RI; (2) Memberikan media penyajian presentasi
yang lebih menarik; dan (3) memberikan
informasi dalam bentuk aplikasi untuk
kepentingan rapat kerja.

Metode kajian pembuatan CD interaktif profil
LAN RI meliputi: (1) tempat dan waktu praktek
kerja lapangan di kantor LAN RI, jl. Veteran 10,
Jakarta, selama 40 hari kerja mulai dari tanggal 2
Februari 2015 sampai dengan 28 Maret 2015

Dan (2) teknik pengumpulan data,
menggunakan studi dokumen, data yang
dikumpulkan adalah bahan yang relevan berupa
buku profil, dan audio mars LAN RI, dan file
CorelDRAW. Tempat dan waktu melakukan
pengumpulan data kajian adalah di kanator LAN
RI Jakarta, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam melakukan pengujian alpha tahap
kesatu dan kedua, serta pengujian beta untuk
mengetahui kelayakan CD interaktif profil LAN
Rl yang telah dibuat. Dalam melakukan pengujian
tersebut digunakan alat bantu berupa instrument
daftar  pertanyaan  terstruktur  terhadap
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responden. Responden yang dipilih sebanyak 7
(tujuh) orang adalah pegawai LAN.

Selanjutnya, (4) metode pembuatan CD
interaktif yang digunakan adalah metode
pengembangan multimedia yang dikemukakan
oleh Luther (1994) dalam Sutopo (2003). Metode
ini terdiri dari enam tahap yaitu concept, design,
material collecting, assembly, testing dan distribution.
Kelebihan metode Sutopo adalah kejelasan
dengan adanya tahapan pengumpulan material
elemen multimedia material collecting yang tidak
ada pada metode lainnya, dan tidak ada kendala
keharusan menghitung pembiayaan (metode
Vaughan).

Pembuatan CD interaktif profili LAN
dilakukan berangkat dari hasil kajian tentang
multimedia. Menurut Vaughan (dalam Binanto,
2010), multimedia merupakan kombinasi teks,
seni, suara, gambar, animasi, dan video yang
disampaikan dengan komputer atau
dimanipulasi secara digital dan dapat
disampaikan dan dikontrol secara interaktif.

Menurut Munir (2012) multimedia adalah
sebuah cara berkomunikasi satu sama lain.
Misalnya dalam hal mengirim dan menerima
informasi, kini lebih efektif dilakukan dan lebih
mudah dipahami. Dengan hadirnya elemen
multimedia kini telah memperkuat informasi
yang akan didapatkan. Multimedia adalah
penggunaan berbagai jenis media (teks, suara,
grafik, animasi dan video) untuk menyampaikan
informasi, kemudian ditambahkan elemen atau
komponen interaktif.

Sejarah LAN RI didirikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1957 tertanggal 6
Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi
serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat
Keputusan Perdana Menteri No.283/P.M./1957,
Pendirian LAN RI pada waktu itu tertama
didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat
mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang
menduduki jabatan pimpinan dalam aparatur
pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan
dalam bidang administrasi dan manajemen yang

akan mendukung kemampuannya dalam
melaksanakan tugasnya.
Di samping itu, sistem administrasi

pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal
pada system administasi peninggalan Hindia
Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang,
kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan
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kebutuhan administrasi pemerintah dalam
Negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh
karena itu, diperlukan adanya usaha penelitian
dan pengembangan administrasi pemerintah
yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia
sebagai suatu Negara yang merdeka.

Dalam perkembangannya, LAN RI telah
mengalami perkembangan. Hingga saat ini
Lembaga Administrasi Negara mengalami
penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja antara
lain berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79
Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi
Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor
162); dan Peraturan Lembaga Administrasi
Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 14).

Berdasarkan perkembangan organisasi LAN
setelah lima tahun CD interaktif dibuat oleh
penulis, dan adanya perubahan situasi dan
kondisi maka dipandang perlu melakukan review
untuk pemutakhiran data CD interaktif pada
bulan Oktober 2020. Hasil review disusun ke
dalam makalah ini yang diberi judul “pembuatan
CD interaktif profil LAN RI” sebagai hasil praktek
kerja lapangan yang telah penulis lakukan di LAN
RI tahun 2015 (makalah tersebut belum pernah
dipublikasikan).

Selanjutnya, makalah tersebut digunakan
untuk memenuhi persyaratan penulis sebagai
pemakalah dalam sub tema pelayanan digital
dalam konferensi Nasional Ilmu Administrasi
Negarayang diselenggarakan oleh Politeknik
STIA LAN Bandung pada tahun 2020.

B. PEMBAHASAN

Tahap pembuatan CD interaktif profil LAN RI
sesuai dengan metode pengembangan multimedia
oleh Luther yang dikembangkan oleh Sutopo
(2003), meliputi enam tahap yaitu: concept, design,
material collecting, assembly, testing dan distribution

Pertama, Concept: tahapan awal ini diawali
dengan menentukan tujuan, termasuk tujuan
aplikasi (informasi, hiburan, pelatihan, dan lain-
lain), sasaran dan siapa pengguna CD interaktif.
Selain itu, dideskripsikan kebutuhan obyek yaitu
peralatan  (perangkat keras dan lunak) yang
digunakan dalam membuat CD interaktif.

Kedua, Design: dalam tahapan ini yang
dilakukan adalah memilih warna pada setiap
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tampilan, didominasi warna biru tua. Pemilihan
warna tersebut adalah warna dominan yang
merupakan warna khas LAN RI warna dominan
pada website-nya.

Berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 15
Tahun 2019 tentang Logo Lembaga Administrasi
Negara, memuat aturan mengenai pilihan warna
khas yang digunakan LAN. Oleh karena itu dalam
rangka pemutakhiran data, maka tampilan CD
interaktif pilihan warnanya perlu diperbaharui
pilihan warna khas LAN sesuai dengan peraturan
tersebut.

Pada setiap tampilan aplikasi ini didesain
sesederhana mungkin namun tetap menarik, agar
terfokus pada isi dan informasinya tersampaikan
dengan baik. Di tahapan ini, juga dibuat sebuah
storyboard dan struktur navigasi untuk mengetahui
gambaran dari setiap tampilan, dan gambaran
struktur link yang menghubungkan beberapa
menu dan sub menu sebagai pedoman aplikasi
Multimedia interaktif ini,

Ketiga, Material Collecting: tahapan ini
merupakan tahapan pengumpulan bahan yang
akan digunakan dalam pembuatan multimedia
interaktif. Tahapan ini juga dapat dikerjakan
secara  parallel dengan tahap  assembly.
Pengumpulan bahan meliputi gambar tampak
depan gedung LAN RI dengan format .jpeg dan
.png, gambar-gambar kegiatan, dan logo LAN RI
berupa dummy dalam bentuk file format corel draw
.cdr, backsound berupa musik mars LAN RI dengan
format .mp3 yang di convert dari video. Video
didapatkan langsung dari LAN RI. Pada menu
produk terdapat e-book yang telah diterbitkan oleh
LAN RI dalam format .pdf. Dan file text yang berisi
profil LAN RI berasal dari website LAN RI.

Sehubungan logo LAN RI tersebut telah diubah
dengan logo baru, berdasarkan Peraturan Kepala
LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Logo Lembaga
Administrasi  Negara  sebagaimana  telah
disebutkan di atas. Oleh karena itu, sebagai review
dalam rangka pemutakhiran data, maka tampilan
CD interaktif berlogo perlu diperbaharui sesuai
logo baru.

Keempat, Assembly: merupakan tahap proses
pembuatan aplikasi CD interaktif profil LAN RI,
pengerjaannya  berdasarkan  storyboard  dan
struktur navigasi yang dibuat. Implementasi dari
seluruh bahan atau obyek multimedia yang telah
disiapkan di tahapan sebelumnya, menghasilkan 4
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(empat) tampilan yang dihasilkan melalui
serangkaian proses yang dilakukan.

Tampilan yang telah dihasilkan sebagai
berikut: (1) tampilan awal/menu utama; (2)
tampilan menu profil. Tampilan ini dihasilkan
melalui (a) proses pembuatan isi dan menu profil;
dan (b) proses pembuatan layout isi (content) profil;
(3) tampilan menu produk, yang dihasilkan
melalui proses pembuatan isi (content) produk; dan
(4) tampilan menu galeri. Tampilan ini dibuat
melalui proses pembuatan Gallery dan Sub Menu
Gallery.

Kelima, Testing: Tahapan ini dilakukan untuk
memastikan bahwa hasil pengembangan CD
interaktif sesuai dengan konsep dan perancangan
uang sudah dibuat. Pengujian tersebut dilakukan
dengan dua tahap yaitu tahap pengujian alpha
(tahap pertama, dan kedua) dan tahap pengujian
beta.

Tabel 1. Pengujian Alpha Tahap Pertama
Bahan Uji Keterangan
Ya Tidak
1. Produk sesuai dengan Storyboard 0 5
2. Button di CD interaktif, apakah 1 4
sudah berjalan dengan baik?

3. Menampilkan profil LAN RI 2 3

4. Musik sudah terdengar dan baik 2 3

5. Menampilkan galeri foto & video 4 1

6. Produk sesuai dengan 5 0
Storyboard

7. Animasi pada button sudah 5 0
berfungsi dengan baik

8. Isi (content) sudah lengkap 4 1
sesuai dengan data yang ada

9. Animasi teks, gambar, movie clip 5 1
dan video berjalan sesuai konsep

10. Tombol menu, exit dan fullscreen 4 0

berfungsi
Keterangan: n = 5 responden.

Berdasarkan hasil pengujian, dan setelah
mengetahui kekurangan di tahap pertama (lihat
tabel 1) tersebut, maka dilakukan perbaikan. Pada
kendala backsound dilakukan perbaikan pada action
script backsound itu sendiri dan bagian aplikasi
yang tidak sesuai dengan stroryboard.

Selanjutnya, dilakukan pengujian kembali
terhadap CD interaktif profil LAN RI yang dibuat
untuk mengetahui kekurangan dalam pembuatan
CD interaktif. Tabel pengujian alpha tahap kedua,
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hasilnya sebagaimana disajikan dalam tabel 2, di
bawah ini.

Tabel 2. Pengujian Alpha Tahap Kedua
Bahan Uji Keterangan
Ya Tidak
1. Produk sesuai dengan Storyboard 4 1
2. Button di CD interaktif, apakah 5 0
sudah berjalan dengan baik?
3. Menampilkan profil LAN RI 5
4. Musik sudah terdengar dan baik 5
5
5

5. Menampilkan galeri foto & video

6. Produk sesuai dengan
Storyboard

7. Animasi pada button sudah 4 1
berfungsi dengan baik

8. Isi (content) sudah lengkap 4 1
sesuai dengan data yang ada

9. Animasi teks, gambar, movie clip 4 1
dan video berjalan sesuai konsep

10. Tombol menu, exit dan fullscreen 5 0
berfungsi

Keterangan: n = 5 responden.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka
dilakukan pengambilan keputusan. Jika diambil
keputusan sudah layak, maka akan dilanjutkan ke
pihak instansi, dan dilanjutkan ke tahap beta
testing.

Tabel 3. Pengujian Beta

Bahan Uji Keterangan
Ya Tidak
2. Tampilan aplikasi 7 0
menunjukkan identitas dari
profil LAN RI

2. Aplikasi dapat menampilkan 7 0
sekilas informasi mengenai

profil LAN RI

3. Teks dapat terbaca 6 1

4. Semua tombol berfungsi 6 1
dengan baik

5. Konten di tiap menu berfungsi 7 0
dan tampil dengan baik

Keterangan: n = 7 responden.
Keenam, Distribution: ~ Tahap  distribusi

merupakan tahap dimana aplikasi yang sudah
dibuat akan digunakan oleh pengguna akhir.
Setelah selesai melakukan testing, produk dikemas
dan didistribusikan dalam bentuk CD dengan
hasil akhir produksi adalah sebuah file eks